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Kata Pengantar 


Pengelolaan keuangan negara sangat dinamis dan menghadapi 
tantangan yang dipengaruhi berbagai dinamika nasional dan global. 
Tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan dalam menyusun 
kebijakan di bidang perpajakan, penerimaan negara, belanja negara, 
pembiayaan, hingga investasi yang berdampak luas bagi negara, 
bangsa, rakyat, dan perekonomian kami translasikan ke dalam 
komitmen Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) untuk terus 
memberikan kontribusi melalui karya ilmiah yang relevan dengan 
dinamika terkini pengelolaan keuangan negara. 


Dengan komitmen untuk terus melakukan penyempurnaan dan 
bersinergi untuk negeri, maka diterbitkanlah “Bunga Rampai 
Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran untuk Indonesia” yang 
mempertemukan karya ilimiah civitas academica PKN STAN dengan 
berbagai pihak akademik dan pengambil kebijakan dalam area 
pengelolaan keuangan negara. 


Bunga Rampai ini menunjukkan konsistensi PKN STAN dalam 
semangat transformasi di bidang pengelolaan keuangan negara 
menghadapi lingkungan yang terus berubah. Tantangan pandemi, 
perubahan iklim, teknologi digital, dan berbagai tantangan lain dalam 
pengelolaan keuangan negara untuk menciptakan masyarakat yang 
adil dan makmur sesuai dengan tujuan bernegara menjadi 


Saya mengharapkan Bunga Rampai ini dapat dimanfaatkan 
secara luas oleh berbagai pihak sebagai referensi bagi pengembangan 
karya ilmiah dan pengembangan kebijakan keuangan negara. Kami 
meyakini berbagai ruang untuk penyempurnaan penelitian empiris 
dan rekomendasi kebijakan di masa depan hadir bersamaan dengan 
penerbitan buku ini.. 


Tangerang Selatan, Oktober 2021 
Wakil Direktur Bidang Akademik, 


Evy Mulyani 
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Sukuk Negara Sebagai Instrumen 
Investasi Alternatif Demi Terwujudnya 
Keuangan Inklusif 


Oleh Masruri Muchtar 


Abstrak 


Pemerintah menerbitkan sukuk ritel seri SRO14 di tengah pandemi 
Covid-19 sebagai instrumen investasi syariah yang aman dan 
menguntungkan. Tulisan ini ingin mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi pada sukuk dan 
ingin mendalami apakah instrumen keuangan alternatif ini 
mendapat respon yang positif di masyarakat. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh dari hasil 
studi literatur termasuk dari laman resmi instansi terkait. Hasilnya 
menunjukkan sukuk ritel secara perlahan mendorong terwujudnya 
keuangan yang inklusif. 


Keyword: inklusif, investasi, keuangan, sukuk, syariah 


Pendahuluan 


Di awal tahun 2021 ini pemerintah menerbitkan sukuk ritel yakni seri 
SRO14 di tengah pandemi Covid-19. Pada laman 
https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel, sukuk negara ritel adalah 
produk investasi syariah yang ditawarkan kepada individu warga negara 
indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan 
menguntungkan. SRO14 memiliki tenor 3 tahun dengan tingkat imbal 
hasil tetap sebesar 5,47”9 per tahun. Pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan 
menyebutkan tujuan penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SRO14 adalah 
membantu membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek 
infrastruktur di Indonesia dan memperluas basis 
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investor dalam negeri. Pemerintah memberikan kesempatan kepada 
setiap warga negara indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus 
berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Saat ini 
terdapat 30 mitra distribusi yang membantu pemerintah melayani 
pemesanan pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel secara 
langsung melalui sistem elektronik atau online. Minimum pemasanan 
SR014 sebesar 1 juta rupiah dan maksimum pemesanan 3 miliar rupiah. 
Penjualan sukuk negara ritel dilakukan secara online untuk 
mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel dan 
mendukung terwujudnya keuangan inklusif. 


Sukuk ritel merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan dan 
penjualannya diatur negara melalui Kementerian Keuangan. Dikelola 
berdasarkan prinsip syariah, sukuk ritel ini tidak mengandung unsur judi, 
gharar (ketidakjelasan), serta riba. Penerbitannya juga menggunakan 
struktur akad ijarah. Adapun, yang dimaksud dengan akad ijarah yakni 
pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan 
pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Hal itu juga 
dikenal dengan istilah asset to be leased. Dari transaksi ijarah ini investor 
berhak buat menerima uang sewa atau imbal hasil (ujrah). Bukan berupa 
kupon bunga seperti ORI atau SBR, sukuk ritel memberikan imbal hasil 
yang berasal dari keuntungan hasil investasi. 


Sama seperti surat berharga lainnya, tingkat imbal hasil sukuk ritel secara 
umum lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito. Imbal hasil dari 
sukuk ritel ini dibayarkan dalam jumlah tetap setiap bulan selama jangka 
waktu yang berlaku. Selain itu, sukuk ritel dapat dijual sewaktu-waktu di 
pasar sekunder. Keunggulan lainnya dari Sukuk ritel adalah minim risiko, 
karena pokok dan imbalannya dijamin negara. Sejak pertama kali 
diterbitkan tahun 2009, penerbitan SBSN ritel mencapai nominal 
Rp220,32 trilyun dengan total investor yang dicapai 390.615 investor. 


Pasar sukuk telah berkembang secara dramatis selama ini dan akan terus 
berlanjut membangkitkan minat yang kuat dari penerbitan baru baik di 
negara Muslim maupun non-Muslim (Jobst et al., 2008). Peningkatan 
minat terhadap investasi sukuk tidak semata-mata hanya dari aspek 
religiusitas tetapi juga dari pengetahuan masyarakat tentang 
karakteristik sukuk (Warsame & Ireri, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Yaya & Sofiyana (2018) yang menyebutkan bahwa sifat 
investor bisa dibagi menjadi dua, yaitu loyalis (memegang prinsip syariah 
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untuk selalu menghindari riba) dan non-loyalis (mengutamakan profit- 
oriented). Harga sukuk di pasar perdana dinilai lebih dapat dipercaya 
dibandingkan dengan produk konvensional karena nilainya lebih stabil 
(Razak et al., 2019). Sukuk sudah menjadi salah satu instrumen keuangan 
andalan pada sektor keuangan syariah. 


Sukuk negara bermanfaat dalam membiayai pembangunan proyek 
infrastruktur di Indonesia. Alokasi dan distribusi dana yang berhasil 
dihimpun dari instrumen sukuk negara ini juga tersebar ke ribuan proyek 
di Indonesia. Mulai dari pembangunan infrakstruktur jalan raya dan 
jembatan penghubung hingga renovasi ribuan Kantor Urusan Agama 
(KUA) di seluruh Indonesia. Disamping itu, pemerintah juga ingin 
memperluas basis investor dalam negeri khususnya terkait dengan 
instrumen keuangan Syariah. Tulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan investasi 
pada sukuk ritel yang ditawarkan oleh pemerintah dan juga ingin 
mendalami apakah produk ini direspon dengan baik oleh masyarakat luas 
sebagai wujud nyata mendorong terciptanya keuangan yang inklusif. 


Kajian Literatur 


Kata sukuk tidak ditemukan dalam Al-9ur'an melainkan muncul karena 
perkembangan ketika menerapkan prinsip Al-Our'an dalam sistem 
pendanaan berbasis utang (Ariff et al., 2012). Kata "sukuk" berasal dari 
bahasa Persia dan kemudian digunakan dalam bahasa Arab. Sukuk 
berbentuk jamak untuk sakk yang artinya sertifikat atau dokumen tertulis 
(wathigah maktubah). Dari segi teknis, sakk mengacu pada 
dokumen/Ssertifikat bertuliskan hak dan berkaitan dengan transaksi. 


Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen 
investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah 
yang melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah 
(sewa), mudharabah (bagi-hasil), musyarakah, atau yang lain. 
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan sukuk 
merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 
syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang 
mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang sukuk 
berupa bagi hasil atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat 
jatuh tempo. Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization 
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for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti 
sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari 
suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti 
terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya 
dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa, 
atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas 
inventasi tertentu. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset 
yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan 
pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik (Hidayat, 2001). 
Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan 
prinsip syariah. Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan 
secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sukuk merupakan suatu instrumen yang inovatif 
dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan 
pembangunan bagi negara maupun corporate dan meningkatkan modal 
usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan. 


Sukuk berbeda dengan instumen obligasi atau surat utang. Penerbitan 
sukuk memerlukan Special Purpose Vehicle (SPV) sebagai penerbit, 
sedangkan obligasi diterbitkan secara langsung oleh obligor. SPV adalah 
badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk 
yang memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk, counterpart pemerintah 
dalam transaksi pengalihan aset dan bertindak sebagai wali amanat 
(trustee) yang mewakili kepentingan investor. Sukuk merupakan 
instrumen penyertaan sedangkan obligasi adalah instrumen hutang. 


Perbedaan karakteristik antara sukuk dengan obligasi akan ditunjukkan 
oleh Tabel 1 berikut ini: 


Tabel 1. Perbandingan Sukuk dan Obligasi 


Deskripsi Sukuk Obligasi 
Penerbit Pemerintah, Korporasi Pemerintah, 
Korporasi 
Sifat Instrumen Sertifikat Instrumen 


kepemilikan/penyertaan| pengakuan utang 
atas suatu aset 


Penghasilan Imbalan, bagi hasil, Bunga/kupon, 
margin capital gain 
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Jangka Waktu Pendek-menengah Pendek- 
menengah 

Underlying asset| Perlu Tidak perlu 

Pihak yang Obligor, SPV, investor, Obligor/issuer, 

terkait trustee investor 

Price Market Price Market Price 

Investor Islami, konvensional Konvensional 

Penggunaan Harus sesuai syariah Bebas 

hasil penerbitan 


Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020 


Jenis-Jenis Sukuk 


Sukuk sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi terbagi dalam 5 
akad yang telah diaplikasikan di beberapa negara di dunia, antara lain: 


a. Sukuk Ijarah 


Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:41/DSN-MUI/III/24, obligasi 
syariah (sukuk) ijarah merupakan obligasi syariah ijarah yang 
diterbitkan berdasarkan akad ijarah di mana pemegang obligasi 
syariah ijarah tersebut dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat 
pula bertindak sebagai pemberi sewa. Kepemilikan dapat dialihkan 
kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad, sukuk ijarah 
dibedakan menjadi Ijarah Al Muntahiya Bittamlik (Sale and Lease 
Back) dan Ijarah Headlease and Sublease. 


b. Sukuk Mudharabah 


Sukuk atau sertifikat mudharabah dapat menjadi instrumen dalam 
meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi. Sukuk 
mudharabah ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau 
akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama di mana 
satu pihak menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak lain 
menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan akan 
dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati sebelumnya dan 
kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilih 
modal. 
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c. Sukuk Musyarakah 


Merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad 
musyarakah yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua 
pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk 
membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, 
atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian akan 
ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing 
pihak. 


d. Sukuk Murabahah 


Dalam sukuk dengan akad murabahah investor membiayai sebagian 
atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati 
kualifikasinya dengan emiten, dan keuntungan investor diperoleh dari 
selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten. 


e. Sukuk Istishna' 


Istishna' adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang 
memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman dimasa depan 
atau pembayaran di masa depan dari barang-barang yang dibuat 
berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk 
menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan 
rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. 


Akad yang paling sering digunakan pada penerbitan sukuk di Indonesia 
adalah akad ijarah. Berdasarkan institusi yang menerbitkannya, sukuk di 
Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sukuk yang dikeluarkan pemerintah 
(sukuk negara) dan sukuk korporasi. 


Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), SBSN 
atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang 
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian 
penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun 
valuta asing. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik 
negara yang memiliki nilai ekonomis. Sejak berlakunya undang-undang 
tersebut, pemerintah mulai menerbitkan SBSN sebagai alternatif 
pembiayaan belanja negara. Penerbitan SBSN di dalam negeri 
dilaksanakan melalui tiga metode penerbitan, yaitu bookbuilding, private 
placement dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode bookbuilding 
yaitu Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Sukuk 
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negara tidak mewakili sebuah utang yang diserahkan kepada emiten oleh 
pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak yang 
dirujuk sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan dan 
perdagangannya. Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah. 


Sedangkan sukuk korporasi merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh 
perusahaan (swasta) sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut 
berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, 
perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri 
swasta. 


Dalam hal ini yang menjadi underlying asset dari sukuk korporasi ini 
adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Yang 
menjadi dasar peraturan mengenai sukuk korporasi yaitu Undang- 
Undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 
32/DSN-MUI/IX/2002. 


Metodologi 


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, 
yakni menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses atau 
sekelompok individu (Creswell, 2012). Menurut paham post-positivism, 
teori tidak digunakan sebagai alat ukur untuk menguji suatu hipotesa, 
namun hanya petunjuk agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas 
(Miller, 2007). Sebagian besar data diperoleh dari hasil pengumpulan 
berbagai hasil studi literatur dan studi ini juga mendalami berbagai data 
dari laman resmi Kementerian Keuangan sebagai pihak penerbit. 


Hasil dan Pembahasan 


Sukuk negara ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 tipe yakni 
Ijarah Sale and Lease Back dan Ijarah Asset to be Leased. Perusahaan yang 
menerbitkan sukuk disebut Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. 
Penerbitan sukuk ritel ini menggunakan akad sewa guna usaha (ijarah). 
Tidak seperti kontrak kemitraan pada umumnya di mana tingkat 
pengembalian (return) tidak akan diketahui di awal, pemegang sukuk 
telah mengetahui return terlebih dahulu. Ini akan meningkatkan kualitas 
investasi bagi investor itu sendiri. Selain mengetahui besar return-nya, ini 
menciptakan patokan harga atau benchmark untuk penggalangan dana 
bagi instrumen yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan swasta 
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(Sukmana, 2019). Perbedaan utama antara Ijarah Sale and Lease Back dan 
Ijarah Asset to be Leased terletak pada underlying asset-nya. Yang pertama 
menggunakan aset fisik pemerintah misalnya properti/bangunan milik 
pemerintah yang sudah beroperasi: yang terakhir merupakan kombinasi 
dari yang pertama dan proyek konstruksi yang telah dimulai oleh 


pemerintah. Penjelasan rinci tentang ini perbedaannya adalah sebagai 
berikut: 


a. Ijarah Sale and Lease Back 


Gambar 1. Ijarah Sale and Lease Back 
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Sumber: Sukmana, 2019 


Penerbitan sukuk jenis ini sebenarnya adalah beli dan menjual (Albai') 
dan kontrak sewa (Ijarah). Sederhananya, sukuk jenis ini membutuhkan 
aset untuk dijual terlebih dahulu dan kemudian disewakan kembali. 
Pemerintah Indonesia sudah menggunakan jenis penerbitan ini yakni 
sukuk ritel pertama (SRO1) pada tahun 2009 sampai dengan sukuk ritel 
nomor 3 (SRO3) pada tahun 2011. Ada empat pihak yang terlibat, yakni 
pemerintah yang bertindak sebagai penerbit dan penyewa, Special 
Purpose Vehicle (SPV) yang berperan untuk menerbitkan sukuk dan 
Paying Agent yang menerima biaya sewa dari penyewa, dan terakhir 
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adalah investor. Gambar 1 merupakan gambaran skema Ijarah Sale and 
Lease Back. 


b. Ijarah Asset to be leased 


Perbedaan antara Ijarah Sale and Lease Back dan jenis ini terletak pada 
underlying asset. Yang pertama menggunakan aset yang ada, sedangkan 
yang terakhir membutuhkan proyek yang akan dilakukan di mana 
pemerintah menerbitkan sukuk untuk membiayainya. Karena selama 
masa konstruksi tidak ada kemungkinan menghasilkan keuntungan, 
untuk jenis ini diperlukan aset fisik yang sudah ada. Oleh karena itu, 
selama masa konstruksi, investor menerima pembayaran secara reguler 
atas investasi mereka. Perbedaan lainnya adalah peran pemerintah yang 
dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai penerbit dan penyewa, tetapi 
juga bertindak sebagai wakil atau agen. Entitas lain, yaitu SPV dan 
investornya tidak berbeda dengan yang ada dalam Ijarah Sell and Lease 
Back. Jenis skema Ijarah ini telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia No. 76/DSN-MUI/VI/2010. Gambaran lengkap 
dan rinci tentang skema langkah demi langkah dijelaskan di bawah ini. 


Gambar 2. Ijarah Asset to be leased 
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Baik sukuk ritel negara maupun sukuk yang dikeluarkan oleh korporasi 
dapat dijual di pasar sekunder. Berdasarkan penelitian, volatilitas harga 
di pasar sekunder antara sukuk negara apabila dibandingkan dengan 
sukuk korporasi, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
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siginifikan. Kedua sukuk ini sama-sama memiliki volatiltas yang sangat 
lemah (Boumediene, 2015). Volatilitas atau gejolak pasar memiliki 
peranan pada return investasi. Sesuai dengan prinsip "high risk, high 
return", maka jika volatilitas rendah, tingkat pengembalian dan risiko pun 
akan rendah. Perkembangan sukuk negara tampaknya memilliki 
kecenderungan akan terus meningkat karena semakin banyak popularitas 
yang didapatkan atas penerbitan surat berharga ini baik di negara muslim 
maupun negara non-muslim. Pemerintah akan mampu mendanai 
sebagian defisit anggarannya dengan menerbitkan sukuk. Pasar sukuk 
telah berkembang secara dramatis selama ini dan akan terus berlanjut 
membangkitkan minat yang kuat dari penerbitan baru di negara Muslim 
dan non-Muslim (Jobst et al., 2008). 


Kepemilikan atau ownership menurut syariah adalah hubungan eksklusif 
yang memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati dan 
menggunakan aset atau properti selama tidak ada larangan berdasarkan 
syari'at. Dalam konteks penjualan underlying asset oleh negara ketika 
menerbitkan sukuk ritel, yang dijual dan kemudian disewa adalah 
beneficial ownership atau manfaat kepemilikan. Beneficial ownership 
harus dianggap sebagai kepemilikan yang sebenarnya karena syariah 
telah membolehkan pengalihan kepemilikan berdasarkan suatu kontrak 
(penawaran dan penerimaan). Meskipun pemegang sukuk tidak terdaftar 
sebagai pemilik sah di Otoritas Kantor Pertanahan, dokumentasi dan 
perjanjian telah dengan jelas menentukan siapa pemilik berikut 
kewajiban yang melekat (Ghani, 2018). 


Konsep umum untuk penentuan harga sukuk hampir sama dengan bonds 
atau obligasi yakni dengan menghitung nilai uang hari ini (time value of 
money) dari jumlah nilai sukuk pada saat jatuh tempoditambah dengan 
nilai tunai bagi hasil yang akan diterima oleh investor. Harga sukuk di 
pasar perdana dinilai lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan produk 
konvensional karena nilainya lebih stabil (Razak et al., 2019). Sukuk 
sekarang sudah menjadi salah satu instrumen keuangan yang andalan 
pada sektor keuangan syariah, bahkan sudah dapat diterima oleh pasar 
keuangan konvensional. Perlu ada promosi yang gencar dan edukasi 
kepada masyarakat luas terkait produk investasi syariah ini. 


Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
permintaan terhadap suatu jenis investasi, diantaranya yaitu kondisi 
perekonomian makro (tingkat suku bunga dan tingkat inflasi) serta return 
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instrumen investasi lainnya. Peningkatan minat terhadap investasi sukuk 
tidak semata-mata hanya dari aspek religiusitas tetapi juga dari 
pengetahuan masyarakat tentang karakteristik sukuk (Warsame & Ireri, 
2016). 


Hal ini sesuai dengan pernyataan Yaya & Sofiyana (2018) yang 
menyebutkan bahwa sifat investor bisa dibagi menjadi dua, yaitu loyalis 
(memegang prinsip syariah untuk selalu menghindari riba) dan non- 
loyalis (mengutamakan profit-oriented). 


Penelitian sebelumnya tentang permintaan sukuk memberikan hasil yang 
beragam terkait dengan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 
permintaan sukuk ritel (Rahman et al., 2016). Penelitian tentang tingkat 
permintaan sukuk negara sangat penting karena beberapa hal (Al Aziz et 
al., 2019). Pertama, Indonesia merupakan pasar sukuk yang prospektif. 
Penduduk Indonesia dengan mayoritas umat muslim merupakan pasar 
potensial bagi produk investasi yang sesuai dengan syariah. Menurut 
Smaoui & Khawaja (2017), negara yang mayoritas penduduknya muslim 
akan mendorong pengembangan pasar sukuk. Kedua, penerbitan Sukuk 
Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan usaha pemerintah untuk 
mengembangkan pasar keuangan syariah. SBSN merupakan instrumen 
investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, mengidentifikasi 
tingkat permintaan sukuk dapat memberi gambaran sejauh mana produk 
ini menarik perhatian calon investor. Tidak semua investor muslim hanya 
mempertimbangan dari sisi syariah saja, tetapi masih banyak yang juga 
melihat keuntungan atau profit yang dapat diperoleh dari membeli 
investasi ini (Warsame & Ireri, 2016: Yaya & Sofiyana, 2018). Tingkat 
permintaan yang tinggi menunjukkan bahwa spesifikasi produk sudah 
memenuhi keinginan calon investor. Keempat, sukuk ritel ditujukan 
untuk investor individu. Menurut Wiyanti (2013), investor individu 
memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan investor institusi, 
diantaranya adalah dipengaruhi oleh faktor psikologis, tingkatan 
kehidupan, fleksibel dalam penempatan dana dan mempertimbangkan 
ketentuan pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong 
permintaan masyarakat terhadap sukuk negara dapat dijadikan masukan 
dan strategi bagi pemerintah dalam proses penawaran produk investasi 
tersebut. 


Semakin tinggi laju inflasi, akan menyebabkan makin banyaknya orang 
menukarkan kekayaan yang dimilikinya dengan kekayaan fisik barang 


11 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


yang nilainya naik sejalan dengan inflasi (Nopirin, 1999). Oleh karena itu 
tingkat inflasi sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu faktor 
(variabel) yang menentukan permintaan akan surat berharga. 
Pramudiyanti et al. (2019) menyatakan pertumbuhan ekonomi, jumlah 
uang beredar, inflasi, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap nilai pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia 
tahun 2002-2018. Namun, Mubarokah & Rahmah (2019) menyatakan 
faktor yang mempengaruhi permintaan sukuk ritel adalah harga sukuk itu 
sendiri dan tingkat inflasi dianggap tidak berpengaruh secara siginifikan 
terhadap permintaan sukuk ritel. Sejauh mana pertumbuhan ekonomi, 
jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai tukar ini memiliki pengaruh atas 
permintaan sukuk ritel tentu menarik untuk dipahami. 


Muhammad et al. (2019) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan sukuk retail yang dikeluarkan oleh pemerintah. Variabel 
bebas terdiri dari harga sukuk, suku bunga BI, tingkat bunga dan tingkat 
bunga akun investasi mudharaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap permintaan sukuk ritel SR- 
005 sedangkan harga sukuk, tingkat kredit dan tingkat investasi akun 
mudharaba tidak mempengaruhi permintaan sukuk ritel SR-005. 
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga 
berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah 
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). BI telah menetapkan dan 
memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan dan dibayarkan pada 
saat jatuh tempo. Tujuan dikeluarkannya peraturan BI tentang SBIS ini 
ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam 
rangka pengendalian moneter yang dikeluarkan berdasarkan prinsip 
syariah (Sholihin, 2010). Apabila tingkat imbalan SBIS turun, maka biaya 
yang harus dikeluarkan untuk membayar tingkat imbal hasil menjadi 
lebih rendah dan berakibat sukuk yang diterbitkan pemerintah 
cenderung bertambah. Pengaruh tingkat imbalan SBIS ini tentu perlu 
didalami dengan baik oleh pemerintah ketika ingin menerbitkan sukuk 
ritel. Alokasi dan distribusi dana yang berhasil dihimpun pemerintah dari 
instrumen sukuk negara ini tersebar ke ribuan proyek di Indonesia, Ada 
yang digunakan untuk pembangunan infrakstruktur jalan raya dan 
jembatan, bendungan atau pemanfaatan sumber daya air, bidang 
transportasi seperti pembangunan rel kereta, penunjang sarana 
pendidikan berupa pembangunan gedung kampus beberapa perguruan 
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tinggi, hingga sampai pembangunan ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) 
di seluruh Indonesia. 


Sukuk ritel yang mulai ditawarkan oleh pemerintah sejak tahun 2009 ini 
secara perlahan mendukung perkembangan pasar keuangan Syariah dan 
mendorong keuangan yang inklusif. Walaupun tingkat imbalan atau 
kupon SRO14 sebesar 5,47 merupakan yang terendah sepanjang sejarah 
penerbitan SBN ritel, hasil penjualan SRO14 mencapai Rp. 16,71 triliun 
atau oversubscribed sebesar 1,67 kali dari target. Ini menunjukkan respon 
yang positif di tengah kondisi pasar keuangan yang masih belum stabil. 
Jumlah investor SRO14 sebanyak 35.626 orang merupakan yang terbesar 
ketiga sepanjang penerbitan SBSN Ritel, setelah SRO08 dan SRO13. Yang 
menarik adalah investor generasi milenial yang membeli SRO14 tercatat 
sebanyak 12.968 orang, atau 36,40Y6 dari total investor, dengan nominal 
pembelian sebesar Rp. 3,10 triliun atau 18,564 dari total penjualan. Dari 
sisi profesi, investor wiraswasta mencatat nominal pembelian terbesar 
yaitu Rp7,24 triliun (43,356 dari total penjualan), sedangkan investor 
pegawai swasta merupakan jumlah investor terbanyak yaitu 12.098 
orang (33,96Y9 dari total investor). Investor baru SRO14 paling banyak 
berasal dari generasi milenial, yaitu 5.293 orang atau 44,3799 dari total 
investor baru. 


Berdasarkan data sukuk tabungan seri ST-006 yang ditawarkan 
pemerintah pada tahun 2020, mayoritas investor sukuk ini adalah 
pengusaha dan karyawan swasta (55Y6) yang diikuti oleh pegawai negeri 
(12960), ibu rumah tangga (1096), mahasiswa/pelajar dan pensiunan 
(1296) dan sisanya profesi lainnya (1196). Dari data ini terlihat investor 
sangat beragam, bahkan ibu rumah tangga, mahaiswa/pelajar, dan 
pensiunan mencapai porsi melebihi 2076 dari total investor. Data-data ini 
menujukkan program pemerintah dalam mendorong keuangan yang 
inklusif terlihat nyata. Sudah terlihat adanya pergeseran atau tranformasi 
masyarakat yang lebih berorientasi terhadap investasi, bukan hanya 
sekedar menabung. Yang menjadi salah satu faktor pendorongnya karena 
investor memiliki kesempatan untuk membeli instrumen keuangan 
syariah dengan harga yang terjangkau yakni hanya bernilai 1 juta rupiah. 
Melihat prospek yang besar karena mayoritas penduduknya muslim, 
pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan menyusun program edukasi 
tentang produk investasi ini secara luas kepada seluruh elemen 
masyarakat. 


13 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


Kesimpulan 
Dari uraian di atas, berikut ini beberapan poin penting terkait sukuk yaitu: 


1. Sukuk negara ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan 
kepada individu warga negara indonesia sebagai instrumen investasi 
yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan sebagai 
pendorong terwujudnya keuangan inklusif. 

2. Peningkatan minat terhadap investasi sukuk tidak semata-mata 
hanya dari aspek religiusitas tetapi juga dari pengetahuan 
masyarakat tentang karakteristik sukuk. Investor bisa dibedakan 
menjadi dua kategori, yaitu loyalis (memegang prinsip syariah untuk 
selalu menghindari riba) dan non-loyalis (mengutamakan profit- 
oriented). 

3. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sukuk retail 
yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya adalah 
pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai tukar, 
harga sukuk itu sendiri, suku bunga BI, SBIS, termasuk tingkat imbal 
hasil investasi mudharaba. 

4. Sukuk ritel yang mulai ditawarkan oleh pemerintah sejak tahun 2009 
ini secara perlahan mendukung perkembangan pasar keuangan 
syariah dan mendorong terwujudnya keuangan yang inklusif. 


Keterbatasan studi ini adalah penelitian tidak menggunakan data primer 
yaitu melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh investor sukuk 
ritel yang ada sehingga belum bisa diketahui bagaimana persepsi atau 
pandangan mereka atas kehadiran instrumen investasi alternatif berbasis 
syariah ini. 
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Problematika Kontrak Dagang Jangka 
Panjang Ekspor Impor 


Oleh Mulyadi, Taufik Raharjo, dan Felicia Putrisean 


Abstrak 


Banyak perusahaan ekspor impor di Indonesia menyukai kontrak 
dagang dengan perusahaan asing di luar negeri dalam durasi jangka 
panjang. Faktor kemudahan melakukan penjualan, jumlah order 
yang cenderung tidak berubah, dan sustainability perusahaan 
menjadi pertimbangan dipilihnya kontrak berdurasi panjang. 
Namun demikian sebenarnya seringkali dan banyak perusahaan 
Indonesia itu dalam posisi dan daya tawar yang rendah. Pada 
gilirannya tingkat keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama 
jangka panjang tersebut tidak sebesar yang seharusnya diterima. 


A. Kontrak Dagang Ekspor Impor untuk apa? 


Perbedaan kepentingan (conflict of interest) setiap pihak yang terlibat 
dalam sebuah kontrak dagang membuat kontrak dagang tersebut sering 
kali mengakibatkan perselisihan (Lestari.S, 2020). Perselisihan atau 
sengketa dagang merupakan persoalan yang biasa terjadi (Basri, 2011). 
Perselisihan dan persengketaan penjualan internasional antara Apple dan 
Samsung pada awal 2010 menjadi sebuah contoh besar. Perusahaan 
teknologi komunikasi tersebut pada mulanya memiliki kontrak kerjasama 
dalam hal penyediaan spare part/ komponen produk, seperti: flash, layar, 
prosesor, dan lainnya. Sejak lama Apple menjadikan Samsung sebagai 
salah satu mitra penyedia spare part untuk produksinya (Vergara, 2012). 
Namun, kerjasama yang baik itu rusak dan menimbulkan konflik 
berkepanjangan. Persoalan klaim hak paten merupakan pokok 
permasalahan rusaknya kontrak dagang diantara pihak itu (Bui, 2012). 
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Rusaknya sebuah kontrak dagang juga mengakibatkan kerugian ekonomi 
atau berkurang tingkat keuntungan yang didapatnya dari kontrak dagang 
tersebut (Sri, 1997). Kerugian dan keuntungan di dalam level aktivitas 
ekspor impor tentu berbeda dengan bisnis lokal. Ini sejalan dengan teori 
investasi, bahwa keuntungan berbanding lurus dengan resiko bisnis (Hui 
& Sarah, 2019). Jelas dapat dimengerti secara awam bahwa aktivitas 
ekspor impor memiliki resiko dan cakupan yang lebih luas daripada bisnis 
lokal. Oleh karena itu potensi keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh 
pelakunya tentu lebih besar juga. Demikian pula dengan potensi kerugian 
yang akan muncul. 


Kembali ke kasus persengketaan dagang antara Apple dan Samsung yang 
berlangsung 8 tahun tersebut. Akhirnya, pada Mei 2018 Pengadilan 
Internasional memutuskan Apple sebagai pemenang dalam 
persengketaan dagang itu (Jung, 2018). Mahkamah memutuskan bahwa 
Samsung harus membayar denda dan ganti rugi lebih dari 500 Juta US 
dollar. Jika dikonversi ke rupiah, maka nilai itu lebih dari 7 Trilliyun (Bui, 
2012). Angka tersebut lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD) 
banyak provinsi di Indonesia, seperti: Banten 6,3 trilliyun, Kalimantan 
Timur 5,8 trilliyun, Sumatera Utara 5,6 trilliyun, Sulawesi Selatan 3,9 
trilliyun, dan banyak lagi lainnya (Viva, 2019). 


Kerugian perdagangan internasional semacam ini tentu memiliki dampak 
negatif yang secara langsung dirasakan oleh perusahaan. Rusaknya 
kontrak kerjasama dan jaringan bisnis yang sudah terbentuk berpotensi 
menyebabkan hilangnya potensi keuntungan dalam waktu yang cepat, 
kerugian yang besar sangat besar karena tidak dibayar dan lainnya 
(James, 1994:8). Bahkan pada level yang lebih lanjut kerugian bisnis bisa 
mempengaruhi kualitas kesehatan dari pemilik bisnis (J.W. Senterfitt, A. 
Long, M. Shih, 2013). Ujung pangkal dari semua itu adalah proses mitigasi 
resiko kerugian ekonomis yang diambil oleh para pelaku perdagangan 
internasional. 


Perbedaan kepentingan dari pelaku perdagangan internasional memaksa 
mereka harus melakukan proses tawar menawar. Sebuah proses bisnis 
yang idealnya berakhir dengan win-win solution bagi kedua belah pihak. 
Hanya saja proses mendapatkan win-win solution ini dihadapkan pada isu 
krusial yang sulit dihindari. Isu utama yang timbul dari sebuah kontrak 
dagang internasional yakni kebebasan dari kontrak itu sendiri (Huala, 
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2004:19).Kebebasan kontrak dagang yang dimaksud adalah bahwa setiap 
pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menyepakati sebagian atau 
keseluruhan isi kontrak tanpa adanya unsur pemaksaan ataupun 
penipuan. 


Isu ini sering menjadi penghambat tercapainya win-win solution (Huala, 
2004: 20). Terlebih lagi jika pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak 
memiliki kepentingan dan ego yang tinggi. Kemenangan dalam 
penciptaan sebuah kontrak dagang ditandai dengan banyaknya 
kepentingannya yang diadopsi menjadi pasal-pasal dalam dokumen 
kontrak dagang. Kondisi demikian sangat berpotensi menciptakan sistem 
kontrak dagang yang kaku. Padahal pemberlakuan sistem kontrak dagang 
yang kaku dan tidak akomodir akan menyebabkan potensi pelanggaran 
kontrak dagang lebih besar (Cameron, 2000). 


Gambar 1. Ilustrasi Sistem Kontrak Dagang 


Kontrak Dagang 


Hukum Dagang 


Sumber: James, 1994:13. 


(Penjelasan: Kontrak dagang yang kaku digambarkan dengan ikan yang besar. Banyak hal yang diatur 
dan sesuai dengan hukum dagang negara tertentu. Jika melanggar kontrak dagang artinya juga 
melanggar hukum dagang negara tertentu. Penyelesaiannya tidak cukup antara exportir dan importir 
saja) 


Pelaku kontrak dagang memang mempunyai kebebasan untuk menerima 
dan sepakat atas pasal-pasal dalam sebuah kontrak dagang dengan tanpa 
adanya paksaan, namun tidak berarti mudah untuk memaksakan 
dominasi pada pihak lain (Supancana, 2012). Kontrak dagang akan 
mengamankan posisi masing-masing pihak dan mereka benar-benar 
harus berjuang agar kepentingannya dapat diadopsi dalam sebuah 
dokumen kontrak. 
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Para negosiator kontrak dagang paham bahwa untuk menemukan 
perbedaan kepentingan bisnis tidak berarti harus ada kompromi dalam 
sebuah kontrak dagang (Chebet et al., 2015). Meskipun, Mereka juga 
mengerti bahwa tidak ada kompromi tanpa negosiasi kontrak. 


B. Kontrak Dagang Jangka Panjang Antara Realita dan Dilema 


Ada sebuah contoh kasus yang bisa menjelaskan makna kata realita dan 
dilema dalam bagian ini. Demi menjaga privasi sekaligus melindungi 
kepentingan perusahaan, maka tulisan ini tidak menyebutkan nama 
perusahaan yang terlibat. Selanjutnya digunakan inisial agar pembaca 
lebih mudah menangkap maksudnya. Iya, karena ini adalah kasus nyata 
yang penulis meyakini banyak terjadi di Indonesia. Inisial RKBS Indonesia 
adalah identitas untuk perusahaan ekspor di Indonesia dengan komoditas 
wooden furniture. Sedangkan mitra dagangnya berinisial SCT Australia 
sebagai single buyer dari RKBS Indonesia. 


“Inisiasi kontrak dagang dengan SCT Australia dimulai dari tahun 2009. 
Sebenarnya, kontrak dagang itu dilatarbelakangi adanya krisis ekonomi 
global 2008. Krisis itu yang menyebabkan perusahaan ini (RKBS Indonesia) 
kehilangan semua customer. Mulanya perusahaan ini (RKBS Indonesia) 
bisa mengekspor sebanyak 3-4 kali dalam seminggu, namun sejak krisis 
ekonomi terjadi semuanya berhenti. Sampai akhirnya datang SCT Australia 
seolah menjadi juru selamat bisnis perusahaan ini.” 


Sumber: Manajer Produksi PT RKBS Indonesia, 2020. 


Demikian pernyataan manajer produksi PT. RKBS Indonesia dalam 
menjelaskan proses kontrak jangka panjang yang ada di perusahaan itu. 
Terhitung sudah 13 tahun lamanya perusahaan hanya bermitra dengan 1 
perusahaan saja. SCT Australia menjadi buyer, customer, sekaligus 
marketing bagi PT. RKBS untuk pasar Australia. Jumlah order dari SCT 
Australia selalu sesuai dengan kapasitas produksi RKBS. Hal ini 
memberikan kenyamanan bagi PT RKBS Indonesia, karena tidak perlu 
mengkhawatirkan soal pembeli, jumlah pesanan, dan sekaligus menjamin 
kelangsungan bisnisnya. 


Saking lamanya durasi kontrak dagang ini, loyalitas dari buyer/ customer 
yakni SCT Australia tidak diragukan lagi. Loyalitas yang ditunjukkan dapat 
dikelompokkan sebagai tingkat teratas yakni partner. 
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Hubungan yang kuat diantara keduanya menandai kerjasama mereka 
sebagai pihak yang sama-sama ingin meraih keuntungan ekonomi. 
Sampai pada akhirnya pihak SCT Australia berani mendikte dan 
mengendalikan kerjasama tersebut. SCT merasa memiliki posisi tawar 
yang lebih tinggi sehingga berani menolak produk yang ditawarkan oleh 
RKBS Indonesia. SCT bahkan mengajukan permintaan khusus kepada 
RKBS terkait spesifikasi produk yang dipesannya hanyalah grade A. SCT 
Australia tidak mau menerima produk dari RKBS yang menurut 
subjektifitas SCT termasuk kategori barang terkena reject atau tidak 
layak. 


RKBS Indonesia langsung merespon penolakan dan permintaan khusus 
dari mitra dagangnya tersebut. Barang terkena reject oleh SCT Australia 
merupakan sebuah kerugian bagi RKBS. Sayangnya, RKBS Indonesia tidak 
ada buyer lain yang bisa menerima produk jenis tersebut. Posisi SCT 
sebagai konsumen satu-satunya bagi RKBS benar-benar menyulitkan 
perusahaan furniture tersebut. Sampai disini SCT benar-benar 
mendominasi kontrak dagang yang ada. 


Strategi RKBS dalam menghadapi situasi demikian adalah dengan 
meluncurkan produk grade B. Produk reject yang diperbaiki (repair) dan 
masuk dalam kriteria SCT. Produk ini oleh SCT dianggap sebagai produk 
kelas dua yang mestinya dihargai lebih murah daripada produk grade A. 
Potongan harga/ diskon diberikan RKBS agar SCT mau membeli produk 
jenis ini. Pemberian diskon atau potongan harga sebesar 599 untuk 
produk grade B ini adalah langkah terbaik bagi RKBS daripada 
menanggung kerugian yang lebih besar karena tidak bisa menjual produk 
itu. Sampai disini SCT Australia benar-benar mendominasi kontrak 
dagang yang ada. Satu hal yang memperburuk posisi RKBS Indonesia 
adalah tidak cakapnya SDM yang ada dalam melakukan negosiasi. 


Pengalaman di atas memberikan ilustrasi yang jelas bahwa tidak 
selamanya kontrak jangka panjang itu akan menghasilkan win-win 
solution. Resiko kontrak dagang jangka panjang akan muncul ketika ada 
satu pihak yang mendistorsi kesepakatan itu. Ini hanya mungkin bisa 
dilakukan manakala pihak tersebut memiliki daya tawar (bargaining 
position) yang kuat. Kembali ke kasus di atas, SCT Australia tidak mau 
menerima produk grade A dengan cacat minor bahkan setelah dilakukan 
repair. Sikap ini baru muncul dalam 2-3 tahun terakhir. Artinya 
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sebelumnya produk tersebut diterima oleh SCT sebagai produk grade A. 
Inilah distorsi yang dimaksud. SCT berani melakukan penolakan karena 
dia tahu posisi RKBS tidak bisa menjual produk ini. SCT merasa benar- 
benar menguasai permainan perdagangan internasional ini. RKBS pun 
akhirnya menerima saja segala tuntutan dari mitra dagangnya itu. Seolah 
tidak ada pilihan lain yang lebih menguntungkan. 


Kasus RKBS Indonesia dan SCT Australia ini menurut pengamatan penulis 
banyak terjadi di Indonesia. Perusahaan ekspor impor yang cukup puas 
dengan mengandalkan 1 buyer yang memiliki kapasitas order yang besar. 
Perusahaan kemudian menjadi terlena untuk terus berekspansi dan 
melakukan pemasaran internasional. Aktivitas operasional perusahaan 
terfokus untuk melayani order dari single buyer tersebut. Fakta ini 
sebenarnya cukup riskan bagi perusahaan ekspor impor Indonesia. 
Gangguan terhadap kontrak dagang dapat muncul sewaktu-waktu, dan 
dampaknya akan sangat memberatkan bagi kelangsungan (sustainability) 
bisnis perusahaan. 


Tidak masalah jika sebuah perusahaan bertahan dengan satu kontrak 
dagang jangka panjang, namun demikian perlu tetap melakukan upaya 
penggalian market share yang baru. 


Trivedi et.all (2018) menjelaskan bahwa business sustainability akan 
dapat dicapai perusahaan jika banyak mitra dagang. Jika pada satu ketika 
kontrak dagangnya berakhir/ rusak di tengah perjalanan bisnis, 
perusahaan tetap dapat bertahan (survive). Tidak sebagaimana yang 
banyak terjadi selama ini, perusahaan ekspor impor di Indonesia 
cenderung bangkrut dan menutup operasional dikarenakan buyer tidak 
lagi melakukan order. 


C. Menciptakan Win-win Solusi Dalam Kontrak Dagang Ekspor 
Jangka Panjang 


Perselisihan dan sengketa dagang antara Apple dan Samsung selesai pada 
2018 dengan sebuah strategi yang tidak terduga. Betapa tidak, sebuah 
“perang dagang brutal” antara keduanya ditandai dengan ratusan 
gugatan di peradilan internasional. Selama 8 tahun bersengketa Samsung 
telah membayar ganti rugi kepada Apple beberapa kali. Pada akhir 
episode sengketa, peradilan internasional telah memutuskan bahwa 
Samsung bersalah dan wajib membayar ganti rugi kepada Apple dalam 
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jumlah yang sangat besar. Namun, tiba-tiba keduanya bersepakat untuk 
mengakhiri dan tidak melanjutkan proses hukum yang berjalan. Samsung 
memang wajib membayar ganti rugi, namun tidak sebesar yang 
diputuskan pengadilan. Ketentuan tersebut disepakati sendiri oleh Apple 
dan Samsung sebagai pihak yang saling gugat menggugat. 


Bagi Apple, menjadi pemenang dalam sebuah peradilan dagang 
internasional seharusnya akan menerima banyak kompensasi ekonomi 
berupa ganti rugi. Namun, nampaknya Apple tidak mendapatkan sebesar 
itu. Apple tetap mendapatkan haknya dalam jumlah yang lebih rendah. 
Apple benar-benar menerapkan strategi win-win solusi tidak harus 
menang, namun mengalah untuk mendapatkan hal lain. Ini sedikit aneh, 
dalam konsep win-win solusi semestinya kedua belah pihak mendapatkan 
kemenangan. Namun dalam kasus ini, Apple menang tapi mengambil 
tindakan mengalah dengan berdamai dengan Samsung, tidak melanjutkan 
proses hukum, dan tidak menerima ganti rugi sebagaimana yang diajukan. 


Sebuah sikap besar yang ditunjukkan oleh Apple. Tidak ada yang tahu 
persis alasan dibalik semua itu. Namun dapat dibaca di permukaan bahwa 
Apple berusaha mendapatkan sesuatu dari Samsung di waktu yang akan 
datang. Kontrak dagang mereka yang sudah berlangsung lama 
menjadikan keduanya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di 
dunia mengalahkan Nokia (Bhalodiya & Sagotia, 2018: Yun et al., 2016) 
Apple masih membutuhkan komponen (spare part) untuk produksinya 
dari Samsung (Samsung Electronics Co.Ltd., 2020). Simbiosis mutualisme 
diantara keduanya berusaha dipertahankan meskipun banyak gangguan 
dalam kontrak dagangnya. 


Kasus kontrak dagang jangka panjang kedua dalam tulisan ini - yakni 
antara RKBS Indonesia dan SCT Australia - dalam sudut pandang lain juga 
menyajikan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Sebagaimana uraian di 
bagian sebelum ini, PT. RKBS Indonesia dalam posisi tawar (bargaining 
position) yang lemah dan “kalah” dalam pelaksanaan kontrak dagang 
jangka panjangnya. Akan tetapi RKBS Indonesia justru mendapatkan 
solusi untuk tetap bertahan (exist). 


Dalam satu sudut pandang ini, nampaknya yang dilakukan PT. RKBS 
Indonesia sama dengan yang dilakukan oleh Apple, meskipun sebenarnya 
terdapat sedikit perbedaan situasi. 
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Sudut pandang yang sama dan menarik untuk dibahas dalam kasus Apple 
Vs Samsung dan RKBS Vs SCT adalah adanya komunikasi organisasi yang 
baik mampu menyelesaikan sengketa kontrak dagang. Komunikasi 
organisasi yang baik juga mampu menciptakan situasi yang dapat 
diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak dagang 
jangka panjang (Choerul, 2015). Tanpa adanya komunikasi organisasi 
yang baik dan eliminasi terhadap egoisme kepentingan sendiri, maka 
kontrak dagang jangka panjang sulit memberikan win-win solusi. 


D. Kontrak Dagang Ekspor dan Keuangan Negara 


Perekonomian terbuka menempatkan transaksi ekspor-impor dalam 
sebuah posisi yang penting (Bye et al., 2011), apalagi untuk negara kecil 
dengan sistem perekonomian terbuka. Transaksi ekspor-impor dilakukan 
oleh rumah tangga bisnis dan individu atas nama kepentingan ekonomi 
masing-masing. Namun, perhitungan transaksi mereka akan dihitung dan 
diakumulasikan oleh negara untuk menggambarkan kondisi kinerja 
keuangan nasional (neoclassical view) (Syzdykova et al., 2019). Transaksi 
ekspor-impor akan dapat memberikan stabilitas keuangan negara 
(Uumhur et al., 2018) dikarenakan kontribusi positif ekspor terhadap 
cadangan devisa sebuah negara (Laksono T.Y. & Tarmidi, 2021). 


Ketidakstabilan yang parah dalam transaksi ekspor impor akan membuat 
kemacetan (bottlenecks) sementara dalam aliran devisa negara 
(MacBean, 2011, p. 30). Tingkat ketidakstabilan ekspor yang tinggi 
diperkirakan akan menghalangi investasi dan pertumbuhan ekonomi 
karena beberapa alasan. Salah satunya karena adanya fluktuasi ekspor- 
impor dan ketidakstabilan ekonomi ini akan cenderung berpotensi 
menurunkan kepercayaan terhadap pemeliharaan nilai tukar (MacBean, 
2011, p. 31). Kekhawatiran devaluasi dapat menjadi stimulus pelarian 
modal yang mewabah di banyak negara, khususnya negara terbelakang. 
Sebaliknya, nilai tukar yang stabil akan menarik bagi masuknya aliran 
modal asing (Udomkerdmongkol et al., 2009). 


Kontrak dagang jangka panjang di satu sisi menjamin kelancaran 
terjadinya perdagangan internasional. Namun di sisi lain memiliki potensi 
macetnya transaksi karena tidak adanya keseimbangan dalam posisi 
tawar dan pemutusan kontrak dagang secara sepihak. Oleh sebab itu, ini 
mungkin perlu menjadi perhatian bersama antara pelaku ekonomi yang 
ada dalam sistem perekonomian terbuka untuk saling bersinergi. 
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Perkembangan Pengelolaan Piutang 
Pajak Negara 


Oleh Asgolani 


Piutang pajak dalam neraca APBN merupakan potensi untuk 
penerimaan pendapatan negara. Selain itu, piutang pajak juga 
menjadi temuan audit yang selalu ada dalam Laporan Hasil Audit 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. Sehubungan perkembangan piutang pajak 
semakin meningkat, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan 
berbagai hal termasuk dalam mengelola piutang pajak dan 
implementasi akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 tahun 2010. 


Pajak dapat berupa pungutan oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea 
Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, 
menurut undang-undang dan peraturan daerah. Penerimaan pajak ini 
mengambil porsi terbesar yaitu 75,76” dari realisasi pendapatan negara 
dan hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 
2020 (Kementerian keuangan, 2021). Jika dilihat dari target penerimaan 
pajak dalam APBN dan realisasi penerimaan pajak telah terjadi 
penurunan di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. 
Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah untuk 
tahun anggaran 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar 1. 


Piutang pajak timbul dari utang pajak yang tidak dibayar pada saat jatuh 
tempo. Utang pajak tersebut bisa berasal dari penelitian, pemeriksaan, 
atau penyidikan pajak dengan suatu produk hukum berupa Surat Tagihan 
Pajak (STP) dan surat ketetapan pajak baik berupa Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam 
produk hukum tersebut bisa berupa pokok pajak, sanksi, berupa bunga, 
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 


Gambar 1 


31 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah 
TA 2016 - 2020 
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Sumber: Kementerian keuangan (2021) 


Meskipun piutang pajak bukan komponen dari APBN, tetapi komponen 
dari aset pemerintah di dalam neraca. Piutang memang merupakan 
potensi untuk penerimaan pendapatan negara. Selain berpotensi sebagai 
penerimaan pajak, piutang pajak juga menjadi temuan audit yang selalu 
dipermasalahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Perkembangan 
piutang pajak semakin meningkat tiap tahun. Piutang pajak termasuk 
dalam bagian aset dalam neraca pemerintah pusat. 


Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan 
tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan 
Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPT) yang belum dilunasi. Piutang pajak tersebut seharusnya 
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak. Namun ada kalanya 
piutang tersebut tidak dibayar baik karena tidak setuju dengan hasil yang 
ditetapkan dan mengajukan upaya hukum namun ada juga yang tidak mau 
membayar dengan berbagai alasan yang tidak terkait upaya hukum 
sehingga menimbulkan piutang pajak yang harus dilakukan penagihan. 
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Tabel 1 


Perkembangan Piutang Pajak Unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 


dalam LKPP 2016-2020 (dalam jutaan rupiah). 


Piutan 
persi aa 2 2016 2017 2018 2019 2020 
Nilai Bruto | 101.774.202 | 54.160.090 | 68.090.741 | 72.630.633 | e9.891.089 
Penyisihan | - 70.022.983 |-27.725.483 | 41.098.668 | 44.894.690 | -37.439.662 
Nilai Neto 31.751.220 | 26.434.608 | 26.992.073 | 27.735.944 | 32.451.427 


Sumber: Kementerian keuangan (2021) 


Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
sebesar — Rp101.481.619.150.090: dan  Rp94.699.061.189.535, 
mengalami kenaikan sebesar Rp 6.782.557.960.555 atau 7,16 persen. 
Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto 
yang dapat direalisasikan (net realizable value) sebesar 
Rp60.575.160.717.540 berasal dari nilai bruto sebesar 
Rp101.481.619.150.090 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
sebesar Rp40.906.458.432.550: (Kementerian keuangan, 2021). 


Tabel 2 
Rincian Piutang Perpajakan per Jenis Pajak 


31 Desember 2020 31 Desember 2019 | Yo Kenaikan| 
(udited) (Audited) | (Penurunan) 


7.119.242 


Piutang Perpajakan 


Piutang Pajak PPh Migas 


30.382.062.865.470 30.435.164.967.836 
Piutang Pajak PPN 24.499.168.506.887 24.748.525693.141 | 1,01) | 
317.229.536.820 418.059.961.635 


Pimang Pak PB dam BPATB | GA10SA28783TO | GE25B158A906 | 3121 
Pinang Cukai dan Bea Materi 271009A16.0A56 | M1801472881576 | SAS | 
Pinang Plak iya 8600613.738A86 | A01 270AB058 | 20381 
Human AONAS Gig.is0og0 | —“Oaenan61.103535 | 16 


Sumber: Kementerian keuangan (2021) 


Sejak awal, perkembangan piutang pajak ini menjadi sorotan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja 
Negara DPR, 2013b). DPR melihat bahwa upaya pengelolaan piutang 
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pajak belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari tiga aspek yaitu 
pencatatan secara teknis akuntansi, penghapusan dan penagihan piutang 
pajak. Permasalahan-permasalahan dalam pencatatan transaksi piutang 
pajak terjadi akibat Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki kebijakan 
akuntansi yang formal dan tertulis mengenai piutang pajak. Dari sisi 
penghapusan piutang pajak, pemerintah telah memperpanjang masa 
daluwarsa penghapusan pajak dari lima tahun menjadi sepuluh tahun. Ini 
berarti kesempatan untuk melakukan penagihan semakin besar. 
Peningkatan jumlah piutang pajak masih belum dapat diimbangi dengan 
kegiatan pencairannya. Karena itu perlu dilakukan tindakan penagihan 
pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Bagian Analisa 
Pendapatan Negara dan Belanja Negara DPR, 2013a). 


Masyarakat termasuk pemerhati dan praktisi pajak juga mengungkapkan 
adanya kelemahan dalam pengelolaan piutang pajak sebagaimana 
disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation 
Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, yang saat ini menjabat sebagai staf 
khusus Menteri Keuangan (Ananti, 2018). 


Sejumlah kelemahan dalam proses penagihan tersebut dapat terlihat dari 
aspek regulasi misalnya, ada beberapa yang belum jelas dan tegas, 
sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan misalnya daluwarsa dan 
penghapusan sanksi. 


Kalangan peneliti lain juga menyoroti adanya kelemahan dalam 
pengelolaan piutang pajak ini dari berbagai sudut pandang. Misalnya yang 
dilakukan oleh Dian Pratiwi (2021), yang mengevaluasi permasalahan 
penatausahaan piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan 
menggunakan data LHP BPK atas LKPP tahun 2013 sampai dengan tahun 
2019 berdasarkan ketentuan PER No. 08/PJ/2009. Rekomendasi yang 
diberikan antara lain adalah menyarankan agar DJP mengintegrasikan 
sistem-sistem yang ada di DJP termasuk mengembangkan taxpayer 
account. 


Riset yang dilakukan Djunur (2020) berfokus pada pengungkapan 
informasi atas akun piutang perpajakan pada LKPP TA 2017 s.d 2019. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan piutang perpajakan 
pada LKPP TA 2017 dan LKPP TA 2018 belum memenuhi semua kriteria, 
sedangkan LKPP TA 2019 hanya memenuhi satu kriteria pengungkapan. 
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Riset-riset sebelumnya terkait piutang pajak lebih banyak 
menggambarkan pengelolaan piutang pajak pada level unit vertikal pada 
Direktorat Jenderal Pajak yaitu di level Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 


Paling banyak penelitian yang dilakukan di level mikro, yang biasanya 
fokus pada pengelolaan piutang pajak di seksi penagihan pada Kantor 
Pelayanan Pajak. Beberapa riset meneliti efektivitas penagihan piutang 
pajak di seksi penagihan misalnya di KPP Pratama Surabaya Rungkut 
(Febriana & Riharjo, 2017). Beberapa kajian tentang prosedur 
pengelolaan piutang pajak di seksi penagihan dengan memfokuskan pada 
tata cara penagihan pajak, yang tahapannya dimulai dari penerbitan surat 
teguran, penyampaian surat paksa, penyampaian Surat Perintah 
Melakukan Penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan 
(Kurniawati, 2016, Mala, 2017: Tanuwijaya & Budiono, 2014). 


Selain itu ada juga yang menekankan pada pelaksanaan piutang pajak 
yang dilakukan oleh juru sita pajak negara (JSPN) yang ada di seksi 
penagihan. Beberapa riset melakukan penelitian peran juru sita pajak 
negara dalam rangka pengelolaan piutang pajak seperti yang dilakukan 
oleh Widita (2018) Selain itu ada juga riset piutang pajak dilihat dari tata 
cara penghapusan piutang pajak di beberapa KPP. Pelaporan piutang 
pajak harus menyajikan nilai piutang yang dapat dihapuskan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan dan aturan perpajakan yang 
berlaku. Proses pengajuan usul penghapusan dilalukan secara berjenjang 
dari KPP, Kantor Wilayah di atasnya, dan Kementerian Keuangan. Dari 
hasil riset tersebut diketahui bahwa tidak semua KPP melakukan usul 
penghapusan padahal memenuhi syarat dan ada juga yang belum 
disetujui walaupun sudah diajukan dan memenuhi syarat (FASEKORDYA, 
2018, Nurul Sa'adah, 2019: Tamba, 2017). 


Hal lain yang juga diteliti adalah bagaimana pengendalian intern di seksi 
penagihan dalam melakukan pencairan tunggakan piutang pajak. Secara 
umum hasil riset tersebut menyebutkan adanya beberapa kelemahan- 
kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internnya (Aprilia, 2013: Laksana, 
Putra, Jayantara, & Badriyah, 2019: Muhamad & Wahyuni, 2017, 
Muhammad Arifin, 2018: Sormin, 2010). 


Piutang merupakan bagian dari aset dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
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disusun untuk tujuan umum (general purposes financial statement) dalam 
memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan 
pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (decision usefulness 
approach). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh 
seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum 
Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit 
organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan 
Satuan Kerja satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit 
anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan 
Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana 
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama (Kementerian 
keuangan, 2021). 


Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP 
Berbasis Akrual. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, 
serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non 
operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah 
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak 
tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh 
Pemerintah. LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net 
Realizable Value) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan 
penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri 
dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan 
telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di 
lingkungan pemerintahan. 


Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca LKPP menurut nilai 
nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau 
dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam 
pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian 
Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan 
Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang 
Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, 
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Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer 
Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 


Piutang menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang 
Penyajian Laporan Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 
2021). Dalam Paragraf 43 PSAP Nomor 1 tersebut dinyatakan bahwa 
piutang pajak bukan komponen dari APBN, tetapi komponen dari aset 
pemerintah di dalam neraca. Piutang memang merupakan potensi untuk 
penerimaan pendapatan negara. Piutang sebagai aset diakui pada saat 
potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan 
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui 
pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepengusahaannya 
berpindah. Piutang diukur sebesar nilai nominalnya. Selain itu aset harus 
memenuhi kriteria adanya potensi manfaat ekonomi masa depan yang 
akan diperoleh Pemerintah. Buletin Teknis Standar Akuntansi 
Pemerintahan Nomor 06 mengenai Akuntansi Piutang mendefinisikan 
piutang pajak sebagai piutang yang timbul atas pendapatan pajak 
sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum 
dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak 
diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau 
Surat Tagihan Pajak (STP) dan telah dilaksanakan proses penagihannya. 


Sebagai penerapan Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) di lingkungan DJP, diterbitkanlah 
Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-20/PJ/2020 tentang pedoman 
akuntansi piutang pajak. Peraturan ini menguraikan cara pencatatan atas 
penambahan atau pengurangan saldo piutang pajak, transfer masuk, 
transfer keluar, penyisihan piutang pajak, penerimaan kembali atas 
piutang pajak yang telah dihapus bukukan, dan hapus tagihan piutang 
pajak. 


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
mewajibkan Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP memuat 
kinerja keuangan atas penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam 
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APBN. Sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diterbitkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 


Utang pajak yang timbul dan belum dibayar tersebut akan dilakukan 
penagihan pajak sesuai dengan Pasal 22 UU KUP. Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, surat ketetapan pajak, dan Surat Tagihan Pajak 
merupakan dasar penagihan pajak. Ketentuan khusus mengenai 
penagihan pajak diatur dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No, 19 Tahun 2000. Penagihan Pajak adalah 
serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat 
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 


Gambar 2 
Alur Penagihan Pajak 


3b dan 3c 


Syarat: | 
- Utang Pajak 2 Rp 100 juta 
-  Diragukanitikad baik 


Jangka 
6 bulan dapat diperpanjang 


Sumber: https://www.pajak.go.id/id /penagihan 


Keterangan Gambar: 
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1. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri 
dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPKBT), Surat 
Keputusan 
Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK 
Keberatan), Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali tidak 
disengketakan oleh Anda. 

2. Jatuh tempo dasar penagihan adalah 1 (satu) bulan sejak terbit. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut, Penanggung Pajak tidak 
mengajukan permohonan angsuran/penundaan dan tidak melunasi 
hingga jatuh tempo, maka setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo akan dikeluarkan Surat Teguran. 

3. Akan dikeluarkan Surat Paksa (SP) setelah lewat waktu 21 (dua 
puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh juru sita 
secara langsung apabila Penanggung Pajak belum melunasi utang 
pajaknya. 

Y Juru sita dapat melakukan melakukan pengumuman di media 
massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan terhadap 
penanggung pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan tanpa menunggu jatuh tempo. 

v Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang- 
kurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam 
melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan 
penyanderaan. 

“ Jangka waktu penyanderaan 6 (enam) bulan dapat 
diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan. Penyanderaan tidak 
menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan. 

4. Apabila sampai batas waktu Surat Paksa (SP) Penanggung Pajak 
belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat waktu 2 x 24 
jam (dua kali dua puluh empat jam) akan diterbitkan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 

“ Surat Pencabutan Sita diterbitkan oleh juru sita apabila 
Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan. 

5. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah 
lewat waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal penyitaan, 
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Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya 
penagihannya. 

6. Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 (empat 
belas) hari sejak pengumuman lelang apabila penanggung pajak 
tidak membayar utang pajak dan biaya penagihannya. 


Untuk memastikan tata kelola piutang pajak sesuai dengan dengan 
standar yang berlaku, setiap tahun dilakukan pemeriksaan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. Hasil audit terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) khususnya menyangkut piutang pajak 
dituangkan dalam laporan audit dan rekomendasi. Jika dilihat 
perkembangan temuan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) khususnya menyangkut piutang pajak menunjukkan angka 
yang meningkat dan beberapa temuan implikasi bagi keuangan negara. 
Beberapa rekomendasi yang diberikan terkait temuan BPK atas piutang 
pajak sebagaimana terdapat dalam penelitian sebelumnya dan juga dari 
LHA BPK Tahun 2020 antara lain: 


e Dirjen Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan 
validitas data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak, serta 
memastikan piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi 
DJP 

e kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang 
perpajakan di DJP 

e belum optimal dalam pelaksanaan administrasi piutang dan 
monitoring penagihan piutang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021, 
Djunur, 2020). 


Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dan mewujudkan 
keseragaman perlakuan akuntansi atas akun piutang pajak dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), DJP telah mengembangkan 
aplikasi Tax Payer Account (TPA) Modul Revenue Accounting System (RAS) 
secara nasional mulai 1 Juli 2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) dan 
Peraturan Dirjen Pajak No. PER No. 20/PJ/2020 tentang pedoman 
akuntansi piutang pajak. Ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. PER No. 
20/PJ/2020 ini juga dimaksudkan untuk menerapkan perlakuan 
akuntansi berbasis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 
71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
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Pasal 2 ayat (1) PER No. 20/PJ/2020 menyatakan setiap unit organisasi 
vertikal di lingkungan DJP sebagai entitas akuntansi wajib 
menyelenggarakan akuntansi piutang pajak. Entitas akuntansi, sesuai 
Pasal 1 angka 2 PER No. 20/PJ/2020 adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/barang sehingga wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 


Penyelenggaraan akuntansi piutang pajak dalam PER No. 20/PJ/2020 
meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan 
pengungkapan piutang pajak dalam laporan keuangan. 


Aturan sebelumnya yaitu PER No. 8/PJ/2009, penyelenggaraan akuntansi 
piutang pajak meliputi administrasi piutang dan penagihan pajak, 
penyajian dan pengungkapan piutang pajak dalam laporan keuangan. 
Piutang pajak dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan pedoman 
dalam lampiran PER No. 20/PJ/2020. Pedoman itu menyatakan 
penentuan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan 
sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan 
aset yang diatur dalam SAP. Pedoman pencatatan piutang pajak juga 
menguraikan cara pencatatan atas penambahan atau pengurangan saldo 
piutang pajak, transfer masuk, transfer keluar, penyisihan piutang pajak, 
penerimaan kembali atas piutang pajak yang telah dihapus bukukan, dan 
hapus tagihan piutang pajak. 


Untuk menyajikan informasi atas transaksi perpajakan yang akurat, valid, 
berkesinambungan dan terintegrasi, DJP memperkenalkan Taxpayer 
Accounting Modul Revenue Accounting System (TAM RAS) yang 
merupakan aplikasi untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry 
atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, 
Piutang Pajak, dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak 
sebagaimana diatur dalam SE No. 38/PJ/2020. 


DJP juga menerbitkan PER No. 01/PJ/2020 tentang Penggolongan 
Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang 
Pajak. Hal ini didasari penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang berlaku 
saat ini, nilai Piutang Pajak di neraca belum mencerminkan nilai bersih 
yang dapat direalisasikan (net realizable value). Sedangkan untuk piutang 
pajak yang telah daluwarsa berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan di bidang perpajakan dan tidak memenuhi 
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kriteria pengakuan aset seharusnya dilakukan penghapusbukuan piutang 
pajak. Hal ini telah diatur dalam PMK No. 43/PMK.03/2018 tentang 
Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang telah 
Daluwarsa. Penghapustagihan atas piutang pajak yang telah daluwarsa 
memerlukan prosedur dan penelitian secara berjenjang yang 
penyelesaiannya dapat melampaui akhir periode pelaporan keuangan. 
Jika dilihat dari upaya DJP dalam mengelola piutang pajak, terlihat adanya 
perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya 
beberapa aturan terkait pengelolaan piutang pajak sampai dengan 
pencatatan dan pelaporannya yaitu PER No. 20/PJ/2020 dan PER No. 
01/PJ/2020. Selain itu DJP juga telah mengembangkan aplikasi Tax Payer 
Account (TPA) Modul Revenue Accounting System (RAS) yang diharapkan 
dapat menyajikan informasi atas transaksi perpajakan yang akurat, valid, 
berkesinambungan dan terintegrasi. 
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Cashless Dalam Transaksi Penerimaan 
Negara: Ragam Channel, Perkembangan, 
dan Upaya Peningkatan 


Oleh Iskandar 


Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi ragam channel, 
perkembangan transaksi pembayaran penerimaan negara secara 
nontunai (cashless), dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
cashless transaksi penerimaan negara. Berdasarkan data 2018- 
2021, dalam transaksi penerimaan negara tersedia channel dan 
jenis/cara pembayaran yang beragam, serta terjadi kenaikan 
persentase jumlah transaksi cashless. Beberapa upaya dapat 
dilakukan untuk meningkatkan cashless transaksi penerimaan 
negara sekaligus meningkatkan kualitas layanan pembayaran 
penerimaan negara. 


A. PENDAHULUAN 


“Saat ini dunia berubah sangat cepat, termasuk mengenai pembayaran 
non-cash transaction menjadi sarana paling mudah dan sangat 
membantu”, demikian salah satu arahan Presiden dalam Pembukaan 
Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
tahun 2017. Perkembangan menuju less cash society merupakan trend 
yang tidak dapat dihindari. Bank Indonesia (BI) mencanangkan gerakan 
penggunaan alat pembayaran nontunai, sehingga diharapkan akan 
terwujud cashless society. 


Cashless dinilai memberikan banyak manfaat. Penggunaan instrumen non- 
cash payment sudah menjadi suatu kebutuhan karena transaksi dapat 
dilakukan dengan praktis, cepat dan nyaman (Ibrahim, 2006). Melalui 
kenyamanan dan efisensi, pembayaran noncash dapat memperluas 
pembayaran yang remote access, mengurangi antrian, dan menghemat 
waktu. Efisiensi terjadi dalam dunia bisnis. Cashless tidak hanya 
bermanfaat dalam membantu pencapaian stabilitas ekonomi, tetapi juga 
berpeluang dalam menurunkan perbuatan korupsi (Abbas, 2017). 
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Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan 
untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas 
penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi 
kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi, 
Andin Hadiyanto dalam Fintech Indonesia (2020). Dalam kerangka kerja 
operasional bidang penerimaan negara, pengumpulan penerimaan 
negara dilakukan melalui berbagai channel dan dengan alat pembayaran 
yang beragam (World Bank, 2012). Dalam studi World Bank dan 
PricewaterhouseCoopers (2016), disebutkan bahwa salah satu kunci 
kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan dalam membayar pajak. 
Kemudahan tersebut antara lain dapat diwujudkan dengan meningkatkan 
sistem pembayaran secara elektronik, dengan menyediakan berbagai 
media dan instrumen pembayaran. Dengan pengembangan Modul 
Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3), cashless transaksi penerimaan 
negara diperluas melalui kolaborasi Kementerian Keuangan dengan 
pelaku fintech dan e-commerce (Kemenkeu, 2019). 


Penelitian terkait cashless telah banyak ditemukan, terutama yang 
mengeksplorasi prospek, manfaat, atau keuntungan dari beragam 
channel/modes transaksi nontunai, sebagaimana dilakukan Ramya et. al, 
(2017), Sarika & Vasantha (2019), dan Thirupath et. al, (2019). Prospek 
dan manfaat penerapan pembayaran berbasis seluler untuk layanan 
pemerintah telah dilakukan di India, Jaiswal (2020). Evaluasi 
perkembangan cashless society di Indonesia yang dilakukan Abbas (2017), 
Indonesia termasuk dalam kategori inception. Oleh karena itu, diperlukan 
terobosan untuk mempercepat pengembangan, misalnya melalui 
kepemimpinan/kebijakan pemerintah dan solusi pembayaran yang 
inovatif. 


Paper ini secara khusus dimaksudkan untuk mengkaji penerapan 
pembayaran penerimaan negara secara nontunai (cashless) di Indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi ragam channel pembayaran, 
gambaran perkembangan transaksi pembayaran penerimaan negara 
secara nontunai, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cashless 
transaksi penerimaan negara. Tulisan ini diharapkan dapat menambah 
khasanah pengetahuan tentang perkembangan cashless transaksi 
penerimaan negara dan memberikan masukan dalam upaya 
peningkatan/optimalisasi cashless transaksi penerimaan negara. 
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B. Metode Penelitian 


Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan 
data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Studi 
literatur dilakukan terhadap artikel jurnal, peraturan, dan sumber 
elektronik. Wawancara dilakukan terhadap pengelola sistem penerimaan 
negara dan pihak terkait. Observasi dilakukan terhadap operasional 
sistem penerimaan negara secara elektronik. Data transaksi penerimaan 
negara diperoleh dari Dashboard MPN. Data jumlah transaksi per channel 
pembayaran dari masing-masing collecting agent mulai tahun 2018 s.d. 
Juni 2021. Kajian difokuskan pada perkembangan sistem penerimaan 
negara secara elektronik Modul Penerimaan Negara (MPN), ragam 
channel dalam pembayaran penerimaan negara, perkembangan transaksi 
penerimaan negara secara nontunai, dan upaya untuk meningkatkan 
cashless dalam transaksi penerimaan negara. 


C. TINJAUAN PUSTAKA 


1. Konsepsi Cashless 


no 


Cashless bermakna “tanpa uang tunai”, “transaksi tidak melibatkan uang 
tunai, tetapi lebih mengandalkan sarana elektronik” (Merriam-Webster) 
(Oxford Learners Dictionary). Cashless merupakan karakteristik 
pertukaran dana (pembayaran) yang ditandai dengan penggunaan cek, 
kartu debit dan kredit, serta metode elektronik, tanpa penggunaan uang 
tunai (Oxford Dictionary). Menurut Bank Indonesia, instrumen 
pembayaran nontunai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1) dengan 
media kertas (paper-based instrument) contohnya cek, bilyet giro, dan 
wesel: dan 2) media kartu (card-based instrument) seperti kartu kredit, 
kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Selanjutnya, dikembangkan berbagai 
alat pembayaran dengan menggunakan teknologi microchips yang dikenal 
dengan electronic money (e-money). 


Menurut Ibrahim (2006), setidaknya terdapat tiga basis instrumen 
pembayaran nontunai, yaitu (1) paper-based, terdiri dari cek, bilyet giro 
dan nota debet: (2) card-based, terdiri dari kartu kredit, kartu debet dan 
kartu ATM, dan (3) electronic-based, berupa e-money, internet banking 
dan mobile banking. Penggunaan masing-masing alat pembayaran ini 
mempunyai implikasi yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek, 
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seperti aspek hukum, teknis, sistem dan mekanisme operasional dan lain- 
lain. 


Menurut Peraturan BI nomor 20/6/PBI/2018, uang elektronik adalah 
instrumen pembayaran yang memenuhi unsur a). diterbitkan atas dasar 
nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, b). nilai uang 
disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip: dan c) 
nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 
simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 
mengenai perbankan. Sedangkan, nilai uang elektronik adalah nilai uang 
yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang 
dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau 
transfer dana. Sehingga, secara garis besar bentuk uang elektronik dapat 
dikelompokkan dalam bentuk kartu (chip based) atau lainnya (server 
based). 


Ramya et. al, (2017) dan Gupta & Khanna (2019) yang meneliti transaksi 
cashless di India, menemukan berbagai jenis transaksi cashless meliputi 
cek, demand draft, transfer online, kartu kredit/debit, internet/mobile 
banking, e-wallet, mobile wallet, unstructured mobile banking 
supplementary service data, Unified Payment Interface App, gift card, Banks 
Pre-paid cards dan Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Untuk dapat 
menggunakan e-wallet (dompet elektronik), pelanggan dan merchant 
membutuhkan ponsel pintar dengan koneksi internet aktif. Contoh e- 
wallet yang paling populer adalah PayPal. 


Terkait cashless juga terdapat istilah electronic payment (e-payment) dan 
digital payment. Electronic payment atau e-payment merupakan transaksi 
pembayaran yang diproses dan diterima secara elektronik. E-payment 
dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang terhubung dengan akun bank dan 
yang tidak terhubung (Bezhovski, 2016). Jenis metode pembayaran dalam 
e-payment terdiri dari kartu pembayaran elektronik (electronics payment 
cards), dompet elektronik (e-wallets), kartu kredit virtual, pembayaran 
via ponsel (m-payment), loyalty and smart cards, electronics cash (e-cash), 
serta pembayaran kartu dengan nilai tersimpan (stored-value card 
payment). Digital payment merupakan cara pembayaran yang dilakukan 
melalui mode digital (Sagayarani, 2017). Dalam transaksi pembayaran, 
pembayar dan penerima menggunakan mode digital untuk mengirim dan 
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menerima uang. Semua transaksi pembayaran digital dilakukan secara 
online. Pembayaran digital sebagai milestone menuju era cashless economy 
ke depan (Thirupathi, et. al, 2019). 


2. Perkembangan Cashless di Indonesia 


Peralihan dari pembayaran tunai (cash) ke pembayaran nontunai 
(cashless) diinisiasi oleh Bank Indonesia. Seiring perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi, alat pembayaran elektronik juga semakin 
berkembang, baik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain 
bank (Bank Indonesia, 2009). Pada saat itu, perkembangan alat 
pembayaran berupa uang elektronik, yang sebelumnya diatur sebagai 
kartu prabayar, tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu, tetapi juga 
telah berkembang dalam bentuk lainnya. 


Gagasan transaksi nontunai kembali diperkuat dengan pencanangan 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada tahun 
2014. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta 
Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia sebagai komitmen 
untuk mendukung GNNT. Pencanangan dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga 
pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam 
melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien. 
Sehingga, berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat 
yang lebih menggunakan instrumen nontunai (Less Cash Society/LCS) 
khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya (Bank 
Indonesia, 2014). 


Selanjutnya, dalam perekonomian Indonesia semakin banyak layanan dan 
fasilitas pembayaran nontunai. Kebutuhan masyarakat untuk 
menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan 
seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi nontunai 
melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis 
penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang (Bank 
Indonesia, 2018). 


Berdasarkan data BI dalam www,jurnal.id, tercatat hingga akhir Juni 
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2018, volume transaksi uang elektronik mencapai 206,9 juta transaksi 
dan pada September 2018 jumlah uang elektronik yang beredar sebanyak 
142.477.296 instrumen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 
sebesar 298.6» pada volume transaksi uang elektronik dibandingkan 
pada bulan Juni 2017 lalu. Pemberlakukan e-money untuk transaksi akses 
jalan tol di Indonesia mulai Oktober 2017 juga menstimulasi peningkatan 
jumlah uang elektronik sebesar 198p atau hampir dua kali lipat 
dibandingkan pada September 2017. Bukan hanya e-money, saat ini juga 
telah banyak beredar metode pembayaran lainnya, yaitu e-wallet atau 
dompet digital. Di Indonesia, sudah banyak e-wallet yang beredar di 
Indonesia seperti T-Cash, OVO Payment, Go-Pay, DANA, dan masih banyak 
lagi. (Jurnal.id, 2018). Perkembangan pada tahun 2020, Gubernur BI Perry 
Warjiyo mengatakan bahwa transaksi digital sangat diminati masyarakat 
selama pandemi. Berdasarkan catatan BI, transaksi digital meningkat 37,8 
persen secara tahunan (year on year). Transaksi ini mencakup transaksi 
digital banking dan transfer (kompas.com, 2020). 


3. Manfaat Cashless 


Menurut Bank Indonesia, terdapat beberapa manfaat penggunaan alat 
pembayaran nontunai. Pertama, dari sisi keamanan dan kepraktisan, alat 
pembayaran nontunai relatif lebih aman dan praktis saat bertransaksi 
dibanding dengan uang tunai. Membawa uang tunai cenderung lebih 
banyak dan memakan tempat dibanding membawa alat pembayaran 
nontunai yang biasanya berbentuk kartu (chip based) atau lainnya (server 
based). Kedua, menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan cash 
handling. Penggunaan instrumen nontunai akan menekan ongkos 
pencetakan uang tunai. Ketiga, perencanaan ekonomi akan lebih akurat. 
Transaksi nontunai akan tercatat secara lebih lengkap dan mudah dilacak, 
sehingga akan memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi. 
Indonesia masih sangat rawan dengan berbagai praktik 
kegiatan underground economy yang umumnya dilakukan dalam bentuk 
tunai. Pengurangan transaksi tunai diharapkan akan meminimalisasi 
kejahatan kriminal serta menekan potensi kehilangan angka yang 
terekam dalam PDB (Produk Domestik Bruto). Keempat, penggunaan 
alat pembayaran nontunai juga akan meningkatkan sirkulasi uang dalam 
perekonomian. 
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Secara khusus, terdapat manfaat penggunaan pembayaran berbasis 
seluler untuk layanan pemerintah (Jaiswal, 2020), di antaranya adalah: 
(1) kemudahan penggunaan, proses ini meningkatkan kemudahan dalam 
melakukan transaksi kartu/digital bagi warga yang dapat 
mengoperasikan ponselnya secara efektif. (2) pengurangan risiko, 
menggunakan media digital untuk melakukan dan menerima pembayaran 
mengurangi risiko dan biaya penanganan uang tunai di semua tingkatan. 
(3) biaya pengelolaan uang tunai, yaitu ketika transaksi dilakukan secara 
digital, biaya penanganan dan pengelolaan uang tunai di berbagai 
tingkatan dalam perekonomian berkurang. (4) pencatatan: semua 
transaksi digital membangun riwayat transaksi yang memungkinkan 
peningkatan inklusi keuangan dan akses kredit. (5) pengumpulan pajak, 
yaitu proses pembayaran berbasis digital dan seluler mengurangi 
penghindaran pajak karena semua transaksi dilacak dan database dari 
transaksi tersebut dapat diakses oleh otoritas pajak. (6) pembayaran 
digital dapat mengurangi ancaman dan dampak mata uang palsu yang 
merupakan kerugian besar bagi perekonomian negara. 


Penggunaan instrumen (non-cash payment) seperti card-based dan 
electronic-based saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan karena transaksi 
dapat dilakukan dengan praktis, cepat dan nyaman. Bagi masyarakat, 
penggunaan pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu 
mempermudah transaksi mereka seperti penarikan tunai, transfer dana, 
dan pembayaran berbagai tagihan rutin lainnya. Semua itu dilakukan 
tanpa harus datang ke counter atau kantor bank (Ibrahim, 2006). Melalui 
kenyamanan dan efisensi, pembayaran noncash dapat memperluas 
pembayaran yang remote access, mengurangi antrian, dan menghemat 
waktu. 


Efisiensi terjadi dalam dunia bisnis. Cashless tidak hanya bermanfaat 
dalam membantu pencapaian stabilitas ekonomi, tetapi juga berpeluang 
dalam menurunkan perbuatan korupsi (Abbas, 2017). 


4. Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara 


Secara umum penerimaan negara dilayani melalui MPN, sebagai sistem 
utama dalam pembayaran penerimaan negara. Berdasarkan data 2018, 
sekitar 92 persen transaksi penerimaan negara disetor melalui MPN, 
sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar, dan disetor 


51 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


langsung melaui Bank Indonesia. (Kemenkeu, 2019). Dari sisi arus uang, 
penerimaan yang berasal dari potongan SPM, tidak ada pergerakan arus 
uang, sedangkan setoran langsung melalui rekening di BI umunya 
dilakukan secara transfer. 


Mekanisme penerimaan negara melalui MPN, terdiri dari tahap registrasi, 
pembuatan billing, dan pembayaran. Pada dua tahap awal ini wajib 
pajak/wajib bayar/wajib setor mengakses sistem billing. Pengguna 
melakukan registrasi/pendaftaran untuk memperoleh akun. Akun 
tersebut selanjutnya digunakan dalam pembuatan billing. Untuk 
pendaftaran dan pembuatan billing pajak, dilakukan dengan mengakses 
web www.djponline.pajak.go.id. Untuk billing bea cukai mengakses 
web/portal pengguna jasa pada www.beacukai.go.id, dan untuk biling 
PNBP mengakses web Simponi dengan alamat 
www.simponi.kemenkeu.go.id. Dengan adanya MPN G3, pembuatan 
semua jenis billing sekaligus pembayaran dapat dilakukan melalui single 
sign on (SSO) pada Portal MPN. Registrasi dan aktivasi hanya dilakukan 
sekali, selanjutnya akun yang diperoleh dapat digunakan untuk login 
dalam setiap pembuatan billing. 


Sesuai sistem self assessment, pembuatan billing ini dilakukan oleh wajib 
pajak/wajib bayar/wajib setor setiap akan melakukan pembayaran 
kewajiban pajak, bea cukai, dan PNBP. Setelah berhasil login, maka 
dilakukan input elemen data billing sesuai tujuan dan besarnya 
pembayaran. Secara sistem, data billing akan mengalir dari Sistem Billing 
ke Sistem Settlement. 


Pembayaran dapat dilakukan pada berbagai channel pembayaran pada 
bank/pos/lembaga persepsi lainnya (collecting agent/CA). Penyetor 
meng-input kode billing pada channel/media pembayaran yang tersedia 
pada CA. Sistem MPN memverifikasi dan memproses billing tersebut. 
Sistem CA akan mengkredit dana ke rekening penerimaan dan 
menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya terdapat 
kode otentifikasi dari Sistem MPN. Dana yang masuk pada Rekening 
Penerimaan akan dilimpahkan oleh masing-masing CA ke Bank Indonesia. 


5. Penelitian Sebelumnya 


Penelitian terkait cashless telah banyak ditemukan, terutama yang 
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mengekplorasi prospek, manfaat, dan keuntungan dari beragam 
channel/modes transaksi nontunai, sebagaimana dilakukan Ramya et. al, 
(2017), Sarika & Vasantha (2019), Thirupath et. al, (2019), dan Jaiswal 
(2020). Ramya et. al, (2017), mengkaji tentang keuntungan dan kerugian 
berbagai kanal (channel/modes) transaksi nontunai. Terdapat beragam 
fasilitas pembayaran dan settlement yang bertujuan untuk mencapai 
masyarakat nontunai. Transaksi digital akan menciptakan transparansi, 
skalabilitas, dan akuntabilitas. Studi yang hampir sama juga dilakukan 
oleh Gupta dan Khanna (2019). Studi kasus mengenai cashless juga telah 
dilakukan Thirupath et. al, (2019) dengan menggunakan analisis 
perspektif untuk meneliti efek metode pembayaran nontunai. Jumlah 
pengguna telah meningkat pada anak muda dan orang dewasa, terutama 
penggunaan aplikasi pembayaran digital oleh pelajar dan karyawan 
pemerintah dan sektor swasta. Secara keseluruhan semua aplikasi 
pembayaran digital sangat bermanfaat bagi pengguna dalam hal 
pembayaran cepat, menghindari membawa uang tunai fisik, menghemat 
waktu, pembayaran aman, mendapatkan diskon dan penawaran, 
pengisian ulang yang mudah, dan sistem pembayaran yang ramah 
lingkungan. 


Penelitian Sarika & Vasantha (2019) terkait dampak mobile wallet 
terhadap transaksi cashless menemukan bahwa pertumbuhan 
pembayaran seluler meningkatkan penggunaan pembayaran elektronik, 
yaitu transaksi dilakukan tanpa uang fisik. Setelah demonetisasi sistem 
pembayaran secara elektronik khususnya dompet seluler, telah 
berkembang sebagai media pembayaran yang popular. Pertumbuhan 
aplikasi seluler berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
transaksi nontunai. 


Studi Jaiswal (2020) mengekplorasi prospek dan manfaat penerapan 
pembayaran berbasis seluler untuk layanan pemerintah di India. Temuan 
penting penelitian tersebut, bahwa pembayaran berbasis seluler 
merupakan perkembangan penting di berbagai domain, karena akan 
meningkatkan kemudahan dan produktivitas bagi instansi dan warga itu 
sendiri. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran terkait privasi data dan 
informasi. Layanan pembayaran mobile harus efektif dalam hal kegunaan, 
biaya, efisiensi, interoperabilitas dan keamanan untuk transaksi semua 
kelompok masyarakat. Melalui review literatur, Abbas (2017) melakukan 
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evaluasi perkembangan cashless society di Indonesia. Masyarakat tanpa 
uang tunai menjadi alternatif populer dalam memenuhi kewajibannya. 
Terlepas dari popularitasnya, dalam konteks Indonesia, transaksi 
pembayaran konsumen dengan metode nontunai baru mencakup sekitar 
0,690. Fakta tersebut menjadikan Indonesia termasuk dalam kategori 
inception. Analisis tren dengan berbagai sumber data dilakukan untuk 
mengukur kemajuan antara tahun 2011 s.d. 2017. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa indikator kesiapan cashless society di Indonesia 
belum menunjukkan kemajuan yang pesat. Oleh karena itu, diperlukan 
terobosan untuk mempercepat pengembangan, misalnya melalui 
kepemimpinan pemerintah dan solusi pembayaran yang inovatif. 


Penelitian yang penulis lakukan, secara khusus mengeksplorasi ragam 
channel, perkembangan dan upaya dalam cashless transaksi pembayaran 
khususnya dalam layanan setoran penerimaan negara. 


D. PEMBAHASAN 


Secara umum pembayaran penerimaan negara dilayani melalui Sistem 
Penerimaaan Negara secara Elektronik atau dikenal dengan Modul 
Penerimaan Negara (saat ini MPN Generasi 3). 


1. Perkembangan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik 
dan Ragam Channel/Moda Pembayaran 


Dalam rangka penyempurnaan sistem penerimaan Negara tesebut, 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
mengimplementasikan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik 
(MPN G2) (Kemenkeu, 2014). 


Sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2) dikembangkan 
dengan berbasis electronic billing system, dan dengan pemrosesan 
transaksi pembayaran secara realtime. Fleksibilitas layanan penyetoran 
penerimaan negara dapat diwujudkan. Dengan MPN-G2, selain secara 
tunai over the counter, penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan 
secara nontunai (elektronik). Metode pembayaran nontunai tersebut 
memberikan keleluasaan penyetoran penerimaan negara, baik dari segi 
waktu, channel, dan lokasi pembayaran (kapan pun dan di mana pun). 


Pada tahun 2019 melalui MPN G3, terdapat penambahan sarana 
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perekaman data transaksi penerimaan negara berupa portal penerimaan 
negara sebagai alternatif media pembuatan kode billing untuk semua 
jenis billing sekaligus penyetoran penerimaan negara (one stop service). 
Hal tersebut diimplementasikan melalui penyediaan single sign on (SSO) 
Portal MPN. Untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan penyetoran 
penerimaan negara, terdapat penambahan agen penerimaan (collecting 
agent/CA) selain Bank/Pos Persepsi yang disebut Lembaga Persepsi 
Lainnya (LPL). Cashless transaksi penerimaan negara diperluas melalui 
kolaborasi Kementerian Keuangan dengan LPL, dalam hal ini pelaku 
fintech dan e-commerce, seperti Finnet Indonesia, Tokopedia, dan 
Bukalapak (Kemenkeu, 2019). Pada tahun 2021, LPL bertambah yaitu PT. 
Mitra Pajakku, Indomarco Prismatama, dan Achilles Advanced Systems 
(Dashboad MPN, 2021). Saat ini, CA yang bermitra dengan pemerintah 
terdiri dari 85 Bank Persepsi, 1 Pos Persepsi, dan 6 Lembaga Persepsi 
Lainnya (LPL). 


Melalui berbagai pengembangan sistem penerimaan tersebut, 
pembayaran penerimaan negara dapat dilakukan melalui berbagai 
channel. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-10/PB/ 
2019, jenis channel pembayaran penerimaan negeri disajikan di Tabel 1. 


Tabel 1. Daftar Kode dan Jenis Channel Pembayaran 


Kode Jenis Channel 
7010 ATM - Kartu Debit 

7020 Teller 

7013 Phone Banking 

7014 Internet Banking 

7015 Mobile Banking 

7016 Overbooking 

7017 Electronic Data Capture EDC) 
7018 EDC Sub Agent 

7019 Mobile Applicatian Sub Agent 
7020 Internet Banking Pajak Belanja Pemda 
8011 Dompet Elektronik 

8012 Transfer Bank 

8013 Virtual Account 

8011 Direct Debit 
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8015 Credit Card 


Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2019) 


Jenis channel pada Bank/Pos Persepsi menunjukkan media/sarana 
pembayaran, sedangkan channel pada LPL lebih cenderung berupa 
pilihan jenis sumber dana/pembayaran. Dari tabel 1 tersebut, mulai 
channel Dompet Elektronik sampai dengan Credit Card merupakan 
channel/jenis pembayaran yang tersedia pada LPL. Secara teknis, pada 
Bank/Pos Persepsi, aktivitas pembayaran dilakukan pada masing-masing 
channel/media tersebut, misalnya ATM, internet banking, dan lainnya. 
Sedangkan pada LPL, semua pilihan channel/jenis pembayaran 
terkumpul dalam sistem aplikasi yang diakses oleh penyetor pada 
berbagai platform. 


Dari berbagai channel pada tabel tersebut, kecuali teller (layanan kas), 
dimaksudkan untuk memfasilitasi cashless dalam transaksi pembayaran 
penerimaan negara. Penjelasan masing-masing channel cashless 
diuraikan sebagai berikut. 


1. Anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine (ATM) 
Melalui ATM, memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan, 
termasuk pembayaran penerimaan negara secara mandiri tanpa 
bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya. Channel ATM untuk 
transaksi setoran penerimaan negara tersedia pada 52 bank dari 85 
bank persepsi. 


2. Phone banking 
Phone Banking adalah layanan untuk bertransaksi perbankan atau 
mendapatkan informasi perbankan melalui telepon dengan 
menghubungi nomor layanan bank. Layanan phone banking ini 
merupakan salah satu dari perkembangan teknologi call center. 
Berdasarkan data MPN s.d. Juni 2021, tidak ada collecting agent yang 
menyediakan channel phone banking. 


3. Internet banking 
Internet banking adalah layanan untuk melakukan transaksi 
perbankan melalui jaringan internet. Transaksi pembayaran 
penerimaan negara dilakukan melalui website milik bank. Nasabah 
dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau 
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smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung 
antara perangkat nasabah dengan sistem bank. (OJK, 2015). 


4. Overbooking 
Pada perbankan, overbooking adalah pemindahan dana antar rekening 
pada Bank yang sama. Melalui layanan/channel ini, penyetor/nasabah 
memperoleh layanan pembayaran penerimaan negara oleh teller 
bukan dalam bentuk cash, tetapi menggunakan sarana 
pemindahbukuan dari rekening pembayar/nasabah ke Rekeneing 
Penerimaan/Kas Negara. 


5. Electronic Data Capture (EDC) 

Perangkat/terminal yang terhubung denganjaringan bank, yang dapat 
digunakan untuk bertransaksi menggunakan kartu 
debit/kredit/prabayar di merchant atau toko. EDC terdiri dari alat 
pembaca informasi pada pita magnetis kartu (card's magnetic stripe) 
atau chip, tombol menu dan angka untuk memasukkan jenis transaksi, 
nilai transaksi, dan PIN, layar untuk melihat jenis dan nilai transaksi, 
dan printer untuk mencetak bukti transaksi. (OJK, 2015). Berdasarkan 
data Juni 2021, channel EDC disediakan oleh BRI, BNI, dan Mandiri 
mulai tahun 2019 serta retailer PT Indomarco Prismatama pada tahun 
2021. 


6. EDC Sub Agent 
Channel ini merupakan implementasi dari Laku Pandai (Layanan 
Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif), yaitu 
kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan 
keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, tetapi 
melalui kerjasama dengan pihak lain (yang disebut agen) dengan 
penggunaan sarana teknologi informasi, dalam hal ini mesin EDC 
(POJK 19 th 2014). Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama 
dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang 
belum terlayani jaringan kantor bank. Agen menjadi kepanjangan 
tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada 
masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan. 


7. Mobile Application (MA) Sub Agent 
Hampir sama dengan channel sebelumnya, channel MA Sub Agent ini 
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10. 


merupakan Laku Pandai dengan menggunakan Mobile Applicatian 
sebagai sarana layanan. Berdasarkan data MPN, channel MA dan EDC 
Sub Agent disediakan oleh BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri mulai 
tahun 2019. 


IB Pajak Pemda 

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan 
internet yang disediakan secara khusus oleh masing-masing bank 
daerah (tempat Rekening Kas Umum Daerah) kepada Bendahara 
Umum Daerah untuk membayarkan pajak hasil potongan dari belanja 
(SP2D) Pemda ke Kas Negara. 


Dompet Elektronik 

Dompet elektronik merupakan salah satu jenis pembayaran (sumber 
dana) pada LPL. Dompet Elektronik (e-Wallet) merupakan layanan 
elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain 
alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang 
elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan 
pembayaran (PBI 18/40/PBI/2016). Pada MPN G3, pilihan 
channel/jenis pembayaran Dompet Elektronik tersedia pada e- 
commerce, dan retailer. Electronic marketplace meningkatkan fitur 
layanan, yaitu tidak hanya media untuk perdagangan tetapi juga 
menyediakan fitur berbagai bentuk pembayaran, termasuk 
pembayaran penerimaan negara. Data s.d. Juni 2021, tercatat PT. 
Bukalapak dan PT. Tokopedia yang menyediakan pilihan metode 
pembayaran Dompet Elektronik, yaitu masing-masing dengan aplikasi 
BukaDompet dan OVO. Pembayaran pada Tokopedia dan Bukalapak 
dapat dilakukan pada berbagai platform. Dompet Elektronik juga 
tersedia pada jaringan retailer PT. Indomarco melalui jenis 
pembayaran i-Saku. 


Transfer bank 

Transfer bank merupakan salah satu pilihan metode/jenis 
pembayaran penerimaan negara pada e-commerce, yaitu Tokopedia 
dan Bukalapak. Melalui pilihan jenis tersebut, maka terjadi 
pengiriman/pemindahan dana dalam rangka pembayaran 
penerimaan negara dari rekening nasabah/pembayar ke rekening 
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Penerimaan/Kas Negara. 


11. Virtual Account (VA) 
Channel VA merupakan jenis pembayaran yang tersedia pada LPL 
khususnya fintech, e-commerce, dan penyedia jasa aplikasi perpajakan 
(PJAP). Layanan pembayaran dengan VA tergantung bank mitra dari 
LPL tersebut, baik memanfaatkan ATM, internet banking, mobile, 
maupun jenis layanan lainnya. Bagi bank penyedia layanan, LPL 
disebut sebagai biller dan memiliki kode tertentu. Kode tersebut 
menjadi bagian elemen kode dalam VA. Berdasarkan data MPN 2021, 
LPL yang menyediakan channel VA adalah Finnet Indonesia, 
Tokopedia, Bukalapak, Mitra Pajakku, dan Achilles Advanced Systems. 


12. Direct Debit 
Transaksi penerimaan negara melalui channel/jenis pembayaran 
direct debit, proses pembayaran elektronik terjadi secara otomatis 
dengan menarik sejumlah dana dari rekening nasabah pada bank 
penerbit dengan otorisasi tertentu. Tahun 2021, channel pembayaran 
Direct Debit terdapat pada LPL, yaitu Bukalapak, Tokopedia, dan Mitra 
Pajakku. 


13. Credit Card 


Channel/metode pembayaran penerimaan negara dengan Credit Card 
terdapat pada LPL Bukalapak, dan Tokopedia. Sistem LPL akan 
terhubung secara otomatis dengan sistem Bank penerbit kartu 
tersebut. Dana untuk pembayaran tersebut disediakan oleh Bank 
sebagai kredit kepada nasabah pemegang kartu. 


2. Perkembangan Cashless Transaksi Penerimaan Negara 


Berdasarkan data 2018, dari Rp2.064 triliun penerimaan negara, Rp1.904 
triliun disetor melalui MPN (saat ini G3), atau sekitar 92 persen. Sisanya 
berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke 
rekening kas negara. Dari sisi transaksi, MPN memproses 95,1 juta 
transaksi (Kemenkeu, 2019). Pada tahun 2019 meningkat menjadi 
sebanyak 103,7 juta transaksi senilai Rp1.984 triliun. Pada tahun 2020 
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turun karena dampak pendemi COVID-19, menjadi sebanyak 84,9 juta 
transaksi senilai Rp1.747,46 triliun. Untuk tahun 2021 data s.d. Juni 
sebanyak 39,10 juta transaksi senilai Rp 951,27 triliun. 


Pada sistem MPN, mitra pemerintah dalam pengumpulan penerimaan 
negara (collecting agent) dapat dikelompokkan menjadi Bank Persepsi, 
Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya (LPL). Saat ini, collecting 
agent yang bermitra dengan pemerintah terdiri dari 85 Bank Persepsi, 1 
Pos Persepsi, dan 6 Lembaga Persepsi Lainnya (LPL). Berdasarkan data 
MPN tahun 2019 s.d. Juni 2021 rata-rata porsi/persentase transaksi 
penerimaan negara pada ketiga kelompok tersebut disajikan pada 
Gambar 1. 


Gambar 1. Grafik Porsi Transaksi Penerimaan Negara yang Diterima 
melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan LPL 


LPL, 0,57Y0 


Sumber: Diolah penulis dari data MPN 


Dari grafik tersebut, transaksi yang diterima melalui berbagai channel 
pada LPL porsinya masih sangat kecil. Transaksi penerimaan negara 
melalui Pos Persepsi hampir 10096 diterima melalui Teller, meskipun 
mulai tahun 2021 sudah dikembangkan channel Pos Mobile. Pada Bank 
Persepsi, transaksi penerimaan negara diterima, baik cash (melalui 
channel Teller) maupun dan cashless melalui berbagai channel. 
Perkembangan presentase seluruh transaksi melalui Bank Persepsi, Pos 
Persepsi, dan LPL dari tahun 2018 s.d. Juni 2021 disajikan pada gambar 
berikut. 


Gambar 2. Grafik Perkembangan Porsi/persentase Transaksi 
Penerimaan Negara yang Diterima melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, 
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dan LPL 
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Sumber: Diolah penulis dari data MPN 


Berdasarkan Dashboard MPN, transaksi pembayaran penerimaan negara 
secara umum mengalami pergeseran dari pembayaran tunai (via teller) 
ke channel pembayaran secara nontunai (cashless). 


Gambar 3. Grafik Perkembangan Perkembangan Persentase Transaksi 
Penerimaan Negara melalui Teller dengan Nonteller 
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Sumber: Diolah penulis dari data MPN 


Perkembangan porsi tersebut merupakan gabungan keseluruhan 
transaksi, baik yang diterima melalui Bank Persepsi (85 bank), Pos 
Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya (fintech, e-commerce, dan 
retailer). Porsi transaksi melalui nonteller (cashless) perkembangan-nya 
telah menunjukkan kenaikan meskipun belum signifikan. 
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Transaksi penerimaan negara melalui teller (tunai) didominasi oleh Pos 
Indonesia, yaitu sekitar 28,6Y9 (rata-rata tahun 2018-2021) dari 
keseluruhan transaksi penerimaan negara. Dari awal pengembangan 
MPN, channel Teller Pos ditujukan untuk memfasilitasi penyetor yang 
memanfaatkan jaringan layanan penyetoran secara tunai yang tersebar 
dan menjangkau daerah terpencil. Hal ini juga diperkuat dengan strategi 
PT Pos yang menyasar target sesuai dengan karakter perusahaan 
(Republika, 2021). Meskipun mulai tahun 2021 sudah dikembangkan 
channel Pos Giro Mobile, tetapi transaksinya masih sangat sedikit. 
Mencermati tujuan awal dan karakteristik tersebut, untuk mengukur 
perkembangan cashless transaksi penerimaan negara dengan 
memasukkan transaksi via Pos dinilai kurang tepat. Oleh karena itu, perlu 
disajikan perkembangan transaksi yang diterima melalui Bank Persepsi 
dan LPL, tidak termasuk transaksi yg diterima melalui Pos. 


Perkembangan cashless transaksi penerimaan negara pada Bank 
Persepsi dan LPL 


Perkembangan persentase transaksi penerimaan negara selain melalui 
Pos, disajikan pada Grafik 4. Persentase jumlah transaksi penerimaan 
negara (minus Pos) yang disetor secara nontunai dari tahun 2018-2021 
mengalami kenaikan yang signifikan. Porsi transaksi melalui nonteller 
(cashless) pada tahun 2018 sampai dengan 2020 berturut-turut adalah 
sebesar 42,16Y49, 47,37Y9, 63,13Y6, dan naik menjadi 71,93Y9 pada tahun 
2021 (data s.d. Juni 2021). 


Gambar 4. Grafik Perkembangan Perkembangan Persentase Transaksi 
Penerimaan Negara melalui Teller dengan Nonteller (tidak termasuk 
melalui Pos) 
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Perkembangan porsi/persentase transaksi penerimaan negara per 
channel pembayaran pada Bank Persepsi dan LPL (tidak termasuk Pos 
Persepsi) disajikan pada Gambar 5. 


Gambar 5. Perkembangan 96 Transaksi Penerimaan Negara per Channel 
Pembayaran pada Bank Persepsi dan LPL 
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Sumber: Diolah Penulis dari data MPN 


Berdasarkan grafik tersebut, perkembangan transaksi yang diterima 
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melalui channel Teller dan ATM mengalami penurunan, sedangkan 
channel lainnya (secara cashless) mengalami peningkatan. Berdasarkan 
data Juni 2021, porsi/persentase transaksi penerimaan negara per 
channel pembayaran pada Bank Persepsi dan LPL (tidak termasuk Pos 


Persepsi) dapat disajikan grafik pada Gambar 6. 


Gambar 6. Persentase Transaksi Penerimaan Negara per Channel 
Pembayaran pada Bank Persepsi dan LPL Tahun 2021 
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Sumber: Diolah Penulis dari data MPN 


Berdasarkan grafik tersebut, channel cashless transaksi bila diurutkan 
dari porsi yang terbesar adalah Internet Banking, Overbooking, Mobile 
Banking, ATM, EDC, IB Pajak Belanja Pemda, Virtual Account, Dompet 
Elektronik, EDC Sub Agent, MA Sub Agent, Direct Debet, Credit Card, dan 
Transfer Bank. 


2.b. Perkembangan jumlah transaksi cashless per channel pada 
Bank Persepsi 


Jumlah transaksi melalui nonteller (cashless) yang diterima oleh semua 
Bank Persepsi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami 
kenaikan, berturut-turut adalah sebanyak 28,4 juta, 34,3 juta, 37,3 juta 
dan tahun 2021 (data s.d. Juni) sebanyak 20,3 juta transaksi. 
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Perkembangan jumlah transaksi cashless per channel pada Bank Persepsi 
tahun 2018 s.d. 2021 disajikan pada Gambar 7. Catatan untuk data tahun 
2021, mengingat data yang tersedia adalah s.d. Juni (semester 1), maka 
agar periodenya sama, untuk tahun 2021 data sementara diasumsikan 2 
kali data semester 1. 


Gambar 7. Perkembangan Cashless Transaksi Penerimaan Negara per 
Channel Pembayaran. 
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Sumber: Diolah Penulis dari data MPN 


Dari sisi jumlah transaksi, cashless transaksi penerimaan negara 
didominasi pada channel Internet Banking (IB) dan ATM. Secara umum, 
penurunan terjadi pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. 
Perkembangan jumlah transaksi penerimaan negara yang diterima 
melalui channel ATM mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 s.d. 
2021. Selain karena dampak pandemi COVID-19, penurunan tersebut 
karena peralihan ke channel cashless lain, yaitu mobile banking, EDC pada 
BP/LPL, dan lainnya. Transaksi penerimaan negara yang diterima melalui 
channel IB mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. 
Tahun 2020 mengalami penurunan seiring turunnya capaian realisasi 
penerimaan negara karena dampak pandemi COVID-19, tetapi akan 
meningkat lagi pada tahun 2021 (data sementara). 
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Transaksi penerimaan negara melalui channel Mobile Banking terus 
mengalami kenaikan sejak tahun 2019 dan berlanjut pada masa pandemi 
2020-2021. Hal ini dapat terjadi karena meluasnya penggunaan mobile 
banking, kebijakan layanan bank yang diarahkan ke Mobile Banking, dan 
dampak pandemi COVID-19. 


Kenaikan transaksi cashless melalui channel Overbooking terjadi 
signifikan pada tahun 2020 karena adanya kebijakan pemisahan jenis 
channel dari teller (kode 7012) ke overbooking (kode 7016), sehingga 
transaksi overbooking meningkat dari 300 ribuan transaksi pada tahun 
2019 menjadi hampir 7 juta transaksi. Pemisahan/peralihan channel 
tersebut menyebabkan penurunan porsi transaksi melalui teller secara 
drastis (lihat Gambar 5). 


Perkembangan pada channel EDC naik secara signifikan dari tahun mulai 
tahun 2019. Akses EDC yang banyak dan tersebar dibandingkan ATM, 
menyebabkan transaksi penerimaan negara melalui channel EDC 
mengalami banyak peningkatan. Transaksi yang diterima melalui channel 
EDC Bank Persepsi pada tahun 2019 sekitar 1,4 juta dan meningkat pada 
tahun berikutnya menjadi 2,7 juta transaksi. Sebagai catatan, pada tahun 
2021 juga terdapat channel EDC pada retailer PT Indomarco Prismatama. 


Channel EDC Sub Agent dan Mobile Application Sub Agent dalam layanan 
pembayaran penerimaan negara berkembang atas kerjasama 
penyelenggara Laku Pandai dengan Agen, baik dengan fasilitas channel 
EDC maupun Mobile Application. Sampai dengan Juni 2021, Bank Persepsi 
yang menyelenggarakan Laku Pandai adalah 4 Bank BUMN. Secara 
keseluruhan, transaksi melalui Laku Pandai ini jumlahnya belum banyak. 
Transaksi melalui channel EDC Sub Agent mulai tahun 2019 berjumlah 
sekitar 554 ribu transaksi, tetapi cenderung menurun pada tahun-tahun 
berikutnya. Sebaliknya, perkembangan transaksi penerimaan negara 
melalui Mobile Application Sub Agent mengalami kenaikan, dari 900-an 
transaksi pada tahun 2019 meningkat menjadi hampir 15 ribu, dan terus 
meningkat pada tahun 2021. Meskipun belum signifikan, peningkatan 
transaksi cashles melalui Internet Banking (IB) Pajak Belanja Pemda 
terjadi sejak terbitnya kebijakan untuk menyediakan channel tersebut 
pada tahun 2019, dan meningkat pada tahun 2020. Pembayaran pajak 
hasil potongan belanja/SP2D oleh Bendahara Umum Daerah ke Kas 
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Negara (Pusat) dapat langsung dilakukan melalui IB tersebut, tidak 
disetorkan melalui channel teller lagi. Berdasarkan data Juni 2021, 
tercatat sebanyak 15 bank daerah yang telah menyediakan channel IB 
Pajak Belanja Pemda dan terdapat transaksi pembayaran penerimaan 
negara melalaui channel tersebut. 


2.c. Perkembangan cashless transaksi penerimaan negara pada 
Jintech, e-commerce, dan retailer 


Dengan MPN G3, cashless transaksi penerimaan negara diperluas melalui 
kolaborasi Kementerian Keuangan dengan Lembaga Persepsi Lainnya, 
dalam hal ini pelaku fintech, e-commerce, dan retailer (Kemenkeu, 2019). 
Perkembangan cashless transaksi penerimaan negara tahun 2019 s.d. 
2021 melalui berbagai channel pada LPL mengalami peningkatan yang 
signifikan. Pada tahun pertama (2019) terdapat sekitar 72,8 ribu 
transaksi dengan nilai 183,5 milyar penerimaan negara yang masuk 
melalui channel dompet elektronik, transfer bank, virtual account, direct 
debit, dan credit card pada Finnet Indonesia, Tokopedia, dan Bukalapak. 
Jumlah tersebut masih sangat kecil dibanding keseluruhan transaksi 
penerimaan negara. Pada tahun 2020, transaksi melalui LPL mengalami 
peningkatan signifikan menjadi 379,1 ribu transaksi dengan nilai Rp.1,88 
trilyun. Berdasarkan channel yang ada pada LPL, transaksi cashless lebih 
banyak diterima melalui dompet elektronik (48,1296) dan virtual account 
(44,816) dari seluruh transaksi yang diterima LPL. Pada tahun 2021, 
terdapat LPL baru yang ditetapkan bergabung sebagai collecting agent 
yaitu PT Indomarco Prismatama (retailer), PT Mitra Pajakku, dan PT 
Achilles Advanced Systems (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan/PJAP). 
Sampai dengan Juni 2021 (6 bulan), jumlah transaksi melalui LPL pada 
tahun 2021 sebanyak 490,4 ribu transaksi. Jumlah tersebut mengalami 
peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. 


Perkembangan jumlah transaksi cashless berdasarkan channel pada LPL 
tahun 2019-2021 disajikan pada Gambar 8. Dalam penyajian grafik 
tersebut, mengingat untuk tahun 2021 yang tersedia adalah data s.d. Juni 
2021 (semester 1), maka data sementara untuk tahun 2021 diasumsikan 
2 kali data semester 1, sehingga grafik perkembangan transaksi dapat 
memberikan gambaran secaara tahunan. 
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Gambar 8. Perkembangan Jumlah Transaksi Cashless Berdasarkan 
Channel pada LPL Th 2019-2021 
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Sumber: Diolah Penulis dari data MPN 


Dari sisi jumlah transaksi, channel pembayaran pada LPL didominasi 
Dompet Elektronik dan Virtual Account (VA), sedangkan channel 
elektronik lain jumlah transaksinya masih sangat sedikit. Transaksi 
melalui Dompet Elektronik pada tahun 2020 sekitar 182 ribu transaksi 
dan meningkat signifikan pada tahun 2021. Tahun 2021, transaksi melalui 
channel VA telah melebihi transaksi melalui Dompet Elektronik. 
Transaksi LPL yang menyediakan channel VA adalah Finnet Indonesia, 
Tokopedia, Bukalapak, Mitra Pajakku, dan Achilles Advanced Systems, 
yang pada tahun 2021 s.d. Juni sebanyak 227,4 ribu transaksi. 


Channel/jenis pembayaran berikutnya pada LPL adalah Credit Card, 
transaksi pada tahun 2020 sebanyak 10,7 ribu transaksi, dan pada tahun 
2021 s.d. Juni sudah mencapai 8,8 ribu transaksi, sehingga diperkiraan 
sampai akhir tahun akan meningkat. Demikian pula channel berikutnya 
adalah Direct Debit sebanyak 9,7 ribu transaksi, dan pada tahun 2021 s.d. 
Juni sudah mencapai 8,3 ribu transaksi, sehingga sampai akhir periode 
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akan meningkat. 


Pada LPL juga terdapat channel Transfer Bank, yang pada tahun 2020 
terdapat sebanyak 5,8 ribu transaksi, dan pada tahun 2021 s.d. Juni sudah 
mencapai 7,1 ribu transaksi, sehingga sampai akhir periode akan 
meningkat yang signifikan. Pada tahun 2021 juga terdapat channel EDC 
pada retailer PT Indomarco Prismatama. 


3. Upaya Peningkatan CashlessTransaksi Penerimaan Negara 
Beberapa upaya dalam meningkatkan cashless transaksi penerimaan 
negara sekaligus meningkatkan layanan setoran penerimaan negara, 
antara lain: 

1. Mendorong penambahan dan/atau optimalisasi channel pembayaran 

secara cashless baik oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi maupun 
Lembaga Persepsi Lainnya. 
Mendorong Pos Indonesia untuk segera mengoptimalkan channel Pos 
Giro Mobile sesuai strategi Pos dalam mencapai target inklusi 
keuangan. Penambahan channel pembayaran pada Bank Persepsi, 
antara lain masih dapat dilakukan dengan channel terkait Laku Pandai. 
Bagi CA yang baru bermitra, ditambahkan syarat adanya kewajiban 
mengembangkan kanal layanan elektronik. 

2. Integrasi fasilitas pembuatan billing dengan channel pembayaran 
pada sistem perbankan Upaya ini dilakukan dengan cara menyediakan 
fasilitas/fitur pembuatan billing pada Internet Banking atau Cash 
Management System (CMS) pada perbankan, khususnya untuk billing 
pajak. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka wajib pajak dapat 
membuat billing sekaligus pembayaran pada aplikasi tersebut (one 
stop service). Dengan demikian memberikan kemudahan dalam 
melakukan pembayaran pajak secara cashless. Upaya yang telah 
dilakukan pada MPN G2 tersebut dapat terus dilanjutkan pada bank 
lain yang berkepentingan memberikan kualitas layanan/produknya. 

3. Optimalisasi one stop service pada SSO Portal MPN G3 
Salah satu penyempurnaan sistem penerimaan negara melalai MPN G3 
adalah pengembangan single sign on pada Portal MPN 
www.mpn.kemenkeu.go.id. Melalui portal tersebut semua penyetor 
(wajib pajak/wajib bayar/wajib setor) dapat membuat billing 
(pajak/bea cukai/PNBP) sekaligus melakukan pembayaran dengan 
memilih bank dan channel yang tersedia. Saat ini tercatat tiga bank 
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BUMN, sehingga masih terbuka untuk ditambah/dikembangkan, baik 
jumlah bank maupun jenis channelnya. 

4. Mendorong Bank Daerah untuk segera menyediakan dan 

mengoptimalkan IB Pajak Belanja Daerah. 
Sampai dengan Juni 2021, belum semua Bank Daerah menyediakan 
Internet Banking Pajak. Perluasan dan optimalisasi perlu didorong 
pada semua Bank Daerah, sehingga semua Badan Pengelola Keuangan 
Daerah dapat secara online menyetorkan pajak yang dipungut dari 
belanja/SP2D Daerah ke Kas Negara melalui channel IB tersebut. 

5. Mendorong integrasi sistem layanan pada kementerian/lembaga 
dengan sistem MPN, sehingga penerimaan bukan pajak dari layanan 
dapat diterima secara cashless melalui channel elektronik. Integrasi 
sistem layanan paspor pada Kantor Imigrasi dengan sistem 
pembayaran penerimaan (MPN) dapat dikembangkan/diperluas 
untuk jenis layanan lain. 

6. Mengkaji kemungkinan penerapan Ouick Response Code Indonesian 
Standard (ORIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai salah 
satu channell layanan elektronik. 

7. Untuk masa yang akan datang, untuk memperluas akses channel perlu 
dikaji pengembangan yang memungkinkan CA dapat bermitra secara 
B2B dengan pihak agen/komunitas, tetapi tetap mempertimbangkan 
aspek kontrol dalam tata kelolanya. 

8. Secara bersama-sama mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang 
diinisiasi oleh BI. Hal tersebut akan mempercepat terciptanya cashless 
society, suatu kondisi masyarakat yang bertransaksi nontunai, dan 
menggunakan uang elektronik, termasuk dalam pembayaran 
penerimaan negara. 


E. KESIMPULAN 

1. Pembayaran penerimaan negara secara nontunai (cashless) memiliki 
banyak manfaat, yaitu memberikan keamanan, kemudahan, 
kenyamanan, lebih efisien, dan berdampak positif pada perekonomian. 

2. Sistem penerimaan negara secara elektronik yang dimiliki pemerintah 
selalu mengalami pengembangan. Dari sisi kelembagaan, mitra 
pemerintah dalam layanan pengumpulan penerimaan negara 
(collecting agent) berkembang dengan adanya Lembaga Persepsi 
Lainnya, yaitu e-commerce, fintech, dan retailer. Dari sisi channel, 
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ragam instrumen  elektronik/digital bertambah, sehingga 
menyediakan banyak pilihan fasilitas cashless dalam transaksi 
penerimaan negara. 

3. Perkembangan cashless transaksi penerimaan negara mengalami 
peningkatan. Porsi transaksi yang diterima secara tunai melalui teller 
cenderung turun. 

4. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan transaksi 
penerimaan secara nontunai (cashless), sekaligus meningkatkan 
kualitas layanan pembayaran penerimaan negara. 
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Menggali Aspek Pajak Pada Bisnis Peer- 
To-Peer Rental Service 


Oleh Irwan Aribowo dan Dies Maranatha br Tarigan 


Bisnis Peer-to-peer rental service merupakan salah satu bentuk 
ekonomi digital yang cukup menarik. Model yang dikenal dengan 
Virtual Hotel Operator (VHO) ini merupakan bisnis penyedia 
penginapan mulai dari rumah hingga hotel. Kegiatan bisnis ini 
meliputi pemasaran atas penginapan hingga pengelolaan atas 
akomodasi yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengupas aspek perpajakan yang terkait dengan perusahaan yang 
bergerak di bidang peer-to-peer rental service. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa penggalian potensi 
pajak untuk bisnis ini belum optimal. Penyebab utamanya adalah 
terkait peraturan dan data wajib pajak. 


Pendahuluan 


Kemajuan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan. 
Keberadaan teknologi juga digunakan dalam menunjang kegiatan 
ekonomi sehingga terbentuklah ekonomi digital. Keberadaan digitalisasi 
dalam perekonomian membawa karakteristik tersendiri bagi 
perekonomian. Ekonomi digital membawa tantangan yang berbeda dari 
ekonomi konvensional. Berbagai kajian telah menyatakan bahwa 
ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Ekonomi 
digital yang berkembang pesat merupakan potensi yang sangat besar 
untuk menghasilkan penerimaan pajak. Saat ini sudah begitu banyak 
perusahaan berbasis digital yang merajai pasar tanah air, mulai dari 
bidang jual beli barang dan jasa, transportasi, akomodasi, pendidikan, 
bahkan kebudayaan. Hal ini berbanding lurus dengan potensi pajak yang 
dapat digali apabila pemerintah sigap dalam menyiapkan “strategi” yang 
tepat. 


77 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peraturan perpajakan yang ada 
pada saat ini belum mampu untuk menyentuh seluruh aspek perpajakan 
dari ekonomi digital. Salah satu bentuk ekonomi digital yang cukup unik 
adalah peer-to-peer rental service. Bentuk bisnis ini sudah ada di Amerika 
Serikat sejak bertahun-tahun lalu. Model bisnis ini menggunakan konsep 
“sharing economy”, di mana para pelaku ekonomi dapat berbagi dalam 
penggunaan sumber daya, yaitu properti penginapan. Salah satu 
perusahaan yang telah mengaplikasikan model bisnis ini adalah Airbnb 
yang telah merambah ke berbagai negara termasuk Indonesia. 


Dilansir dari situs Bisnis.com, nilai pemesanan kamar hotel secara 
online di Indonesia memiliki nilai yang sangat besar. Data tahun 2017 
sampai dengan 2019 menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar, yaitu 
lebih dari sepuluh persen tiap tahunnya. Pada tahun 2017, dicatat dari 
pemesanan hotel hotel secara online sebesar US$1.781 juta, tahun 2018 
sebesar US$1.986 juta, dan tahun 2019 sebesar US$2.200 juta. Dari angka 
tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan dari transaksi 
ini adalah sebesar 11,599 pada 2018 dan 10,8Y6 pada 2019. 


Gambar 1 Nilai Pemesanan Kamar Hotel Secara Online di Indonesia. 


Revenue 
(dalam juta US$) 


m Revenue 
(dalam juta US$) 


2017 2018 2019 


Sumber: diolah dari situs Bisnis.com 


Dari gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai diikuti dengan 
jumlah pemesanan kamar hotel secara online. Dari situs yang sama 
dikemukakan bahwa pemesanan hotel secara online dilakukan oleh 14,5 
juta pengguna pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tercarat dilakukan oleh 
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15,7 juta pengguna, dan tahun 2019 diakukan oleh 16,9 juta pengguna. 


Gambar 2 Jumlah Pemesanan Kamar Hotel Secara Online di Indonesia. 
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Sumber: diolah dari situs Bisnis.com 


Salah satu penelitian terbaru terkait bisnis peer-to-peer rental service 
adalah penelitian yang dilakukan oleh Hadining Kusumastuti dan Titin 
Fachriah Nur (2020), dengan judul “Taxing Peer-to-Peer Rental Service in 
Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan 
dengan meninjau dan menilai data sekunder yang dikumpulkan dari 
literatur dan dokumen ilmiah pada profesional. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peraturan perpajakan yang disusun oleh 
pemerintah terkait transaksi digital belum dapat secara spesifik mengatur 
transaksi bisnis peer-to-peer. 


Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan data 
primer berupa hasil wawancara. Informan kunci berasal dan berkaitan 
langsung dengan pelaksanaan perpajakan dari model bisnis ini. 


Selain itu, digunakan data sekunder untuk mendukung analisis terhadap 
masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dari 
penelitian ini, yaitu mengupas aspek-aspek perpajakan pada bisnis peer- 
to-peer rental service. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan analisis yang lebih mendalam terkait perpajakan pada 
bisnis peer-to-peer rental service di Indonesia. 


Kajian Pustaka 


Mengutip dari Warta Ekonomi Online (13/5/2019), sharing economy 
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dapat diartikan sebagai model ekonomi yang sering didefinisikan sebagai 
aktivitas berbasis peer-to- peer (P2P) untuk memperoleh, menyediakan, 
atau berbagi akses ke barang danjasa yang difasilitasi oleh platform online 
berbasis komunitas. IMF mendeskripsikan peer- to-peer economy sebagai 
kumpulan pasar virtual yang menghubungkan individu yang ingin saling 
memperdagangkan barang dan jasa melalui platform digital (Agib Aslam 
dan Alpa Shah: 2017). Hal ini membuat bisnis peer-to-peer dapat 
menawarkan harga yang lebih murah, kenyamanan yang lebih besar, dan 
variasi dari fasilitas yang lebih banyak. Teknologi tersebut juga telah 
membuat transaksi pasar menjadi tidak terbatas, namun tetap tepat, 
fleksibel, dan kredibel. Salah satu bentuk dari peer-to-peer economy ini 
adalah peer-to-peer rental service yang bergerak di bidang akomodasi 
penginapan. Bentuk ini juga dikenal dengan istilah Virtual Hotel Operator 
(VHO). Pada model ini, terdapat sebuah platform yang menghubungkan 
antara pemilik properti atau pemilik penginapan dengan pengguna, yang 
dalam hal ini adalah tamu. Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan 
dalam Working Paper IMF (2017) tersebut, terdapat beberapa aspek 
perpajakan pada model bisnis ini, yaitu pajak langsung, pajak tidak 
langsung, dan pajak lainnya sesuai dengan yang berlaku di suatu negara. 
Terdapat beberapa teori yang terkait dengan pemungutan pajak. 
Menurut Mardiasmo (2016), ada lima teori yang mendukung pemungutan 
pajak. Teori pertama adalah teori asuransi di mana pajak diibaratkan 
seperti premi asuransi yang harus dibayarkan oleh pemegang polis untuk 
mendapatkan manfaat yang ditawarkan. 


Dalam hal pajak, teori ini menyatakan bahwa masyarakat wajib 
membayar pajak untuk menerima manfaat dari negara. Dana pajak yang 
dibayarkan ini kemudian dikelola oleh negara untuk menjamin setiap 
“peserta asuransi”, seperti dalam hal perlindungan, keamanan, dan 
lainnya. Teori kedua adalah teori kepentingan yang menganut paham 
bahwa pembayaran pajak berkaitan dengan kepentingan individu 
masyarakat terhadap negara. Semakin besar kepentingan tersebut, maka 
semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Teori yang ketiga adalah 
teori daya pikul yang menyatakan bawa besar pajak yang harus 
dibayarkan setiap individu tidaklah sama, karena disesuaikan dengan 
kemampuan atau daya pikul individu tersebut. Daya pikul ini dihitung 
dengan mempertimbangkan penghasilan dan pengeluaran individu 
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Teori keempat adalah teori bakti 
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yang didasari paham bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas 
dalam menyelenggarakan kepentingan umum. Dalam hal ini, negara 
berhak untuk memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai 
pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan masyarakat memiliki kewajiban 
untuk membayar pajak kepada Negara. Teori kelima adalah teori daya beli 
yang mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan kemampuan atau 
daya beli masyarakat. Semakin besar daya beli seseorang, maka semakin 
besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh orang tersebut. 


Selain pemungutan pajak, otoritas pajak juga melakukan penggalian 
potensi pajak. Kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdiri dari kegiatan ekstensifikasi, 
intensifikasi, dan penilaian. Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan 
berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 
tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Pada surat ini dijelaskan bahwa 
ekstensifikasi diartikan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan 
oleh DJP terhadap subjek pajak yang berdasarkan peraturan perundang- 
undangan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai 
Wajib Pajak, namun belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan dalam 
rangka memperluas basis pajak untuk tujuan penggalian potensi pajak. 
Pada dasarnya, intensifikasi dalam penggalian potensi pajak merupakan 
kegiatan untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap Wajib Pajak 
yang sudah terdaftar. 


Surat Edaran Direktur jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang 
Pengawasan Wajib Pajak melalui Sistem Informasi mengartikan kegiatan 
pengawasan Wajib Pajak sebagai serangkaian kegiatan penelitian data 
berikut tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi 
perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, 
dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Kegiatan 
pengawasan ini dilaksanakan oleh Account Representative (AR) yang 
bertugas di bagian penggalian potensi. Lebih jauh lagi, DJP 
mengembangkan kegiatan intensifikasi dengan menerbitkan Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan 
Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis 
Pajak. Surat ini mengatur terkait strategi dalam menggali potensi pajak 
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dari basis data Wajib Pajak yang telah ada dengan mengkoordinasikan 
kinerja pengawasan dan pemeriksaan. Kegiatan penilaian untuk tujuan 
perpajakan yang dilakukan DJP diatur dalam Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan 
Penilaian untuk Tujuan Perpajakan. Dalam surat tersebut, penilaian 
didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penilai 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian 
untuk menentukan nilai tertentu dari suatu objek penilaian. 


Metode 


Objek dalam penelitian ini adalah aspek perpajakan pada bisnis peer-to- 
peer rental service di Indonesia. Adapun data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan 
data primer adalah berupa wawancara. Penentuan narasumber yang 
diwawancarai dilakukan secara purposive sampling, di mana narasumber 
yang dipilih sebagai sampel adalah responden yang dinilai kaya akan 
informasi terkait topik penelitian (Patton 2002:230). 


Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan data pada penelitian 
kualitatif, yaitu informasi yang mendalam dari informan yang terpercaya 
dan kredibel terkait masalah yang diteliti, bukan dari sampel yang 
random dan banyak untuk diolah dengan menggunakan statistika dan 
dilakukan generalisasi. Narasumber pada penelitian ini adalah Account 
Representative (AR), pegawai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 
dan akademisi. Narasumber AR dipilih berdasarkan pengalaman dalam 
menangani wajib pajak yang bergerak di bidang peer-to-peer rental 
service. Narasumber AR berjumlah empat orang. Narasumber pegawai 
Kantor Pusar Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai pada Direktorat 
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan yang berjumlah satu 
orang. Narasumber akademisi dalam penelitian ini adalah dosen PKN 
STAN yang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang perpajakan. 
Narasumber yang dipilih merupakan akademisi yang pernah melakukan 
penelitian di bidang perpajakan. Narasumber akademisi berjumlah satu 
orang. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian dilakukan dengan 
teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang berasal 
dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, laporan, berita di media, hasil 
penelitian, dan peraturan terkait penggalian potensi perpajakan pada 
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bisnis peer to peer rental service. Pengolahan data penelitian ini mengikuti 
prosedur pelaksanaan studi kasus yang dikemukakan oleh Yin (2018) 
yang dimulai dari membuat desain studi kasus yang akan dilaksanakan, 
menyusun prosedur dalam melakukan pengumpulan data dari beberapa 
sumber data, melakukan pengumpulan data atau bukti, menganalisis 
bukti studi kasus yang telah dikumpulkan, dan menyusun laporan studi 
kasus dan pelajaran yang diperoleh dengan pernyataan kasus dalam 
bentuk tertulis 


Hasil Analisis dan Pembahasan 
a) Perpajakan pada Model Bisnis Peer-to-Peer Rental Service 


Sebelum melihat aspek perpajakan pada model bisnis peer-to-peer rental 
service, terlebih dahulu harus dipahami bagaimana model bisnisnya 
sehingga diketahui karakeristik khusus dari model ini. 


Tabel 1 Perkembangan VHO di Indonesia. 


Mulai 

“HO Awal berdiri Kondisi 2019 
Beroperasi 

Airy Rooms Tahun 2015 100 mitra 2.000 properti 
Di 6 kota di Indonesia 35.000 kamar 


Di lebih 100 kota Indonesia 


Reddoorz Oktober 2015 Hanya beberapa 1.200 hotel 
kamar di Jakarta 21.000 kamar 
Di lebih 100 kota Indonesia 
OYOo Oktober 2018 30 hotel 1000 hotel 
1.000 kamar 27.000 kamar 
3 kota di Indonesia Di lebih dari 100 kota di 
Indonesia 
ZENRooms Tahun 2015 250 hotel di 8 kota di 13.000 kamar di Asia 
Indonesia, Thailand, Tenggara 
dan Singapura 


Sumber: diolah dari situs Bisnis.com 


Secara umum, di Indonesia ada tiga model bisnis VHO yang berkembang 
yang terdiri dari VHO tanpa re-branding, VHO dengan re-branding, dan 
VHO dengan properti sendiri. Model pertama dianut oleh Airbnb yang 
menyediakan penginapan dengan harga murah, tanpa memberi brand 
tertentu, dan hanya memberi fasilitas kamar dan sarapan. Apabila pemilik 
kamar ingin bermitra dengan Airbnb, maka Airbnb akan memasarkan 
kamar tersebut pada situs atau aplikasi pemesananya tanpa harus 
melakukan modifikasi kamar ataupun memasang papan nama. 
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Penghasilan VHO diperoleh dengan me-markup harga kamar yang 
diberikan oleh pemilik properti. 


Model kedua dianut oleh kebanyakan VHO di Indonesia. Pada model ini, 
VHO bekerjasama dengan mitra, yaitu pemilik properti. Untuk dapat 
bekerjasama dengan VHO, pemilik properti dapat mengajukan 
penawaran kerjasama. Apabila memenuhi standar yang dimiliki oleh 
VHO, maka VHO akan melakukan re-branding terhadap kamar tersebut 
dengan menyesuaikan tampilan kamar, fasilitas yang disediakan, standar 
pelayanan terhadap kamar tersebut, bahkan memasang papan nama 
sendiri untuk kamar tersebut sesuai dengan nama dari VHO. Penghasilan 
yang diterima oleh VHO didapatkan dari beberapa sumber, sesuai dengan 
ketentuan dari masing-masing VHO. Ada VHO yang menerapkan model 
seperti pada Airbnb, dimana penghasilan didapatkan dengan melakukan 
mark-up harga kamar yang diberikan oleh pemilik properti kepada VHO. 
Selain itu, ada juga VHO yang memperoleh penghasilan dari komisi atau 
fee yang besarannya sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati. 
Bentuk lain dari penghasilan VHO adalah atas jasa aplikasi atau yang 
disebut licensing fee. Bentuk ketiga dilakukan oleh VHO yang ingin turut 
menyediakan hotel dengan kualitas premium. VHO ini pada dasarnya 
melakukan model VHO dengan re-branding, namun, untuk menyediakan 
hotel kelas premium, VHO ini menyewa properti untuk dikelola sendiri. 
VHO ini mengelola properti tersebut secara keseluruhan. 


Adapun peraturan perpajakan di Indonesia yang dikeluarkan terkait 

dengan ekonomi digital adalah sebagai berikut. 

e Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-62/PJ/2013 tentang 
Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce 

e Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ/2015 tentang 
Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi 
E-Commerce 

e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) 

e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, 
Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan 
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Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau 
Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean 
melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 


b. Aspek Perpajakan pada Bisnis Peer-to-Peer Rental Service dan 
Aturan Pajak yang Terkait 


Aspek perpajakan pada peer-to-peer rental service meliputi Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa manajemen yang diberikan dan Pajak 
Penghasilan (PPh) yang terdiri dari PPh Pasal 21 atas penghasilan 
karyawannya, PPh Pasal 23 atas jasa manajemen dan pemanfaatan jasa 
pihak lain, PPh Pasal 25 karena menggunakan pembukuan, PPh Pasal 26 
atas jasa dari subjek pajak luar negeri dan jasa iklan dari perusahaan luar 
negeri, PPh Pasal 29 terkait dengan SPT Tahunan badan usaha, dan PPh 
Pasal 4 ayat 2 atas sewa gedung. 


Cc. Penggalian Potensi Pajak pada Bisnis Peer-to-Peer Rental Service 
di Indonesia 


Penggalian potensi pajak atas bisnis ini dilakukan melalui kegiatan 
ekstensifikasi dan intensifikasi. Yang menjadi sasaran ekstensifikasi 
adalah mitra atau pemilik properti yang bekerja sama dengan VHO. 
Sebenarnya, untuk beberapa VHO, mitra yang bekerja sama sudah 
dipastikan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak karena salah satu syarat 
untuk menjadi mitra adalah memiliki NPWP. Namun, ada VHO yang tanpa 
branding, tidak mewajibkan hal tersebut, padahal mitra dari VHO tersebut 
kebanyakan adalah orang pribadi. Kondisi ini menyebabkan perlu untuk 
melakukan kegiatan ekstensifikasi terhadap mitra VHO. Sasaran 
intensifikasi adalah VHO sebagai platform dan mitranya. Para mitra 
dijadikan sebagai sasaran kegiatan karena dianggap sudah memiliki 
NPWP. 


Terkait dengan penggalian potensi pajak atas bisnis peer-to-peer 
rental service, secara umum data yang digunakan menurut seluruh 
narasumber adalah sama, yaitu data internal dan eksternal. Data internal 
yang digunakan adalah data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat 
Jenderal Pajak (SIDJP), Approweb, Apportal, dan aplikasi DJP lainnya. 
Sedangkan data eksternal meliputi SPT Tahunan dan SPT Masa yang 
dilaporkan Wajib Pajak, termasuk Laporan Keuangan yang dilampirkan 
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pada SPT Tahunan. Dalam melaksanakan penggalian potensi, para 
petugas menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah kondisi 
pandemi yang sedang terjadi saat ini yang membuat ruang gerak 
penggalian potensi menjadi sangat terbatas. Kendala kedua adalah terkait 
peraturan perpajakan, di mana saat ini belum ada aturan pajak yang 
secara spesifik mengatur terkait bisnis model ini. Ketiadaan aturan 
khusus ini menjadi kendala ketika ada kondisi Wajib Pajak yang tidak 
dapat dijangkau oleh aturan yang ada secara umum. Kendala ketiga 
adalah terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 


Kendala keempat terkait keterbatasan data internal dan data pembanding 
karena memang model bisnis ini hanya sedikit. Terlebih usaha ini masih 
tergolong baru dengan model bisnis yang unik sehingga masih sulit untuk 
mendapatkan data pembanding untuk menggali potensi pajaknya. 


d. Langkah untuk Memaksimalkan Penggalian Potensi atas Bisnis 
Peer-to-Peer Rental Service di Indonesia 


DJP perlu berupaya untuk memaksimalkan penggalian potensi ekonomi 
digital. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang 
dinilai dapat ditempuh untuk mewujudkannya. Pertama terkait dengan 
peraturan khusus yang dibarengi dengan penyeragaman pemahaman 
pada semua pihak terkait. Kedua, keterbukaan data dan kerja sama 
dengan instansi atau pihak lain yang terkait dengan proses bisnis pelaku 
peer- to-peer rental service. Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh 
adalah dengan mengoptimalkan kegiatan pengawasan, intelijen, dan 
pemeriksaan yang dimiliki oleh DJP. Selanjutnya dengan memberikan 
edukasi yang baik kepada Wajib Pajak untuk membangun pemahaman 
mendasar terkait hak dan kewajiban perpajakannya dan tata cara 
pelaksanaannya. 


Kesimpulan 


Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 
terkait perpajakan pada bisnis peer-to-peer rental service di Indonesia: 
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1. Bisnis peer-to-peer rental service berkembang cukup pesat di 
Indonesia sebelum terjadi pandemi Covid-19. Model bisnis ini 
memiliki banyak aspek perpajakan sehingga potensi pajaknya cukup 
besar. 

2. Saat ini belum ada peraturan perpajakan yang khusus mengatur 
terkait keunikan model bisnis ini sehingga pelaksanaan kewajiban 
perpajakannya mengacu pada aturan yang sudah ada, yaitu KUP, UU 
PPh dan UU PPN. 

3. Terdapat peluang bagi DJP untuk mengoptimalkan penggalian potensi 
pada pelaku ekonomi digital pada umumnya dan pelaku peer-to-peer 
rental service khususnya. 
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Analisis Pengaruh Bunga Penagihan, 
Kualitas Piutang, Penagihan, dan 
Electronic Tax System Terhadap 
Pencairan Piutang Pajak 


Oleh Ayu Paramitha Amalia dan Primandita Fitriandi 


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi 
bunga penagihan, kualitas piutang, penagihan pajak, dan sistem 
pajak elektronik terhadap pencairan piutang pajak dengan 
kepatuhan pajak sebagai variabel mediasi atas sistem pajak 
elektronik. Hasil penelitian menunjukkan sanksi bunga penagihan 
dan kualitas piutang berpengaruh positif signifikan, penagihan 
pajak dan sistem pajak elektronik berpengaruh negatif signifikan, 
dan kepatuhan pajak berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan 
bahwa peningkatan beberapa variabel dapat meningkatkan 
pencairan piutang pajak. 


PENDAHULUAN 


Selama suatu negara hidup dan beraktivitas, maka sudah menjadi 
keniscayaan bahwa negara tersebut membutuhkan sumber penerimaan 
untuk melakukan belanja dalam rangka menjalankan aktivitas bernegara. 
Begitupun Indonesia, yang menggantungkan pembiayaan atas sebagian 
besar belanjanya pada penerimaan negara yang bersumber dari pajak. 
Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan 
sistem self assessment yang sesuai dengan ketentuan perpajakan tentu 
sangat diharapkan. Namun, dalam praktiknya, jumlah tunggakan pajak 
semakin meningkat sebagai dampak dari utang pajak yang tidak dilunasi 
oleh wajib pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, tindakan penagihan 
pajak yang memiliki kekuatan hukum bersifat memaksa perlu digalakkan 
oleh 
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Otoritas pajak Indonesia yakni Direktorat Jenderal Pajak, yang 
selanjutnya disebut DJP. Penagihan pajak juga perlu dilakukan sebagai 
upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Data tingkat kepatuhan 
pajak yang rendah dan cenderung fluktuatif disarikan pada Tabel 1. 


Tabel 1 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Badan dan OP 
Non Karyawan) 


Tingkat Tingkat | Yp Badan & OPNK 
kanan Kepatuhan Kepala ang Membayar 
p Formal yang y 
2019 62,086 72,52Y6 51,649 
2018 59,57Y9 68,554 50,594 


Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja DJP sesuai dengan keperluan 


Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menyatakan terdapat dua agenda 
besar dalam rencana strategis DJP tahun 2020-2024 untuk 
mengoptimalkan capaian penerimaan negara, yaitu perluasan basis pajak 
dan peningkatan perekonomian melalui kebijakan pajak. Perluasan basis 
pajak dilakukan melalui dua saluran, yaitu dengan peningkatan 
kepatuhan sukarela serta pengawasan dan penegakan hukum yang 
berkeadilan. Cakupan pengawasan dan penegakan hukum yang 
berkeadilan terdiri dari tiga poin kebijakan, satu di antaranya kegiatan 
pemeriksaan, penagihan, serta penegakan hukum yang berbasis risiko 
dan berkeadilan. Keseluruhan agenda tersebut berlandaskan pada pilar- 
pilar reformasi perpajakan. (https://news.ddtc.co.id/). Hal ini 
membuktikan bahwa penagihan pajak merupakan bagian dari reformasi 
perpajakan jilid III. Pencairan piutang pajak sebagai sasaran tindakan 
penagihan mendapat perhatian khusus dari DJP. DJP menetapkan target 
tindakan penagihan sebagai indikator kinerja yang harus dicapai. 
Pelaksanaan tindakan penagihan sesuai target yang ditentukan 
diharapkan dapat mendongkrak nilai pencairan piutang pajak pada saat 
yang bersamaan. 


Tindakan penagihan yang dieksekusi secara tepat akan berdampak pada 
meningkatnya jumlah pencairan tunggakan pajak, dan tingkat pencairan 
piutang pajak dapat semakin kecil akibat tindakan penagihan yang tidak 
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dilakukan dengan tepat. (Juniardi et al., 2014). 


Tiga tantangan terbesar dalam penagihan pajak adalah kuantitas dan 
kualitas SDM, administrasi (data tidak lengkap atau tidak valid), serta 
wajib pajak yang sulit ditemui dan risiko gugatan (Indaryani dan Juliarini, 
2020). Keterbatasan sumber daya DJP dalam melaksanakan penagihan 
tentunya harus diimbangi dengan strategi yang baik, antara lain dengan 
menetapkan skala prioritas penagihan melalui pertimbangan atas 
kualitas piutang. Tugas Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam mencairkan 
piutang pajak akan lebih terbantu jika prioritas tindakan penagihan 
dibuat dengan menggolongkan piutang pajak (Indaryani dan Juliarini, 
2020). 


Sebagai satu-satunya produk hukum sanksi administrasi yang diterbitkan 
oleh penagihan, bunga penagihan yang dituangkan dalam Surat Tagihan 
Pajak (STP) diharapkan dapat memicu wajib pajak serta menimbulkan 
efek jera atas perilaku ketidakpatuhan pembayaran utang pajak. Wajib 
pajak yang semakin lama menunda pelunasan tunggakan pajaknya akan 
dikenakan sanksi bunga penagihan yang semakin besar. Sanksi 
administrasi dengan persentase yang semakin tinggi akan semakin 
mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak (Wardani et al., 2014). 


Namun demikian, hal berbeda diungkapkan oleh (Hamid dan Radzuan, 
2018) yang membuktikan bahwa ketika kepatuhan pajak rendah, maka 
akan berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak (tunggakan 
meningkat/pencairan sulit). Penerbitan bunga penagihan dapat 
mengindikasikan kepatuhan pajak yang rendah karena wajib pajak tidak 
atau terlambat memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa sanksi bunga penagihan dapat memiliki pengaruh 
positif sekaligus negatif terhadap pencairan piutang pajak, dan hal ini 
menarik untuk diteliti. 


Tidak hanya terkait penerimaan, DJP juga terus berusaha untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, utamanya atas pembayaran dan 
pelaporan. Studi yang dilakukan oleh (Mardiansyah, 2013) menunjukkan 
bahwa kepatuhan dapat meningkatkan pencairan piutang pajak, dan 
kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan penagihan pajak yang 
semakin intens hingga pada akhirnya menurunkan jumlah tunggakan 
pajak. Kepatuhan pajak tidak hanya dapat ditingkatkan dengan penagihan 
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pajak. Di era serba digital, DJP menjadikan sistem administrasi perpajakan 
modern sebagai peluang untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak 
sekaligus memberikan layanan yang mudah dan cepat. Menghadapi era 
revolusi industri 4.0, DJP menjalankan reformasi perpajakan melalui 
sistem perpajakan yang didigitalisasi (cita.or.id). Sistem pelayanan 
perpajakan berbasis elektronik yang telah dikembangkan DJP antara lain 
e-Registration, e-Filing, e-SPT, dan e-Billing (Rysaka et al., 2014). 


Studi yang dilakukan (Obert et al., 2018) menunjukkan bahwa electronic 
filing system mempengaruhi kepatuhan pajak melalui peningkatan sikap 
positif klien dan kemudahan berbisnis. Pernyataan oleh (Faizah, 2018) 
juga mengungkapkan dengan adanya e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur sebagai 
bagian dari e-tax system, wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan. 


Sekalipun secara nasional pencairan piutang pajak mencapai target, 
namun pelaksanaan pencairan belum cukup optimal di beberapa unit 
vertikal DJP. Faktanya, target pencairan piutang pajak nasional tahun 
2016 s.d. 2019 ditetapkan pada kisaran 30-756 dari total piutang pajak. 
Masih terdapat potensi piutang pajak yang dapat dicairkan, utamanya 
pada Kantor Wilayah (Kanwil) yang memiliki saldo piutang cukup besar. 
Karenanya, penting untuk mengidentifikasi solusi dalam upaya 
mengoptimalkan pencairan piutang pajak, terutama pada level terkecil 
yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tergabung dalam lingkup 
Kanwil. 


Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 
rumusan masalah berikut: 1) Bagaimana pengaruh bunga penagihan 
terhadap pencairan piutang pajak? 2) Bagaimana pengaruh kualitas 
piutang terhadap pencairan piutang pajak? 3) Bagaimana pengaruh 
penagihan pajak terhadap pencairan piutang pajak? 4) Apakah kepatuhan 
pajak memediasi pengaruh e-tax system terhadap pencairan piutang 
pajak? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh sanksi bunga penagihan terhadap pencairan piutang pajak, 2) 
Untuk mengetahui pengaruh kualitas piutang terhadap pencairan piutang 
pajak: 3) Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap 
pencairan piutang pajak. 4) Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak 
dalam memediasi pengaruh e-tax system terhadap pencairan piutang 
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pajak. 


Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini dikategorikan 
menjadi dua. Dari sisi manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut dan memberikan informasi 
bagi pihak lain untuk pengembangan ilmu dan/atau penelitian terkait 
maupun tujuan akademis lainnya dalam rangka menganalisis pengaruh 
bunga penagihan, kualitas piutang, penagihan pajak, serta kepatuhan 
pajak dalam memerantarai pengaruh e-tax system terhadap pencairan 
piutang pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi tambahan informasi, masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan 
pertimbangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan 
piutang pajak agar dapat menjadi bahan dasar evaluasi di masa 
mendatang oleh pihak pembuat dan pelaksana kebijakan perpajakan. 


Penelitian sebelumnya yang menguji terkait pencairan piutang pajak 
dilakukan oleh (Sari et al., 2019) yang menyimpulkan sanksi administrasi 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan. Penelitian oleh 
Uuniardi et al., 2014) dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Surat 
Ketetapan Pajak (SKP) dan tindakan penagihan terhadap pencairan 
tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Berdasarkan uji simultan, SKP 
dan penagihan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan 
PPh badan. Namun hasil uji parsial menunjukkan penagihan tidak 
berpengaruh signifikan dan SKP berpengaruh signifikan terhadap jumlah 
pencairan tunggakan PPh badan. 


Selanjutnya, penelitian oleh (Mardiansyah, 2013) menunjukkan bahwa 
penagihan pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan sementara 
kepatuhan pajak berpengaruh cukup lemah terhadap tunggakan pajak. 
Mardiansyah menyimpulkan bahwa dengan penagihan pajak yang 
optimal maka kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dan kemudian akan 
menurunkan tunggakan pajak. Penelitian oleh (Hidayat dan Cheisviyanny, 
2017) menunjukkan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan 
berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan. 


Terkait electronic tax system, (Obert et al., 2018) melakukan penelitian 
untuk menganalisis pengaruh e-tax filing systems terhadap kepatuhan 
pajak dan menyimpulkan bahwa e-tax filing system mempengaruhi 
kepatuhan pajak. Selanjutnya, hasil penelitian oleh (Muturi dan Kiarie, 
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2015) menunjukkan on-line tax system berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kecil di Meru County. 


Penelitian (Firdaus, 2019) terkait pengaruh penerapan e-Filing terhadap 
kepatuhan pelaporan SPT Tahunan OP di KPP Pratama Pamekasan 
menunjukkan hasil menarik terkait variabel electronic tax system. Satu 
dari tiga variabel terkait e-Filing yaitu keamanan dan kerahasiaan sistem 
e-Filing menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketika keamanan dan kerahasiaan sistem e-Filing 
meningkat, akan terjadi penurunan kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan. 


Hasil penelitian (Hamid dan Radzuan, 2017) menunjukkan bahwa 
kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak. Hal ini 
membuktikan bahwa ketika kepatuhan pajak rendah, yang satu 
diantaranya diindikasikan dengan diterbitkannya bunga penagihan atas 
keterlambatan pembayaran, maka akan berpengaruh negatif terhadap 
tunggakan pajak. Hasil berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian (Pertiwi, 
2014) di mana menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui ST dan SP 
tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan 
pajak, dengan arah hubungan negatif. 


Penelitian ini menggunakan gabungan variabel pada penelitian-penelitian 
sebelumnya. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 


Hi: Sanksi bunga penagihan berpengaruh signifikan terhadap pencairan 
piutang pajak. 


H2: Kualitas piutang berpengaruh signifikan terhadap pencairan piutang 
pajak. 


H3: Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap pencairan piutang 
pajak. 


Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
penambahan variabel mediasi kepatuhan pajak dalam menganalisis 
pengaruh e-tax system terhadap pencairan piutang pajak merujuk pada 
penelitian (Muturi dan Kiarie, 2015) serta (Mardiansyah, 2013). Hal ini 
kemudian mendukung penarikan hipotesis sebagai berikut. 
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Ha: Electronic tax system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
pajak. 


Hs: Kepatuhan pajak memerantarai pengaruh electronic tax system 
terhadap pencairan piutang pajak. 


LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pencairan Piutang Pajak 


Disebutkan pada Pasal 1 Angka 1 PER-01/PJ/2020 bahwa piutang pajak 
adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang 
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang 
belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Istilah 
utang pajak merujuk pada kewajiban milik wajib pajak, dan di sisi 
sebaliknya, DJP mengakui piutang pajak yang timbul atas sejumlah 
tunggakan pajak milik wajib pajak. (Zuraida dan Advianto, 2011) 
menjelaskan bahwa dalam sistem official assessment maupun self 
assessment, hasil penetapan perhitungan pajak terutang yang tidak 
dibayar lunas oleh wajib pajak akan timbul sebagai utang pajak yang 
kemudian menjadi dasar penagihan pajak. Timbulnya utang pajak dapat 
disebabkan oleh adanya peraturan yang mendasarinya dan telah 
terpenuhi atau terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdiri 
dari keadaan, peristiwa, atau perbuatan tertentu (Sutedi, 
2013).Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 
29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, pencairan piutang pajak 
merupakan sejumlah pembayaran dan pengurangan atas piutang yang 
terbit sebelum tahun berjalan. Pengurangan tersebut dapat bersumber 
dari pembayaran melalui Surat Setoran Pajak dan Pemindahbukuan, 
pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/ Penghapusan Sanksi 
Administrasi, SK Pengurangan/Pembatalan SKP yang tidak benar, SK 
Keberatan/Putusan Banding/Peninjauan Kembali, dan karena sebab lain- 
lain. 


Sanksi Bunga Penagihan 


Beberapa definisi terkait sanksi administrasi perpajakan menurut 
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(Mardiasmo, 2006) sebagai berikut. 


1. sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, 
khususnya berupa denda, bunga, dan kenaikan. 

2. sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan UU (norma) 
perpajakan akan diikuti dan dipatuhi atau sebagai alat pencegah bagi 
upaya pelanggaran norma perpajakan oleh wajib pajak. 


Lebih lanjut, dasar hukum pengenaan sanksi bunga penagihan dituangkan 
dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut UU 
KUP. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa apabila Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding 
atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar, tidak atau kurang dibayar saat 
jatuh tempo, maka terdapat sanksi administrasi bunga 24 per bulan 
terhitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau 
tanggal penerbitan STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. 
Sanksi bunga penagihan juga dikenakan atas wajib pajak yang 
permohonan pengangsuran dan penundaannya disetujui. 


Kualitas Piutang Pajak 


Piutang secara umum didefinisikan sebagai hak tagih dari suatu 
organisasi atas sejumlah uang tunai di masa yang akan datang yang 
disebabkan karena transaksi masa kini (Pontoh, 2013). Sementara itu, 
(Kieso et al., 2007) menyatakan piutang adalah klaim uang, barang, atau 
jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. 


Dari sudut pandang perpajakan, penggolongan piutang pajak dilakukan 
berdasarkan kualitasnya dan dijelaskan pada Pasal 3 PER-01/PJ/2020. 
Pada Pasal 1 Angka 2 PER-01/PJ/2020 disebutkan pengertian kualitas 
piutang pajak yaitu hampiran atas ketertagihan piutang pajak yang diukur 
berdasarkan umur atau kondisi piutang pajak pada tanggal laporan 
keuangan. Piutang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak 
Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan 
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Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, 
Pertambangan Mineral dan Batubara (PBB P3), dan Sektor Lainnya 
digolongkan dengan ketentuan sebagai berikut. 


1. kualitas lancar, untuk piutang pajak yang berumur sampai dengan 4 
bulan: 

2. kualitas kurang lancar, jika umur piutang pajak lebih dari 4 bulan s.d. 
1 tahun: 

3. kualitas diragukan, jika umur piutang pajak lebih dari 1 tahun s.d. 3 
tahun: dan 

4. kualitas macet, apabila umur piutang pajak lebih dari 3 tahun, hak 
penagihannya sudah daluwarsa, hak penagihannya belum daluwarsa 
namun sesuai syarat dan ketentuan UU perpajakan dapat dihapuskan 
dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi/setempat 
dengan kesimpulan bahwa sesuai syarat dan ketentuan UU perpajakan 
piutang dapat diusulkan untuk dihapuskan, atau penerbitan ketetapan 
yang mendasari timbulnya piutang telah daluwarsa penetapan. 


Penagihan Pajak 


Definisi penagihan pajak dijabarkan oleh (Mardiasmo, 2008) sebagai 
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 
paksa (SP), mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. 
Dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) UU KUP, dasar penagihan yaitu STP, 
SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, dan 
Putusan Peninjauan Kembali. Jangka jatuh tempo atas dasar penagihan 
adalah 1 bulan sejak penerbitan dokumen. Selanjutnya, 7 hari setelah 
jatuh tempo, seksi penagihan akan mengeluarkan Surat Teguran (ST) 
kepada penanggung pajak yang sampai jatuh tempo tidak mengajukan 
surat permohonan angsuran/ penundaan dan tidak melakukan pelunasan 
tunggakan. 21 hari setelah penerbitan ST, JSPN akan mengeluarkan SP. 
JSPN dapat melakukan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan (SPMP) jika atas utang pajak belum dilakukan pelunasan 
setelah lewat 2 x 24 jam dari pemberitahuan SP. Berdasarkan Pasal 25 
ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU PPSP, barang sitaan dapat dijual secara 
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lelang jika atas utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak belum 
dilakukan pelunasan 14 hari setelah tanggal penyitaan. Pelaksanaan 
lelang dapat dilakukan 14 hari setelah pengumuman lelang. 


Selain penerbitan SP dan SPMP, JSPN dapat menerbitkan pengumuman di 
media massa, serta melakukan sita blokir, cegah, dan sandera terhadap 
penanggung pajak yang belum melunasi tunggakannya tanpa menunggu 
jatuh tempo pemberitahuan SP. Syarat cegah dan sandera adalah jumlah 
utang pajak minimal Rp100.000.000,00 dan itikad baik penanggung pajak 
untuk melakukan pelunasan utang pajak diragukan. Hal ini diamanatkan 
pula dalam Pasal 29 dan Pasal 33 ayat (1) UU PPSP. 


Electronic Tax System 


Electronic tax system didefinisikan sebagai platform daring yang 
memungkinkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan melalui 
internet (Night & Bananuka, 2019). Menurut (Moureen, 2019), electronic 
tax system merupakan sistem administrasi perpajakan terkomputerisasi 
yang dirancang untuk menangani pendaftaran, menghitung, 
menyetorkan, melaporkan, serta pemrosesan pengembalian lebih bayar. 


Sistem pelayanan perpajakan berbasis elektronik yang dikembangkan 
DJP antara lain e-Registration, e-Filing, e-SPT dan e-Billing (Rysaka et al., 
2014). E-SPT merupakan aplikasi untuk keperluan penyampaian SPT. E- 
Filing merupakan sarana penyampaian SPT secara on-line dan real time. 
Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Perubahan Data Wajib 
Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration, e- 
Registration merupakan sistem pendaftaran wajib pajak dan/atau 
pengukuhan PKP dan perubahan data wajib pajak dan/atau PKP melalui 
internet yang terhubung langsung secara on-line dengan DJP. E-Billing 
pajak merupakan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik untuk 
pembuatan kode pembayaran (billing) (klikpajak.id). 


Kepatuhan Pajak 


Kepatuhan pajak adalah kesediaan entitas kena pajak untuk bertindak 
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sesuai ketentuan perpajakan tanpa adanya aktivitas penegakan hukum 
Uames dan Alley, 2002). Selanjutnya (Fitria, 2017) menyatakan 
kepatuhan pajak yaitu kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh 
kewajiban dan menjalankan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak terbagi 
menjadi kepatuhan material dan kepatuhan formal (Fitria, 2017). 
Kepatuhan material terjadi ketika secara substantif semua ketentuan 
material dalam UU perpajakan sudah dipenuhi oleh wajib pajak, misalnya 
penyampaian SPT secara benar, lengkap, jujur, dan tepat waktu. 
Kepatuhan formal terjadi ketika ketentuan dalam UU perpajakan secara 
formal dapat dipenuhi oleh wajib pajak, misalnya wajib pajak yang 
menyampaikan SPT sebelum ketentuan batas maksimal disebut patuh 
secara formal, namun secara material terhadap isi SPT perlu diperiksa 
kembali. 


Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa sanksi bunga 
penagihan, kualitas piutang, penagihan pajak, dan electronic tax system 
dengan variabel mediasi atas electronic tax system berupa kepatuhan 
pajak. Adapun variabel dependen berupa pencairan piutang pajak. 
Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 


Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian 


Sanksi Bunga Penagihan 
Pencairan Piutang Pajak 


H1 


Kualitas Piutang 
Penagihan Pajak 
Electronic Tax System 


H3 
Kepatuhan Pajak 


Sumber: Diolah penulis 


H5 


METODOLOGI PENELITIAN 


Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan data 
sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak pemilik 
tunggakan selama periode tahun 2018 dan 2019 yang terdaftar pada KPP 
di lingkungan Kanwil DJP Banten. Sampel dipilih dengan teknik purposive 
sampling, dan penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory. 
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Menurut Sugiyono (2015), explanatory research adalah penelitian yang 
bertujuan menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti dan hubungan 
antar variabel. 


Terdapat tiga model dalam penelitian ini. Model pertama untuk menguji 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa 
mediasi yaitu sebagai berikut. 


TAit - BO 4 B1 SBPit B2 KPit 4 B3 PPit 4 B4 ETSit «cit 


Sementara itu, untuk menganalisis peran kepatuhan pajak dalam 
memediasi pengaruh variabel bebas electronic tax system terhadap 
pencairan piutang pajak sebagaimana hipotesis 4 dan 5, digunakan model 
2 dan 3 sebagai berikut. 


TCit - BO # B1 ETSit #szit 

TAit - B0 4 B1 TCit - B2 SBPit 4 B3 KPit 4 B4 PPit 4 B5 ETSit 4#cit 
Keterangan: 

TAit : Pencairan piutang pajak atas ketetapan itahun t 

SBPit : sanksi bunga penagihan atas ketetapan itahunt 

KPit kualitas piutang atas ketetapani tahun t 

PPit : penagihan pajak atas ketetapan itahun t 

ETSit : penggunaan e-tax system oleh WP pemilik ketetapani tahun t 
Tcit : kepatuhan pajak atas wajib pajak pemilik ketetapan i tahun t 
£ : Error 


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear 
berganda, analisis koefisien determinasi (R2), uji kelayakan model (uji F), 
dan uji hipotesis (uji t). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Penelitian ini mengambil objek penelitian berupa ketetapan pembentuk 
piutang milik wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Banten. Total data 
yang berhasil dikumpulkan sejumlah 3.688 data ketetapan pembentuk 
saldo piutang tahun 2019 yang memenuhi kriteria dan sesuai 
ketersediaan data. Sampel antara lain wajib pajak yang memiliki 
tunggakan pajak per 1 Januari 2019 dengan informasi lengkap sesuai 
kebutuhan penelitian. Statistik deskriptif data penelitian disajikan pada 


Tabel 2. 
Tabel 2 Statistik Deskriptif Data Penelitian 
N Min Max Mean Std. Dev. 
TA 
(dalam | 3 ceg | 0 | 1632559 | 000029857 | 00430336 
miliar 
rupiah) 
SBP 
(dalam | 3 cg | 0 | 1121645 100373242 | 0,3276049 
miliar 
rupiah) 
Kp |3eg8 | 1 4 1091649 | 0,3649339 
PP 3.688 | 0 1 0,7649132 | 04241105 
ETs |3eg8g | o 1 0,0949024 | 02931198 
TC 3.688 | 0 1 0,0745662 | 0,2627256 


Agar asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimate) pada model terpenuhi, 
dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas dengan Shapiro Wilk 
menunjukkan nilai probzz - 0,00000 « 0,05, artinya data tidak 
terdistribusi normal. Berdasarkan Central Limit Theorema (CLT), 
(Gujarati, 2004) menyatakan bahwa penelitian dengan observasi yang 
cukup besar (2100) memiliki distribusi data yang akan cenderung normal. 
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Dengan demikian, residual data penelitian ini sejumlah 3.688 observasi 
dianggap terdistribusi normal berdasarkan CLT. Hasil pengujian 
multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk seluruh variabel «10.00, 
sehingga dapat disimpulkan seluruh model regresi pada penelitian ini 
lolos dari masalah multikolinearitas. 


Hasil uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan test menunjukkan 
seluruh model memiliki nilai signifikansi (prob-chi2) « 0,05, artinya 
model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas, atau varians dari 
error tidak konstan. Berdasarkan Gujarati (2004, p.400), model regresi 
dapat diubah menjadi bersifat homoskedastisitas dengan metode estimasi 
Generalized Least Sguares (GLS). Data dalam penelitian ini ditransformasi 
terlebih dahulu dengan metode GLS, sehingga saat melakukan regresi, 
secara otomatis model penelitian sudah terbebas dari masalah 
heteroskedastisitas. 


Regresi linear berganda dilakukan untuk meneliti ketergantungan 
variabel dependen dengan variabel independen, sehingga dapat 
diestimasi perubahan variabel dependen untuk setiap satuan perubahan 
variabel independen. Analisis regresi dilakukan dengan aplikasi Stata 14.2 
menggunakan model estimasi GLS. Berdasarkan hasil pengujian regresi 
linear berganda pada Tabel 3, diperoleh persamaan model regresi sebagai 
berikut (dinyatakan dalam miliar rupiah). 


TA - 0,0715538 # 0,057586SBP # 0,7304666KP2 - 0,103749KP3 - 
1,331182KP4 - 0,5031044PP 4 0,0540699ETS 


Koefisien bernilai positif dapat diartikan bahwa variabel independen 
memiliki hubungan fungsional yang berbanding lurus dengan variabel 
dependen. Dengan kata lain, setiap peningkatan (penurunan) pada 
variabel independen akan mengakibatkan peningkatan (penurunan) pada 
variabel dependen. 
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Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 1 


Var Coef Std. Error t-Stat Prob» It| 
SBP 0,057586 0,0092014 6,26 0,000 
KP2 0,7304666 0,0409743 17,83 0,000 
KP3 -0,103749 0,3967313 -0,26 0,794 
KP4 1,331182 0,0435065 30,60 0,000 
PP -0,5031044 0,0590059 -8,53 0,000 
ETS 0,0540699 0,0168162 3,22 0,001 
Cons 00715538 
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 2 

Var Coe Std. Error t-Stat Prob- It| 
ETS -0,5047659 0,0122296 -41,27 0,000 


Cons 


0,9733373 


Berdasarkan Tabel 4, diperoleh persamaan model regresi berikut. 


TCit - 0,9733373 - 0,5047659ETS 


Persamaan regresi 2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 


1. Jika variabel ETS dianggap konstan, nilai kepatuhan pajak adalah 


0,9733373. 


2. ETS memiliki koefisien negatif sebesar 0,5047659, artinya ketika 
wajib pajak menggunakan e-tax system berupa layanan e-Filing, maka 
nilai kepatuhan pajak 0,5047659 lebih kecil dibandingkan jika wajib 
pajak tidak memanfaatkan e-Filing. Faktor lain yang berpengaruh 


terhadap kepatuhan pajak dianggap konstan. 
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Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 3 


Var Coef Std. Error t-Stat Prob- It| 
TC 0,8658126 0,0299216 28,94 0,000 
SBP 0,0450903 0,0083075 5,43 0,000 
KP2 0,7755932 0,0366958 21,14 0,000 
KP3 -0,4940428 0,2765283 -1,79 0,074 
KP4 0,6905335 0,044751 15,43 0,000 
PP -0,6764447 0,0540017 -12,53 0,000 
ETS -0,1447825 0,0167682 -8,63 0,000 
Cons 01035552 


Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut. 


TA - 01035552 # 0,8658126TC # 0,0450903SBP # 0,7755932KP2 - 
0,4940428KP3 #4 0,6905335KP4 - 0,6764447PP - 0,1447825ETS 
(dinyatakan dalam miliar rupiah) 


Persamaan regresi 3 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 


1. 


Jika variabel independen dan mediasi dianggap konstan, pencairan 
piutang pajak adalah sebesar 0,1035552 miliar rupiah atau 
Rp103.555.200,00. 


. TC memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,8658126. 


Artinya, ketika wajib pajak dikategorikan patuh, pencairan piutang 
untuk ketetapan tersebut lebih tinggi Rp865.812.600.000,00 
dibanding jika wajib pajak tidak patuh. Faktor lain yang berpengaruh 
terhadap TA dianggap konstan. 


. Setiap penerbitan 1 miliar rupiah SBP, pencairan piutang akan 


meningkat sebesar Rp45.090.300,00. Faktor lain yang berpengaruh 
terhadap TA dianggap konstan. 


. Piutang dengan kualitas diragukan (KP2) berkontribusi terhadap 


pencairan piutang pajak Rp775.593.200,00 lebih besar dibandingkan 
piutang dengan kualitas macet (KP1). Piutang dengan kualitas kurang 
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lancar (KP3) berkontribusi terhadap pencairan piutang pajak 
Rp494.042.800,00 lebih kecil dibandingkan piutang dengan kualitas 
macet (KP1). Piutang dengan kualitas lancar (KP4) berkontribusi 
terhadap pencairan piutang pajak Rp690.533.500,00 lebih besar 
dibandingkan piutang dengan kualitas macet (KP1). Faktor lain yang 
berpengaruh terhadap TA dianggap konstan. 

5. Secara rata-rata, ketika terdapat penagihan pajak dengan surat paksa 
atas suatu ketetapan, maka pencairan piutang untuk ketetapan 
tersebut lebih rendah sebesar Rp676.444.700.000,00 dibanding jika 
tidak terdapat tindakan penagihan pajak dengan SP. Faktor lain yang 
berpengaruh terhadap TA dianggap konstan. 

6. Ketika wajib pajak menggunakan e-tax system berupa layanan e-Filing, 
pencairan piutang atas suatu ketetapan Rp144.782.500,00 lebih kecil 
dibandingkan jika tidak menggunakan e-Filing. Faktor lain yang 
berpengaruh terhadap TA dianggap konstan. 


Koefisien determinasi (R2) menggambarkan goodness of fit (kesesuaian) 
model regresi dengan menunjukkan seberapa jauh kemampuan model 
regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 
Berdasarkan Tabel 6, nilai Adjusted R2 model 1 adalah 0,4246. Variasi 
pencairan piutang pajak dapat diterangkan oleh variabel independen 
dalam model 1 sebesar 42,46Y4. Sisanya sebesar 57,5496 dijelaskan oleh 
faktor atau variabel lain di luar model penelitian. Adjusted R2 model 2 
adalah 0,3159, artinya variasi kepatuhan pajak dapat diterangkan oleh 
variabel e-tax system sebesar 31,59Y6. Sisanya sebesar 68,41Y6 dijelaskan 
oleh faktor atau variabel lain di luar model penelitian. Adjusted R? model 
3 sebesar 0,5314, artinya variasi pencairan piutang pajak dapat 
diterangkan oleh variabel independen dan mediasi sebesar 53,14Y6. 
Sisanya sebesar 46,86Y4 dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar 
model penelitian. 


Tabel 6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi 


Weighted Statistics 


Model 1 Adj R? 04246 R? 0,4256 
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Model 2 Adj R? 0,3159 R2 0,3161 


Model 3 Adj R? 0,5314 R? 0,5323 


statistik F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 
independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 
dependen. Hasil uji F dapat dilihat dari perbandingan probability (F- 
statistic) dengan nilai a (0,05). Jika nilai probability (Fstatistic) « 0,05, Ho 
ditolak dan menerima Hi, artinya variabel independen terbukti secara 
bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 


Hipotesis uji F untuk model 1 dan model 3 adalah sebagai berikut. 


Ho: variabel pada model secara simultan tidak berpengaruh terhadap 
pencairan piutang. 


Hi: variabel pada model secara simultan berpengaruh terhadap 
pencairan piutang pajak. 


Adapun hipotesis uji F untuk model 2 adalah sebagai berikut. 


Ho: variabel bebas secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap 
kepatuhan pajak. 


Hi : variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan 
pajak. 


Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 7, signifikansi untuk pengaruh 
simultan variabel pada model 1 dan 3 terhadap pencairan piutang pajak 
adalah 0,000 « 0,05, artinya Ho ditolak dan Hi diterima. 


Variabel bebas pada model 1 dan 3 serta variabel mediasi pada model 3 
secara simultan berpengaruh terhadap pencairan piutang pajak. Terkait 
model 2, nilai signifikansi untuk pengaruh simultan e-tax system terhadap 
kepatuhan pajak adalah 0,000 « 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi 
diterima. E-tax system secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan 
pajak. 
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Tabel 7 Hasil Uji F 


Weighted Statistics 


Model1 F-statistic 454.54 Prob (F-stat) 


Model 2 F-statistic 1703.56 Prob (F-stat) 


Model 3 F-statistic 598,36 Prob (F-stat) 


Uji statistik t dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas 
secara individual terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Hipotesis (Ho) 
Uji tuntuk model 1 dan 3 adalah variabel bebas dan mediasi secara parsial 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan piutang pajak. 
Hipotesis (Ho) uji t untuk model 2 adalah variabel e-tax system secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 


Penentuan hasil uji t dilakukan dengan membandingkan nilai probability 
dengan nilai a (0,05). Dalam hal nilai probabilityx0,05, maka Ho ditolak. 
Artinya, variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat. Sebaliknya, dalam hal nilai probability-0,05, Ho 
diterima dan variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t model 1 dengan tingkat 
signifikansi 5Y6 ditunjukkan pada Tabel 8, dan secara umum dapat ditarik 
kesimpulan bahwa seluruh variabel bebas secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap pencairan piutang pajak, karena seluruh variabel dan 
2 dari 3 proksi variabel kualitas piutang pajak menunjukkan pengaruh 
sangat signifikan dengan nilai probability 0,000 « nilai a (0,05). 


Tabel 8 Hasil Uji t Model 1 


Var Coef t-Stat | Prob-|t| Signifikansi 

SBP 0,057586 6,26 0,000 Sangat signifikan 
KP2 0,7304666 17,83 0,000 Sangat signifikan 
KP3 -0,103749 -0,26 | 0,794 Tidak signifikan 
KP4 1331182 30,60 0,000 Sangat signifikan 
PP -0,5031044 -8,53 0,000 Sangat signifikan 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


ETS 0,0540699 3,22 0,001 Sangat signifikan 


Berdasarkan hasil uji t model 2 dengan tingkat signifikansi 5 pada 
Error! Reference source not found., diketahui nilai probability sebesar 0 
,000 « nilai a (0,05). Dengan demikian, Ho yang menyatakan “electronic 
tax system tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak,” 
ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa electronic tax system memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada level signifikansi 5Y6. 


Tabel 9 Hasil Uji t Model 2 
Var Coef t-Stat | Prob-It| Signifikansi 


ETS -0,5047659 -41,27 0,000 Sangat signifikan 


Berdasarkan hasil uji t model 3 dengan tingkat signifikansi 59 pada 
Error! Not a valid bookmark self-reference., secara umum dapat 
ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel bebas dan mediasi secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap pencairan piutang pajak, karena 
seluruh variabel dan 2 dari 3 proksi variabel kualitas piutang pajak 
menunjukkan pengaruh sangat signifikan dengan nilai probability 0,000 « 
nilai a (0,05). 


Tabel 9 Hasil Uji t Model 3 


Var Coef t-Stat | Probrlt| Signifikansi 

TC 0,8658126 28,94 0,000 Sangat signifikan 
SBP 0,0450903 543 0,000 Sangat signifikan 
KP2 07755932 21,14 0,000 Sangat signifikan 
KP3 | -0,4940428 -1,79 0,074 Tidak signifikan 


KP4 0,6905335 15,43 0,000 Sangat signifikan 


PP -0,6764447 -12,53 0,000 Sangat signifikan 


ETS -0,1447825 -8,63 0,000 Sangat signifikan 


Analisis jalur dilakukan atas model 2 dan 3 untuk mengetahui pengaruh 
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langsung dan tidak langsung yang diberikan variabel independen melalui 
variabel mediasi terhadap variabel dependen. Nilai Adjusted R? model 3 
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 adalah 0,5314, artinya pengaruh 
variabel independen dan mediasi terhadap pencairan piutang pajak 
sebesar 53,146. Nilai e1 dihitung dengan rumus sebagai berikut. 


e1- VI — 0,5314 - V0,4686 - 0,68544 


Gambar 2 menunjukkan diagram jalur model struktur I. Hasil uji analisis 
jalur pada Gambar 2 dirangkum pada Tabel 10. 


Gambar 2 Diagram Jalur Model Struktur I 


“xx 0.0450903 


el — 0.68544 


| 0.6905335 


06164 
18 an 
PN ag 0.8658126 
ETS — 
Keterangan : 


» Signifikan (Direct Effect) 
PP Tidak Signifikan (Direct Effect) 
———————YP Signifikan (Indirect Effect) 


Sumber: Output Stata 14.2 (Diolah dari data sekunder) 


Tabel 10 Hasil Uji Path Analysis 


Var. | Eff Type Effect t-Stat | Probrlt| Sig. 
SBP | Direct 0,0450903 5,43 0,000 Sig. 
KP2 | Direct 0,7755932 21,14 0,000 Sig. 


KP3 Direct -0,4940428 -1,79 0,074 Tidak 


KP4 Direct 06905335 15,43 0,000 Sig. 


PP Direct -0,6764447 | -12,53 0,000 Sig. 
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Direct -0,1447825 -8,63 0,000 Sig. 
ETS 


Indirect | -0,4370327 | -23,69 0,000 Sig. 


Berdasarkan uji analisis jalur pada level signifikansi 5969, diketahui 
terdapat pengaruh langsung sanksi bunga penagihan terhadap pencairan 
piutang dengan nilai probability 0,000 « a (0,05). Dengan demikian, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan sanksi bunga 
penagihan berpengaruh signifikan terhadap pencairan piutang pajak, 
diterima. Simpulan ini mendukung penelitian Sari et al. (2019) dan 
Wardani et al. (2014). Hal ini dimungkinkan karena penerbitan sanksi 
bunga penagihan menghasilkan efek jera pada wajib pajak yang terus 
menunggak, dan untuk menghindari konsekuensi utangnya semakin 
berbunga maka wajib pajak akan segera membayar utang pajaknya dan 
pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pencairan piutang pajak. 


Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji parsial atas pengaruh 
langsung kualitas piutang terhadap pencairan piutang pajak, diketahui 
bahwa piutang dengan kualitas diragukan dan lancar berpengaruh positif 
dan signifikan, dan piutang dengan kualitas kurang lancar memiliki 
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencairan piutang pajak. 
Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho yang menyatakan 
“kualitas piutang pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pencairan piutang pajak,” ditolak, artinya kualitas piutang pajak 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan piutang pajak. Piutang 
dengan kualitas lebih baik (lancar) akan meningkatkan jumlah pencairan 
tunggakan pajak. Semakin rendah kualitas piutang, maka akan 
menurunkan jumlah pencairan tunggakan pajak. Piutang dengan kualitas 
lancar dapat lebih mudah ditagih dan dicairkan dibanding piutang 
berkualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 


Menurunnya kualitas piutang yang disebabkan karena berbagai kendala 
pada akhirnya semakin lama akan menjadikan piutang semakin sulit 
dicairkan, yang kemudian menyebabkan piutang tersebut tidak tertagih. 
Untuk itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap 
penggolongan kualitas piutang, agar strategi penagihan dapat dijalankan 
seoptimal mungkin untuk mencapai target pencairan piutang dan 
meminimalisir piutang tak tertagih yang dapat merugikan 
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negara.Pengaruh langsung penagihan pajak terhadap pencairan piutang 
pajak sebesar -0,6764447 dengan nilai probability 0,000 « nilai a (0,05). 


Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang 
menyatakan penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pencairan piutang pajak, diterima. Hasil pengujian yang menunjukkan 
pengaruh signifikan ini mendukung penelitian (Hidayat dan 
Cheisviyanny, 2013), yang membuktikan bahwa penagihan pajak 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Penagihan pajak yang intensif akan meningkatkan besaran nilai pencairan 
tunggakan pajak, dan sebaliknya. Terkait pengaruh negatif, menurut 
(Pertiwi, 2014), adakalanya penagihan pajak dapat menunjukkan 
hubungan negatif terhadap pencairan piutang pajak, yang dapat terjadi 
karena beberapa alasan. Pertama, perbedaan periode antara saat 
penerbitan ST atau penyampaian SP dengan saat pelunasan tunggakan. 
Kadangkala pelunasan dilakukan bukan pada periode dilakukannya 
penagihan, sehingga penagihan pajak belum tentu berpengaruh langsung 
terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode yang sama. 


Kedua, tindakan penagihan berupa ST yang dikembalikan dari pos karena 
perbedaan data alamat pada sistem dengan domisili wajib pajak. ST yang 
dikembalikan selanjutnya akan diverifikasi untuk diterbitkan kembali ST 
dengan alamat baru, sehingga jumlah ST meningkat tetapi tidak diimbangi 
dengan peningkatan pencairan tunggakan. 


Ketiga, sikap wajib pajak yang kurang kooperatif dalam upaya penagihan 
pajak. Penagihan pajak dengan SP seringkali belum dapat membuat wajib 
pajak membayar tunggakannya karena kesulitan kondisi ekonomi atau 
alasan lainnya, sehingga SP yang diterbitkan tidak mencairkan tunggakan 
pajak. Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan upaya penagihan pajak 
ke prosedur berikutnya, yaitu penyitaan dan pelelangan. Tindakan 
penyitaan dan pelelangan pun tidak selalu berjalan sesuai rencana dalam 
upaya pencairan piutang pajak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan 
berbagai hambatan yang terjadi dalam proses penagihan pajak. Setiap 
lembar ST dan SP yang diterbitkan tidak menyebabkan pencairan 
tunggakan pajak sehingga penagihan pajak memiliki hubungan negatif 
terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. 


Penelitian yang dilakukan oleh (Silooy, 2017) juga mendukung hasil 
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penelitian (Pertiwi, 2014). Penelitian (Silooy, 2017) menunjukkan hasil 
bahwa ST dan SP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
pencairan piutang pajak, sementara SPMP berpengaruh signifikan positif. 
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penagihan pajak di KPP Pratama 
Ambon belum mampu meningkatkan kepatuhan dan pencairan 
tunggakan hanya dengan ST dan SP, sehingga harus menerbitkan SPMP. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak perlu 
dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai prosedur yang berlaku. Upaya 
penagihan pajak dengan ST harus segera dilaksanakan saat piutang sudah 
lewat jatuh tempo. Setelah diterbitkan ST, langkah penagihan dilanjutkan 
dengan penerbitan dan penyampaian SP, serta upaya penyitaan dan 
pelelangan. Peningkatan kuantitas dan kualitas JSPN sebagai aktor utama 
dalam pelaksanaan penagihan pajak juga dapat dilakukan untuk 
mengoptimalkan kinerja penagihan. 


Electronic tax system memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung 
terhadap pencairan piutang pajak. Pengaruh langsung electronic tax 
system terhadap pencairan piutang pajak adalah -0,1447825, sementara 
itu pengaruh tidak langsung electronic tax system melalui kepatuhan pajak 
terhadap pencairan piutang pajak adalah perkalian nilai beta electronic 
tax system terhadap kepatuhan pajak dengan nilai beta kepatuhan pajak 
terhadap pencairan piutang pajak yaitu: -0,5047659 x 0,8658126 - - 
0,4370327. 


Pengaruh langsung e-tax system memiliki probability 0,000 « a (0,05), 
artinya e-tax system berpengaruh signifikan terhadap pencairan piutang 
pajak. Selain itu, pengaruh tidak langsung e-tax system memiliki 
probability 0,000 « a (0,05), artinya e-tax system melalui kepatuhan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan piutang pajak. Oleh karena 
itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara langsung dan tidak langsung 
electronic tax system mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencairan 
piutang pajak. 


Hubungan negatif antara e-Filing dengan kepatuhan pajak mendukung 
hasil pengujian atas satu dari tiga variabel yang digunakan dalam 
penelitian (Firdaus, 2019). Penelitian tersebut menyatakan bahwa 
persepsi wajib pajak atas keamanan dan kerahasiaan sistem e-Filing yang 
belum cukup baik serta belum memuaskan kemudian mempengaruhi 
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minat pemanfaatan e-Filing dan berpotensi menurunkan kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan. Oleh karena itu, DJP memerlukan strategi 
untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui penggunaan electronic tax 
system agar kemudahan layanan yang ditawarkan melalui digitalisasi 
sistem dapat benar-benar dirasakan oleh wajib pajak sehingga 
meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh. 


Hasil pengujian yang menunjukkan pengaruh signifikan ini mendukung 
penelitian (Muturi dan Kiarie, 2015), (Obert et al., 2018) dan (Faizah, 
2018). Namun, terkait pengaruh negatif, hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian tersebut yang membuktikan bahwa sistem pajak online 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Terkait pengaruh 
kepatuhan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak, penelitian ini 
memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian (Mardiansyah, 2013) 
yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kepatuhan pajak terhadap 
pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa electronic tax system berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan piutang pajak melalui kepatuhan pajak. 


PENUTUP 
Simpulan 


Simpulan penelitian ini antara lain: 1) Sanksi bunga penagihan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap pencairan piutang pajak. Penerbitan sanksi 
bunga penagihan memberikan efek jera, sehingga untuk menghindari 
konsekuensi utangnya semakin berbunga, wajib pajak akan segera 
membayar utang pajaknya, dan pada akhirnya akan meningkatkan 
pencairan piutang pajak: 2) Kualitas piutang berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan piutang pajak. Menurunnya kualitas piutang karena 
beberapa alasan pada akhirnya akan menjadikan situasi semakin sulit 
untuk mencairkan piutang tersebut, yang kemudian menyebabkan 
piutang tidak tertagih: 3) Penagihan pajak berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan piutang pajak. 


Terkait pengaruh negatif, hal ini dimungkinkan karena penagihan pajak 
belum mampu meningkatkan pencairan tunggakan hanya dengan SP. 
Optimalisasi penagihan pajak sebagaimana alur dan prosedur yang 
berlaku sangat diperlukan dan diharapkan dapat meningkatkan 
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kepatuhan wajib pajak untuk membayar tunggakannya: 4) Electronic tax 
system memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan 
kepatuhan pajak memerantarai pengaruh dari electronic tax system 
terhadap pencairan piutang pajak. Terkait pengaruh negatif, hal ini 
dimungkinkan karena persepsi wajib pajak terhadap keamanan, 
kerahasiaan, serta kenyamanan penggunaan e-Filing mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak, sehingga ketika e-Filing dianggap tidak 
menyuguhkan layanan yang memuaskan, kepatuhan wajib pajak 
menurun. 


Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 
diberikan antara lain: 1) Bagi DJP khususnya Kanwil DJP Banten, dalam 
rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan hasil pelaksanaan 
tindakan penagihan, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan strategi 
penagihan pajak, khususnya strategi penagihan pajak dan segmentasi 
piutang pajak berdasarkan kualitas piutang. Terhadap upaya penegakan 
hukum berupa penerbitan STP Bunga Penagihan juga perlu kiranya 
ditingkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaannya, misalnya dengan 
penerbitan aturan atau kebijakan yang lebih rinci serta optimalisasi 
pengembangan sistem untuk penerbitan STP Bunga Penagihan sehingga 
dapat memaksimalkan potensi bunga penagihan. Saran perbaikan terkait 
penggunaan electronic tax system di unit vertikal juga dapat menjadi 
masukan yang berharga bagi DJP dalam meningkatkan kualitas layanan 
dan kepatuhan wajib pajak.: 2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil 
penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan 
variabel lainnya yang dapat meningkatkan potensi pencairan piutang 
pajak dengan sampel data yang lebih lengkap. 
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Tinjauan Penerimaan Pajak Penghasilan 
Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa 
Konstruksi Dalam Rangka Kepatuhan 
Wajib Pajak Di KPP Pratama Ponorogo 


Oleh Benny Setiawan dan Nadha Handika Saputra 


The purpose of this article is to review the extent to which income tax 
isimplemented on construction service businesses in the KPP Pratama 
Ponorogo. Based on the results of the research conducted, this study 
found that tax revenue had not yet been achieved with the set target, 
then the application of final income tax on the construction service 
business was in accordance with the provisions even though taxpayer 
compliance in general was still low, besides that the efforts made by 
the tax authorities were in accordance with the procedures apply and 
increasingly aggressively in increasing taxpayer compliance. 


PENDAHULUAN 


Indonesia dalam 5 tahun terakhir mempercepat program pembangunan 
nasional melalui program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko 
Widodo. Seiring dengan program-program pemerintah terkait dengan 
pembangunan khususnya di bidang infrastruktur, maka diperlukan peran 
pelaksana pembangunan infrastruktur yang memadai, baik yang 
dilaksanakan oleh pemerintah sendiri yakni Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah atau dari pihak swasta maupun kerjasama pemerintah 
dengan pihak swasta (public private partnership). Selain pembangunan 
infrastruktur untuk tujuan pelaksanaan program pemerintah, 
pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk kegiatan komersil atau 
mendapat keuntungan (profit oriented) seperti pengembangan property 
dan real estate. 


Setiap pembayaran dalam Kontrak Kerja Konstruksi merupakan 
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penghasilan bagi kontraktor dan harus dibayarkan oleh klien sebagai 
kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut. Penghasilan yang diterima 
kontraktor merupakan objek pajak, sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 
2008 Pasal 4 ayat (2) huruf d yang bersifat final. Kemudian terdapat 
ketentuan lebih lanjut mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi 
yakni dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 Tentang 
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dalam PP 
tersebut terdapat tarif pajak penghasilan yang variatif, akibatnya dalam 
penerapan di lapangan dimungkinkan terjadinya kesalahan. Terjadinya 
kesalahan di lapangan salah satunya dapat diketahui pada sengketa pada 
tingkat banding yang telah diputuskan dengan nomor putusan PUT- 
105686.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018 di Pengadilan Pajak. Pada 
sengketa tersebut Majelis mengabulkan sebagian Banding Pemohon 
Banding terkait dengan pengenaan tarif sebesar 3Y namun 
mempertahankan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan DPP 
menurut Terbanding. 


Dari sengketa tingkat banding tersebut, memberikan gambaran bahwa 
pelaksanaan PPh pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di lapangan 
terdapat masalah-masalah yang timbul baik berupa Dasar Pengenaan 
Pajak, pengenaan tarif pajak serta terkait permasalahan administratif lain 
seperti tata cara penyetoran dan pelaporan. Permasalahan-permasalahan 
tersebut menjadi fenomena yang menarik dan ingin penulis angkat, 
terutama pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Alasan 
Kabupaten Ponorogo dijadikan lokasi penelitian dikarenakan daerah ini 
memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, penulis merasa 
perlu dilakukan tinjauan atas pelaksanaan PPh pasal 4 ayat (2) atas Usaha 
Jasa Konstruksi di KPP Pratama Ponorogo yang memiliki wilayah kerja di 
Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Adapun pertanyaan yang 
ingin dijawab dalam artikel ini sebagai berikut: (1) apakah jumlah 
penerimaan pajak penghasilan atas usaha jasa 
konstruksi di KPP Pratama Ponorogo telah mencapai target?: (2) apa saja 
faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan atas usahajasa 
konstruksi?, (3) apakah pelaksanaan pemajakan atas usaha jasa 
konstruksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan?: (4) bagaimana 
upaya fiskus mengawasi Wajib Pajak dalam rangka kepatuhan perpajakan 
di bidang usaha jasa konstruksi? 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


TINJAUAN PUSTAKA 
Pajak Penghasilan 


Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang telah diatur dalam undang- 
undang sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya, tanpa ada imbal 
balik sekaligus serta dapat ditunjukkan secara langsung guna membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum (Soemitro, 1979). 


Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan 
terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
dalam tahun pajak (Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2008). Penghasilan yang 
dimaksud yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008). 


Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia 


Pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu official assessment, self 
assessment dan withholding. Yang dimaksud official assessment yakni 
kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang dimiliki oleh 
pemerintah. Kemudian self assessment memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Sedangkan withholding, wewenang dalam menentukan 
besarnya pajak yang terutang diberikan kepada pihak ketiga (Mardiasmo, 
2009). 


Seringkali pemotongan dan pemungutan pajak dianggap sebagai hal yang 
sama, namun sebenarnya kedua hal tersebut merupakan kegiatan yang 
berbeda. Yang dimaksud dengan pemotongan pajak berarti mengurangi 
jumlah yang diterima, dalam praktiknya dapat ditemukan di PPh Pasal 21, 
23,26, dan Final. Sedangkan pemungutan pajak berarti menambah jumlah 
yang dibayarkan, biasa ditemukan di PPh Pasal 22. Secara umum 
mekanisme pemotongan atau pemungutan dijelaskan sebagai beriku 
(Setiawan & Fitriandi, 2017): 
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Ketentuan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 51 
Tahun 2008, jasa konstruksi adalah layananjasa konsultansi perencanaan 
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, 
dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 
Sedangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 
mendefinisikan jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultansi 
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 


Penghasilan yang diperoleh dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak 

Penghasilan yang bersifat final. Sebagaimana diatur dalam PP tersebut, 

terdapat beberapa Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi 

antara lain: 

a. 2Yo (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang dapat 
menggunakan tarif 246 ini adalah Penyedia Jasa yang memiliki 
sertifikat Gred 1, Gred 2, Gred 3, maupun Gred 4, 

b. 496 (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan 
oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 

c. 3Yo (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau 
kualifikasi usaha besar. Penyedia Jasa tersebut dipersyaratkan 
memiliki sertifikat Gred 5, Gred 6, dan Gred 7: 

d. 4Yo (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan 
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki 
kualifikasi usaha. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha dapat 
dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, baik Gred 1, Gred 2, Gred 3 
maupun Gred 4, dan 

e. 6Yo (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan 
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki 
kualifikasi usaha. 


Pengawasan dalam Rangka Kepatuhan Wajib Pajak 


Pengawasan merupakan proses menetapkan, menilai dan mengoreksi 
pekerjaan yang telah dilaksanakan, tujuannya agar pekerjaan yang telah 
dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumya (Manullang, 
2009). Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) Nomor SE- 
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49/PJ/2016, pengertian pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian 
kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka 
penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 


Analisis Jumlah Penerimaan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi 
Dibandingkan dengan Target yang Telah Ditetapkan. Pada periode tahun 
2017 hingga 2019 diperoleh data penerimaan yang telah diolah oleh Seksi 
Pengolahan Data dan Informasi. Data-data penerimaan di KPP Pratama 
Ponorogo dihimpun by system dengan menggunakan aplikasi Modul 
Penerimaan Negara atau yang disebut MPN-Info. Dengan menggunakan 
Kode Akun Pajak 411128 untuk PPh Final maka diketahui Kontribusi PPh 
Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi digambarkan dalam Tabel 1. 


Dari data realisasi penerimaan PPh Final kurun waktu Tahun 2017 hingga 
Tahun 2019, menunjukkan bahwa kontribusi PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 
atas Usaha Jasa Konstruksi cukup besar yakni pada tahun 2017 mencapai 
21,88Yo, 2018 mencapai 15,60Y6 dan 2019 mencapai 18,13”9 terhadap 
total realisasi penerimaan PPh Final. 


Jumlah realisasi penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa 
Konstruksi dalam kurun waktu Tahun 2017-2019 cukup fluktuatif, yang 
mana pada Tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan sebesar - 
1120 dibandingkan Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2019 
mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar 20,409 dibandingkan 
Tahun 2019. 


Tabel 1. Kontribusi PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi terhadap 
Realisasi Penerimaan 


PPh UJK" Rp14,481,643,965 Rp11,423,719,256 Rp13,753,587,159 
Total 
Penerimaan Rp 66,179,106,749 Rp 73,213,076,642 Rp 75,881,383,902 
PPh Final 
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PPh UJK: PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi 


Lantas untuk kinerja realisasi penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas 
Usaha Jasa Konstruksi terhadap target PPh Final yang telah ditetapkan 
oleh DJP untuk KPP Pratama Ponorogo Tahun 2017-2019 digambarkan 
tabel berikut : 


Tabel 2. Kontribusi PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi terhadap 
Target Penerimaan 


PPh UJK Rp14,481,643,965 Rp11,423,719,256 | Rp13,753,587,159 
Total Target 
PPh Final Rp 92,874,062,000 | Rp91,795,124,000 | Rp 89,183,870,000 


Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPh Final 
Pasal 4 ayat (2) mengalami penurunan kontribusi bila dibandingkan 
dengan target penerimaan yang telah ditetapkan DJP. Namun nilai 
realisasi penerimaan masih cukup besar mengingat tingginya target yang 
telah ditentukan, kontribusi yang mencapai 


15,59/p pada tahun 2017, 12,449 pada tahun 2018 serta 15,42” pada 
tahun 2019 menunjukkan bahwa kegiatan pemajakan kontruksi di 
wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan memiliki 
sumbangsih yang cukup besar untuk kas negara. 


Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh atas Usaha Jasa 
Konstruksi 


Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Account Representative 

(AR) di KPP Pratama Ponorogo terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penerimaan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi dan realisasi 

penerimaan kantor secara umum. Menurut Tias Ramadiawati, 

mengungkapkan bahwa: 

1. masih terdapatnya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam hal 
pembayaran, dan pelaporan SPT, 

2. kemudian Wajib Pajak enggan kooperatif (resisten) ketika dimintai 
penjelasan data dan/atau keterangan, 
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3. selain itu terdapat kesulitan medan tempat Wajib Pajak berkedudukan 
ketika akan dilakukan kunjungan (visit) dalam rangka pengawasan 
dan penggalian potensi, 

4. faktor lain yang mempengaruhi adalah kemampuan AR dalam 
memanfaatkan data dan mengolahnya dengan baik atau tidak, serta 
memanfaat soft skill yakni kemampuan negoisasi AR untuk 
mengingatkan Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya. 


Hal senada diutarakan oleh Dhamas Surya Sundaru (NIP: 19871220 

200912 1 001) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

PPh atas Usaha Jasa Konstruksi dan realisasi penerimaan secara umum, 

terdapat beberapa tambahan faktor antara lain: 

1. secara umum, target yang ditetapkan DJP kepada KPP Pratama 
Ponorogo cukup tinggi, mengingat potensi di Kabupaten Ponorogo dan 
Kabupaten Pacitan cukup kecil dan terpencil. Sehingga diakui memang 
target cukup berat untuk dicapai. 

2. khusus untuk usaha jasa konstruksi, yang mempengaruhi realisasi 
penerimaannya yakni kualifikasi usaha dari Wajib Pajak yang terdaftar 
di KPP Pratama Ponorogo. Untuk proyek-proyek konstruksi yang 
membutuhkan kualifikasi kontraktor besar, Wajib Pajak yang 
terdaftar di KPP Ponorogo tidak lolos kualifikasi untuk melaksanakan 
proyek-proyek tertentu. Meskipun untuk PPh Pasal 4 ayat (2) atas 
Usaha Jasa Konstruksi tidak memiliki dampak potential loss karena 
telah dipotong oleh pihak pemilik proyek (misalkan dinas kesehatan), 
namun untuk PPN atas Jasa Konstruksi (Jasa Kena Pajak) tidak masuk 
dalam penerimaan KPP Pratama Ponorogo, karena umumnya 
kontraktor besar telah melakukan pemusatan PPN sehingga 
penerimaan PPN atas konstruksi menjadi milik KPP Kontraktor Besar 
terdaftar. 


Pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam rangka kepatuhan di KPP 
Pratama Ponorogo secara umum diketahui dari jumlah penyampaian SPT 
Tahunan dibanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar dan telah memiliki 
NPWP. Dari jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Ponorogo, 
diketahui bahwa masih banyak WP yang tidak mematuhi peraturan dalam 
kewajibannya melaporkan SPT Tahunan. 


Kepatuhan terendah dalam kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2019 
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terjadi di tahun 2018 yakni secara keseluruhan hanya 73,224, 
berbanding lurus dengan jumlah penerimaan di tahun 2018 yang hanya 
83,18Y9 yang mana paling rendah dalam rentang waktu Tahun 2017 
hingga 2019. Selanjutnya kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 
4 ayat (2) di KPP Pratama Ponorogo tergambarkan dari jumlah SPT yang 
masuk sebagai berikut: 


Tabel 3. Jumlah SPT Masa PPh Ps 4 Ayat (2) Tahun 2017-2019 


SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 1,149 1,127 1,271 


Jika ditinjau dari jumlah SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) yang masuk, 
terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun cukup fluktuatif, dan dengan 
data pelaporan tersebut berguna untuk Account Representative menguji 
kepatuhan Wajib Pajak khususnya terkait PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha 


Jasa Konstruksi. 


Kegiatan Penelitian, Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 
Keterangan dan/atau Konseling dalam Rangka Pengawasan di KPP 
Pratama Ponorogo Untuk Pph Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa 
Konstruksi 


Menurut Dhamas Surya Sundaru yakni sebagai salah satu Account 
Representative di KPP Pratama Ponorogo mengatakan “Upaya 
pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan diawali dengan kegiatan 
profiling terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pemetaan (mapping) 
tergantung wilayah kerja AR. Pada dasarnya, pengawasan di DJP sendiri 
telah menggunakan aplikasi yang ada yaitu Approweb guna 
mempermudah pengawasan. Di dalam Approweb terdapat data-data 
pemicu yang dapat kami tindak lanjuti, dan data pemicu tesebut hanya 
sebagai trigger awal. Karena pengawasan adalah salah satu bentuk seni, 
meskipun ada textbook-nya tetapi setiap AR memiliki gaya masing-masing 
dalam melakukan pengawasar”. 


Dhamas Surya Sundaru menjelaskan bahwa di KPP Pratama Ponorogo 
kebetulan bergantung banyak dengan usaha jasa konstruksi, alasannya 
Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan setiap tahun menggunakan anggaran 
belanja pemerintah untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur. Di 
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KPP kecil seperti KPP Pratama Ponorogo hampir 406 atau 506 dari 
penerimaan realisasi tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya berasal 
dari rekanan pemerintah dalam rangka belanja pemerintah. Atas kegiatan 
pembangunan infrastruktur ini, hal yang sangat diawasi adalah terkait 
pelaksanaan jasa konstruksi. Pengawasan jasa konstruksi di lapangan 
cukup mudah, beberapa proyek yang diatas 200 juta dapat dilihat 
langsung di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Di laman 
(website) LPSE dapat diakses oleh semua orang, terbuka, siapa yang 
mendaftarkan ingin melelang, berapa nilai kontraknya, siapa pemenang 
lelangnya beserta pengumuman yang cukup jelas. Atas pengumuman dan 
informasi tersebut, KPP Pratama Ponorogo memiliki aplikasi buatan 
sendiri untuk mempermudah pengawasan dengan cara mengunduh 
informasi dari LPSE khusus untuk wilayah kerja KPP Pratama Ponorogo 
saja. Hasil dari unduhan tersebut diperoleh informasi misalkan proyek A 
dipegang PT. X, kemudian proyek C dipegang oleh PT. A dan PT. B dan 
informasi lain yang dapat ditindaklanjuti kemudian. 


Tindak lanjut atas informasi data dan yang diperoleh dengan aplikasi 
internal yakni dengan menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan Data 
dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk mempertanyakan atau melakukan 
pengecekan data pembayaran, apakah sudah dibayar atau belum. Apabila 
terdapat pajak yang belum dibayar sedangkan perkiraan untuk termin 
pembayaran konstruksi yang telah usai atau memang proyek belum 
dijalankan, maka Wajib Pajak dapat dimintai klarifikasi mengenai 
pembayaran yang seharusnya terjadi. Atas permintaan klarifikasi 
tersebut, Wajib Pajak akan mersepon apakah proyek sudah dilakukan 
atau memang proyek sebenarnya belum dijalankan. Karena PPh pasal 4 
ayat (2) atas usaha jasa konstruksi terutang saat pembayaran sedangkan 
PPN Jasa Konstruksi menggunakan konsep dasar yakni mana yang lebih 
dulu antara penyerahan atau pembayaran Barang Kena Pajak/.Jasa Kena 
Pajak maka yang menjadi kesulitan dalam pengawasannya adalah tidak 
ada informasi mengenai kapan barang diserahkan atau pembayaran telah 
diakui menjadi penghasilan. Hal ini disebabkan di dalam website LPSE 
tidak menyediakan informasi lanjutan seperti rincian pelaksanaan atas 
suatu proyek yang dilelang, karena pada laman LPSE tersebut tidak 
menyediakan informasi lebih dalam kapan diserahkannya proyek atau 
kontrak, dan hanya menyediakan nilai kontrak dan pemenang lelangnya. 
Kemudian jika pengumuman di LPSE telah ditutup maka tidak ada 
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informasi lanjutan dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah 
pusat mengunggah informasi yang memuat pelaksanaan proyek beserta 
penyerahannya. Apabila terdapat informasi yang rinci maka dapat 
memudahkan AR dalam melakukan pengawasan. Akibat keterbatasan 
informasi lanjutan dari LPSE maka cara pengawasannya dengan 
dilakukan dengan verifikasi melalui kunjungan (visit), tujuannya untuk 
mengetahui bahwa pelaksanaan proyek telah selesai atau masih dalam 
proses atau justru belum dimulai. 


Kegiatan konsultasi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi umumnya 
berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif perpajakan. 
Dhamas Surya Sundaru mengatakan “Hampir semua WP di bidang usaha 
jasa konstruksi telah memahami kewajiban perpajakannya, baik untuk 
PPh maupun PPN-nya dan dapat dikatakan secara teknis perpajakan di 
bidang konstruksi telah dikuasai, karena Wajib Pajak tersebut ketika 
mencari proyek sebelumnya telah mempelajari aturan dan kewajiban 
terkait perpajakannya. Namun memang masih terdapat beberapa Wajib 
Pajak bertanya-tanya terkait dengan misalkan bagaimana 
pemotongannya dari nilai kontrak seperti apa, kemudian mereka 
mempertanyakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 
seperti apa, serta pos-pos terkait jasa konstruksi dimasukkan dalam 
kolom SPT Tahunan yang mana dan lain sebagainya. Selain itu terkait 
teknis pelaksanaan konstruksi hingga selesai, mereka sesungguhnya telah 
memahami kapan harus mengeluarkan faktur pajak dan lain sebagainya”. 


Tabel 4. Jumlah Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data 
dan/atau Keterangan 


2017 13,861 
2018 42,285 205.06Y9 
2019 60,926 44.084 


Berdasarkan data internal pada seksi Pengolahan Data dan Informasi 
(PDI), dapat diketahui upaya KPP Pratama Ponorogo untuk melakukan 
permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dalam rangka pengawasan 
terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2017-2019. Upaya 
tersebut merupakan bentuk pengoptimalan fungsi pengawasan yang 
memanfaatkan data untuk diteliti, dianalisis dan ditindaklanjuti. 
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SIMPULAN DAN SARAN 


KPP Pratama Ponorogo merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak 
yang berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Timur II. KPP Pratama 
Ponorogo, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai 


peraturan yang berlaku. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa 

Konstruksi di KPP Pratama Ponorogo dalam kurun waktu 2017 hingga 

2019 cukup fluktuatif. Realisasi penerimaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

mengalami penurunan kontribusi bila dibandingkan dengan target 

penerimaan yang telah ditetapkan DJP. Namun nilai realisasi penerimaan 
masih cukup besar mengingat tingginya target yang telah ditentukan, 
kontribusi yang mencapai kisaran 12y6-15Y menunjukkan bahwa 
kegiatan pemajakan kontruksi di wilayah Kabupaten Ponorogo dan 

Kabupaten Pacitan memiliki sumbangsih yang cukup besar untuk kas 

negara. 

Faktor-faktor yang mempengerahui penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas 

Usaha Jasa Konstruksi dan penerimaan secara umum adalah: 

1) masih terdapatnya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam hal 
pembayaran, dan pelaporan SPT, 

2) kemudian Wajib Pajak enggan kooperatif (resisten) ketika dimintai 
penjelasan data dan/atau keterangan, 

3) selain itu terdapat kesulitan medan tempat Wajib Pajak berkedudukan 
ketika akan dilakukan kunjungan (visit) dalam rangka pengawasan 
dan penggalian potensi, 

4) faktor lain yang mempengaruhi adalah kemampuan AR dalam 
memanfaatkan data dan mengolahnya dengan baik atau tidak, serta 
memanfaat soft skill yakni kemampuan negoisasi AR untuk 
mengingatkan Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya. 

5) secara umum, target yang ditetapkan DJP kepada KPP Pratama 
Ponorogo cukup tinggi, mengingat potensi di Kabupaten Ponorogo dan 
Kabupaten Pacitan cukup kecil dan terpencil. Sehingga diakui memang 
target cukup berat untuk dicapai. 

6) khusus untuk usaha jasa konstruksi, yang mempengaruhi realisasi 
penerimaannya yakni kualifikasi usaha dari Wajib Pajak yang terdaftar 
di KPP Pratama Ponorogo. Untuk proyek-proyek konstruksi yang 
membutuhkan kualifikasi kontraktor besar, Wajib Pajak yang terdaftar 
di KPP Ponorogo tidak lolos kualifikasi untuk melaksanakan proyek- 
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proyek tertentu. Namun untuk PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa 
Konstruksi tidak memiliki dampak potential loss karena telah 
dipotong oleh pihak pemilik proyek. 


Pelaksanaan pemajakan atas usaha jasa konstruksi jika dibandingkan 
dengan peraturan perpajakan dalam rangka kepatuhan di KPP Pratama 
Ponorogo, secara umum diketahui dari jumlah penyampaian SPT 
Tahunan dibanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar dan telah memiliki 
NPWP. Dari data internal DJP, ditemukan fakta bahwa masih banyak WP 
yang tidak mematuhi peraturan dalam kewajibannya melaporkan SPT 
Tahunan. Kepatuhan terendah dalam kurun waktu Tahun 2017 hingga 
Tahun 2019 terjadi di tahun 2018 yakni secara keseluruhan hanya 
73,22Y6, berbanding lurus dengan jumlah penerimaan di tahun 2018 yang 
hanya 83,186 yang mana paling rendah dalam rentang waktu Tahun 
2017 hingga 2019. Selain itu, dari jumlah SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) 
yang masuk, terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun cukup fluktuatif. 
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Analisis Pengaruh Perilaku Mental 
Accounting Terhadap Kepatuhan Pajak 
Penghasilan Pada Wajib Pajak Orang 
Pribadi Nonkaryawan 


Oleh Primandita Fitriandi dan Ariyanti Rahayuningsih 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku 
mental accounting terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Nonkaryawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku mental 
accounting menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap intensi 
melakukan perencanaan dan penggelapan pajak sebagai indikator 
yang digunakan untuk menentukan tingkat kepatuhan pajak. Selain 
itu, perilaku mental accounting mempunyai pengaruh mediasi 
terhadap kepribadian dan karakteristik usaha dalam menentukan 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan. 


1. PENDAHULUAN 


Nota Keuangan beserta APBN Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 
menyebutkan bahwa selama kurun waktu satu dasawarsa terakhir 
penerimaan pajak telah memberikan rata-rata kontribusi sekitar 75 
persen dari keseluruhan pendapatan negara. Dapat dilihat betapa 
besarnya pencapaian target penerimaan pajak dalam memengaruhi 
kemandirian pendanaan negara dalam menjalankan pemerintahan dan 
memenuhi berbagai kepentingan masyarakat. Sayangnya, meskipun 
secara nominal selalu mengalami peningkatan, pada kenyataannya 
selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 persentase 
pertumbuhan penerimaan pajak masih naik turun. World Bank (2020) 
menyatakan bahwa pada tahun 2017 rasio perpajakan Indonesia 
termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. 
Rendahnya rasio perpajakan Indonesia dapat mengindikasikan bahwa 
kinerja penerimaan pajak seharusnya dapat lebih dioptimalkan. 
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Darussalam et al. (2019) mengungkapkan bahwa masalah yang terkait 
dengan kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi perhatian utama bagi DJP. 
Meskipun berdasarkan Laporan Kinerja DJP tahun 2019 terus mengalami 
peningkatan dari waktu ke waktu, masih terdapat kesenjangan antara 
tingkat realisasi kepatuhan formal dengan tingkat realisasi kepatuhan 
material. Oleh karena itu, Vissaro (2019) berpendapat jika ruang untuk 
memaksimalkan proses pemungutan pajak melalui peningkatan 
kepatuhan pajak masih cukup lebar. Russell (2010) mengusulkan 
perlunya membentuk suatu program peningkatan kepatuhan yang 
berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak di beberapa area berisiko 
tinggi, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Wajib Pajak orang 
pribadi berprofesi khusus (wealthy individuals), dan Wajib Pajak orang 
pribadi sangat kaya (ultra-high-wealth individuals). Dengan demikian, 
kualitas pemeriksaan oleh DJP, terutama yang berhubungan dengan 
pengumpulan data dan informasi adalah yang paling penting untuk 
diperbaiki. Data dan informasi yang diperoleh dapat diolah dalam suatu 
Compliance Risk Management dengan tujuan mendeteksi sejak dini risiko 
ketidakpatuhan serta menghindari terjadinya kesalahan DJP ketika 
menjalankan pemeriksaan. OECD (2004) merekomendasikan agar upaya 
memetakan risiko kepatuhan pajak tersebut lebih menitikberatkan pada 
sudut pandang perilaku Wajib Pajak. Diharapkan Wajib Pajak pada 
akhirnya dapat membangun suatu sikap kepatuhan sukarela yang 
kemudian berlanjut menjadi kepatuhan kooperatif karena antara DJP 
dengan Wajib Pajak dapat saling mendukung satu sama lain serta tanpa 
saling memberatkan dalam mencapai tujuan masing-masing. 


Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Nonkaryawan sudah seharusnya 
mendapatkan perhatian lebih atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
Ketika WP OP Karyawan memperoleh penghasilan mereka dalam kondisi 
bersih setelah dikurangi pajak, WP OP Nonkaryawan mendapatkan 
penghasilan dalam jumlah kotor sehingga pajak yang dibayarkan harus 
diambil dari penghasilan yang sudah terlanjur masuk ke kantong mereka. 
Banyak yang perlu dipertimbangkan oleh WP OP Nonkaryawan sebelum 
memutuskan untuk patuh sehingga menurut Kirchler (2007) 
kemungkinan untuk menghindari kewajiban pajak menjadi lebih besar. 
Kirchler et al. (2003) secara spesifik menemukan bahwa wirausahawan 
memiliki pemahaman mengenai pajak yang paling rendah dibandingkan 
profesi lain yang terlibat dalam penelitiannya. WP OP Nonkaryawan harus 
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mengatur pendapatan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan 
usahanya, mengelola tagihan yang dimiliki maupun yang diterbitkan, 
mencatat setiap hal yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, serta 
mempersiapkan pelaporan dan pembayaran pajak. Thaler (1999) 
mendefinisikan perilaku tersebut sebagai mental accounting. 


Beberapa penelitian mengenai penerapan mental accounting telah 
dilakukan untuk mencoba menjelaskan berbagai peristiwa pengambilan 
keputusan, seperti dalam menentukan pilihan konsumen (Thaler, 1985, 
2008), menentukan struktur modal (Prelec & Loewenstein, 1998), 
menentukan instrumen investasi (Barberis & Huang, 2008: Lim, 2006, 
Seiler et al., 2012), menentukan metode pembayaran (Helion & Gilovich, 
2014), serta memutuskan dalam pengajuan kredit (Ranyard et al., 2006). 
Dalam hal menyelidiki perilaku Wajib Pajak, khususnya penelitian yang 
menitikberatkan pembahasan mental accounting jumlahnya masih 
terbatas. Adams & Webley (2001) menemukan indikasi bahwa perilaku 
mental accounting dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengetahuan pajak 
yang dimiliki wirausahawan dan berpengaruh terhadap kepatuhan 
perpajakannya. Sementara itu, bagaimana keputusan yang diambil atas 
penghasilan yang diperoleh seseorang berpengaruh terhadap 
pembayaran pajak menjadi salah satu saran pengembangan bagi 
penelitian lebih lanjut yang dikemukakan oleh Feldman (2010). Kirchler 
& Muehlbacher (2013) serta Muehlbacher et al. (2017) kemudian 
mendapati bahwa perilaku wirausahawan dalam memisahkan dan 
menyatukan secara mental sebagian penghasilannya untuk membayar 
pajak dengan biaya lainnya berpengaruh terhadap kepatuhan 
perpajakannya. Olsen et al. (2017, 2019) meyakini bahwa masih banyak 
peluang untuk mengembangkan penelitian yang terkait dengan pengaruh 
mental accounting terhadap kepatuhan pajak, seperti masih terbatasnya 
penelitian yang mencoba menghitung secara matematis pengaruh mental 
accounting terhadap kepatuhan pajak. Lebih jauh lagi, belum banyak 
penelitian yang dapat memastikan apakah terdapat hubungan antara 
perilaku mental accounting dengan perilaku penggelapan maupun 
perencanaan pajak yang seringkali dikaitkan dengan indikasi 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. 


Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis perilaku mental 
accounting pada WP OP Nonkaryawan dalam memenuhi kewajiban 
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perpajakannya, dengan lebih memfokuskan pada Pajak Penghasilan 
(PPh). Penelitian akan berusaha mengetahui apakah perilaku mental 
accounting dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP OP Nonkaryawan 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian kemudian akan 
menganalisis apakah perilaku mental accounting berkaitan dengan 
kepribadian dan karakteristik usaha dalam memengaruhi WP OP 
Nonkaryawan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 


2. LANDASAN TEORI 
2.1. Mental accounting 


Konsep mental accounting pertama kali dikemukakan oleh Thaler (1980) 
dengan tujuan unuk mengidentifikasi perilaku konsumen yang pada 
situasi tertentu justru bertindak dengan cara yang tidak konsisten. 
Seharusnya, setiap orang akan berusaha mengambil keputusan yang 
diperkirakan akan paling besar mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, 
kondisi yang justru ditemukan adalah: kurang mempertimbangkan 
opportinity cost, gagal mengabaikan sunk cost, perilaku mencari yang 
sebenarnya menambah biaya, cancellation, perilaku pra-komitmen, dan 
perilaku self-control. Konsep mental accounting kemudian dikembangkan 
oleh Kahneman & Tversky (1984) serta oleh Thaler sendiri (1985, 2008) 
dengan menyimpulkan bahwa terdapat empat prinsip yang dipegang oleh 
konsumen ketika dihadapkan pada beberapa kombinasi keputusan, yaitu: 
memisahkan keuntungan (segregate gains), menyatukan kerugian pasti 
(integrate lIosses), membatalkan kerugian jika dihadapkan pada 
kemungkinan keuntungan yang lebih besar (cancel losses against larger 
gains), dan memisahkan kemungkinan-kemungkinan kecil keuntungan 
(segregate “silver linings”). Thaler (1999) mendefinisikan mental 
accounting sebagai serangkaian kegiatan kognitif yang digunakan oleh 
seseorang untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas 
finansialnya. Melibatkan mental atau watak manusia dalam sistem 
akuntansi berarti berusaha memahami bahwa pilihan yang diambil 
seseorang adalah tidak netral. Sejumlah uang pada akun mental tertentu 
tidak bisa menjadi substitusi yang sempurna untuk jumlah uang yang 
sama pada akun lain. 


Dalam mental accounting dikenal value function yang berdasarkan 
penelitian Kahneman & Tversky (1979) diartikan sebagai representasi 
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berbagai komponen utama dari penghasil kesenangan yang dirasakan 
seseorang. Value function mempunyai tiga sifat penting yang masing- 
masing menangkap unsur penting dari mental accounting. Pertama, value 
function didefinisikan sebagai keuntungan dan kerugian relatif atas 
berbagai keputusan yang dievaluasi secara terpisah satu per satu, bukan 
terhadap hubungannya dengan yang lain. Kedua, nilai untung atau rugi 
dari value function menunjukkan tingkat sensitivitas yang semakin 
berkurang. Ketiga, sifat keengganan menerima kerugian (loss aversion). 


Thaler (1999) menyatakan bahwa mental accounting mengatur mengenai 
kategorisasi atau pelabelan. Kategorisasi akan menjadi tidak penting jika 
masing-masing benar-benar sepadan sehingga dapat saling 
menggantikan. Akan tetapi, ketika di antara kategori anggaran maupun 
penghasilan menjadi tidak sepadan (non-fungible), keberadaannya dapat 
memengaruhi keputusan pemanfaatannya dengan berbagai cara. Kategori 
anggaran yang telah dihabiskan sampai dengan batasannya tidak dapat 
begitu saja ditambahi dengan kategori anggaran yang masih memiliki sisa 
lebih tanpa melalui serangkaian pertimbangan terlebih dahulu. 
Pembatasan terhadap jumlah maupun tujuan penggunaan (off-limit) 
anggaran sengaja dilakukan untuk membantu menangani masalah 
pengendalian diri (self-control) seseorang. Sementara itu, pembatasan 
pada kategori penghasilan bertujuan agar penghasilan yang sifatnya 
berupa nilai tambah kekayaan dapat dibedakan dari penghasilan yang 
sebenarnya hanya merupakan pengembalian dari pengeluaran yang 
dulunya dilakukan. 


2.2. Kepatuhan pajak 


Dalam berbagai penelitian, seperti yang dilakukan oleh Andreoni et al. 
(1998) serta James & Alley (2002), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai 
kemauan atau kesediaan secara sukarela untuk tunduk terhadap 
peraturan perpajakan tanpa perlu menerapkan penegakan hukum yang 
bersifat memaksa. Menurut pedoman OECD (2001), kepatuhan pajak 
dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara 
formal, yang mencakup sejauh mana Wajib Pajak patuh terhadap 
persyaratan prosedural dan adminstrasi pajak. Kedua, kepatuhan secara 
teknis atau material, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak 
secara benar. 
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Menyimpulkan dari beragam penelitian, Kristiaji et al. (2013) 
menetapkan tiga perspektif utama mengenai kepatuhan pajak beserta 
faktor-faktor pendorong utamanya. Pertama, berdasarkan konsep 
economic of crime milik Becker (1968) yang dilanjutkan oleh Alingham 
dan Sandmo (1972), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh empat hal: 
besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan, dan sanksi. Dengan 
demikian, kepatuhan pajak cenderung terwujud karena adanya paksaan. 
Kedua, berdasarkan konsep tax morale yang diusulkan Torgler (2005), 
kepatuhan pajak terutama dipengaruhi oleh motivasi intrinsik atau kadar 
moral seseorang dalam memandang kewajiban perpajakannya, 
sedangkan adanya tidaknya peraturan menjadi pertimbangan 
selanjutnya. Dengan demikian, Wajib Pajak mengharapkan terjadinya 
hubungan timbal balik dengan otoritas pajak maupun sesama Wajib 
Pajak. Ketiga, berdasarkan konsep slippery slope framework yang 
dikemukakan oleh Kirchler et al. (2008), kepatuhan pajak bersama 
dengan kekuatan pemerintah dan kepercayaan kepada pemerintah 
membangun hubungan tiga dimensi yang salah satunya membentuk slope 
untuk menggambarkan kecenderungan Wajib Pajak untuk lebih patuh 
secara sukarela atau dengan terpaksa adalah mudah untuk “tergelincir” 
atau berubah drastis. Melengkapi ketiga perspektif sebelumnya, 
berdasarkan konsep theory of planned behavior yang dikembangkan oleh 
Benk et al. (2011) dari pendapat Ajzen (1991), diketahui intensi 
kepatuhan pajak atas suatu penerapan kebijakan dipengaruhi oleh 
harapan normatif yang secara moral maupun sosial dimiliki oleh Wajib 
Pajak serta pengenaan sanksi hukum berupa besarnya sanksi dan risiko 
pemeriksaan yang mungkin dihadapi. 


Dari beberapa pendapat di atas beserta penelitian Olsen et al. (2019), 
maka intensi perencanaan pajak dan penggelapan pajak dapat menjadi 
indikator dalam menentukan kepatuhan pajak. Menurut Kirchler et al. 
(2003), istilah perencanaan pajak (tax planning) mengacu pada upaya 
dalam rangka mengurangi kewajiban pembayaran pajak dengan cara 
yang legal sementara istilah penggelapan pajak (tax evasion) mengacu 
pada upaya menghindari pajak dengan cara yang ilegal. 


2.3. Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan 


Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dapat diartikan 
sebagai orang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Merriam- 
Webster (tanpa tahun), OECD (2020), dan Internal Revenue Service 
(tanpa tahun) mendefinisikan nonkaryawan (self-employed) sebagai 
seseorang yang bekerja untuk diri mereka sendiri yang mendapatkan 
penghasilan langsung dari usaha, perdagangan, atau profesinya sendiri 
bukan dari gaji atau upah yang ditentukan. 


DJP tidak memberikan pengertian tersendiri mengenai WP OP 
Nonkaryawan tetapi mengatur definisi pegawai dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 sehingga WP OP Nonkaryawan dapat 
diartikan berkebalikan, yaitu sebagai orang pribadi yang tidak bekerja 
pada pemberi kerja, yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis melaksanakan suatu pekerjaan 
dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang 
dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau 
ketentuan lain yang ditetapkan. 


2.4. Pajak Penghasilan 


Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan 
pajak yang dikenakan atas penghasilan, yang menurut Pasal 4 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 diartikan 
sebagai pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsunssi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun. 
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2.5. Kepribadian dan karakteristik usaha 


Kepribadian menurut Oxford Learner's Dictionaries (tanpa tahun) 
didefinisikan sebagai serangkaian ciri khas atau kualitas yang dimiliki 
seorang individu yang membedakannya dengan individu lain. Feist & Feist 
(2008) menjabarkan dengan lebih terperinci bahwa kepribadian adalah 
pola yang dimiliki seseorang yang terdiri atas sifat-sifat (traits) yang 
relatif permanen dan karakteristik (characteristics) unik yang 
memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Sifat 
berkontribusi pada perbedaan perilaku individu, konsistensi perilaku 
dari waktu ke waktu, dan stabilitas perilaku di setiap situasi. Sifatitu unik, 
umum pada beberapa kelompok, atau dimiliki bersama oleh seluruh 
spesies, tetapi polanya berbeda untuk setiap individu. 


Jadi setiap individu, meskipun seperti individu lain dalam beberapa hal, 
memiliki kepribadian yang unik. Karakteristik adalah kualitas unik dari 
seorang individu yang mencakup atribut seperti temperamen, fisik, dan 
kecerdasan. 


2.6. Penelitian terdahulu yang relevan 


Menurut penelitian Shefrin & Thaler (1988), dinyatakan bahwa rumah 
tangga (household) akan melakukan self control, mental accounting, dan 
framing terhadap kekayaan yang dimiliki dengan membagi ke dalam 
beberapa kategori yang tidak dapat saling menggantikan (non fungible). 
Upaya yang dilakukan tersebut bertujuan agar kekayaan yang telah 
didapat dengan kerja keras tidak habis secara sia-sia karena godaan yang 
gagal dikendalikan. Kemudian, penelitian Adams & Webley (2001) 
menemukan lima belas konsep utama yang kemungkinan besar 
memengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah perilaku mental 
accounting. Selanjutnya, penelitian Feldman (2010) mengidentifikasi 
bahwa terjadinya perilaku mental accounting dalam pengambilan 
keputusan wajib pajak yang berkebalikan dengan ekspektasi pemerintah 
disebabkan oleh dua alasan. Pertama, peningkatan penghasilan setelah 
pajak justru diikuti dengan peningkatan akun mental konsunsi, bukannya 
akun mental tabungan. Kedua, dalam hal terdapat lebih bayar, maka nilai 
pengembalian yang diterima akan lebih rendah dibandingkan dengan 
periode sebelumnya sehingga nilai yang lebih kecil tersebut lebih menarik 
untuk dihabiskan daripada ditabung. Hasil penelitian ini menunjukkan 


144 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


bahwa keputusan yang diambil wajib pajak tidak selalu konsisten dengan 
rasionalitas yang ada. Selanjutnya, Kirchler & Muehlbacher (2013) 
mengungkapkan bahwa mayoritas responden penelitiannya secara 
mental telah memisahkan komponen pajak dari laba bersihnya sementara 
yang lain mengklaim kepemilikan atas pendapatan kotor secara 
keseluruhan sehingga akan merasa mengalami kerugian ketika 
membayar pajak dan berusaha menghindarinya (tax evasion). 
Muehlbacher et al. (2017) melalui eksperimennya menunjukkan bahwa 
perilaku mental accounting dilakukan oleh WP OP Nonkaryawan untuk 
tetap dapat melacak kegiatan finansialnya. 


Lebih lanjut penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan 
perilaku mental tax accounting yang lebih tinggi akan dilakukan apabila 
penentuan pajak terutang tidak melibatkan pihak eksternal. Hasil 
penelitian Olsen et al. (2017) menunjukkan jika dibandingkan dengan WP 
OP Nonkaryawan, WP OP Nonkaryawan lebih banyak berasosiasi negatif 
dan mengungkapkan lebih banyak emosi negatif terhadap representasi 
sosial perpajakan. Olsen et al. (2019) mengungkapkan bahwa beberapa 
Wajib Pajak secara mental telah memisahkan beban pajak mereka dari 
omset yang dimiliki, sementara yang lain masih menyatukannya. 
Pemisahan tersebut berkaitan dengan kepribadian dan karakteristik 
usaha tertentu yang dimiliki WP OP Nonkaryawan. Menurutnya, perilaku 
mental accounting berhubungan dengan niat menghindari pajak, 
terutama terhadap Wajib Pajak dengan nilai mental accounting yang lebih 
tinggi. Muehlbacher & Kirchler (2019) kemudian menemukan bahwa 
perbedaan antar individu, seperti perbedaan usia, jenis kelamin, 
pendidikan, penghasilan, literasi keuangan (financial literacy), ketelitian 
(conscientiousness), impulsivitas (impulsivity), dan sikap berorientasi 
pendek (short-time orientation) memiliki pengaruh terhadap perilaku 
mental accounting. 


2.7. Hipotesis Penelitian 


Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang 
menjadi rujukan dalam penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis 
sebagai berikut. 
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H1 : Perilaku mental accounting WP OP Nonkaryawan dalam 
menjalankan kewajiban Pajak Penghasilannya dipengaruhi 
oleh kepribadian dan karakteristik usaha. 

H2 : Kepribadian dan karakteristik usaha berpengaruh 
terhadap kepatuhan WP OP Nonkaryawan dalam 
menjalankan kewajiban Pajak Penghasilannya. 


H3 : Perilaku mental accounting berpengaruh terhadap 
kepatuhan Pajak Penghasilan dan bersifat memediasi 
pengaruh yang dimiliki kepribadian dan karakteristik 
usaha WP OP Nonkaryawan dalam memutuskan untuk 
patuh dalam menjalankan kewajiban Pajak 
Penghasilannya. 


3. METODE PENELITIAN 


Untuk mendapatkan, menganalisis dan mengintepretasi-kannya data 
yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dan menguji 
hipotesis dari penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. 


3.1. Pengumpulan Data dan Sampel Penelitian 


Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang 
diperoleh secara langsung melalui metode survei dengan instrumen 
kuesioner kepada WP OP Nonkaryawan yang menjadi sampel penelitian 
serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. 


Penulis menentukan populasi penelitian adalah meliputi seluruh WP OP 
Nonkaryawan yang terdaftar di KPP di DKI Jakarta. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik nonprobability sampling, yang terdiri atas 
convenience sampling dan judgment sampling. Penentuan ukuran sampel 
yang merujuk pada rules of thumb yang dikemukakan oleh Roscoe (1975) 
dalam Sekaran & Bougie (2016) sehingga sesuai dengan 11 jumlah 
variabel yang dianalisis, Ukuran minimum sampel penelitian yang harus 
memenuhi syarat untuk dianalisis adalah 110 responden. 


Kuesioner dibagi ke dalam delapan bagian: bagian 1 mengumpulkan data 
sosial demografi dasar responden, bagian 2 mengukur kecenderungan 
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untuk menerapkan perilaku mental accounting dalam pemenuhan 
kewajiban Pajak Penghasilan, bagian 3 mengukur seberapa 
kecenderungan responden melakukan tax planning intention, bagian 4 
menilai berbagai aspek tax evasion intention yang mungkin dilakukan, 
bagian 5 meminta responden untuk menunjukkan sikap pribadi mereka 
terhadap pajak (personal attitudes toward taxes), bagian & mengukur 
tingkat literasi keuangan (financial literacy), bagian 7 terdiri atas tiga 
indikator dalam mengukur kepribadian, yaitu: conscientiousness, 
impulsivity, dan short-time orientation, dan terakhir bagian 8 berisikan 
pertanyaan tentang karakteristik usaha berupa lamanya usaha berdiri 
(wears of self-employed), laba usaha yang dihasilkan selama tiga tahun 
terakhir (profit in the last three years), dan keterbatasan keuangan 
(financial scarcity). 


3.2. Model Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 


Analisis regresi digunakan penulis untuk mengetahui ada tidaknya 
korelasi atau pengaruh yang timbul dari variabel bebas dan variabel 
mediasi terhadap variabel terikat. Penelitian ini melibatkan tiga 
persamaan regresi, yang sebagaimana direkomendasikan oleh Baron dan 
Kenny (1986) dalam Zhao et al. (2010) dapat digunakan untuk 
menggambarkan dan mengestimasikan hubungan antar variabel 
penelitian. 


MAza, tb, AT-#b,FLtb3 CONS#b,IMP bs STOR#b, YEMP-&b-, PROF #b3FS-e, 
(1) 


TC,» 5a»3tb9AT-tb, ,pFLtb,, CONS#b,»IMP tb, 3STORtb,, YEMP tb, PROFtb, FS te» 3 
(2) 


TC,» -a45tb,7AT tb, 9 FLtb,9CONStb»pAT tb», FLtb»» YEMP-4#b»3 PROF #b»,FStb»5 MAte 
(3) 


Variabel terikat, mengacu pada penelitian Olsen et al. (2019), terdiri atas 
dua variabel yang menggunakannya untuk mengidentifikasi kepatuhan 
pajak (TC) responden. 


Pertama, intensi perencanaan pajak (tax planning intention/TP), yang 
diartikan sebagai intensi untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak 
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dengan cara yang legal. Kedua, intensi penggelapan pajak (tax evasion 
planning/TE) yang diartikan sebagai intensi untuk mengurangi kewajiban 
pembayaran pajak dengan cara yang ilegal. 


Variabel bebas terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang menjelaskan 
faktor kepribadian dan yang menjelaskan faktor karakteristik usaha. 
Faktor kepribadian yang berkaitan dengan perilaku mental accounting, 
sebagaimana menurut Antonides et al. (2011) dalam Olsen et al. (2019), 
diidentifikasi dari tiga variabel, yaitu ketelitian (conscientiousness/CONS), 
impulsivitas (impulsivity/IMP), dan sikap berorientasi pendek (short-time 
orientation/STOR). Selain itu, Olsen et al. (2019) menambahkan dua 
variabel lain, yaitu variabel sikap pribadi terhadap pajak (personal 
attitudes toward taxes) dan variabel literasi keuangan (financial literacy) 
ke dalam analisisnya. Faktor karakteristik usaha menurut Olsen et al. 
(2019) dilihat dari tiga variabel, yaitu lama usaha berdiri (years of self- 
employed/YEMP), persepsi atas laba usaha yang diperoleh selama tiga 
tahun terakhir (profits in last three years/PROF), dan persepsi atas 
keterbatasan keuangan yang dialami (financial scarcity/FS). Variabel 
mediasi dalam penelitian ini adalah perilaku mental accounting. Dalam hal 
pengaruh mediasinya tidak diperhatikan, variabel ini menjadi variabel 
bebas. 


4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Statistik Deskriptif dan Reliabilitas Variabel Penelitian 


Tabel 1 Statistik Deskriptif dan Reliabilitas Variabel Penelitian 


AN ahGi Jumlah Modu Mean Standar Cronbach's 
Indikator s Deviasi a 
MA 15 5 4,33 0,77 0,8293 
TP 6 6 4,16 1,46 0,8595 
TE 8 1 3,38 1,13 0,8362 
AT 8 7 5,76 1,10 0,9096 
FL 6 0 2,78 1,54 0,52114 
CONS 2 6 5,07 1,23 02480" 
IMP 3 1 2,50 0,98 0,8161 
STOR 4 2 4,13 1,16 0,6766" 
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YEMP 1 1 4,59 4,41 - 
PROF 1 6 4,69 1,97 - 
FS 1 2 3,01 1,76 & 


Sumber: Diolah oleh Penulis 
Keterangan: 


Obs - 118, indikator dari setiap variabel dinilai berdasarkan skala tipe 
Likert dari nilai 1 (sangat tidak sesuai) sampai dengan nilai 7 (sangat 
sesuai), kecuali financial literacy dinilai berdasarkan akumulasi jawaban 
benar dan years of self employed dinilai berdasarkan skala numerikal 


“  Kuder-Richardson Coefficient 
“x Reliabilitas dapat diterima jika 0,45xax0,98 (Taber, 2018) 


Nilai modus dan mean pada Tabel 1 menunjukkan bahwa responden 
terdeteksi memiliki kecenderungan berperilaku mental accounting 
meskipun tidak terlalu mencolok. Terlihat bahwa responden lebih 
condong untuk melakukan perencanaan pajak dibandingkan penggelapan 
pajak. Impulsivity yang dimiliki terbilang rendah, shorttime orientation 
cukup netral, sementara conscientiousness cenderung lebih tinggi. 
Responden lebih banyak memiliki personal attitudes toward taxes yang 
positif dan financial literacy yang kurang. Atas usaha yang dijalankan, 
responden merasa cukup menghasilkan profit dan tidak mengalami 
financial scarcity. Dengan nilai standar deviasi tidak lebih besar dari nilai 
mean mengisyaratkan bahwa jawaban yang diberikan tidak terlalu cukup 
seragam. 


4,2. Pembahasan 


Tabel 2 Hasil Analisis Regresi atas Pengaruh Kepribadian dan 
Karakteristik Usaha terhadap Perilaku Mental Accounting dan 
Kepatuhan Pajak 


TC 
MA 
Variabel TP TE 
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AT | 0,3776895 | 0,000“ -0,053806 | 0,000“ -0,6850152 | 0,000" 
5 x 
FL 0,1524228 0,054 0,1179966 0,157 0,0157374 0,843 
CONS 0,0515007 0,653 0,2268387 0,063“ -0,0671797 0,556 
IMP 0,0155129 0,866 0,0744595 0,444 -0,1117762 0,224 
STOR 0,2107717 0,006" 0,0407015 0,612 0,3106433 0,000“ 
YEMP 0,0174417 0,811 0,1933299 0,014 -0,0035666 | 0,961 
PROF 0,2568796 0,027” 0,3131786 0,011 -0,0896243 0,443 
FS 0,0218465 0,855 0,0290636 0,691 -0,1619548 | 0,175 
Prob»F - 0,0000 ProbzF - 0,0000 F Gasa Wan 
R-sguare - 0,2984 R-sguare - 0,3546 9 HA 


Sumber: Diolah oleh Penulis 


Keterangan: 
“ Signifikan dalam p-valuex 0,1 
“£ Signifikan dalam p-valuex 0,05 


4.21. Analisis pengaruh kepribadian dan karakteristik usaha terhadap perilaku 
mental accounting WP OP Nonkaryawan 


Tabel 4.2 dapat menunjukkan bahwa WP OP Nonkaryawan dengan 
tingkat financial literacy yang semakin tinggi, meskipun tidak signifikan, 
akan berpengaruh dalam menurunkan kecenderungan untuk melakukan 
mental accounting dan begitu juga sebaliknya. Seseorang dengan financial 
literacy tinggi sudah seharusnya dipandang dapat mengambil keputusan 
dengan lebih konsisten karena semakin banyak pengetahuan keuangan 
yang dimiliki sehingga merasa tidak perlu berperilaku mental accounting. 
Hasil ini dapat mengkonfirmasi pernyataan mengenai tidak netralnya 
keputusan yang mungkin diambil karena melakukan mental accounting. 
WP OP Nonkaryawan yang memiliki personal attitude toward taxes yang 
semakin tinggi akan lebih banyak melibatkan pertimbangan beban Pajak 
Penghasilan maupun permasalahan perpajakan lainnya yang mungkin 
timbul dari setiap keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, 
kecenderungan untuk melakukan mental accounting akan semakin tinggi. 
Begitu juga dengan semakin tingginya short-time orientation dan 
impulsivity yang dimiliki akan mengakibatkan Wajib Pajak hanya 
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berpikiran untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, kurang 
pertimbangan, dan mungkin tidak konsisten dengan keputusan yang 
sebelumnya pernah diambil sehingga pada akhirnya mengabaikan risiko 
jangka panjang yang akan diderita. Tindakan semacam itu sejalan dengan 
konsep perilaku mental accounting yang lebih berfokus pada pemisahan 
dan penggabungan untung dan rugi yang mungkin diperoleh dari 
serangkaian keputusan yang diambil. Menariknya, variabel 
conscientiousness yang jika dilihat sekilas mempunyai sifat yang 
berlawanan, hasil analisisnya menunjukkan pengaruh yang sama dengan 
variabel short-time orientation dan impulsivity, Hal ini dapat 
membuktikan paling tidak dua hal, yaitu bahwa di dalam mental 
accounting keputusan yang diambil WP OP Nonkaryawan mungkin saja 
terlihat tidak netral, tidak konsisten, bahkan tidak rasional, dan bahwa 
mengidentifikasi kepribadian tidak bisa jika hanya didasarkan pada hasil 
yang saling berlawanan. Conscientiousness sendiri sebenarnya 
menunjukkan sifat self-control yang menjadi salah satu indikator 
terjadinya perilaku mental accounting. 


Dengan semakin baiknya persepsi profits in last three years dan financial 
scarcity, yang mana menunjukkan tingkat business prosperity yang 
dimiliki, tentu akan semakin meningkatkan kecenderungan untuk 
melakukan mental accounting karena WP OP Nonkaryawan akan 
berusaha untuk menpertahankan keuntungan yang telah dicapai dan 
sebisa mungkin menghindari kerugian dalam bentuk apapun termasuk 
beban Pajak Penghasilan tambahan yang akan ditanggung karena adanya 
penambahan kesejahteraan usaha. Terakhir, semakin lamanya 
pengalaman usaha yang dimiliki, yang dapat dilihat dari lama usaha 
berdiri (years of self-employed), meskipun tidak signifikan juga akan 
meningkatkan kecenderungan untuk melakukan mental accounting. 


. Analisis pengaruh kepribadian dan karakteristik usaha terhadap 


Kepatuhan Pajak Penghasilan WP OP Nonkaryawan 


Apabila tidak melibatkan perilaku mental accounting, Tabel 2 
menunjukkan bahwa hanya variabel personal attitude toward taxes, years 
of self-employed, dan profits in last three years yang memiliki pengaruh 
signifikan dan hanya variabel personal attitude toward taxes dan 
impulsivity yang berpengaruh negatif terhadap tax planning intention. 
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Sementara itu, personal attitude toward taxes dan short-time orientation 
berpengaruh signifikan dan variabel short-time orientation dan years of 
self-employed berpengaruh positif terhadap tax evasion intention. Personal 
attitude toward taxes yang sama-sama berpengaruh signifikan dan negatif 
baik terhadap tax planning maupun tax evasion intention menunjukkan 
bahwa semakin positifnya sikap terhadap pajak akan semakin 
menurunkan intensi atau niat untuk menghindari pajak, baik yang 
dilakukan dengan legal maupun dengan ilegal. 


Sementara itu, pengaruh berlawanan yang ditimbulkan financial literacy 
memperlihatkan jika semakin tinggi financial literacy yang dimiliki, WP 
OP Nonkaryawan akan semakin berniat untuk mengurangi pembayaran 
Pajak Penghasilannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan 
hukum dan di saat yang sama akan menurunkan niatnya untuk secara 
ilegal melanggar kewajiban Pajak Penghasilannya. Pengaruh yang saling 
berlawanan juga ditunjukkan oleh variabel conscientiousness. Impulsivity 
dan short-time orientation menimbulkan pengaruh yang sama baik 
terhadap tax planning maupun tax evasion intention. Keputusan untuk 
menghindari pajak baik secara legal maupun tidak membutuhkan 
serangkaian pertimbangan yang mungkin cukup memakan waktu 
sehingga pribadi dengan impulsivitasnya yang semakin tinggi akan 
cenderung semakin menurunkan niat menghindari pajak. 


Short-time orientation menunjukkan pengaruh yang sebaliknya 
dibandingkan dengan impulsivity, dan sifatnya baik terhadap tax planning 
maupun tax evasion intention sama-sama bersifat signifikan. Hal ini dapat 
diartikan bahwa WP OP Nonkaryawan yang fokus jangka pendeknya 
semakin tinggi, yang dapat ditandai dengan semakin tidak 
diperhatikannya konsekuensi di masa depan atas keputusan sekarang 
yang diambil, akan semakin meningkatkan kecenderungan untuk berniat 
mengurangi pembayaran Pajak Penghasilannya, terlepas apakah upaya 
tersebut melawan hukum atau tidak. 


Signifikansi pengaruh yang ditimbulkan years of self-employed terhadap 
tax planning intention jauh berbeda dengan yang ditimbulkan terhadap 
tax evasion intention. Penulis memperkirakan hal ini dapat dimungkinkan 
terjadi karena dengan semakin lamanya usaha yang dijalankan 
menyebabkan WP OP Nonkaryawan akan lebih banyak memiliki 
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pengalaman dalam mempertimbangkan suatu keputusan yang berkaitan 
dengan usahanya, termasuk niat untuk mengurangi kewajiban 
perpajakannya dengan lebih memilih cara yang tidak melawan hukum, 
sehingga kecenderungan tax planning intention akan secara signifikan 
lebih tinggi dibandingkan tax evasion intention. WP OP Nonkaryawan 
dengan persepsi kesejahteraan usaha yang tinggi, yang ditandai di 
antaranya dengan persepsi perolehan laba dan persepsi kecukupan dana 
operasional yang dimiliki akan meningkatkan kecenderungannya untuk 
berniat menghindari pajak dengan cara yang tidak melawan hukum dan 
sebaliknya akan menurunkan kecenderungannya untuk berniat melawan 
hukum. Khusus untuk profit in last three years, secara signifikan 
menunjukkan pengaruhnya terhadap peningkatan kecenderungan 
melakukan tax planning intention tetapi di sisi lain tidak signifikan 
memengaruhi peningkatan kecenderungan untuk melakukan tax evasion 
intention. Analisis pengaruh perilaku mental accounting terhadap 
kepatuhan WP OP Nonkaryawan dalam menjalankan kewajiban Pajak 
Penghasilan. 


Tabel 3 menunjukkan jika perilaku mental accounting berpengaruh 
secara signifikan dan positif baik terhadap tax planning intention maupun 
tax evasion intention. Dengan semakin tingginya kecenderungan seorang 
WP OP Nonkaryawan melakukan mental accounting, maka semakin tinggi 
juga kecenderungannya dalam berniat untuk tidak menjalankan 
kewajiban Pajak Penghasilannya, bagaimanapun legalitas cara yang 
kemudian dipilih. Hasil ini dapat memberikan gambaran tentang 
bagaimana perilaku mental accounting telah mengkonfirmasi teori dan 
pendapat mengenai kepatuhan pajak, di mana ketidakpastian atas timbal 
balik dari pembayaran pajak yang dapat dirasa secara langsung sampai 
kepada pembayarnya sehingga membuat kewajiban membayar pajak 
dianggap sebagai kerugian yang ingin dihindari dengan berbagai upaya. 
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Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Pengaruh Perilaku Mental Accounting, 
Kepribadian, dan Karakteristik Usaha terhadap Kepatuhan Pajak 


TG 
Variabel TP TE 
b P b b 
AT -0,6294418 0,000” -0,6850152 0,000” 
FL 01686990 0,038" 00157374 0,843 
CONS 0,2097074 0,072” -0,0671797 0,556 
IMP -0,0796198 0,391 -0,1117762 0,224 
STOR -0,0294103 0,710 03106433 0,000” 
YEMP 0,1875280 0,012” -0,0035666 0,961 
PROF 0,2277293 0,056" -0,0896243 0,443 
FS 0,0999051 0,407 -0,1619548 0,175 
MA 0,3326431 0,001” 02353482 0,015" 
ProbzF - 0,0000 ProbzF - 0,0000 
R-sguare - 0,4184 R-sguare - 04265 
Keterangan: 
5 Signifikan dalam p-valuex 0,1 
aa Signifikan dalam p-valuex 0,05 


Sumber: Diolah oleh Penulis 


McBarnet (2001) dalam Kirchler (2007) menyebut keengganan 
membayar pajak karena ketidakpastian manfaatnya tersebut sebagai 
kepatuhan pajak yang diperhitungkan (capitulative compliance) dan 
dengan terlibatnya perilaku mental accounting, kepatuhan tersebut dapat 
berkembang menjadi kepatuhan yang dikreasikan (creative compliance). 
Wajib Pajak akan berusaha mengambil keuntungan dari celah peraturan 
atau kelengahan aparat agar kewajibannya dapat terhindarkan. 
Keengganan membayar pajak dapat digolongkan sebagai loss aversion 
yang merupakan salah satu ciri perilaku mental accounting yang 
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dikemukakan oleh Kahneman & Tversky (1979). Pembayaran pajak, 
khususnya Pajak Penghasilan dianggap WP OP sebagai kerugian karena 
laba usaha yang telah dihasilkan dengan kerja kerasnya harus direlakan 
sebagian kepada negara tanpa kejelasan manfaat yang nantinya diperoleh 
(Kirchler & Muehlbacher, 2013). 


Dengan demikian, merujuk pada pendapat Thaler (1999), pembayaran 
pajak merupakan bentuk prepayment yang akan membagi Wajib Pajak ke 
dalam tiga golongan. Pertama, mereka yang akan mengingat dan 
mengharapkan pengembalian manfaatnya dalam waktu yang relatif lama 
sehingga jika sampai pada suatu waktu Wajib Pajak masih kurang 
dipuaskan dengan manfaat dari membayar pajak, maka pembayaran 
pajaknya dianggap sebagai sunk cost. Kedua, mereka yang akan menyadari 
manfaat baik langsung maupun tidak dari pajak akan tidak lagi terlalu 
memikirkan pembayaran pajaknya karena menganggap pembayarannya 
terus terdepresiasi (payment depreciation) dan digantikan dengan 
manfaat yang diterimanya. Ketiga, mereka yang sepenuhnya sadar atas 
manfaat dari pajak akan menganggap pembayaran pajaknya sebagai 
kontribusi kepada negara sehingga seketika terdepresiasi penuh (fully 
depreciated) tanpa harus menunggu merasakan manfaat langsung dari 
pembayarannya. 


Keterlibatan perilaku mental accounting dalam memengaruhi kepatuhan 
pajak juga terlihat dari sifat value function yang timbul ketika WP OP 
Nonkaryawan berniat untuk melakukan perencanaan atau penggelapan 
pajak karena lebih berfokus terhadap besarnya kerugian yang diderita 
daripada manfaat yang dihasilkan di masa mendatang bagi dirinya 
maupun masyarakat. Keputusan tersebut sangat bergantung pada 
keadaan yang dirasakan pada waktu pengambilan keputusan tersebut 
sehingga perilaku mental accounting yang menurut Shefrin & Thaler 
(1988) mengenal sifat tidak saling menggantikan (nonfungibility) 
menyebabkan Wajib Pajak yang tidak mengalokasikan sebagian laba 
usahanya secara terpisah untuk membayar pajak akan berusaha 
menghindari kewajibannya itu meskipun keputusan ini mengabaikan 
opportunity cost seperti ancaman sanksi yang mengintai jika nantinya 
berkesempatan diperiksa oleh DJP. Niat untuk merencanakan maupun 
menggelapkan pembayaran pajak cenderung tetap dilakukan dengan 
mengabaikan konsekuensi ke depannya karena pelaku mental accounting 
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memperhatikan temporal spacing dari keputusan penghindaran pajak 
yang sebelumnya mungkin dilakukan. Jika dirasakan berhasil 
memisahkan keuntungan atas ketidakpatuhan membayar pajak, maka 
niat merencanakan atau menggelapkan pajak akan semakin meningkat. 


Skenario lainnya, selama keputusan WP OP Nonkaryawan untuk 
menunda atau tidak secara teratur membayar pajaknya sebagai bagian 
dari mekanisme menyatukan kerugian, yang juga merupakan bentuk 
perilaku mental accounting, belum mendapat peringatan dari DJP, maka 
niat untuk merencanakan atau menggelapkan pajak akan terus 
dilanjutkan. Terlebih lagi jika belum ada peringatan atau ancaman dari 
DJP yang dirasakannya akan lebih merugikan daripada ketika harus 
membayar pajak yang kewajibannya. 


Keterlibatan perilaku mental accounting dalam memengaruhi kepatuhan 
pajak menyebabkan terjadinya pergeseran atas pengaruh yang 
ditimbulkan kepribadian dan karakteristik usaha terhadap kepatuhan 
PPh dari WP OP Nonkaryawan. Secara umum, terlihat adanya kenaikan 
pada pengaruh yang bersifat negatif dan penurunan pada pengaruh yang 
bersifat positif dengan terlibatnya perilaku mental accounting bersama- 
sama dengan variabel kepribadian dan karakteristik usaha yang diamati 
dalam penelitian ini dalam menentukan tax planning dan tax evasion 
intention, terkecuali pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel short-time 
orientation terhadap tax planning intention dan pengaruh financial 
literacy terhadap tax evasion intention menunjukkan hal sebaliknya. Oleh 
karena itu, sebagaimana dugaan Olsen et al. (2019), penulis juga 
memperkirakan perilaku mental accounting mempunyai sifat sebagai 
variabel mediasi karena memiliki andil terhadap perubahan pengaruh 
yang ditimbulkan oleh serangkaian variabel yang menjelaskan 
kepribadian dan karakteristik usaha yang diamati dalam penelitian ini. 


Tabel 4 menunjukkan bahwa perilaku mental accounting memberikan 
mediasi penuh terhadap variabel short-time orientation dalam 
memengaruhi variabel tax planning intention dan memberikan mediasi 
sebagian dalam memengaruhi variabel tax evasion intention jika 
berdasarkan pendekatan Baron & Kenny (1986). Hal ini menyebabkan 
variabel  short-time  orientation “yang semula meningkatkan 
kecenderungan WP OP Nonkaryawan positif berubah menjadi 
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berpengaruh negatif dengan adanya keterlibatan variabel perilaku mental 
accounting. Dengan melakukan mental accounting, Wajib Pajak menjadi 
lebih memperhitungkan perbandingan biaya dan manfaat yang mungkin 
diterimanya jika melakukan perencanaan pajak sehingga sifat short-time 
orientation yang dimiliki, yang semula meningkatkan kecenderungan 
melakukan perencanaan pajak justru berubah menjadi menurunkan 
kecenderungannya. 


Tabel 4 Hasil Analisis Pengaruh Mediasi dari Perilaku Mental Accounting 


TC 
TP TE 
Variab (Baron & Kenny, (Zhao et al., (Baron & Kenny, (Zhaoeta 
el 1986) 2010) 1986) 2010) 
X-M X-M 
M-Y Sobel x5y Sg M-Y Sobel x5y 2 
X—yY ario X—y a 
AT Na MoLe Sign. APE All 3 sign. 0027 Sign. Ye 
FL ALS. ion Sign. — 0,122 One: “aan OR, Api 
sign. not sign. sign. 
cons W2not Ga2 Nok ngoe. UNO yeah NORa “A07 
sign. : sign. ' sign. " sign. j 
1/2 not Not 1/2 not Not 2 
IMP Sian.” 0960 sign. 0902 pa 0,861 San 30 
Only 3 
STOR not” 1024 sn - 0,032 4y3sign 0,054 Sign. 0 
sign. gn. 
yeMp  2not 0 994 Sign. — 0,902 Ony3 804 KA  : 
sign. not sign. sign. 
PROF An 2 0,050 Sign. 0,069 1&2 sign. 0,083 ma 0,1 
sign. sign. 
Fs 1/2 not 0.849 Not 0.892 1/2 not 0.849 Not 0 
sign. ' sign. " sign. 4 sign. 23 
(Mehmetoglu, 2018) 
Sumber: Diolah oleh Penulis 
Keterangan: 
T$ Signifikansi dalam p-valuex 0,05 


Mediasi penuh terjadi jika hanya X—Y yang tidak signifikan dan uji Sobel 
signifikan, mediasi tidak terjadi jika X—M atau M-—byY tidak signifikan, 
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mediasi sebagian terjadi jika semua hubungan signifikan atau salah satu 
syarat mediasi penuh tidak terpenuhi Competitive mediation terjadi jika 
kedua hasil pengujian signifikan sementara indirect-only mediation terjadi 
jika Xb—Y tidak signifikan tetapi uji Monte Carlo signifikan. 


Jika berdasarkan pendekatan Zhao et al. (2010), perilaku mental 
accounting bersifat indirect only mediation atas pengaruh yang 
ditimbulkan short-time orientation terhadap tax planning intention, yang 
dimungkinkan karena pengaruh short-time orientation dari awal tidak 
signifikan. Terhadap variabel lainnya dalam memengaruhi tax planning 
intention, perilaku mental accounting tidak memberikan mediasi apapun. 
Perilaku mental accounting memberikan mediasi sebagian terhadap 
variabel personal attitude toward taxes dalam memengaruhi baik tax 
planning maupun tax evasion intention sehingga mengakibatkan 
peningkatan pengaruh negatif yang diberikannya terhadap kepatuhan 
pajak. Jika menurut pendekatan Zhao et al. (2010), mediasi yang diberikan 
bersifat competitive mediation, karena pengaruh yang ditimbulkan oleh 
perilaku mental accounting menjadi berlawanan dengan pengaruh yang 
ditimbulkan personal attitude toward taxes. Mediasi sebagian juga berlaku 
terhadap variabel financial literacy dan profit in last three years. Adanya 
perilaku mental accounting menyebabkan peningkatan pengaruh positif 
dan penurunan pengaruh negatif yang dimiliki masing-masing variabel. 
Akan tetapi, menurut Zhao et al. (2010) perilaku mental accounting tidak 
memberikan mediasi apapun. Financial literacy dan profit in last three 
years hanya mempunyai pengaruh yang bersifat langsung (direct-only 
nonmediation) terhadap tax planning intention. Bahkan, keduanya 
dianggap tidak berpengaruh apapun (no-effect nonmediation) terhadap 
tax evasion intention. Hasil ini diperkirakan terjadi karena tidak 
signifikannya pengaruh yang ditimbulkan financial literacy dan profit in 
last three years terhadap tax evasion intention. 


Penelitian ini secara umum menunjukkan hasil yang mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Olsen et al. (2019) serta penelitian lain 
yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Akan tetapi, terdapat 
perbedaan hasil analisis atas pengaruh impulsivity terhadap perilaku 
mental accounting dan pengaruh mental accounting terhadap tax evasion 
intention. Menurut Olsen et al. (2019) impulsivity berpengaruh negatif 
terhadap perilaku mental accounting sedangkan penelitian ini 
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menunjukkan bahwa impulsivity berpengaruh negatif terhadap perilaku 
mental accounting. Menariknya, ketika dikaitkan dengan kepatuhan pajak, 
pengaruh impulsivity pada penelitian Olsen et al. (2019) menunjukkan 
hasil yang sejalan dengan penelitian ini. Menurut penelitian ini perilaku 
mental accounting sama-sama menimbulkan pengaruh yang signifikan 
dan positif terhadap tax planning intention maupun tax evasion intention. 
Sementara itu, Olsen et al. (2019) menemukan bahwa perilaku mental 
accounting hanya menimbulkan pengaruh yang signifikan dan positif 
terhadap tax planning intention serta tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tax evasion intention. Perbedaan hasil ini penulis perkirakan 
terjadi karena perbedaan persepsi manfaat dari Pajak Penghasilan yang 
dibayarkan maupun pengetahuan perpajakan, khususnya mengenai 
sanksi dan denda, yang dimiliki oleh WP OP Nonkaryawan yang menjadi 
responden pada penelitian ini dibandingkan dengan persepsi dan 
pengetahuan yang dimiliki oleh responden pada penelitian Olsen et al. 
(2019). 


5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 
5.1. Simpulan 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan 
oleh perilaku mental accounting WP OP Nonkaryawan, bersama dengan 
kepribadian dan karakteristik usaha yang dimilikinya, terhadap 
kepatuhan dalam menjalankan kewajiban Pajak Penghasilan. 
Berdasarkan serangkaian pengujian dan analisis yang telah dilakukan, 
penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, kepribadian 
dan karakteristik usaha berpengaruh baik secara signifikan maupun tidak 
signifikan terhadap perilaku mental accounting WP OP Nonkaryawan. 
Kedua, kepribadian dan karakteristik usaha berpengaruh baik secara 
signifikan maupun tidak signifikan terhadap kepatuhan WP OP 
Nonkaryawan. Ketiga, perilaku mental accounting berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan pajak dan memediasi pengaruh 
kepribadian dan karakteristik usaha dalam menentukan tingkat 
kepatuhan WP OP Nonkaryawan. Mediasi tersebut timbul terhadap 
beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengidentifikasi kepribadian dan karakteristik usaha WP OP 
Nonkaryawan. 
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5.2. Saran 


Dengan diketahuinya pengaruh signifikan dan mediasi yang dimiliki 
perilaku mental accounting dalam menentukan kepatuhan pajak 
berdasarkan penelitian ini, dirasakan perlu bagi DJP untuk membantu 
dalam menyediakan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan atas 
usaha yang dijalankan WP OP Nonkaryawan agar tetap sejalan dengan 
semangat berpartisipasi membangun perekonomian negara melalui 
pembayaran pajak. Beberapa variabel lain yang terbukti baik secara 
signifikan maupun tidak signifikan ikut serta memengaruhi, DJP masih 
perlu memberikan pengetahuan yang diharapkan dapat dilakukan 
dengan metode yang sesederhana mungkin mengenai sanksi dan 
hukuman terkait dengan penghindaran pajak, termasuk akibat ikutan 
lainnya yang mungkin terjadi. Demikian halnya dengan diketahuinya 
pengaruh yang ditimbulkan kepribadian dan karakteristik usaha 
terhadap kepatuhan pajak, DJP perlu mengembangkan metode yang dapat 
membangun hubungan dengan WP OP Nonkaryawan sehingga dapat 
meminimalisasi pengaruh kepribadian yang tidak mendukung 
peningkatan kepatuhan pajak. Pada akhirnya, DJP dapat menyertakan 
pertimbangan kecenderungan perilaku mental accounting, kepribadian, 
karakteristik usaha, dalam memetakan risiko kepatuhan WP OP 
Nonkaryawan. 


5.3. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian 


Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan hasil 
yang diperoleh belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 
Variabel penelitian diidentifikasi hanya berdasarkan pada indikator yang 
ditentukan penulis, sehingga penelitian selanjutnya dapat 
mempertimbangkan untuk memakai variabel atau indikator lain yang 
diperkirakan mampu menjelaskan dengan lebih baik pengaruh yang 
ditimbulkan perilaku mental accounting, kepribadian, dan karakteristik 
usaha WP OP Nonkaryawan dalam menjalankan kewajiban 
perpajakannya. 


Bagi penelitian selanjutnya, penentuan populasi dan sampel penelitian 
yang lebih besar, memperbandingkan kepatuhan di antara dua jenis 
pajak, serta membagi perilaku mental accounting ke dalam beberapa 
kategori seperti yang dilakukan oleh Olsen et al. (2019) diharapkan 
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mampu memberikan kesimpulan yang lebih dapat mewakili persepsi WP 
OP Nonkaryawan di Indonesia. Analisis data dan intrepretasi atas hasilnya 
hanya terbatas pada metode yang digunakan. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner memungkinkan timbulnya perbedaan persepsi 
antara penulis dengan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. 
Selain itu, jumlah responden yang hanya mewakili sebagian kecil dari 
populasi karena mengingat keterbatasan waktu penelitian dan kondisi 
pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Untuk mendukung dan 
melengkapi hasil penelitian ini, penambahan instrumen penelitian 
lainnya agar dapat diperoleh data dan informasi terkait kepatuhan pajak, 
perilaku mental accounting, kepribadian, dan karakteristik usaha WP OP 
Nonkaryawan dapat digunakan. 
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Implikasi PPh Pelaporan Harta Wajib 
Pajak Orang Pribadi (WPOP) 


Oleh I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma 


Wajib Pajak Orang Pribadi belum sepenuhnya melaporkan daftar 
harta pada SPT tahunan. DJP menggunakan daftar harta untuk 
menguji penghasilan yang dilaporkan. Daftar harta diisi dengan 
benar maka WP terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana. 
Implikasi PPh atas harta yaitu : 1) tambahan kekayaan bersih yang 
belum dikenakan PPh 2) keuntungan penjualan atau pengalihan 
harta, 3) Penghasilan dari harta, 4) Keuntungan karena 
pembebasan utang. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan 
material WP, DJP perlu fokus melakukan edukasi, pengawasan dan 
penegakan hukum. 


PENDAHULUAN 


Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 
2016, mengenai program pengampunan pajak. Program ini bertujuan 
meningkatkan kepatuhan perpajakan, pertumbuhan ekonomi dan 
penerimaan pajak. Program tax amnesty menghasilkan deklarasi harta Rp 
4.844,26 triliun dengan peserta 927.426 Wajib Pajak (WP). Peserta 
program tax amnesty hanya 2,3Y6 dari jumlah WP terdaftar yaitu 39,15 
juta WP dan 5,596 dari jumlah WP yang wajib SPT yaitu 16,59 juta WP. 


Kondisi di atas, menunjukkan tingkat kepatuhan mateial WPOP dan 
potensi pajak yang dapat ditingkatkan. Penelitian Ariesta, R. P. (2017) di 
Semarang Candisari menemukan faktor kesadaran, sanksi admnistrasi, 
sistem pemajakan modern dan program tax amnesty berpengaruh positif 
pada tingkat kepatuhan WPOP. Dewi, & Diatmika (2020) melakukan 
penelitian WPOP di wilayah Tabanan Bali, hasilnya tingkat kepercayaan 
WPOP kepada pemerintah dan ketentuan hukum pajak berpengaruh 
positif pada tingkat kepatuhan perpajakan. Dan juga program tax amnesty 
berpengaruh positif untuk kepatuhan melaporkan daftar harta secara 
sukarela. 
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Tahun 2020, penerimaan PPh Orang Pribadi mencapai 112,929 dari 
target yang ditetapkan (APBN Kita 2021), dan tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT PPh Orang Pribadi mencapai 77,63Yo. Widyaningtyas 
(2020) menemukan dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pertama 
faktor internal WP berupa tingkat kepercayaan WP kepada pemerintah 
dan hukum serta tingkat pengetahuan perpajakan dari WP. Kedua faktor 
eksternal berupa adanya penegakan hukum yang tegas dan adil serta 
diperlukan peningkatan upaya sosialisasi peraturan perpajakan oleh DJP. 
Hasil penelitian sebelumnya oleh Rahayu (2017), menemukan hasil yang 
sama yaitu kepatuhan pajak WPOP di Bantul dipengaruhi tingkat 
pengetahuan dan ketegasan penerapan sanksi perpajakan. Penelitian 
terkait kepatuhan pajak oleh Utama & Wahyudi (2016), terhadap WPOP 
di wilayah DKI Jakarta, menemukan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi 
tingkat religiusitas interpersonal dan penerapan sanksi perpajakan yang 
tegas. 


Dalam APBN Kita edisi Juni 2021, tingkat rasio pajak tahun 2019 
mencapai 9,76 persen dari PDB. Menurut Organisation for Economic Co- 
operation and Development (OECD) rendahnya rasio pajak disebabkan 
besarnya kontribusi sektor pertanian, tingginya sektor ekonomi informal, 
adanya penghindaran pajak dan basis pajak yang rendah. 


Dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah mengikuti 
program tax amnesty, sewajarnya DJP meningkatkan pengawasan dan 
penegakan hukum bagi WP yang tidak melaporkan SPT dengan benar. 
Hasil penelitian Putri, A., & Wibowo, D. (2021) menyatakan bahwa 
kualitas pelayanan, sistem perpajakan, kesederhanaan administrasi dan 
kejujuran Wajib Pajak, pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakn 
berpengaruh positif pada kepatuhan. Widorini, S. G., & Nugroho, J. P. 
(2014) meneliti WPOP di Yogyakarta menemukan kepatuhan 
dipengaruhi signifikan oleh pengetahuan perpajakan, penegakan hukum 
namun tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak. Selajutnya 
Utami, C. K. (2020) di wilayah Bandung menghasilkan persepsi hukum 
administrasi dan penegakan hukum berpengaruh positif pada 
pengetahuan dan kepatuhan. 


Berdasarkan laporan kinerja DJP Tahun 2019 diketahui penerimaan dari 
temuan hasil pemeriksaan masih sangat tinggi dengan audit coverage 
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ratio yang masih sangat rendah sehingga DJP secara terus menerus 
meningkatkan strategi untuk melakukan penggalian potensi pajak yang 
optimal. Khususnya WPOP, Menurut Kurniawan (2019) rendahnya 
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporka harta dalam SPT merupakan 
bentuk kekeliruan dalam pola pikir dan persepsi Wajib Pajak yang 
mengganggap harta yang dimiliki tidak perlu dilaporkan karena berasal 
dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Kondisi ini mengakibatkan 
tidak optimalnya penerimaan pajak dan bagi WPOP tidak melaporkan 
harta dan kewajiban secara benar dapat menimbulkan tambahan beban 
pajak serta dikenakan sanksi perpajakan. 


Oleh karena itu, DJP perlu memberikan edukasi, pengawasan dan 
penegakan hukum atas kewajiban melaporkan daftar harta dan WPOP 
perlu memahami implikasi pajak atas harta dan kewajiban sehingga 
terwujud keadilan dalam perpajakan. 


1. LANDASAR TEORI 


1.1. Konsep Penghasilan 


Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 
diterima subyek pajak dalam periode tertentu. Arianty, F. (2017 
menjelaskan konsep penghasilan oleh Schanz, Haig dan Simon (SHS 
Concept) yang diterapkan di Indonesia. Konsep Goerge Schanz 
menjelaskan kemampuan ekonomis yang digunakan menguasai barang 
atau jasa, sehingga konsep ini sumber dan peruntukannya penghasilan 
tidak dipertimbangkan. Menurut Haig penghasilan merupakan nilai 
berupa uang dari tambahan kemampuan ekonomis neto seseorang antara 
dua titik waktu tertentu. Dan Simon, definisi penghasilan adalah jumlah 
yang mampu dikonsumsi dan perubahan nilai dari kekayaan yang dimiliki 
antara akhir dan awal periode. Pendapat Irving Fischer dalam Mustika, C. 
(2012), nature of capital dan income, yield income merupakan jumlah uang 
yang diperoleh tidak disimpan tetapi digunakan untuk konsumsi. terdiri 
dari yang penghasilan. Dengan demikian definisi penghasilan dalam UU 
PPh sangat lengkap yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal baik dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan 
menambah kekayaan Wajib Pajak dan dengan nama dan bentuk apapun. 
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1.2. Kewajiban melaporkan harta dan utang 


Pada pasal 1 angka 11 UU KUP menyatakan Surat Pemberitahuan (SPT) 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran, obyek pajak dan/atau bukan obyek 
pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
perpajakan. Pasal 3 ayat 1 UU KUP, pelaporan harta pada SPT dijelaskan 
dalam fungsi SPT sebagai sarana melaporkan dan 
mempertangungjawabkan perhitungan pajak yang terhutang dan 
melaporkan : 


a. pembayaran pajak sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan 
oleh pihak lain dalam satu atau bagian tahun pajak. 

b. penghasilan yang bukan obyek pajak dan /atau obyek pajak. 

c. Harta dan kewajiban 

d. pembayaran pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak orang 
pribadi satu masa pajak. 


Saat ini kepatuhan sukarela dalam sistem self assessment belum dapat 
terwujud. Harta sebagai akumulasi dari penghasilan Wajib Pajak wajib 
dilaporkan pada SPT dan menjadi alat pengawasan bagi DJP untuk 
meyakini kebenaran PPh yang dilaporkan. 


1.3. Harta 


Dalam ketentuan perpajakan, belum dijelaskan secara khusus pengertian 
harta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Harta adalah kekayaan 
berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki 
perusahan. Dalam akuntansi, harta atau aset atau aktiva merupakan unsur 
dari laporan keuangan. Pengertian aset sangat luas ini dikelompokkan 
menjadi Aset berwujud, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi, 
persediaan, piutang dan kas dan setara kas. 


Jadi harta merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki, dikuasai atau 
dikendalikan oleh WPOP wajib dilaporkan pada daftar harta. Pada 
lampiran petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, daftar 
harta dikelompokkan berdasarkan kode harta: 
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032-saham 


Kas dan setara kas Investasi Alat Transportasi 
O11- uang Tunai 031- saham yangdibeli untuk dijual 041-sepeda 


042-sepeda motor 


033-obligasi perusahaan 


-043 — mobil 


034-obligasi pemerintah Indonesia 


049-alattransportasi 


036-reksadana 
037-instrumen derivatif 


022-piutang afiliasi 038-penyertan modal dalam perusahaan 
lain 


039-investasi lainnya 


Harta Bergerak lainnya 
051-logam mulia 


052-batu mulia 


029-piutang lainnya 


Harta Tidak bergerak 
061-tanah dan atau bangunan tempat tinggal 
062-tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, 
gudang dan sejenisnya) 
063-tanah dan lahan untuk usaha (lahan pertanian, 
perkebunan, perikanan darat dan sejenisnya 
069-harta tidak bergerak lainnya 


053-barang-barang seni dan antik 


054-kapal pesiar, pesawat terbang, 
helikopter, jetski, peralatan olahraga 
055-peralatan elektronik, furniture 


059-harta bergerak lainnya 


1.4. Utang atau Kewajiban 


Utang menurut KBBI adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau 
kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Jadi bagi WPOP 
jumlah utang / kewajiban wajib dibayarkan kepada pihak lain sehingga 
jumlah harta yang dimiliki harus dikurangi jumlah utang kepada pihak 


lain. 


Berdasarkan petunjuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kewajiban 
meliputi kode utang yang masih tersisa pada akhir tahun dikelompokkan 


menjadi: 


101- Utang Bank/lembaga keuangan bukan bank 
102- Kartu Kredit 


103-Utang afiliasi 


109-Utang lainnya 
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2. METODE PENELITIAN 


Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2019) penelitian kualitatif adalah 
penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. 


Menurut creswell, Denzin & Lincoln dalam Herdiansyah (2019) kriteria 
penelitian kualitatif antara lain 1) kontek dan latar belakang alamiah, 2) 
mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena 3) teknik 
pengumpuln data khas tanpa perlakuan atau manipulasi variabel 4) 
fleksibel 5) tingkat akurasi dipengaruhi hubungan antara peneliti dengan 
subyek penelitian. 


Kelompok penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang 
digunakan untuk status sosial suatu kelompok manusia, obyek tertentu 
dan pemikiran yang terjadi pada peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 
penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan 
akurat berdasarkan fakta, sifat dan hubungan antara peristiwa yang 
diteliti (Kusumawardhani, I., & Gunadi, G. (2021). 


Pada penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian terhadap lima orang 
wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap (direktur) 
sekaligus mempunyai investasi dalam bentuk saham pada perseroan 
terbatas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi 
literatur dan hasilnya akan dilakukan analisis dan menjelaskan hubungan 
dari obyek penelitian. 


3. PEMBAHASAN 


3.1. Pelaporan harta dan utang pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 


Pada penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian terhadap lima orang 
wajib pajak orang pribadi ( disebut bernama Andi, Budi, Cici, Deni dan 
Eko) yang melaporkan penghasilan sebagai direktur sekaligus 
mempunyai investasi dalam bentuk saham pada perseroan terbatas. 
Kelima wajib pajak orang pribadi ini belum melaporkan hartanya dengan 
benar. 
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Implikasi ketentuan PPh dalam melaporkan daftar harta dan kewajiban 
pada SPT Tahunan akan dibahas dari dua aspek yaitu jenis obyek pajak 
yang dikenakan PPh terkait daftar harta pada SPT Tahuan PPh Orang 
Pribadi dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP. 


3.2. Jenis Obyek Pajak Terkait Harta 


Sistem self assessment di Indonesia mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk 
melaporkan SPT secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan kondisi 
sebenarnya. SPT merupakan pertangungjawaban atas perhitungan dan 
pembayaran pajak bagi WP dan kesalahan dalam pengisiannya dapat 
dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan. 


Pasal 4 ayat 1 UU PPh tentang obyek pajak adalah penghasilan dalam arti 
luas dan mencakup kemampuan membayar dari Wajib Pajak yang 
ditunjukkan penghasilan, pengeluaran, kekayaan dan transfer kekayaan 
Gunadi, (2013). Khususnya berkaitan dengan harta yang dilaporkan 
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), berikut jenis penghasilan yang terkait 
harta yaitu: 


1. Tambahan kekayaan yang belum dikenakan PPh 


Kekayaan atau harta yang dimiliki oleh WPOP merupakan kumpulan dari 
hasil usaha, pekerjaan dan penghasilan lain setelah dikurangi konsumsi 
dan pembayaran PPh. Jadi tambahan harta WPOP dalam 


satu periode (tahun pajak) mencerminkan total akumulasi penghasilan 
setelah dikurangi konsumsi dan pembayaran PPh. Tambahan harta bersih 
adalah jumlah saldo akhir harta bersih (Harta - utang) dikurangi jumlah 
saldo awal harta bersih (harta-utang). 


Selanjutnya total penghasilan adalah jumlah tambahan harta bersih 
ditambah nilai konsumsi dan pajak yang sudah dibayar. Seluruh 
penghasilan dapat meliputi Penghasilan yang dikenakan PPh (final dan 
non final) dan penghasilan bukan obyek pajak (bebas pajak). Oleh karena 
itu atas tambahan harta bersih yang lebih besar dari total penghasilan 
maka merupakan obyek pajak yang dikenakan PPh. 
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(dalam jutaan rupiah) 


Na an Jumlah Penghasilan 
Andi Eko 
225.00) 400.00 
Saldo harta awal -/- - - - (75.00) 
Saldo harta akhir & belum dilaporkan 4/4 600.00 
Saldo Utang awal tahun 4/4 - 
Saldo Utang akhir tahun -/- (300.00) - - - 
Penghasilan Setahun -/- (350.00)| (250.00)| (300.00)| (700.00) 
Penghasilan yang bukan obyek pajak dan 
dikenakan PPh Final -/- (200.00) 
Tambahan Harta yang belum dikenakan 
Pajak (46.23)| (443.85) 


Data di atas merupakan ilustrasi data dari WPOP yag dijadikan obyek 
penelitian. 


Wajib Pajak Andi dihimbau untuk membetulkan SPT karena terdapat 
tambahan harta yang belum dikenakan pajak. Kondisi ini terjadi karena 
Andi tidak melaporkan harta berupa lahan garapan yang dibeli dengan 
perjanjian bawah tangan,. Selanjutnya pada tahun 2018 lahan tersebut 
dijual kepada pengmbang tetapi tidak membayar PPh Final karena 
transaksi pengalihan dilakukan atas lahan dengan status lahan garapan 
untuk selanjutnya ditingkatkan hanya menjadi hak milik. 


Berbeda dengan Budi, pada tahun 2019 menerima surat himbauan 
membetulkan SPT Tahun 2017 karena belum melaporkan harta berupa 
ruko pada SPT. Budi tidak melaporkan pembelian ruko karena tidak 
paham dan khawatir akan dikenakan pajak lebih besar. Disamping itu 
ruko tersebut belum lunas dan masih menjadi jaminan di bank. Atas harga 
pembelian ruko dikurangi fasilitas utang KPR merupakan obyek pajak. 
Selanjutnya untuk WPOP lainnya tidak terdapat penambahan harta 
menjadi obyek pajak. Jadi dalam hal terdapat penambahan harta yang 
belum dikenakan pajak akan dikenakan PPh dengan tarif progresif pada 
saat harta tersebut ditemukan. 


2. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta 


WPOP yang melakukan penjualan atau pengalihan harta, dikenakan PPh 
atas keuntungan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan bentuk 
apapun. Khusus penjualan atau pengalihan harta tanah dan/atau 
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bangunan dikenakan PPh bersifat final (PPh pasal 4 ayat 2) dan atas 

penjualan atau pengalihan harta lainnya akan dikenakan PPh dengan tarif 

progresif. Termasuk keuntungan dari penjualan dan pengalihan harta : 

a. Keuntungan atas pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan 
atau badan lainnya yang digunakan untuk pengganti saham atau 
setoran modal. 

b. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, hadiah dan 
sumbangan kecuali yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat 


Dari WPOP yang dilakukan wawancara, tidak ada yang melaporkan 
adanya keuntungan atas penjualan / pengalihan harta. Wajib pajak Eko 
melakukan penjualan kendaraan namun tidak melaporkan laba atas 
pengalihan harta dengan alasan kendaraan dijual dengan harta lebih 
rendah dari nilai pembelian. Demikian juga WP Cici menyerahkan truk 
untuk setoran modal namun tidak mengakui adanya laba atas pengalihan 
truk tersebut. Atas penjualan mobil & truk ini tidak dilaporkan pada SPT 
karena tidak paham cara menghitung laba atau rugi dan pembelian mobil 
menggunakan uang tabungan yang sudah dikenakan PPh. 


3. PPh final atas Pengalihan tanah dan bangunan 


Harta berupa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final sesuai 
karakteristiknya. Pada accretion concept harta milik WPOP dilaporkan 
setiap akhir tahun dengan menggunakan harga pasar, namun hal ini 
belum bisa diterapkan mengingat tambahan nilai harta ini ditunda 
pembayarannya sampai dengan realisasi yaitu penjualan atau pengalihan 
harta terjadi. (Gunadi, 2013). Besarnya Tarif PPh Final pengalihan hak 
atas tanah dan/atau bangunan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 34 
Tahun 2016 adalah 2,5Y6 dari nilai transaksi atau Nilai Jual Obyek Pajak 
(NJOP) mana yang lebih tinggi. Dalam hal WPOP melakukan perjanjian 
bangun guna serah maka atas penyerahan bangunan pada saat perjanjian 
berakhir dikenakan PPh berdasarkan pasal 15 UU PPh dengan tarif 55 
bersifat final. 


Wajib pajak Deni belum melaporkan hasil penjualan lahan dengan hak 
garap dan tidak membayar PPh final. Deni tidak melaporkan penghasilan 
ini karena Deni kurang paham dan uang yang hasil penjualan sudah 
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digunakan untuk keperluan lain. Jadi penghasilan yang diterima Deni dari 
penggantian hak garap tetap merupakan obyek PPh yang dikenakan PPh 
Final berupa pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 


4. Penghasilan terkait harta 


Harta merupakan akumulasi dari penghasilan yang tersisa pada akhir 
periode pajak. Terdapat beberapa tujuan kepemilikan harta, yaitu harta 
untuk dikonsunssi atau dimanfaatkan sendiri atau harta yang merupakan 
bagian dari investasi sehingga pemilik harta mengharapkan imbalan atau 
penghasilan dari harta tersebut. Bentuk penghasilan dari kepemilikan 
harta berupa : 


a. Bunga 


WPOP akan menerima penghasilan berupa bunga dari harta berupa kas 
dan setara kas yang dimiliki yang diinvestasikan dalam bentuk tabungan, 
deposito dan lain-lain. 


Termasuk pengertian bunga adalah premium, diskonto dan jaminan 
pengembalian Utang, sehingga dimungkinkan adanya penghasilan bunga 
atas harta berupa piutang yang dimilik oleh WP OP 


b. Sewa harta khusus tanah dan /atau bangunan 


Penghasilan Sewa diterima atas penyerahan hak untuk menggunakan 
harta berupa tanah dan atau bangunan dalam jangka waktu tertentu. Atas 
penghasilan sewa terkait tanah dan/atau bangunan, pada Peraturan 
Pemerintah (PP) 34 Tahun 2017 dikenakan PPh Final dengan tarif 10y6 


c. Sewa harta selain bangunan 


Setiap sewa atau imbalan lain atas penggunaan harta yang dimiliki WPOP 
merupakan penghasilan yang menjadi obyek PPh. Dan untuk sewa atas 
penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh 
dengan tarif progresif. 


d. Dividen 


Dividen adalah penghasilan dari harta berupa saham milik WPOP. Atas 
penghasilan Dividen saat dikenakan PPh Final (tarif pasal 17 ayat 2c UU 
PPh) dan menjadi bukan obyek pajak apabila diinvestasikan di Indonesia. 
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Meskipun wajib pajak yang menjadi obyek penelitian melaporkan harta 
berupa investasi saham dan deposito, namun belum ada penghasilan 
berupa bunga dan dividen yang dilaporkan pada SPT. 


e. Royalti 


Penghasilan dari kepemilikan aset tidak berwujud oleh WPOP. Dalam 
pasal 4 ayat 1 UU PPh dijelaskan bahwa imbalan terkit royalti meliputi : 


1) Imbalan dari penggunaan atau hak menggunakan hak atas kekayaan 
intelektual (HAKI), peralatan / perlengkapan industrial , komersial 
dan ilmiah, Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, 
teknikal, industrial dan komersial beserta bantuan tambahannya 


2) Penggunaan hak atau hak menggunakan fiml gambar hidup dan yang 
serupa 


3) Pelepasan hak penggunaan atau pemberian hak. 


Penghasilain royalti ini dikenakan PPh dengan tarif progresif dan bersifat 
tidak final, sehingga pemotongan PPh pasal 23 oleh pihak lain merupakan 
pembayaran dimuka PPh dan bersifat sementara sehingga wajib 
digabungkan dengan penghasilan lainnya untuk dilakukan perhitungan 
secara gabungan. 


Dalam penelitian terhadap lima Wajib Pajak, semuanya tidak ada yang 
menerima atau memperoleh penghasilan berupa royalti karena tidak 
mempunyai harta tidak berwujud. 


f. Bagian laba / Bagi hasil 


WPOP dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk. Kerjasama 
usaha juga merupakan bentuk investasi yang hasilnya dapat menjadi 
obyek pajak. 


5. Keuntungan karena pembebasan utang 


Prinsip taxable-deductible terkait pembebasan utang diberlakukan dalam 
upaya menerapkan keadilan. Dalam akuntansi sering dibahas kreditur 
dapat membebankan piutang tak tertagih (bad debt expense atau write off) 
dan pihak lawan transaksi (debitur) merupakan penghasilan berupa 
pembebasan utang. Bagi WPOP pembebasan utang artinya debitur tidak 
perlu melunasi utangnya sehingga debitur dianggap menerima 
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penghasilan sebesar saldo utang yang dibebaskan/dihapuskan. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 130 Tahun 2000, 
pemerintah memberikan batasan jumlah pembebasan utang untuk 
debitur kecil dan UMKM sehingga pembebasan utang ini termasuk bukan 
obyek pajak sehingga tidak dikenakan PPh. 


4.2. Pengawasan dan Pemeriksaan pajak atas Harta 


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan 
pajak dan apabila terdapat bukti valid dan cukup dapat menetapkan 
jumlah pajak terhutang atau mengusulkan pemeriksaan bukti 


permulaan apabila ada indikasi tindak pidana dibidang perpajakan. DJP 
telah melakukan banyak upaya meningkatkan kepatuhan melalui 
program CRM (Compliance Risk Management) pada pengawasan dan 
pemeriksan secara nasional. Data pemicu juga bertujuan untuk 
melakukan pengawasan atas transaksi Wajib Pajak dan perbedaan data 
akan diminta penjelasan kepada Wajib Pajak melalui SP2DK. 


Terkait daftar harta, kebenaran jumlah harta yang dilaporkan oleh WPOP 

pada SPT Tahunan PPh, DJP dapat melakukan pengawasan / pemeriksaan 

dengan tindakan berupa : 

a. Kebenaran fisik harta dengan datang ke lokasi 

b. Keabsahan kepemilikan harta 

c. Konfirmasi data dari daftar harta yang dilaporkan pada SPT 

d. Metode tidak langsung dengan pendekatan biaya hidup kenaikan 
kekayaan bersih. 

e. Pemanfaatan data setoran PPh Final atas pengalihan tanah dan/atau 
bangunan 

f. Pemanfaatan data fasilitas kredit dari pembiayaan dan perbankkan 
berupa fasilitas kredit perubahan, kredit usaha, kartu kredit atau 
fasilitas pembiayaan lainnya. 


Langkah pengawasan saat ini belum optimal karena terbatasnya sumber 
daya dan data. Terbukti masih ditemukan wajib pajak yang belum 
melaporkan harta dan terhadap harta yang dilaporkan masih perlu 
dilakukan pengujian untuk menghitung potensi pajak secara optimal. 
Dengan demikian dengan semakin terbukanya informasi dan upaya terus 
menerus DJP dalam meningkatkan kepatuhan material, diharapkan DJP 
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mampu melakukan edukasi secara turus menerus sehingga tingkat 
kepatuhan formal dan material wajib pajak akan dapat meningkat dimasa 
yang akan datang. 


5. PENUTUP 


Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kewajiban melaporkan daftar 
harta. Penghasilan dari harta yang merupakan obyek pajak: 1)Tambahan 
kekayaan bersih yang belum dikenakan pajak 2) keuntungan 
penjualan/pengalihan harta 3) penghasilan dari harta/investasi 4) 
keuntungan karena pembebasan utang. 


DJP dapat membandingkan kepemilikan harta Wajib Pajak Orang Pribadi 
(WPOP) dengan daftar harta yang dilaporkan pada SPT, dalam hal 
terdapat selisih lebih antara penambahan harta dengan jumlah 
penghasilan dalam satu tahun pajak maka terdapat potensi pajak. 
Selanjutnya agar masyarakat mampu memahami dan dapat 
meningkatkan kepatuhan material dalam melaporkan harta maka DJP 
perlu memfokus untuk melakukan edukasi, pengawasan dan penegakan 
hukum kepada wajib pajak. 
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Program Joint Analysis Sebagai Bentuk 
Sinergisme Antarunit Di Lingkungan 
Kementerian Keuangan 


Oleh Kuwat Slamet dan Safira Putri Ramadhani 


Joint Analysis merupakan kegiatan analisis yang dilakukan oleh DJP, 
DJBC, dan DJA secara bersama-sama untuk menelaah tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Bayar di bidang perpajakan, 
kepabeanan dan cukai dan PNBP dengan tujuan untuk 
meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara. 
Walaupun sudah dilaksanakan dengan sangat baik, program ini 
tetap memiliki kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah 
tim joint analysis yang masih bersifat ad hoc. 


Kata kunci: Sinergi, Joint Program, Joint Analysis. 
A. Pendahuluan 


Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan telah merilis suatu 
program sebagai perwujudan dari pengaplikasian nilai-nilai Kementerian 
Keuangan yang ketiga, yakni sinergi, dalam bentuk Program Gabungan 
atau Joint Program. Ada delapan program gabungan yang dirancang oleh 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 
dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yakni program Joint Analysis, 
Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Single 
Profile, Secondment, dan program sinergi lainnya. Program ini diatur 
melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
481/KMK.01/2018. Ketiga lembaga tersebut bersinergi untuk 
mewujudkan maksimalisasi penerimaan negara di berbagai sektor. Salah 
satu tujuannya adalah terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dan 
peningkatan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dan/atau 
Wajib Bayar (WB). Dalam kondisi pandemi covid-19, kerja sama Joint 
Analysis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC) tetap berlangsung meskipun dilakukan tanpa tatap 
muka. 
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Pada awal tahun 2018, Joint Analysis DJP-DJBC di Kalimantan Selatan 
berhasil memenuhi target penerimaan sebesar Rp460.000.000.000,00 
(empat ratus enam puluh miliar rupiah). Jumlah tersebut merupakan 
bagian dari target nasional tim Joint Analysis di wilayah kerja provinsi 
Kalimantan Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp20T. Kedua tim, baik dari 
DJP maupun DJBC, bekerja sama dalam melakukan analisis bersama 
maupun memberikan support data satu sama lain dalam rangka 
pengawasan penerimaan negara (Nurcahyo, 2020). 


Contoh lain dari keberhasilan program ini tampak pada pertumbuhan 
penerimaan di Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil Jawa Timur III, dan KPP 
Cikarang yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan melalui 
pelaksanaan program Joint Analysis dengan DJBC. Sebagaimana 
diberitakan oleh portal online kontan.co.id pada edisi 25 Juni 2019, Joint 
Program yang dilakukan DJP dengan DJBC dan DJA pada tahun 2018 telah 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,395. 


Berdasarkan prestasi dan capaian positif dari kolaborasi DJP-DJBC sejak 
tahun 2017 tersebut, Kementerian Keuangan terus melanjutkan program 
ini hingga ke tahun 2020 bahkan dengan melibatkan Direktorat Jenderal 
Anggaran untuk membahas isu-isu terkait pengoptimalan dan 
pengkontribusian dalam penerimaan negara. 


Penelitian yang menganalisis pelaksanaan Joint Program telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti, diantaranya dilakukan oleh Nugrahanto dan 
Muchtar (2019), Nurcahyo (2020), dan Nurfadilah & Rosdiana (2020). 
Nugrahanto & Muchtar, (2019) melakukan penelitian mengenai peran 
Audit Gabungan dalam memaksimalkan potensi perpajakan. Adapun 
Nurcahyo (2020) dan Nurfadilah & Rosdiana (2020) melakukan 
penelitian mengenai Joint Analysis di Kalimantan Selatan dan Tanjung 
Priok dengan fokus di sektor pertambangan. 


Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas mengenai 
pelaksanaan Joint Analysis (salah satu dari Joint Program) di lingkungan 
Kementerian Keuangan dan kendala yang dirasakan oleh para pelaku 
program tersebut. Tulisan ini disusun berdasarkan analisis data historis 
dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Di bagian akhir, 
tulisan ini menyertakan kesimpulan, saran, dan keterbatasan. 
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B. Sekilas tentang Sinergi, Joint Program, dan Joint Analysis 


Dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh rakyat Indonesia di 
bidang pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan 
mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memaksimalkan potensi 
pegawai. Sumber daya manusia (human resources) merupakan komponen 
terpenting dalam mencapai target dan visi misi instansi. Kementerian 
Keuangan menggunakan desain partisipatif dalam struktur birokratisnya, 
terfokus pada spesialisasi, dan koordinasi pada level manajemen yang 
tinggi (Sutrisno, 2019). Peningkatan kualitas pegawai dalam membentuk 
budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dikelola 
dengan baik sebagai alat manajemen (management tools) dan menjadi 
pendorong pegawai untuk bekerja secara produktif dan efisien (human 
empowerment). 


Pada tahun 2011 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
321/KMK.01/2011, Kementerian Keuangan menetapkan lima nilai 
korporasi (corporate values) yang disebut dengan Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan. Nilai ini wajib diterapkan oleh setiap pegawai di lingkungan 
Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok. 
Kelima nilai tersebut adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, 
Pelayanan, dan Kesempurnaan. 


Guna mencapai efisiensi dalam setiap pelaksanaan tugas dan mencapai 
target realisasi dibutuhkan koordinasi antarinstansi dalam berbagai 
bentuk kegiatan yang memiliki peranan strategis di berbagai tingkatan. 
Hubungan antarpegawai ini sangat penting pada masing-masing kantor 
yang dimulai dari kantor pusat, kantor wilayah hingga pada kantor 
operasional. Bentuk inilah yang dikenal dengan sebutan sinergi. 


Sinergi merupakan nilai dalam membangun dan memastikan hubungan 
kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis 
dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang 
bermanfaat dan berkualitas. Nilai sinergi inilah yang digunakan dalam 
menjalankan berbagai kegiatan bersama (joint program) antarinstansi 
dengan tujuan, salah satunya, untuk mendorong kepatuhan wajib pajak 
dan optimalisasi penerimaan perpajakan. Bentuk joint program ini berupa 
Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses 
Bisnis, Single Profile, Secondment, dan program sinergi lainnya. 
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Joint Analisis merupakan kegiatan analisis bersama dalam rangka 
melakukan penelitian pemenuhan kewajiban WP dan WB. Joint Audit 
merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari 
WP. Joint Collection merupakan kegiatan dalam rangka mempercepat 
pencairan piutang pajak dengan melakukan penagihan bersama antara 
DJP dan DJBC. Joint Investigasi dilakukan dalam rangka efektivitas 
penegakan hukum, misalnya terhadap arus lalu lintas barang 
(ekspor/impor) dan cukai. Joint Proses Bisnis, IT, dan pembentukan Single 
Profile WB dilakukan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada 
WP berdasarkan tingkat risikonya. Dengan single profile, Kementerian 
Keuangan bisa secara konkrit membedakan layanan dan pengawasannya. 
Kepada pengguna jasa yang patuh (berdasarkan profil bersama) akan 
diberikan fasilitas/insentif bersama, demikian pula sebaliknya. Sebagai 
upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada program 
sinergi ini juga dilakukan secondment antarpegawai di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 


Sebelumnya, instansi yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan 
cenderung melakukan kegiatan secara terpisah dan mandiri. Dari 
kegiatan administrasi hingga pengawasan dilakukan tanpa koordinasi 
dengan instansi lain dan belum terintegrasi. Menurut salah seorang 
narasumber dari CTO (Central Transformation Office) yang penulis 
wawancarai, latar belakang diciptakannya program joint analysis ini 
adalah karena pengawasan wajib pajak oleh DJP maupun DJBC selama ini 
belum dilaksanakan secara komprehensif sehingga wajib pajak merasa 
bahwa pengawasan negara terhadapnya belum utuh. Hal ini berimbas 
kepada kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah dan berdampak kepada 
penerimaan negara yang juga rendah. Karena hal inilah joint analysis 
dipandang sebagai salah satu program sinergi dan dilaksanakan sebagai 
bentuk dan perwujudan solusi dalam mengatasi masalah tersebut. 
Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan diperkuat pada 
tahun 2019 dengan melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). 


Kegiatan joint analysis dilaksanakan di bawah koordinasi Wakil Menteri 
Keuangan, selaku Ketua Tim Sinergi Reformasi Perpajakan, dan 
pelaksananya melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan 
hasil analisis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kegiatan joint 
analysis mengacu pada tema dan objek kegiatan di bidang pajak dan/atau 
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kepabeanan dan cukai berupa ekspor, impor, cukai, dan penerima fasilitas 
pajak, kepabeanan dan cukai. Kegiatan ini meliputi bentuk kegiatan 
seperti pertukaran data, telaah atau pembahasan bersama, dan 
pemutakhiran profil. 


Pertukaran data antarinstansi yang terlibat dalam joint program ini di 
antaranya pertukaran data Core Tax DJP, Centralized Integrated Inter- 
Connected Automated (CEISA) DJBC, dan Sistem Informasi PNBP Online 
(Simponi) DJA. Joint Analysis dilaksanakan dengan membangun kegiatan 
ini sebagai alat analisis sehingga memberikan alert system yang akurat 
dan efektif dalam deteksi indikasi pelanggaran pelaksanaan joint audit 
sebagai langkah selanjutnya dari joint analysis tersebut. 


Bentuk pertukaran data berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 194/KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data yang dilakukan 
antarinstansi DJP dapat berupa NPWP, elemen SPT Masa PPN, Data 
Restitusi, Data Pengurus, PPh 22, PPh 23, PPh 26, Profil Wajib Pajak, Data 
Penagihan, dan SKB PPN maupun PPh 22 Impor. Data tersebut akan 
dibandingkan dengan data dari DJBC berupa Data PEB dan PIB, SP3DRI 
dan STCK-3, NIK, NPPBKC, NPPPJK, NPWP Penerima Fasilitas Pabean, 
elemen tertentu pada Outward dan Inward Manifest, Penetapan PDRI, dan 
sebagainya. Contoh pertukaran data antara DJP dan DJBC tampak pada 
Gambar 1. 


Pelaksanaan joint analysis terhadap Wajib Pajak oleh Direktorat 
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaksanakan sesuai 
dengan petunjuk pelaksanaan berupa KEP-195/PJ/2018. Keputusan ini 
menguraikan bentuk pelaksanaan Inisiatif Sinergi Joint Analysis yang 
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
481/KMK.01/2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.01/2019. 
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Gambar 1 Pertukaran Data DJP-DJBC 


PERTUKARAN DATA 


(data elektronik dan non elektronik) 


DJP DJBC 


data elektronik data beng Pa 


Sumber: Bahan Paparan Direktorat Perpajakan I, DJP, 2018, mengenai Kebijakan 
PPN untuk Kawasan Berikat 


C. Pembahasan 


Program sinergi merupakan usaha kolaborasi dari berbagai pihak yang 
memiliki latar belakang dan tujuan yang sama untuk menghasilkan 
pencapaian yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan pemahaman 
mengenai sinergi menurut Covey (2004), yakni hasil keseluruhan yang 
didapat akan lebih besar dari sekedar penjumlahan. Ia menggambarkan 
sinergi sebagai 141 bisa sama dengan 8, 16, atau bahkan 1.600. Pesan 
Covey, “ketika dipahami dengan benar, sinergi adalah aktivitas tertinggi 
dalam semua kehidupan”. 


Covey meyakini bahwa sinergi ada di mana-mana di alam ini. Jika Anda 
menanam dua tanaman berdekatan, akarnya akan membaur dan 
meningkatkan kualitas tanah sehingga kedua tanaman akan tumbuh lebih 
baik daripada jika mereka dipisahkan. Jika Anda menyatukan dua potong 
kayu, mereka akan mampu menahan lebih banyak lagi dari total berat 
yang dipanggul oleh masing-masing kayu secara terpisah. 


Berdasarkan KMK Nomor 481 /KMK 01 2018 tentang Program Sinergi 
reformasi DJP dan DJBC, tujuan dari program sinergi adalah sebagai 
berikut. 
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1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 


Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian tingkat nasional, 
dibutuhkan sebuah penegakan hukum untuk menciptakan keadilan 
(fairness). Hal ini bertujuan untuk mendukung inklusivitas ekonomi, 
mendorong peningkatan iklim investasi, dan kemudahan berusaha di 
Indonesia. 


2. Meningkatkan Daya Saing: 


Dengan memperbaiki Proses Bisnis dan Sistem Informasi yang 
terintegrasi, Kementerian Keuangan dapat menurunkan cost of 
compliance atau biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Hal ini juga akan berdampak kepada 
peningkatan pelayanan dan administrasi kepada Wajib Pajak sehingga 
daya saing instansi pun akan jauh meningkat dibandingkan organisasi 
pelayanan umum lainnya. 


3. Meningkatkan Kredibilitas dan Efektivitas APBN, 


Dengan adanya program ini maka penerimaan negara dapat 
dilaksanakan secara optimal dan APBN dapat digunakan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 


4. Meningkatkan Peringkat EoDB Indonesia, dan 


Program sinergi akan meningkatkan peringkat ease of doing business 
(EoDB) Indonesia di kalangan internasional karena berpengaruh 
positif terhadap dua indikator penilaian, yaitu “paying taxes” dan 
“trading across borders” dalam rangka mempermudah pengusaha 
memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan dan secara simultan 
mendorong serta mempermudah perdagangan lintas batas negara. 


5. Penggerak Efisiensi Layanan Publik. 


Dengan adanya program ini, maka penyelenggaraan dan pengelolaan 
sistem elektronik di bidang ekspor dan/atau impor dapat terintegrasi. 


Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan joint analysis adalah untuk 
menemukan permasalahan terkait proses bisnis yang beririsan antarunit 
eselon I Kementerian Keuangan, dalam hal ini antara DJP, DJBC, dan DJA. 
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Permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan dijadikan sebagai 
dasar perbaikan proses bisnis pengawasan wajib pajak. Implementasi 
program ini adalah dengan melakukan kegiatan analisis bersama-sama 
yang dilakukan oleh DJP, DJBC, dan DJA untuk menelaah tingkat 
kepatuhan wajib pajak di bidang pajak dan/atau kepabeanan dan cukai, 
serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 


Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu penerbitan daftar WP yang akan 
dilakukan pengawasan bersama yang disebut sebagai Daftar Sasaran 
Analisis Bersama (DSAB). Sebelum menetapkan DSAB, kantor pusat 
menguraikan sebuah tata cara penyusunan Daftar Sasaran Potensi 
Perpajakan (DSPP) dengan alur sebagaimana tampak pada Gambar 3. 


Gambar 2 Flowchart Tata Cara Penyusunan DSPP Kantor Pusat DJP 


Tata Cara Penyusunan Daftar Sasaran Potensi Perpajakan (DSPP) 
Kantor Pusat DJP 
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Joint analysis merupakan salah satu milestone Inisiatif Strategis B.6 Joint 
Program DJBC dan DJP yang terdapat pada Reformasi Birokrasi dan 
Transformasi Kelembagaan (RBTK). Inisiatif Strategis Joint Program DJBC 
dan DJP ini telah disusun oleh Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan 
Cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
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929/KMK.04/2016 tentang Pembentukan Tim Penguatan Reformasi 
Kepabeanan dan Cukai dan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 
974 Tahun 2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK 
Kementerian Keuangan. 


Dalam mendukung optimalisasi terhadap penerimaan negara, joint 
analysis dilakukan dengan cara menyusun dan mengedukasi Keputusan 
Bersama (SOP) sebagai landasan pelaksanaan joint analysis, serta 
pelaksanaan joint analysis pada unit vertikal dan pengimplementasian 
joint analysis tools. Joint analysis DJBC-DJP tahun 2018 dilakukan dalam 
rangka mengoptimalisasi penerimaan negara dan hasilnya disajikan 
dalam Laporan Pelaksanaan Joint Analysis. 


Capaian output dari pelaksanaan Joint Analysis tahun 2018 yaitu: 


1. Pemblokiran Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atas Wajib Pajak 
yang tidak patuh lapor SPT sesuai status Konfirmasi Status Wajib Pajak 
(KSWP). 


Pada tahun 2018 dilakukan pemblokiran atas 1.243 Wajib Pajak yang 
tidak patuh lapor SPT sesuai status KSWP. Per tanggal 12 Desember 
2018 dilakukan pembukaan blokir untuk sejumlah 440 Wajib Pajak 
dengan realisasi penerimaan negara senilai Rp69,35 Miliar atas 
pelaporan SPT pasca pembukaan blokir. 


2. Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) 2018 


Daftar Sasaran Analisis Bersama tahun 2018 yang diterbitkan 
sejumlah 1.419 Wajib Pajak telah didistribusikan kepada seluruh 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk ditindaklanjuti. 
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai telah mengirim Nota Dinas 
nomor ND-840/BC.09/2018 tanggal 21 November 2018 berkaitan 
dengan DSAB kepada Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan 
Utama BC serta telah menerima beberapa jawaban atas nota dinas 
tersebut. 
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Tabel 1 memberikan informasi mengenai data sebaran WP DSAB 
Carryover selama tahun 2018. 


Tabel 11 Data Sebaran DSAB Carryover 2018 


SEBARAN WP DSAB 2018 
KEKI 
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Sumber: Laporan dan Review Joint Analysis 2019 Sub Direktorat Perencanaan 
Audit 


Kegiatan Joint Analysis akan menjadi input bagi program sinergi lainnya 
sehingga kegiatan ini dikenal sebagai penghulu dari seluruh program 
sinergi DJP dan DJBC. Input tersebut akan ditindaklanjuti dengan program 
lain, seperti pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh Account 
Representative (AR) di DJP, audit penelitian ulang di DJBC, penindakan 
cukai, joint investigasi, secondment, dan lain sebagainya. 


Hasil pengawasan atas DSAB telah menghasilkan peningkatan 
penerimaan negara secara langsung berupa realisasi penerimaan atas 
hasil konfirmasi selisih data antara DJP, DJBC dan DJA. Sebagian atas DSAB 
ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan (audit) dan menghasilkan 
Surat Ketetapan Pajak. Selain itu, peningkatan penerimaan juga terjadi 
sebagai hasil dari perbaikan proses bisnis, antara lain: 


1. pengkreditan pajak masukan yang tidak seharusnya semakin 
berkurang sehingga restitusi menurun, 


2. validasi atas ekspor barang sehingga penjualan ekspor yang 
mendapatkan fasilitas tarif 0Y9 sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, 
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3. atas barang yang masuk ke kawasan bebas dibuatkan endorsement 
untuk mengurangi barang yang tidak seharusnya mendapatkan 
fasilitas sehingga penerimaan meningkat, dan 


4. pengawasan atas cukai pengeluaran cukai rokok semakin diperketat 
karena ada sinkronisasi penerbitan pita cukai dan kewajiban 
perpajakan WP yang bersangkutan. 


Pada tahun 2019, pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap 
kegiatan joint program mencakup joint analysis, joint audit, joint collection, 
joint investigation, dan joint proses bisnis dan IT. IKU ini merupakan IKU 
cascading dari Kemenkeu-Wide sehingga target tahun 2019 telah 
ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu sebagai 
Manajer Kinerja Organisasi Pusat. Realisasi IKU pada tahun ini sebesar 
84,10Y69 dari target sebesar 8099. Keberhasilan dalam mencapai IKU ini 
tidak lepas dari kerja sama dan sinergi yang kuat antara Direktorat 
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 


Tabel 2 Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program 
2019 


Sumber: Lakin DJBC 2019 


Pada tahap awal, Joint Analysis sebagai bagian dari Joint Program memiliki 
mekanisme sebagaimana tersaji pada Gambar 3 dengan penjelasan 
sebagai berikut. 


1. Pengumpulan data dari ketiga instansi DJP, DJBC, dan DJA. 
Konektivitas data diperlukan bersama-sama antara Joint Probis 
dengan Joint Endorsement (FTZ dan TPB), Single Submission (kegiatan 
export import), dan joint pemesanan pita cukai, 
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2. Dilakukan profiling WP melalui Joint Analysis dengan targeting system 
berupa AMT (Alert System) dan Inteligent Note, selanjutnya dilakukan 
rekomendasi terhadap WP yang akan dianalisis: dan 


3. Penanganan awal berupa blokir dari instansi DJBC dan imbauan dari 
DJP. Selanjutnya, ditentukan apakah WP perlu dilakukan fiscal 
recovery dan akan diurus bagian Joint Audit, ataukah menuju Joint 
Investigation apabila terindikasi kegiatan yang membutuhkan 
penegakan hukum. Apabila penetapan tagihan pajak wajib pajak sudah 
ditentukan, maka dilaksanakan program Joint Collection. Apabila WP 
terindikasi sulit diajak bekerja sama, maka langkah selanjutnya 
berupa penuntutan di pengadilan. 


Gambar 3 Mekanisme Joint Program 
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Sumber: dari hasil wawancara dengan narasumber 
Kegiatan Joint Analysis ini terbagi atas dua bagian, yaitu: 


1. Menguji Kepatuhan Pelaporan Perpajakan melalui Konfirmasi Status 
Wajib Pajak (KSWP). 
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a. 


Keterangan status valid dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak 
memenuhi ketentuan: 


1) nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem 
informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan 


2) telah menyampaikan SPT PPh selama 2 (tahun terakhir dan 
SPT Masa PPN selama 3 tiga masa pajak terakhir dalam hal 
Pengguna Jasa Kepabeanan mempunyai status sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 


per tanggal 01 November 2019 pemblokiran akses kepabeanan 
dilakukan secara otomatis dan disebut dengan Automatic Blocking 
Systems (ABS) 


ABS diimplementasikan terhadap importir dan eksportir melalui 
CEISA Impor, CEISA TPB, dan CEISA Ekspor berdasarkan informasi 
dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kepatuhan pelaporan 
perpajakan entitas yang bersangkutan, sehingga perusahaan yang 
tidak memenuhi ketentuan pelaporan perpajakan akan mendapat 
respon berupa reject PIB ketika mengajukan PIB dan diminta untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. 


2. Menetapkan Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) melalui 
mekanisme sebagai berikut. 


-5 


Usulan dari kantor pusat DJP dan DJBC dengan materi Impor, 
Ekspor, Indentor, Konsolidaror, dan Kawasan Berikat, 


Pengumpulan data, Identifikasi Risiko dan Kriteria, 


Filtering jenis Wajib Pajak dilanjutkan dengan analisis laporan 
keuangan WP serta analisis materi, 


Rapat antara DJP dan DJBC untuk membahas hasil analisis: dan 


Rapat penentuan DSAB, penyusunan DSAB, dan Penyusunan Berita 
Acara. 


Mekanisme penetapan DSAB tersaji pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Mekanisme Penetapan DSAB 
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Sumber: hasil dari wawancara dengan narasumber 


Pada umumnya tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan joint 
analysis antartahun. Khusus tahun 2019, pelaksanaan kegiatan joint 
analysis sudah dinilai baik sehingga kegiatan strategis DJBC dengan DJP 
dalam perumusan Kegiatan Strategis Tahun 2019 dalam Laporan Kinerja 
DJBC digolongkan dalam klasifikasi kegiatan yang mendukung Prioritas 
Kementerian Keuangan, yaitu: 


1. Joint Program antara DJBC dan DJP dengan pagu anggaran sebesar 
Rp392.178.000,00 yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu Pelaksanaan 
kegiatan joint analysis dan Pengembangan integrasi proses bisnis: 


2. Penguatan pengawasan laut melalui pengembangan Sumber Daya 
Manusia dengan pembentukan Marine Customs Training Centre 
dengan pagu anggaran sebesar Rp323.968.000,00: dan 


3. Sertifikasi AEO dan MITA Kepabeanan dan Cukai dengan pagu 
anggaran sebesar Rp872.121.000,00. 


Pelaksanaan program Joint Analysis memang sudah dilaksanakan dengan 
baik dan terus dilaksanakan perbaikan setiap tahunnya, tetapi tidak dapat 
dipungkiri bahwa akan selalu ada tantangan dan kendala dalam 
pencapaian tujuan program tersebut. Berikut ini adalah tantangan dan 
kendala menurut beberapa narasumber yang berhasil dimintai 
keterangannya. 
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1. Menurut Narasumber dari Direktorat Potensi Kepatuhan dan 
Penerimaan Direktorat Pajak. 


Kegiatan Joint Analysis sampai saat ini masih diampu secara ad hoc 
oleh Direktorat yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sehingga 
menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal. Para peserta dan 
analis juga memiliki tugas dan kewajiban utama sesuai dengan tugas 
dan fungsi direktorat sehingga pekerjaan ad hoc ini menjadi tantangan 
tersendiri terutama dalam manajemen waktu dan beban pekerjaan. 


2. Menurut Narasumber dari Central Tranformation Office (CTO) 
Kementerian Keuangan. Pertama, kendala selama pelaksanaan Joint 
Analysis adalah masalah koordinasi. Yang dimaksud dengan masalah 
koordinasi ialah dikarenakan program ini merupakan program sinergi 
dua instansi besar (DJP dan DJBC) dan selama ini keduanya terbiasa 
melakukan kegiatan secara mandiri. Oleh karena itu, 


3. menyatukan keduanya bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan 
transisi, sosialisasi, dan acceptance sebagai bentuk adaptasi. Kedua, 
kendala dalam hal pemahaman proses bisnis dan data. Data Direktorat 
Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai adalah data yang terpisah, 
sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus bisa mempelajari data dan 
proses bisnis yang dilakukan oleh pihak Direktorat Bea dan Cukai, 
begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam kegiatan melakukan Joint 
Analysis tidak terjadi mispersepsi dan misleading. Data merupakan 
bagian dari proses bisnis yang dihasilkan. Proses bisnis pelaporan oleh 
pihak Direktorat Jenderal Pajak menghasilkan output SPT, sedangkan 
Direktorat Bea dan Cukai harus bisa mempelajari bagaimana cara 
membaca SPT tersebut. 

4. Menurut Narasumber dari Direktorat Audit Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghadapi kendala 
sebagai berikut. 

a. Di DJBC, tidak seluruh data dapat diakses melalui situs 
analytics.customs.go.id. 
b. Ketersediaan data pada Saluran Layanan Data Kementerian 
(SLDK) belum optimal, antara lain: 
1) Data pajak belum update, 
2) Data DJA belum tersedia. 
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c. Belum terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi bersama antara 
DJA, DJP, dan DJBC ke unit vertikal secara langsung maupun 
virtual 
Terdapat wajib pajak yang tidak ditemukan. 

e. Terdapat wajib pajak yang pindah alamat atau KPP administrasi. 


5. Menurut Narasumber dari KPP Pratama Padang 2. 


Permasalahan utama dalam salah satu case yang ditangani adalah data 
analisis yang diturunkan tidak diketahui. Bahkan setelah 
mendiskusikannya dengan tim Joint Analysis tingkat Kantor Wilayah 
pun tidak menghasilkan solusi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh 
adanya pembaruan atau update dari program Psiap atau core tax. 


Selain itu, permasalahan nilai potensi. Nilai potensi case yang dihadapi 
memiliki potensi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan analisis 
mandiri Account Representative. Target dari program ini juga tidak 
merata ke semua Account Representative. 


6. Menurut Narasumber dari KPU BC Batam. 


DSAB dirumuskan oleh kantor pusat DJP dan DJBC, data diolah, dan 
kemudian didapatkan data WP yang perlu ditindaklanjuti. Wajib pajak 
yang ditelusuri ini selanjutnya ditetapkan oleh kantor penanggung 
jawab wajib pajak tersebut. Kantor tersebut akan mempelajari DSAB 
dan mencari pelanggaran maupun potensi perpajakan yang masih bisa 
digali. Kendalanya adalah sering kali data yang ada di kantor pusat DJP 
maupun kantor pusat DJBC berbeda dengan data yang ada di daerah. 
Misalnya, di DJBC yang merumuskan DSAB adalah Direktorat Audit 
yang mendapatkan data dari kantor pusat, terkadang data tersebut 
jika dibandingkan dengan data di KPP Batam (misalnya) berbeda. 


Kendala lainnya adalah data sering tidak akurat, terkadang wajib pajak 
sudah pindah domisili sehingga wajib pajak saat ditelusuri sudah tidak 
berada di bawah pengawasan KPP A, namun tugasnya masih 
dibebankan kepada KPP A tersebut. 
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D. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 
Kesimpulan 


Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) di 
Kementerian Keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan program 
Joint Analysis. Program Joint Analysis merupakan salah satu bagian 
integral dari keseluruhan proses dan perencanaan RBTK di Kementerian 
Keuangan. RBTK Kementerian Keuangan yang terbagi menjadi lima 
periode sudah dimulai sejak tahun 2002 dan berlanjut hingga sekarang 
dengan berbagai update yang membantu proses bisnis kegiatan ini. 


Seluruh Joint Program yang dilaksanakan adalah bentuk kerja sama 
seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan mulai dari DJP, DJBC, DJA, 
dan instansi lainnya. Oleh karena itu, kerja sama antarunit ini sangat 
berperan penting dalam kegiatan pengoptimalan penerimaan negara. 
Unit eselon I Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan DJBC, 
melaksanakan program sinergi yang diperkuat dengan adanya Inisiatif 
Strategis RBTK Tema Penerimaan, yakni joint program optimalisasi 
penerimaan. 


Joint program disusun sebagai salah satu Inisiatif Strategis (IS) tema 
penerimaan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara 
dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan/atau 
cukai. Program sinergi reformasi DJP-DJBC dilakukan dengan semangat 
Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai 
yang terdiri dari 8 Inisiatif Sinergi, yaitu joint analysis, joint audit, joint 
collection, jointinvestigation, joint proses bisnis, single profile, secondment, 
dan program sinergi lainnya. 


Joint Analysis merupakan kegiatan analisis yang dilakukan oleh DJP, DJA, 
dan DJBC secara bersama untuk menelaah tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dan Wajib Bayar di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, dan PNBP 
dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan 
penerimaan negara. 


Sejauh ini, pelaksanaan Joint Analysis sudah dilaksanakan dengan baik dan 
sesuai dengan prosedur, yaitu KEP-195/PJ/2018. Program ini juga 
dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan pengawasan menurut SE- 39 
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tahun 2017 yang diperbarui dengan SE-07 tahun 2019. Menurut surat 
edaran tersebut kegiatan joint analysis adalah dilakukan pengawasan SPT 
dan diuji apakah SPT sudah dilaporkan dengan benar. Beberapa tujuan 
seperti perbaikan Proses Bisnis dan Sistem Informasi yang terintegrasi 
untuk menurunkan cost of compliance dan meningkatkan pelayanan dan 
administrasi kepada wajib pajak. 


Sebagai hasil dari pelaksanaan joint analysis, saat ini terdapat beberapa 
perbaikan proses bisnis pengawasan wajib pajak yang telah 
diimplementasikan oleh Direktorat PKP, yaitu: 


a. implementasi pelayanan endorsement secara elektronik di Kawasan 
Bebas Batam, Bintan, dan Karimun: 


b. integrasi data faktur PPN dengan Pemberitahuan Impor Barang 
(PIB): 


C. penerbitan bukti realisasi ekspor (BRE): dan 


d. implementasi nasional integrasi dokumen Kawasan Berikat (BC 4.0 
dengan FP 07) integrasi identitas NPWP dengan NPPBKC. 


Sebagai evaluasi, hasil kegiatan Joint Analysis yang dilakukan antara DJP, 
DJBC, DJA pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi: 


a. Realisasi penerimaan, 

b. Bahan pembahasan dalam kegiatan secondment: 
c.  Feeding untuk pelaksanaan joint audit: 

d.  Feeding untuk perbaikan proses bisnis, dan 

e. Upaya peningkatan kualitas data. 


Namun demikian, meskipun telah dilaksanakan dengan baik, program ini 
tentu memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya 
adalah: 


1. Potensi penerimaan dinilai kecil di beberapa KPP tertentu, 
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2. Data yang diperoleh dari pusat tidak akurat, terkadang beberapa WP 
yang menjadi DSAB telah pindah atau bahkan sudah tidak beroperasi 
lagi, 


3. Kesulitan dalam memperoleh data oleh pelaksana kegiatan, 


4. Tim Joint Analysis masih bersifat ad hoc sehingga dengan beberapa 
kantor yang potensi pajaknya kecil dari kegiatan ini membuat 
Account Representative lebih mengutamakan pekerjaan utamanya, 
dan 


5. Belum maksimalnya program yang mendukung kegiatan. 
Saran 


Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai 
berikut. 


1. Solusi atas kegiatan yang potensi pajaknya yang dinilai “kecil' oleh AR. 


IKU Joint Analysis ini sesungguhnya adalah support IKU realisasi LHP2DK. 
Namun, karena berdasarkan pengalaman tahun lalu potensi penerimaan 
negara melalui kegiatan ini relatif kecil, sehingga tidak terlalu menjadi 
prioritas untuk dilaksanakan mengingat target extra effort yang demikian 
besarnya. Jadi, Account Representative akan lebih memprioritaskan untuk 
mengejar pencapaian IKU effort dengan mengerjakan case yang 
potensinya lebih besar terlebih dahulu. Ada baiknya pengawasan Account 
Representative tidak per jenis data yang diturunkan, tetapi secara 
komprehensif sebagaimana konsep di Account Representative strategis. 
Dengan demikian, kedudukan Joint Analysis ini setara dengan data pemicu 
dan data penguji. Menurut penulis yang perlu diubah adalah proses 
pengerjaan di Account Representative. KPDJP sudah menurunkan banyak 
sekali data. Namun, cara menindaklanjutinya yang perlu sedikit diubah. 
Mungkin, kita bisa berkaca ke tata cara pada masa sebelum 2002. Dahulu 
ada KPP dan Karikpa (Kantor Pemeriksaan Pajak). Karena di KPP pada 
masa itu ada seksi teknis yang melakukan kegiatan verifikasi, maka 
kegiatan ini bisa disamakan dengan seksi Pengawasan (AR pengawas) 
saat ini. Hanya saja, proses bisnisnya sangat berbeda. Petugas verifikasi 
seksi teknis dahulu bisa memeriksa tanpa harus didahului dengan 
imbauan. Penulis berpendapat sebaiknya AR pengawasan saat ini juga 
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diarahkan menjadi petugas pemeriksa seperti dulu. 
2. Solusi atas Ketidakakuratan Data Analisis. 


Dikarenakan pada DJBC tidak seluruh data dapat diakses melalui situs 
analytics.customs.go.id, maka penulis menyarankan agar pelaksana 
kegiatan meminta data langsung ke DJP dan/atau secara manual akses 
data ke Direktorat IKC. Selain itu, dibutuhkan update data dan diusulkan 
untuk dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama antara DJA, 
DJP, dan DJBC ke unit vertikal baik secara langsung maupun virtual. 


3. Solusi atas Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan. 


Untuk wajib pajak yang tidak dapat ditemukan karena pindah 
administrasi, penulis menyarankan agar dapat dilakukan pemblokiran 
akses kepabeanan. Kanwil DJP, Kanwil DJBC, Kantor Pusat DJP maupun 
DJP pun harus melakukan pemantauan berkala secara terpusat dan 
terintegrasi. 


Selain itu, perlu diadakan sosialisasi dan konfirmasi dari pusat ke daerah, 
“Apakah benar ada potensi DSAB dengan target (misalnya) Rp1 miliar?” 
Jangan sampai data telah diturunkan sebagai DSAB tetapi wajib pajak 
yang ditargetkan sudah tidak potensial lagi, sehingga beban kerja tersebut 
akan terus ditagih dan diminta realisasinya ke kantor yang menjadi 
penanggungjawab kegiatan tersebut. 


Keterbatasan dalam Penulisan 


Dalam proses pengolahan data, penulis menghadapi kesulitan untuk 
mendapatkan data kuantitatif dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai 
penerimaan yang bersumber dari program joint analysis karena beberapa 
data bersifat rahasia sehingga penulis tidak dapat membandingkan kedua 
data tersebut (dari DJP dan DJBC). Selain itu, pengambilan kesimpulan 
didasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber terkait. 
Selayaknya, dibutuhkan banyak informasi dari berbagai narasumber 
terkait lainnya untuk dapat menarik kesimpulan yang lebih komprehensif 
dan mendekati kenyataan. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh penulis 
karena keterbasatan waktu, aksesibilitas, kondisi pandemi Covid-19, dan 
lain-lain. 
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Sumber Daya Alam, Apakah (Masih) 
Perlu di “Nilai”? 


Oleh Edy Riyanto 


Pengelolaan Sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan bagaikan dua 
sisi mata uang, pada satu sisi memberikan manfaat bagi kehidupan 
namun di sisi yang lain terkadang menjadi bencana bagi kehidupan. 
Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) menyebutkan bahwa salah 
satu akar permasalah terkait isu korupsi dalam pengelolaan sumber 
daya alam adalah karena aset sumber daya alam tidak pernah 
dianggap sebagai kekayaan negara, nilainya dengan sengaja 
dimanipulasi, dikaburkan atau tidak di valuasi. Penilaain (valuasi) 
Sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia melibatkan berbagai 
kalangan dari instansi pemerintah, akademisi atau para pihak lainnya. 
Teknik dan pendekatan Penilaian yang muncul seringkali tidak 
harmonis dan berbeda satu dengan yang lainnya, dengan demikian, 
ada kebutuhan untuk menyamakan persepsi dalam menentukan tujuan 
Penilaian SDA, mempertimbangkan batasan-batasannya, dan 
mendefinisikan strategi yang paling tepat untuk menghasilkan nilai 
yang pada akhirnya dapat di akui bersama. 


Pendahuluan 


Indonesia memiliki luas wilayah dengan total luas mencapai 5.193.250 
km? mencakup daratan dan lautan. Luas daratan mencapai mencapai 
1.919.440 km? dan terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbentang 
sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km”. Lautan 
Indonesia memiliki batas 12 mil laut dengan zona ekonomi eksklusif 
hingga 200 mil!. Dengan kondisi geografis yang demikian sempurna, 
tentunya tidak berlebihan jika ada “klaim” bahwa Indonesia adalah 
negara yang kaya raya, kaya akan sumber daya alam atau sering disebut 
sebagai resources rich country?, di dalam wilayahnya terkandung berbagai 


! Pustekkom Kemdikbud 2017 
2 Resources Rich Country adalah 
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jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) jenis: (a) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (b) Sumber 
daya alam yang dapat diperbarui (Mburu, 2007). Sumber daya alam yang 
tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang persediaannya tetap 
seperti minyak, batu bara, emas atau besi dan bahan mineral lainnya, jika 
penggunaan atau ekploitasi nya dilakukan terus menerus akan 
mengakibatkan kelangkaan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui 
adalah sumber daya yang memiliki kapasitas untuk meregenerasi sendiri, 
dan oleh karena itu berpotensi tidak habis-habisnya bila digunakan 
dengan tepat, misalnya ikan, hutan, energi matahari, air, dan 
keanekaragaman hayati (biodiversity). 


Indonesia memiliki cadangan minyak bumi nasional sebesar 4,17 miliar 
barel dengan cadangan terbukti (proven) sebanyak 2,44 miliar barel. 
Sementara data cadangan yang belum terbukti sebesar 2,44 miliar barel. 
Sedangkan untuk cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki 
kubik (cubic feet) dengan cadangan terbukti 43,6 triliun kaki kubik (cubic 
feet). Dari sisi potensi energi alternatif, Indonesia juga menjadi jawara 
dengan cadangan panas bumi (geothermal) terbesar di dunia, 
proporsinya mencapai 40” cadangan panas bumi dunia. Di sektor 
mineral Indonesia merupakan salah satu negara produsen nikel terbesar 
di dunia, cadangan nikel nya mencapai 21 juta ton senyawa metal di 
2019. Disamping itu Indonesia juga memiliki cadangan emas 
terbesar nomor 8 dunia, dengan rata-rata produksi mencapai 100 
ton/tahun (U.S Geological Survey 2013) dan lain-lain mineral yang 
terkandung di bumi Indonesia. 


Estimasi nilai ekonomi kekayaan Indonesia dari sektor pertambangan, 
energi, kehutanan, kelautan, perikanan, perkebunan dan lainnya sangat 
besar. Selain itu, terdapat potensi ekonomi terbarukan dari panas bumi, 
biofuel dan juga berlimpahnya keanekaragaman hayati (biodiversity). 
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai berapa sebenarnya 
nilai sumber daya alam Indonesia dan sejauh mana kontribusi suber daya 
alam bagi penerimaan negara?. 


2 Siaran Pers Menteri ESDM, 19 Januari 2021 
3 Siaran Pers Menteri ESDM, 19 Januari 2021 
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Jika kita tergelitik untuk mengetahui berapa sejatinya nilai kekayaan 
negara kita, maka yang pertama muncul dalam benak kita adalah apa yang 
dimaksud dengan kekayaan negara?. Kekayaan negara adalah semua 
kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak 
berwujud bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau 
dimiliki oleh negara, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa 
kekayaan negara dapat di bedakan menjadi kekayaan negara yang dimiliki 
dan kekayaan yang dikuasai. Kekayaan negara yang dimiliki dapat di 
bedakan menjadi kekayaan berupa Barang Milik Negara (BMN) dan 
Kekayaan Negara yang dipisahkan yang merupakan bagian dari investasi 
pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 


Gambar 1. Kekayaan Negara 


6.587 triliun ruptah) 2.403 triliun rupiah 


BARANG KEKAYAAN NEGARA 
MILIK 
NE 


KEKAMAN NEGARA 
DIKUASAI 


Sumber: LKPP dan LBMN 2020 (diolah) 


Dari gambar 1 di atas, terlihat bahwa kekayaan dikuasai negara sebagai 
perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai 
dengan saat ini belum dapat di ungkapkan dengan pasti berapa nilai-nya? 


Pentingnya Penilaian Sumber Daya Alam 


Salah satu aspek penting dalam penyajian informasi sumber daya alam 
adalah perwujudan perencanaan optimalisasi penerimaan negara serta 
aspek fiskal lainnya dengan baik. Perencanaan penerimaan negara yang 
optimal dan aspek fiskal lainnya akan 


4 Media DJKN 2014 
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dapat dilakukan, apabila pengakuntansian aset yang dikuasai negara 
khususnya sumber daya alam dapat dilakukan dengan baik (Sujanto, 
2016). Informasi sumber daya alam yang disajikan secara memadai dan 
mengacu kepada sistem akuntansi yang berlaku akan bermanfaat tidak 
hanya bagi pengambilan kebijakan ekonomi, tetapi juga kebijakan di 
bidang konservasi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. 
Aspek kemanfaatan bagi negara tersebut sejalan dengan hasil kajian 
International Crisis Group (2001), bahwa 


“the exploitation of Indonesia's natural resources since the 1960s has 
brought economic benefits to the country, but it has often damaged the 
natural environment and society in resource-rich areas in a way that 
fosters social tensions and has led to violent conflict. Indonesia needs to 
manage its natural resources in a way that is fairer and more 
sustainable than in the past”. 


Melalui analisis atas informasi sumber daya alam yang memadai, dapat 
diperhitungkan tentang laju ekstraksi, sisa cadangan, laju degradasi 
ekologis, dan besaran ekstraksi yang rasional5. Ketiadaan informasi yang 
akurat tentang hal tersebut tentunya dapat mengarah pada ketidak 
akuratan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan perencanaan fiskal. 
Selain itu, belum adanya basis data yang menyajikan nilai kekayaan 
negara dikuasai secara terkonsolidasi, menyebabkan belum adanya acuan 
yang jelas dan pasti bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan fiskal. 
Akibatnya, ada kemungkinan penerimaan negara dari sektor sumber daya 
alam belum dikelola secara optimal. 


Menurut Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) dalam Nota Sintesis 
Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber daya alam tahun 2019, 
salah satu akar permasalah terkait isu korupsi dalam pengelolaan Sumber 
daya alam dikarenakan aset sumber daya alam tidak pernah dianggap 
sebagai kekayaan negara, nilainya dengan sengaja dimanipulasi, 
dikaburkan atau tidak di valuasi. 


3 Sisnerling 2014-2018 
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Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) dalam laporan reviu pelaksanaan 
transparansi fiskal Pemerintah Pusat tahun 2012 dan 2013 
merekomendasikan agar pemerintah menyajikan jumlah dan kondisi 
sumber daya alam di Indonesia, penguasaannya secara hukum, termasuk 
nilai ekonomisnya dalam satu laporan yang komprehensif. Berdasarkan 
hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2020, disebutkan bahwa 
sampai dengan saat ini Pemerintah belum melakukan Penilaian potensi 
sumber daya alam selain minyak dan gas bumi. Kriteria sumber daya alam 
masuk dalam salah satu aspek karena reviu yang dilakukan didesain untuk 
meyakini bahwa kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam 
tak terbaharui dan ekploitasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola 
sehingga dapat menunjang kemandirian fiskal-nya. Level transparansi 
fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan resiko fiskal 
berupa perkiraan dan nilai dari sumber daya alam yang utama. Level 
tranparansi fiskal berdasarkan hasil reviu BPK berada pada level basic dari 
empat level yang ada yakni not meet, basic, good dan advanced.$ 


Hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada 
rapat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014 
disebutkan bahwa “dalam rangka perbaikan intern pengelolaan 
keuangan negara, Pemerintah akan melakukan beberapa hal, 
diantaranya: mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam rangka 
penyajian informasi sumber daya alam”. Pada tahun 2013, McKinsey 
dalam laporan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan, 
salah satunya merekomendasikan untuk menyusun Neraca Sumber 
Daya Alam Konsolidasian, dengan tujuan memperbaiki kebijakan 
inventarisasi dan penilaian untuk meningkatkan akurasi pencatatan aset 
sumber daya alam. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Bidang Inisiatif 
Asset Management 1 Inventarisasi dan Penilaian sumber daya alam, 
dengan target akhir “Disusunnya Neraca sumber daya alam Indonesia” 
pada tahun 2023. 


6 Laporan hasil reviu oleh BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2020 
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Sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidup, 
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 46 Tahun 2017 
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, sebagai turunan dari 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan jelas di sebutkan bahwa 
instansi yang berwenang dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa tahun 
sebelum adanya peraturan tersebut, BPS sejatinya telah mulai 
menginisiasi penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
dalam bentuk Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan 
(Sisnerling) Ekonomi Indonesia hingga saat ini Sisnerling masih 
dilanjutkan dan senantiasa dilakukan perbaikan demi kesempurnaan atas 
informasi yang dikandungnya. Format penyusunan Sisnerling mengacu 
pada System of Environmental Economic Accounting (SEEA) yang telah 
diadopsi oleh Komisi Statistik PBB sebagai pedoman statistik 
internasional. Saat ini kedudukan SEEA setara dengan System of National 
Account (SNA), di mana beberapa indikator ekonomi penting seperti 
Produk Domestik Bruto dihasilkan dari SNA. Adopsi SEEA oleh lembaga 
statistik tertinggi di PBB merupakan suatu milestone dalam rangka 
pembangunan informasi lingkungan untuk menunjang kebutuhan 
pemerintah, industri, dan masyarakat. 


Dalam Sisnerling, nilai sumber daya alam utama dalam satuan fisik dan 
moneter dari kandungan sumber daya alam di Indonesia dapat kita 
ketahui. Namun demikian tujuan utama penyusunan neraca sumber daya 
alam dalam Sisnerling bukan semata hanya untuk mengetahui berapa nilai 
kekayaan alam kita, atau berapa nilai sumber daya alam kita, sifat 
framework SEEA (sebagai acuan Sisnerling) yang luas dan terintegrasi 
menjadikannya sebagai alat analisis yang relevan terhadap berbagai isu- 
isu kebijakan lingkungan terkini mulai dari pengelolaan sumber daya 
alam, sampai dengan pertimbangan prospek decoupling pertumbuhan 
ekonomi sebagai dampak kerusakan lingkungan. 
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Gambar 2. Neraca SDA 
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Sumber: Sisnerling 2014-2018 BPS (diolah) 


Sampai dengan saat ini neraca sumber daya alam yang merupakan bagian 
dari Sinerling masih belum dapat dipastikan tingkat keakuratannya, 
dibutuhkan sinergi dari berbagai sektor untuk mewujudkan neraca 
sumber daya alam yang lebih akuntabel. Perlu adanya aliran informasi 
yang baik dan lancar dari berbagai Instansi yang memiliki tugas sebagai 
pengelola sumber daya alam di Indonesia dalam mewujudkan neraca 
dalam satuan fisik dan juga inergi dengan Instansi yang memiliki tugas 
pemerintahan di bidang Keuangan dalam penyusunan neraca satuan 
moneternya?. 


Dengan telah dapat diketahuinya nilai sumber daya alam kita dalam neraca 
tersebut, apakah kemudian dapat disimpulkan bahwa peranan penilaian 


7 PP no. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 
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sumber daya alam dan Lingkungan (SDAL) hanya sebagi “jembatan” untuk 
mengetahui besaran nilai moneternya, seberapa kaya negara kita saat ini 
dan masa mendatang?. 


Nilai Sumber Daya Alam dan Lingkungan 


Sebelum kita mengidentifikasi berbagai fungsi dan peran dari kegiatan 
“Penilaian” SDAL selain untuk mengetahui nilai kekayaan negara kita, 
marilah kita coba memahami terlebih dahulu tentang konsep nilai SDAL. 
Ekonomi sumber daya alam merupakan aplikasi ilmu ekonomi terhadap 
sumber daya alam yaitu semua benda hidup atau mati yang ada secara 
alami yang secara tradisional dikaitkan kegunaanya bagi manusia yang 
dilandasi oleh tingkat teknologi yang dikuasai oleh manusia maupun 
keadaan sosial ekonomi yang berlaku. Pada saat ini pengertiannya yang 
lebih luas lagi mencakup pula sistem lingkungan dan ekonomi. Ekonomi 
lingkungan dapat didefinisikan sebagai studi tentang dampakyangtidak 
diinginkan atau tidak diketahui dari adanya suatu pilihan tentang 
penggunaan sumber daya alam. Pilihan untuk pengambil keputusan 
tersebut misalnya antara keperluan yang tidak ada habisnya untuk 
menyediakan kebutuhan pangan dan keperluan untuk memelihara, 
melestarikan dan menciptakan suatu kualitas kehidupan tertentu atau 
dengan kata lain selalu ada trade off dalam pengelolaan sumbr daya alam 
dan lingkungan. 


Penilaian (lebih popular digunakan dengan istilah Valuasi) dapat diartikan 
sebagai usaha untuk mengukur nilai moneter dalam perangkat dan 
pelayanan lingkungan tentang sumber daya alam (Mburu, 2007). Valuasi 
ekonomi bertujuan untuk mengukur pertimbangan manusia dalam 
menentukan kesediaan untuk membayar (Willingness to pay), valuasi 
ekonomi SDAL adalah pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau 
seluruh potensi sumberdaya alam sesuai dengan tujuan pemanfaatannya 
(Soemarno, 2010). Nilai ekonomi yang dimaksud adalah nilai ekonomi 
total (total economic value), termasuk nilai perbaikan atas pencemaran 
atau kerusakan serta pencegahan atas pencemaran atau kerusakan. 
Lingkungan sebagai barang publik diartikan sebagai barang yang tidak 
dapat diukur secara fisik-kuantitatif sehingga sulit untuk menilainya 
dalam bentuk moneter atau uang, tetapi lingkungan merupakan 
“komoditas” yang banyak dibutuhkan dan mempengaruhi upaya 
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pencapaian kesejahteraan masyarakat. 


Valuasi lingkungan di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa instansi 
pemerintah, teknik dan pendekatan yang muncul seringkali tidak harmonis 
dan berbeda dari beberapa panduan internasional serta dari pendekatan 
yang lazim dipergunakan oleh kalangan akademis. Terdapat juga 
beberapa perbedaan tentang kuantifikasi dan valuasi serta konsekuensi 
yang mungkin terjadi. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk 
menyamakan persepsi dalam menentukan tujuan valuasi, mempertimbangkan 
batasan- batasannya, dan mendefinisikan strategi yang paling tepat untuk 
menghasilkan nilai yang dapat di akui bersama. Ada berbagai metode yang 
dapat digunakan untuk valuasi lingkungan, dan metode-metode ini telah 
menjadi fokus dalam perdebatan akademik (lihat Jones 1997, Carson 
1998). Meskipun demikian, kurangnya kesamaan dalam konteks dan 
kelembagaan di Indonesia menimbulkan beberapa ketidakpastian dan 
mengakibatkan keengganan untuk menggunakan valuasi lingkungan 
dalam pengambilan suatu kebijakan baik itu di pemerintahan maupun di 
bidang penegakan hukum terkait pengelolaan SDAL. 


Berdasarkan Willis and Garrod (1996), hasil valuasi Ekonomi SDAL 
teridentifikasi dari beberapa nilai yang beragam dan kompleks yang bisa 
dikonseptualisasikan dengan berbagai cara, antara lain: 


e Nilai guna langsung (direct use value), yaitu sumber daya untuk 
ekstraksi misalnya ekstraksi mineral, minyak dan gas bumi, ekstraksi 
alam seperti kayu, madu dan lainnya, serta jasa lingkungan seperti jasa 
air, rekreasi dan pariwisata. 


e Nilai guna tak langsung (indirect use value), yaitu pengaturan iklim, 
perlindungan lingkungan dan lainnya. 


e Nilai non guna (nonuse value), yaitu nilai opsi (misal kesediaan untuk 
memilih pemanfatanya di masa datang), nilai keberadaan (misal nilai 
mengetahui keberadaan sumber daya bagi masyarakat). 


e Nilai intrinsik (intrinsic value), yaitu nilai-nilai tidak terkait dengan 
penggunaan oleh manusia, seringkali merupakan nilai non guna. 


Seringkali kita melihat Nilai SDAL hanya sebatas pada nilai guna langsung 
ekstraktifnya saja, misalnya nilai suatu kawasan hutan lindung di 
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Kalimantan dilihat hanya dari nilai manfaat ekonomi kayu, rotan dan 
barang ekonomi lain yang ada didalamnya, tanpa memikirkan nilai jasa 
ekositem hutan sebagai pengendali iklim, pencegah banjir dan kekeringan 
dan jasa-jasa ekositem lainnya. Kondisi seperti ini mengakibatkan keadaan 
Under Value atas nilai (jasa) yang dihasilkan oleh kawasan hutan tersebut. 
Kita lebih memilih untuk melakukan alih fungsi hutan menjadi perkebunan 
kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi daripada tetap 
mempertahankan hutan sebagai suatu kawasan konservasi perlindungan 


alam dalam suatu ekositem yang utuh dan lestari. 


Valuasi ekonomi atas pemakaian SDAL berupaya untuk memberikan 
keseluruhan nilai ekonomi yang melekat pada SDAL tersebut (total 
economic value). Keseluruhan nilai ini tidak hanya terbatas pada nilai 
guna langsung (direct use) yang selama ini dipergunakan dan lebih mudah 
diidentifikasi, namun juga meliputi nilai guna tidak langsung (indirect use 


value), nilai pilihan (option value) dan nilai non guna (nonuse value). 
Gambar 3. Total Economic Value 


Total Economic Value 
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Sumber: diolah dari berbagai sumber 


Nilai dapat pula diartikan sebagai kumpulan manfaat yang diterima oleh 
manusia atau sering kali disebut jasa ekosistem. Jasa ekosistem diberikan 
dalam berbagai bentuk dan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori: a) 
Jasa provisioning: Manfaat yang diterima dari input alam yang berasal 


dari lingkungan seperti air, kayu, ikan, dan sumber 


daya energi dan mineral. b) Jasa regulatori: Manfaat yang diberikan ketika 
ekosistem berfungsi sebagai tempat buangan emisi dan limbah lainnya, 
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ketika ekosistem berfungsi sebagai pencegah (mitigasi) banjir atau ketika 
ekosistem menyediakan jasa polinasi untuk kegiatan pertanian. c) Jasa 
kultural: Manfaat yang diberikan ketika ekosistem, seperti hutan, 
menyediakan manfaat rekreasi, spiritual, dan manfaat lainnya kepada 
manusia. 


Untuk mengetahui Nilai Ekonomi Total dari suatu sumber daya alam, 
dapat menggunakan persamaan matematis seperti pada gambar di bawah 
ini: 


Gambar 4. Nilai Ekonomi Total 


Total Economic Value (TEV) dapat ditulis dengan persamaan matematis sebagai 
berikut: 
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NUV — Non Use Value (Nilai Intrinsik) 

DUV — Direct Use Value (Nilai Penggunaan Langsung) 

lUVv — Indirect Use Value (Nilai Penggunaan Tidak Langsung) 

Ov - Option Value (Nilai Pilihan) 

Ev — Existence Value (Nilai Keberadaan) 

Bv - Beguest Value (Nilai Warisan/Kebanggaan) 
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Sumber: Hasibuan, B. (2014) 


Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan lebih merupakan 
pengembangan dari ilmu ekonomi pada umumnya, Penilaian sumber daya 
alam tidak berbeda dengan kegiatan “Penelitian” di berbagai bidang 
lainnya, berbagai pendekatan dan metode atau teknik penilaian dapat 
diterapkan untuk mengetahui nilai suatu sumber daya alam dan 
lingkungannya. 


e Metode Penilaian pada beberapa instansi Pemerintah seperti: BPS, 
berpedoman pada standar Penilaian dalam SEEA yang berlaku secara 
internasional mencakup nilai aset lingkungan yang memiliki nilai 
ekonomi langsung. Penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan 
didasarkan atas transaksi pasar atau, jika tidak tersedia, 
direkomendasikan metode nilai neto saat ini (net present value) dari 
ekspektasi pendapatan masa depan dari penggunaan aset lingkungan. 
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DJKN8, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 
66/PMK.06/2006 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara 
berupa Sumber daya alam dengan berbagai aturan turunanya dan saat ini 
telah di perbarui dengan PMK nomor 173/PMK.06/2020 dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berpedoman pada peraturan internal 
nya yang satu dengan lainnya seringkali berbeda metode dan teknik 
penilaiannya. 


e Metode Penilaian yang dipergunakan oleh akademisi atau peneliti SDAL, 
atau lebih dikenal dengan valuasi lingkungan, teknik Penilaian SDAL dapat 
di bagi menjadi dua kelompok besar yakni Penilaian berbasis informasi 
pasar dan Penilaian berbasis informasi non pasar atau berdasarkan dari 
preferensi individu, pendekatan berbasis pasar antara lain dengan metode 
real market price, productivity function dan pedekatan berbasis biaya 
seperti preventive expenditure, damage cost avoided dan lainnya serta 
pendekatan berbasis human capial approach. Untuk Penilaian berbasis 
nonpasar seperti dengan metode state preverence dan reveal preverence 
dan juga dengan metode benefit transfer dengan mengambil “Nilai” dari 
hasil penelitian di daerah lain. 


Sumber daya alam dan lingkungan memberikan manfaat dengan berbagai 
macam nilai. Meskipun demikian, bahkan dalam konteks pendekatan 
penilaian secara luas, ada dimensi praktis dan normatif untuk menyeleksi 
jasa- jasa ekosistem yang dapat dinilai. Misalnya, ada kritikan terkait 
ketidakmampuan valuasi memperhitungkan berbagai nilai non-material 
dan non-moneter (yaitu agama, relasional, budaya, ekologi, lihat G6dmez- 
Baggethun dan Ruiz-Perez 2011 dan Chanet al 2012). Dalam kasus hukum 
terkait penentuan nilai kerugian akibat perusakan SDAL, ada perbedaan 
pendapat yang masih berlangsung hingga saat ini tentang apakah nilai- 
nilai non-guna harus lebih diprioritaskan dalam perhitungan valuasi yang 
ditujukan untuk penggunaan di persidangan (Kontoleon et al. 2002). Ada 
juga saran bahwa Penilaain dapat difokuskan pada jasa lingkungan dengan 
potensi pasar terbesar, seperti air, ekowisata dan cadangan karbon (van 
Beukering et al. 2009). Juga ada pertimbangan praktis, dimana tidak semua 
jasa ekosistem dapat diukur. Keanekaragaman hayati, misalnya, merupakan 


8 DJKN adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI 
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salah satu prioritas kebijakan, tetapi sangat sulit diukur dan dinilai 
(Nijkampetal. 2008). 


Suatu “Nilai” atas sumber daya alam dan lingkungan sangat mungkin 
berbeda, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk 
karena adanya pengetahuan, pemahaman, dan norma yang dianut oleh 
Penilainya. Kemampuan Penilai dalam mendefinisikan jasa lingkungan 
yang dinilai akan berpengaruh terhadap penentuan metode, tuntutan, 
upaya dan biaya yang diperlukan. Terlebih lagi dalam mendefinisikan jasa 
ekosistem yang dinilai juga bergantung pada prioritas dan tujuan yang 
ingin dicapai oleh pemangku kepentingan. 


Sumber Daya Alam Sebagai Dua Sisi Mata Uang 


Apa kontribusi sumber daya alam bagi kehidupan kita? Jika dilihat dari sisi 
penerimaan negara yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP), terlihat nilainya yang cukup besar. Nilai yang tercatat 
tersebut belum memperhitungkan efek turunan (multiplier effect) dari 
pengelolaan SDA yang berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi 
masyarakat. Jika hal ini di perhitungkan tentu kita sepakat kontribusi SDA 
bagi ekonomi akan lebih besar lagi, Indonesia termasuk salah satu negara 
yang mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya alam dalam 
perekonomiannya. 


Pendapatan Sumber daya alam TA 2020 dan TA 2019 dalam LKPP adalah 
sebesar Rp97.225.067.272.619 dan Rp154.895.286.766.287, dengan 
rincian sebagai berikut. 


Gambar 5. Pendapatan Sumber daya alam 


Pendapatan Minyak Bumi 44.868.847.085.493 83.622.340.876.020 | 
Pendapatan Gas Bumi 24.211.325.322.339 37.467.520.404.392 
Pendapatan Pertambangan Umum 21.178.987.879.156 26.343.691.801.600 
Pendapatan Kehutanan 4.403.263.272.502 5.007.257.006.149 

600.662.766.688 521.936.215.435 | 
1.961.980.946.441 1.932.540.462.691 
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam 154.895.286.766.287 


Sumber: LKPP 2020 (Audited) 
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Namun demikian, jangan sampai kita terlena hanya karena kontribusi SDA 
bagi penerimaan negara yang sangat besar, terutama penerimaan dari 
hasil ekstraksinya. Perlu kita juta melihat dampak dari ektraksi SDA bagi 
lingkungan dan bagi kehidupan masyarakat. Ekstraksi SDA yang 
berlebihan dan melampaui daya dukungnya juga berdampak negatif 
dengan munculnya berbagai bencana akibat adanya ekternalitas negatif 
yang ditimbulkannya. Bencana alam, polusi lingkungan, penurunan 
kesehatan masyarakat, kesemuanya ini tentu juga membutuhkan biaya 
untuk pemulihannya, biaya untuk mengilahkan kerugiannya. Dengan 
demikian sejatinya selain SDA juga ada pengeluaran dari SDA yang 
berlebihan tersebut. Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 
Bencana tahun 2020 Rp.18.422.277.811.157 dan Rp.7.632.657.463.206 
untuk tahun 2019, belum lagi pengeluaran yang di lakukan secara mandiri 
oleh masyarakat untuk penanggulangan bencana yang jumlahnya juga 
tidak kalah besar namun tidak tercatat dalam berbagai laporan di 
pemerintah. Meskipun bencana alam tidak semuanya disebabkan oleh 
adanya perusakan atas SDA namun tidak bisa disangkal pula bahwa 
bencana alam yang terjadi di negara kita merupakan andil dari adanya 
lingkungan yang telah rusak akibat ekstraksi sumber daya alam yang 
berlebihan. 


Sumber daya alam yang dikelola begitu masif, sistematis, dan terus- 
menerus tidak berbanding lurus dengan nilai keuntungan yang didapat 
atas penerimaan pendapatan negara maupun daerah. Pengelolaan 
sumber daya alam, memberi dampak positif dan negatif seperti sisi mata 
uang. Dampak positif berupa: peningkatan pertumbuhan ekonomi, tenaga 
kerja, alih teknologi, pendapatan daerah, dan sebagainya. Dampak 
negatifnya berupa pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, konflik 
sosial di masyarakat, masalah pertanahan, dan problematika sosial 
lainnya. 


Sumber daya alam dan Lingkungan dapat dipandang sebagai faktor 
produksi, sehingga peranannya dalam pembangunan tidak bisa diabaikan. 
Permasalahannya adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat 
dengan rusaknya lingkungan seolah-olah terjadi trade off sehingga tingkat 
pertumbuhan yang dicapai sebenarnya adalah bias. Konsep PDB/PDRB 
tradisional dapat digantikan dengan 
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konsep baru yang memasukkan perhitungan nilai deplesi dan degradasi 
sebagai nilai penyusutan sumber daya alam dan lingkungan atau dikenal 
dengan perhitungan PDRB hijau. Perhitungan PDRB hijau dapat 
menggunakan informasi yang ada dalam neraca sumber daya alam dan 
lingkungan. 


Rente Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 


Konsep rente ekonomi memiliki sejarah panjang dalam teori ekonomi. 
Adam Smith menggunakannya dalam karyanya teori nilai sebagai salah 
satu komponen keuntungan (lihat Smith 1776). Oleh D. Ricardo (1817) 
dikembangkan lebih lanjut dan menerapkannya dalam teorinya tentang 
hasil yang semakin berkurang untuk pertanian. 


Sumber daya alam biasanya dinilai dengan mengacu pada rente 
ekonominya, yang disebut sebagai “resource rent”. Rente (ekonomi) 
sumber daya dari suatu sumber daya alam adalah total pendapatan yang 
dapat dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam, dikurangi dengan biaya 
ekstraksinya termasuk pengembalian investasi normal ke perusahaan 
ekstraktif (Jefferis, 2018). Rente sumber daya alam merupakan hak 
pemilik sumber daya alam dalam hal ini adalah Negara, konsep rente 
ekonomi seringkali dipergunakan sebagai salah satu alat ukur untuk 
menilai apakah penerimaan (hak) pemilik sumber daya telah layak atau 
jangan jangan profit dari perusahaan (swasta) sebagai operator ekonomi 
sumber daya alam terlalu besar. 


Nilai SDAL tidak berbeda dengan nilai rente ekonomi, sehingga jika kita 
telah memiliki neraca sumber daya alam yang akuntabel dan dapat 
dipercaya maka neraca ini dapat dipergunakan untuk mengukur apakah 
penerimaan negara dari sekror sumber daya alam telah optimal atau 
belum, jangan sampai perusahaan (swasta) mengambil terlalu besar 
dalam pengelolaan sumber daya alam, jangan sampai tragedy off common 
terjadi di Indonesia. Tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya adalah 
membantu pengambil keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi 
(economic efficiency) dari berbagai pemanfaatan yang mungkin dilakukan 
(Soemarno, 2010). 
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Kesimpulan 


Pemilihan berbagai macam metode Penilaian SDA tentunya telah 
disesuaikan dengan kepentingan para pihak penyusunnya. Namun 
demikian yang perlu kita pahami dalam Penilaian SDA adalah jangan 
sampai kita salah memahami “nilai SDAL”. Penilaian sumber daya alam di 
Indonesia melibatkan berbagai kalang dari instansi pemerintah, akademisisi 
maupun masyarakat. Teknik dan pendekatan yang muncul seringkali tidak 
harmonis dan berbeda dari beberapa panduan internasional serta dari 
pendekatan yang lazim dipergunakan oleh kalangan akademis. Terdapat 
juga beberapa perbedaan tentang kuantifikasi dan valuasi serta 
konsekuensi yang mungkin terjadi. Dengan demikian, ada kebutuhan 
untuk menyamakan persepsi dalam emnetukan tujuan valuasi, 
mempertimbangkan batasan-abatasannya, dan mendefinisikan strategi 
yang paling tepat untuk menghasilkan nilai yang dapat di akui bersama. 


Penilaian ekonomi SDA memberikan beberapa manfaat, antara lain: 


a. Memberikan deskripsi nilai ekonomi SDA yang terukur atau belum 
terukur ke dalam bentuk moneter. 


b. Merupakan metode untuk menentukan penting atau tidaknya suatu 
proyek eksplorasi SDA yang telah atau akan dilakukan. 


c. Sebagai suatu dasar penentuan pengelolaan SDA sehingga dapat 
meminimalkan dampak sosial ekonomi dari proses tersebut. 


d. Sebagai suatu dasar dalam membuat neraca SDA yang dapat 
digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan-peraturan 
pengelolaan SDA nasional maupun daerah. 


e. Alat analisis untuk mengetahui apakah penerimaan negara telah 
optimal (layak) atau belum dan berbagai manfaat lainnya. 
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Efektivitas Hukum Pengelolaan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (Studi 
Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 99 
Jakarta Tahun 2020) 


Oleh Zahira Sofilauni dan Trisulo 


Bantuan Operasional Sekolah merupakan langkah implementatif di 
bidang pendidikan sebagai satu upaya mewujudkan tujuan bangsa 
Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Faktor 
substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, 
serta budaya menjadi penentu efektivitas suatu peraturan atau 
undang-undang. Efektivitas hukum pengelolaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada SMA Negeri 99 Jakarta 
tahun 2020 dapat menjadi gambaran pelaksanaan proses 
penerimaan, penggunaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS. 


Kata kunci : BOS, Pendidikan, efektivitas hukum 


A. Pendahuluan 


Pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan 
manusia. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 alinea ke IV, salah satu tujuan bangsa Indonesia ialah 
“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Upaya pemerintah dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui proses pendidikan. 
Oleh sebab itu, proses pendidikan menjadi salah satu aspek yang terus- 
menerus disempurnakan oleh pemerintah, baik dari sisi peraturannya 
maupun pelaksanaannya. 


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Pasal 49 ayat (1), menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan 
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 2096 dari 
APBN dan APBD pada sektor pendidikan. Dalam rangka merealisasikan 
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hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah ialah 
menyelenggarakan program “Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah 
diubah melalui PMK Nomor 9/PMK.07/2020 Pasal 1, program Dana BOS 
terdiri atas tiga jenis, yaitu reguler, afirmasi, dan kinerja. Disebutkan 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Pasal 12 ayat (9), 
bahwa perencanaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik tahun 
2020 ialah senilai Rp130.276.148.395.000,00. Dari total nilai DAK 
nonfisik tersebut, alokasi terbesar diberikan untuk dana BOS, yaitu senilai 
Rp54.315.611.400.000,00 (atau sekitar 41,69Y9 dari total nilai DAK 
nonfisik). Kemudian, dari total nilai dana BOS tersebut, alokasi terbesar 
diberikan untuk dana BOS Reguler, yaitu senilai 
Rp50.087.312.280.000,00 (atau sekitar 92,22Y6 dari total nilai alokasi ke 
dana BOS). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah melalui 
DAK nonfisik tahun 2020 cukup besar untuk program dana BOS, 
khususnya untuk jenis reguler. 


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, 
menyatakan bahwa proses pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah 
mengalami banyak permasalahan (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, 2020a). Permasalahan yang dialami 
tersebut, antara lain penyaluran dana yang terlambat dan ketidakcukupan 
pembiayaan tenaga pendidik. Dalam rangka mengatasi permasalahan 
tersebut, ditetapkan empat pokok kebijakan BOS Reguler dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 
8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (sebagaimana telah 
diubah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020). Empat pokok 
kebijakan BOS Reguler tersebut ialah penyaluran dana langsung ke 
rekening sekolah, penggunaan dana lebih fleksibel bagi sekolah, nilai 
satuan dana meningkat, dan pelaporan diperketat supaya lebih 
transparan dan akuntabel. Kemudian, ditetapkan PMK Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
(sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 9/PMK.07/2020) yang 
mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Hal yang diatur di dalam PMK 
tersebut, antara lain terkait pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan 
dana BOS Reguler. Berdasarkan isu-isu tersebut, dilakukan tinjauan 


226 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


hukum pengelolaan dana BOS Reguler, apakah telah tepat guna (efektif) 
untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah. Objek 
riset atas efektivitas hukum pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2020 
dilakukan pada salah satu sekolah menengah yang memenuhi syarat 
untuk menerima dana tersebut, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri 99 Jakarta. Objek riset yang terbatas ini memang tidak bisa 
digeneralisasi, namun cukup memberi gambaran terhadap efektifitas 
hukum pengelolaan dana BOS, setidaknya diharapkan dapat menjadi 
panduan bagi riset selanjutnya. Penelitian ini menganalisis bagaimana 
proses penerimaan, penggunaan, dan pelaporan penggunaan dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler berdasarkan petunjuk teknis 
tahun 2020, dan bagaimana efektivitas hukum pengelolaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada SMA Negeri 99 Jakarta tahun 
2020. 


B. Metode Penelitian 


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sering yang biasa disebut 
juga penelitian hukum doktrinal (Jonaedi Efendi: Johnny Ibrahim, 2018). 
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 
penelitian yang dilakukan dari data sekunder (Soekanto & Mamudji, 
2010). Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan 
mengikatnya), dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, 
bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soemitro, 
1994). 


Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer sebagai data dasar 
atau data empiris, yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. 
Objek penelitian ini difokuskan pada SMA Negeri 99 Jakarta, yang 
merupakan sekolah berstatus negeri milik Pemerintah Daerah DKI 
Jakarta. Data primer dalam penelitian ini diperlukan untuk mendukung 
analisis terhadap efektivitas hukum. Informasi yang diperoleh tersebut 
digunakan untuk mendukung argumen-argumen dalam kajian yuridis 
normatif. Data primer di bidang hukum pada umumnya digunakan untuk 
kajian efektivitas hukum (Salim HS & Nurbani, 2017). Data dianalisis 
dengan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. 


Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 
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1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. 

3) PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik 
sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 9/PMK.07/2020. 

4) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS 
Reguler sebagaimana telah diubah melalui Permendikbud Nomor 19 
Tahun 2020. 

5) Buku dan literatur terkait teori efektivitas hukum serta artikel 
terkait pengelolaan dana BOS Reguler. 


C. Landasan Teori 
Teori Efektivitas Hukum 


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata efektivitas yang berasal 
dari kata efektif adalah keefektifan atau keadaan berpengaruh, 
kemanjuran, kemujaraban, atau keberhasilan. Sementara itu, arti kata 
hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat 
atau yang dikukuhkan oleh penguasa/pemerintah. Efektivitas hukum 
berkaitan dengan pertanyaan “sejauh mana sebuah aturan/hukum 
ditaati?”, yang jawabannya akan memiliki kesimpulan mengenai efektif 
atau tidaknya aturan/hukum tersebut (Baro, 2016). Menurut Soekanto 
(1983), faktor-faktor yang menjadi tolok ukur efektivitas tegaknya suatu 
hukum adalah sebagai berikut. 


Faktor Hukum itu sendiri. Asas berlakunya suatu kaidah 
hukum/peraturan agar mencapai tujuan atau memiliki dampak yang 
positif dalam masyarakat perlu memenuhi beberapa syarat seperti :tidak 
boleh berlaku surut, artinya suatu peraturan hanya dapat diterapkan 
untuk peristiwa yang disebutkan di dalam peraturan tersebut dan terjadi 
setelah peraturan tersebut berlaku, yang dibuat oleh penguasa yang lebih 
tinggi berkedudukan lebih tinggi: yang bersifat khusus menyampingkan 
yang bersifat umum, yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku 
terdahulu, tidak dapat diganggu gugat, dan sarana bagi individu dan/atau 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, baik spiritual maupun 
material, artinya suatu peraturan tidak boleh sewenang-wenang. 
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Faktor Penegak Hukum. Para penegak hukum adalah pihak yang berperan 
di bidang penegakan hukum dan pemelihara perdamaian. Para penegak 
hukum adalah golongan panutan di dalam masyarakat, yang diharapkan 
memiliki kemampuan tertentu sesuai aspirasi dari masyarakat. Para 
penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan berperan dengan cara 
yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga harus 
mampu memilih lingkungan dan waktu yang tepat saat memperkenalkan 
norma atau kaidah hukum yang baru serta mampu menjadi teladan yang 
baik bagi masyarakat. 


Faktor Sarana atau Fasilitas. Sarana atau fasilitas merupakan media yang 
membantu penegakan suatu hukum, seperti sumber daya manusia yang 
terdidik dan terampil, organisasi yang baik, serta peralatan yang 
memadai. Faktor ini berperan sangat penting dalam proses penegakan 
hukum. 


Faktor Masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan tempat suatu hukum 
diterapkan atau berlaku. Masyarakat perlu mengetahui tentang hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban mereka dalam hukum. 


Faktor Kebudayaan. Dari sudut pandang hukum merupakan konsep 
abstrak tentang sesuatu yang dianggap baik (sehingga dipatuhi) dan yang 
dianggap buruk (sehingga dihindari) yang berlaku dalam suatu 
masyarakat hukum. Perlu ada penyesuaian pertentangan nilai dalam 
suatu kaidah hukum seperti: ketertiban (kedisiplinan/keterikatan) dan 
ketentraman (kebebasan), kebendaan (sanksi negatif) dan keakhlakan 
(kesadaran mematuhi hukum): dan konservatisme (mempertahankan 
keadaan) dan inovatisme (mengubah keadaan). 


D. Hasil Penelitian 
Tujuan Hukum Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2020 


Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan 
Operasional Sekolah Reguler bertujuan untuk melaksanakan ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan Pasal 59 ayat (1). Menurut Permendikbud Nomor 19 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, 
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disebutkan bahwa peraturan ini bertujuan untuk mendukung proses 
pelaksanaan pembelajaran dari rumah pada satuan pendidikan sebagai 
akibat meningkatnya dampak penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 
19). Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengakomodasi 
penggunaan dana BOS untuk operasional kegiatan pembelajaran dari 
rumah. 


Kemudian, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 
peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan prinsip efisiensi, efektivitas, 
dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan DAK Nonfisik. Menurut PMK 
Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 
disebutkan bahwa peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan PMK 
Nomor 48/PMK.07/2019. 


Bantuan Operasional Sekolah Reguler menurut Petunjuk Teknis BOS 
Reguler Tahun 2020, adalah program yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional yang 
berasal dari DAK nonfisik bagi sekolah. Adapun tujuan dari penggunaan 
dana BOS Reguler dimaksudkan untuk membantu pembiayaan 
operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas serta mutu 
pembelajaran bagi peserta didik. 


Pokok-Pokok Kebijakan Dana BOS Reguler Tahun 2020 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
merumuskan empat pokok kebijakan dana BOS Reguler tahun 2020 
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020a). 
Empat pokok kebijakan tersebut, perbandingannya dengan kebijakan 
tahun 2019, dan manfaatnya adalah sebagai berikut. 


1) Penyaluran dana BOS Langsung ke Rekening Sekolah 


Pada tahun 2020, dana BOS disalurkan secara langsung dari Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah, sedangkan pada tahun 2019 
harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu. 
Apabila pada tahun 2019 ada empat tahapan penyaluran, pada tahun 
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2020 hanya ada tiga tahap penyaluran. Selain itu, terdapat perbedaan 
dalam proses verifikasi data dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, 
penetapan Surat Ketetapan (SK) sekolah penerima dana ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi dan batas akhir pengambilan data pada 31 Januari 
dan 31 Oktober (dua kali per tahun). Batas akhir tersebut berpotensi 
memperlambat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Oleh karena itu, batas akhir pada tahun 2020 adalah 31 Agustus 
(satu kali per tahun). Untuk penetapan SK, ditetapkan oleh Kemendikbud 
dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai verifikator. 
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat penerimaan dana BOS dan 
mengurangi biaya administrasi sekolah. 


2) Penggunaan Dana BOS Lebih Fleksibel 


Pada tahun 2020, ditetapkan kebijakan bahwa pembayaran upah guru 
honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(NUPTK), belum bersertifikat pendidik, dan tercatat Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, memiliki batas maksimal 
5096 (dari total penerimaan dana BOS). Persentase tersebut meningkat 
cukup besar apabila dibandingkan tahun 2019, yaitu hanya 1546 untuk 
sekolah negeri dan 30969 untuk sekolah swasta. Namun, pada perubahan 
petunjuk teknis BOS Reguler tahun 2020, ketentuan terkait batas 
maksimal 5096 tersebut tidak berlaku selama masa penetapan status 
darurat Covid-19 yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, pada 
tahun 2020 tidak lagi ditetapkan batas maksimal atau minimal untuk 
pembelian buku dan alat multimedia. Kebijakan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan guru serta fleksibilitas dan otonomi bagi 
sekolah penerima dana BOS. 


3) Nilai Satuan Dana BOS Meningkat 


Pada tahun 2020, harga satuan BOS per tahun ditetapkan Rp900.000,00 
untuk sekolah dasar, Rp1.100.000,00 untuk sekolah menengah pertama, 
dan Rp1.500.000,00 untuk sekolah menengah atas. Nilai-nilai tersebut 
pada setiap jenjang meningkat Rp100.000,00 apabila dibandingkan 
dengan tahun 2019. 


4) Pelaporan BOS Diperketat Agar Lebih Transparan dan Akuntabel 
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Pada tahun 2020, pelaporan atas penggunaan dana BOS dilakukan secara 
dalam jaringan (daring) melalui laman Kemendikbud. Pelaporan melalui 
laman tersebut harus dilakukan oleh tim BOS Sekolah untuk pelaporan 
penggunaan dana tahap satu dan dua sebelum penerimaan dana tahap 
tiga. Selain itu, ditetapkan juga bahwa pelaporan harus dipublikasikan di 
tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan ini diharapkan 
dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan serta 
menjadi evaluasi bagi Kemendikbud untuk menetapkan kebijakan dalam 
hal upaya perbaikan kebijakan pendanaan BOS. 


Proses Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Atas Negeri 
Tahun 2020 


Proses perencanaan, penerimaan, penggunaan, dan pelaporan 
penggunaan dana BOS dilaksanakan oleh tim BOS Sekolah. Tim ini 
ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Tim ini 
beranggotakan bendahara, satu orang dari unsur guru, satu orang dari 
unsur komite sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali. Pada 
tahun 2020 dana BOS disalurkan langsung dari RKUN ke rekening sekolah 
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020b). Kemudian, 
menurut PMK Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 
dana BOS disalurkan ke rekening sekolah melalui tiga tahap. Tahap I 
disalurkan sebesar 3096 (dari pagu alokasi) paling cepat bulan Januari, 
tahap II disalurkan sebesar 40Y6 paling cepat bulan April, dan tahap III 
disalurkan sebesar 3046 paling cepat bulan September. 


Pada saat menerima dana, Tim BOS Sekolah mengisi dan memperbarui 
data sekolah dengan lengkap dan valid pada aplikasi Dapodik sesuai 
dengan kondisi nyata di sekolah. Data yang harus diisikan dalam Dapodik 
adalah data profil dan rincian sekolah, sarana dan prasarana, guru dan 
tenaga kependidikan, peserta didik, rombongan belajar, jadwal, 
pembelajaran, dan referensi (Sutanto, 2020). Proses berikutnya 
dilanjutkan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 
(RKAS) dengan mengacu kepada prinsip efektivitas, efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas proses pengelolaan dana BOS Reguler, 
kemudian melakukan konfirmasi melalui Sistem Informasi BOS Salur 
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(laman bos.kemendikbud.go.id) apabila dana telah diterima di rekening 
sekolah. 


Daftar kegiatan operasional sekolah yang dapat dibiayai menggunakan 
dana BOS Reguler diatur dalam Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020 
Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9A ayat (1), sedangkan daftar kegiatan yang 
tidak dapat dibiayai menggunakan dana BOS Reguler diatur dalam Pasal 
12. Tim BOS Sekolah dalam penggunaan dana BOS tetap memperhatikan 
segala ketentuan terkait prinsip efektivitas, efisiensi, serta transparansi 
dan akuntabilitas saat melakukan proses pengelolaan dan penggunaan 
dana BOS Reguler, serta bertanggung jawab baik secara formal maupun 
secara material atas penggunaan dana BOS Reguler yang telah diterima. 


Pelaporan penggunaan dana oleh tim BOS Sekolah dalam bentuk 
pembukuan beserta dokumen pendukung. Jenis pembukuan yang harus 
disusun oleh tim BOS Sekolah adalah RKAS, buku kas umum, buku 
pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan dokumen 
lainnya apabila diperlukan. Laporan realisasi atas penggunaan dana BOS 
Reguler — melalui Sistem Informasi BOS Salur (laman 
bos.kemendikbud.go.id), dan mempublikasikan secara terbuka pelaporan 
atas penerimaan dan penggunaan dana BOS Reguler kepada masyarakat 
dengan cara dipasang di papan informasi sekolah atau tempat dan metode 
lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. 


Efektivitas Hukum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) Reguler pada SMA Negeri 99 Jakarta Tahun 2020 


SMA Negeri 99 Jakarta merupakan sekolah berstatus negeri milik 
Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tahun 2020, sekolah ini memiliki 
status BOS bersedia menerima penyaluran dana. Sebagai salah satu syarat 
menerima dana BOS, sekolah ini memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional 
(NPSN) 20103256. Sekolah ini memiliki dua puluh delapan rombongan 
belajar. Pada semester genap tahun ajaran 2019/2020, sekolah ini 
memiliki 1.008 peserta didik yang memiliki NISN. Jumlah tersebut 
menjadi dasar penghitungan alokasi penyaluran dana BOS Reguler pada 
tahap I dan II. Kemudian, pada semester ganjil tahun 2020/2021 sekolah 
ini memiliki 1.033 peserta didik yang memiliki NISN. Jumlah tersebut 
menjadi dasar penghitungan alokasi penyaluran dana BOS Reguler pada 
tahap III. Sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020, 
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pengelolaan dana BOS di sekolah ini dilakukan oleh tim BOS Sekolah yang 
terdiri atas penanggung jawab dan anggota. Penanggung jawab tim BOS 
SMA Negeri 99 Jakarta adalah kepala sekolah, sedangkan anggotanya 
terdiri atas satu orang dari unsur TU, bendahara, ketua komite, dan orang 
tua/wali peserta didik. Anggota tim BOS SMA Negeri 99 Jakarta dalam 
mengelola dana BOS Reguler tahun 2020 berpedoman kepada Petunjuk 
Teknis BOS Reguler Tahun 2020. Sekolah ini menyampaikan pelaporan 
atas penggunaan dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah DKI 
Jakarta. Profil SMA Negeri 99 Jakarta berdasarkan data pada Dapodik. 


Analisis atas faktor-faktor yang menjadi tolok ukur terciptanya efektivitas 
hukum pengelolaan dana BOS Reguler di SMA Negeri 99 Jakarta merujuk 
pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yang 
dilengkapi dengan hasil wawancara dan kuesioner kepada bendahara tim 
BOS Sekolah diuraikan sebagai berikut. 


1. Faktor Hukum 


Faktor hukum telah memenuhi asas-asas berlakunya suatu peraturan 

sehingga mendukung tercapainya tujuan (efektif) sebagai berikut. 

1) Peraturan tidak berlaku surut. Ketentuan pada Permendikbud Nomor 

8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler dan PMK Nomor 

48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik beserta 

perubahannya mulai berlaku saat peraturan tersebut diundangkan. 

Peraturan yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku 

terdahulu. Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020 mengalami 

perubahan, salah satunya pada ketentuan terkait jenis pembiayaan 
yang dapat didanai menggunakan dana BOS Reguler sehingga 
ketentuan yang lebih dahulu tidak berlaku lagi. Selain itu, PMK tentang 

Pengelolaan DAK Nonfisik juga mengalami perubahan, salah satunya 

pada ketentuan terkait jumlah tahap penyaluran dana BOS Reguler 

sehingga ketentuan yang lebih dahulu tidak berlaku lagi. 

3) Peraturan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan, baik spiritual maupun material. Petunjuk Teknis BOS 
Reguler Tahun 2020 berlandaskan kepada empat pokok kebijakan, 
yaitu penyaluran dana langsung ke rekening sekolah, penggunaan 
dana yang lebih fleksibel bagi sekolah, nilai satuan dana meningkat, 
dan pelaporan diperketat supaya lebih transparan dan akuntabel. 


2 
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Empat pokok kebijakan tersebut merupakan solusi atas keluhan dan 
usulan yang disampaikan oleh sekolah-sekolah yang berorientasi 
untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi pihak sekolah. 


2. Faktor Penegak Hukum 


Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa bidang penegakan hukum 
meliputi law enforcement maupun peace maintenance, dan yang di luar 
keduanya tapi masih terkait penegakan hukum (Soekanto, 2014). Analisis 
terkait faktor penegak hukum yang mendukung terciptanya efektivitas 
hukum berikut tidak semata-mata dalam lingkup penegak hukum dalam 
penegertian umum atau aparat penegak hukum, tetapi mereka atau para 
pihak yang bertanggungjawab atas penegakan hukum. 


Penanggungjawab sekolah, termasuk disini adalah Tim BOS Sekolah 
melakukan monitoring dengan memanfaatkan jaringan sosial media yang 
mudah digunakan dan familiar seperti whatsapp. Melalui media tersebut, 
informasi yang bersifat penting dan resmi dapat dengan mudah dan cepat 
tersampaikan antara penegak hukum dan pihak sekolah. Seperti 
monitoring terkait tenggat waktu pelaporan penggunaan dana, teguran 
bagi sekolah yang terlambat melakukan pelaporan juga disampaikan 
melalui media tersebut sebagai sanksi sosial. 


Terkait peranan dalam penegakan hukum, pada setiap tahapnya para 
penanggungjawab sekolah, telah menyalurkan dana sesuai dengan 
Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020 dan PMK Nomor 
9/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik Pasal 20. Konsistensi 
ini merupakan gambaran atau refleksi positif bagi masyarakat untuk 
menjamin pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOS 
yang efektif. Meskipun demikian area penegakan hukum sifatnya masih 
administratif. Transparansi pelaporan dana BOS tidak dapat secara 
langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pemberian sanksi yang 
tegas apabila pelaporan penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada 
masyarakat umum tidak dilaksanakan. 


3. Faktor Sarana dan Fasilitas 


Penanggung jawab dan bendahara tim BOS SMA Negeri 99 Jakarta serta 
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operator sekolah telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait 
penggunaan aplikasi pengelolaan dana BOS. Hal ini merupakan 
pembuktian pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan 
kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi dana BOS dan diharapkan 
mendukung penegakan hukum. Saat ini, seluruh aktivitas pengelolaan 
dana BOS Reguler telah secara penuh dilakukan melalui aplikasi secara 
dalam jaringan (daring), seperti Aplikasi RKAS (ARKAS) sebagai media 
untuk mengunggah RKAS yang telah disusun, Sistem Informasi BOS Salur 
sebagai media terkait aktivitas penyaluran dan penerimaan dana serta 
penyampaian pelaporan penggunaan dana, Sistem Informasi Aplikasi 
Pengelolaan (SIAP) BOS terkait proses penggunaan dan pelaporan 
penggunaan dana. Aplikasi ini memiliki pengendalian akses terkait 
otorisasi pembayaran kepada rekanan, yaitu hanya dapat dilakukan oleh 
akun penanggung jawab. Selain itu, aplikasi ini juga secara otomatis 
menyusun laporan yang wajib disusun oleh sekolah berdasarkan 
petunjuk teknis: dan Permindok yang digunakan pada proses pelaporan 
penggunaan dana. 


Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, memudahkan tim BOS Sekolah 
untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penerimaan, penggunaan, 
dan pelaporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam petunjuk teknis, disamping sebagai dukungan transparansi dan 
akuntabilitas penyaluran dana BOS. 


4. Faktor Masyarakat 


Tim BOS SMA Negeri 99 Jakarta dalam mengelola dana BOS Reguler 
berpedoman kepada Petunjuk Teknis BOS Reguler 2020 sehingga mereka 
telah mengetahui hak dan kewajibannya terkait pengelolaan dana BOS 
Reguler. Tugas-tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah di dalam 
petunjuk teknis telah dilaksanakan. Tim BOS SMA Negeri 99 Jakarta telah 
mengisi dan memperbarui data ke dalam Dapodik, menyusun RKAS dan 
menginputnya pada ARKAS, serta melakukan konfirmasi atas dana yang 
telah diterima melalui Sistem Informasi BOS Salur. Tim BOS Sekolah juga 
telah menggunakan dana untuk keperluan yang boleh dibiayai dengan 
dana BOS Reguler berdasarkan Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020 
Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9A ayat (1). Saat ketentuan penggunaan dana 
mengalami beberapa perubahan akibat penetapan status darurat Covid- 
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19, SMA Negeri 99 Jakarta mengalihkan dana atas kegiatan yang tidak 
dapat dilaksanakan untuk mendukung protokol kesehatan di sekolah dan 
kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Pelaporan yang 
diwajibkan dalam petunjuk teknis secara kesluruhan telah disusun dan 
dilaksanakan, namun masih terdapat juga hal yang dapat mengurangi 
tujuan terciptanya efektivitas hukum. Yaitu laporan penggunaan dana di 
tempat yang dapat diakses oleh masyarakat belum dilaksanakan secara 
optimal. Ini disebabkan kekhawatiran terlibat dalam proses pemeriksaan 
apabila terdapat masyarakat yang tidak bertanggung jawab melaporkan 
hal-hal yang dianggapnya tidak benar secara semena-mena. Dalam 
tataran pelaksanaan, antara pelaksana aturan dan masyarakat harus 
berada dalam persepsi nilai yang sama dalam penegakan hukum. 


5. Faktor Kebudayaan 


Nilai ketertiban (yang berkaitan dengan keterikatan/disiplin) lebih 
diutamakan daripada nilai ketentraman (yang berkaitan dengan 
kebebasan). Hal ini disebabkan oleh peraturan terkait pengelolaan dana 
BOS berada dalam ranah hukum publik. Kedisiplinan telah menjadi 
budaya dalam pengelolaan pendidikan pada SMA Negeri 99 Jakarta, 
termasuk dalam mengelola dana BOS Reguler secara umum telah 
mengutamakan nilai ketertiban dengan bertindak disiplin sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabsesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis BOS 
Reguler Tahun 2020. 


Nilai kebendaan (sanksi negatif untuk mematuhi hukum) lebih 
ditekankan daripada nilai keakhlakan (kesadaran untuk mematuhi 
hukum). Di dalam Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020 disebutkan 
ada sanksi negatif yang akan diberikan apabila tim BOS Sekolah 
melanggar ketentuan terkait penggunaan dana (Pasal 13) dan pelaporan 
penggunaan dana (Pasal 17 ayat (2)). Namun, nilai keakhlakan tetap 
menjadi hal yang diperhatikan. Bendahara tim BOS SMA Negeri 99 Jakarta 
menyadari bahwa dana BOS Reguler merupakan hak bagi para siswa 
sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang 
berlaku. 


Nilai kelanggengan dan kebaruan berperan dalam peraturan terkait 
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pengelolaan dana BOS Reguler. Nilai kelanggengan tecermin pada tetap 
adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tim BOS Sekolah untuk 
memperoleh hak (dana BOS). Nilai kebaruan tecermin pada empat pokok 
kebijakan dana BOS Reguler tahun 2020 yang secara umum bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pelaporan 
penggunaan dana. 


E. Simpulan 


Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi 
lapangan di SMA Negeri 99 Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pada 
tahun 2020, tim BOS SMA Negeri 99 Jakarta secara umum telah 
melaksanakan proses penerimaan, penggunaan, dan pelaporan 
penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 
Reguler Tahun 2020. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana 
dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan secara umum 
telah mendukung terciptanya efektivitas hukum pengelolaan dana BOS 
Reguler. Pada tahap pelaporan terdapat beberapa hal yang menjadi faktor 
penghambat, yaitu tidak disusunnya laporan yang disediakan untuk 
masyarakat serta tidak ada pemeriksaan dan sanksi yang tegas dari para 
penegak hukum terkait hal tersebut, namun hal ini masih dalam taraf yang 
dapat ditolerir dan dilakukan perbaikan di masa mendatang. 
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Studi Terapan Manajemen 
Penganggaran Berbasis Kinerja dan 
Logic Model Sektor Publik 


Oleh Ali Tafriji Biswan dan Adam Wira Sanjaya 


Penataan data dan informasi penganggaran penting artinya 
dikaitkan dengan masukan dan keluaran suatu program atau 
kegiatan. Hal ini mengindikasikan seberapa efisien dan efektif 
penganggaran itu pada tujuan organisasi. Studi ini bertujuan untuk 
mengetahui anggaran yang ditetapkan pada satuan kerja sektor 
pulik, penyerapan anggaran, dan penerapan manajemen 
penganggaran dengan pendekatan performance-based budgeting 
dan logic model yang berpengaruh pada terhadap kinerja instansi 
sektor publik. 


A. Perhitungan Kualitas Pelaksanaan Kinerja dalam Kerangka 
Penganggaran Berbasis Kinerja 


Studi ini mengintegrasikan praktik dan konsep penganggaran berbasis 
kinerja dan logic model dengan mengambil objek Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, selanjutnya disebut 
KPKNL saja. Kantor ini merupakan salah satu instansi vertikal di lingkup 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), melayani delapan 
kabupaten dan dua kotamadya. Sebagai salah satu satuan kerja di lingkup 
DJKN, KPKNL ini memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan 
koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan 
tugas di bidang kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. 


Dalam standar costing, perhitungan kinerja pelaksanaan anggaran dalam 
rangka pencapaian output dihitung berdasarkan varians antara anggaran 
dan realisasi. Kinerja anggaran dianggap baik (favorable) apabila realisasi 
lebih kecil daripada anggaran dengan catatan output sama. Berikut 
perhitungan standar costing atas anggaran dan realisasinya. 
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Peraga 1. Varians Belanja KPKNL TA 2018 
No, Output Anggaran | Realisasi Penrapan Varians ' Varians Favorable/ 
1“ r (& 
w & &» ad (6-34) — |t6r3xtoony| — Unfavorable 
Favorable 
1. 001 Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai kewenangan KPKNL | 703.990.000| 689.013.467| 97.87 S| 14.976.533) 213 
(Anggaran » Realisasi) 
Favorable 
2. 1002 Layanan Pengurusan Piutang Negara sesuai kewenangan KPKNL 83932000) 64.182 920) 1647| 19.749 080| 23539 
(Anggaran » Realisasi) 
Favorable 
3. 1003 Layanan Lelang sesuai kewenangan KPKNL 82530000| 75.052 976) 90, 9456| 7.477 .024| 201 —— 
(Anggaran » Realisasi) 
Favorable 
4. 1951 Layanan Internal (Overhead) 281870000) 260170 944 92,3050| 21699056) aa 
(Anggaran » Realisasi) 
Favorable 
5. 1994 Layanan Perkantoran 2171 170.000) 2.605.941 106| 94,049) 165.228 894| ,91—— 
(Anggaran » Realisasi) 
Jumlah 3.923 492 000) 3.694 361 413| 94,168) 229 130 587| 5,848) Favorable 


Dalam praktiknya, terutama pada sektor publik, anggaran dan realisasi 
tidaklah sesederhana itu dalam menentukan efektivitas dan efisiensi 
kinerja pencapaian output. Hal ini dikarenakan ada beberapa output yang 
jumlahnya sudah ditentukan dan harus tercapai, yaitu belanja barang dan 
belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam Rencana 
Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (pagu neto). 


Maka, pada pagu neto anggaran - realisasi akan menjadi favorable. 
Sementara, pengukuran efisiensi anggaran diarahkan pada objek belanja 
yang lebih opsional dan fleksibel terhadap pencapaian output. Pada 
instansi DJKN, Kualitas Pelaksanaan Anggaran (KPA) sebagai alat ukur 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja menjadi indikator penilaian 
kinerja organisasi dan turut menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 
baik pada unit vertikal hingga tingkat Eselon I. Berikut deskripsinya. 


Peraga 2. Indikator Penilaian Kinerja 


Perspective Learning and Growth 

Sasaran Strategis | Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas 
Indikator Kinerja | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 
Utama 
Deskripsi Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan 
anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, 
dan pencapaian konsistensi 


241 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan 
kententuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara 
Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase 
Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan 
Kementerian Keuangan 


Tujuan strategis: 

e memastikan anggaran dikelola dengan efektif 
dan efisien sesuai perencanaan 

e anggaran mendukung pencapaian output dan 
target kinerja 


Jenis Aspek 
Target 


Kuantitas/ Output 


Sumber Data 


Laporan capaian penyerapan anggaran, output, 


efisiensi, dan konsistensi 


Untuk mengukur performa organisasi dalam mengelola input berupa 
anggaran untuk menghasilkan output, digunakan empat faktor berikut. 


1. Penyerapan anggaran atas pagu neto, yakni realisasi anggaran atas 


belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana 
tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil 
efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus 
(kontinjensi). 

. Keluaran riil, yakni barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun 
anggaran dalam mengukung pencapaian sasaran dan tujuan program 
dan kebijakan. 

. Efisiensi, yakni hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja 
modal, meliputi objek: perjalanan dinas, rapat dalam kantor, 
konsinyering/paket meeting, kudapan/makan siang rapat, langganan 
daya dan jasa: honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan 
lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi 
pegawai yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan (BPPK): proses pengadaan barang/jasa, belanja operasional 
perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja barang 
operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana 
dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit 
seratus persen. 
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4. Konsistensi, yakni kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan 
belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana 
(RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA: 
atau RPD revisi pertama, atau RPD revisi pertama setelah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), atau RPD revisi 
pertama setelah penetapan kebijakan self-blocking. 


Perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran sebagai berikut. 


1. Penyerapan anggaran atas pagu neto. 


2. 


? 
Faktor Pengurang 


laBelanja Pegawai oo” 


Sef Blocking 
c. (Hasil Efisiensi 


laIdanaKhsus oo” 


Keluaran riil. 
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“e CAPAIAN 
e CAPAIAN 
PAGU AKHIR BOBOT KELUARAN RIIL 
NO) KELUARAN RIIL VOLUME (Rp) TERTIMBANG KELUARAN RIIL TERTIMBANG 
Eh L | L sd. sd. sd. sd. 
1) 2 (3 (Ge) (5) (6) (ul (8 9 
1 (Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara 80 703, 990,000 17.946 100.006 | 100.006 | 17.946 | 17.946 
2 (Dokumen Pengurusan Piutang Negara 25 83,932,000 21490 44.0076 | 44.026 | 09496 0.9496 
3 (Risalah Lelang 240 82,530,000 2.109 100.006 | 100.009c | 2.109 | 21046 
4 (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 23,100,000 0.596 100.006 | 100.096 | 0.599 | 0.5946 
5 |Peralatan Fasilitas Perkantoran 1 155,650,000 3.979 95.24”6 | 100.0046 | 3.787 | 3.9746 
6 |Gedung dan Bangunan 0 - 0.007 0.0096 | 0.0096 0.0026 | 0.006 
7 |Dukungan Internal Lainnya 1 103,120,000 2.630 97.226 |100.007c | 25676 | 26346 
8 |Layanan Perkantoran 12 2,771,170,000 70.634 91.678 | 100.007c | 64.7476 | 70.6346 
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3. Efisiensi. 


URAIAN PAGU REALISASI HASIL EFISIENSI 
: (u) r & IK El r @ 
Objek Efisiensi 
1. |Perjalanan Dinas 942,740,000.00 898,788,074.00 26,536,346 
2. (Rapat Dalam Kantor - - - 
3. |Konsinyering/Paket Meeting - - - 
4. |Kudapan dan Makan Siang Rapat 72,082,000.00 9,850,602.00 59,951,398 
5. |Langganan Daya dan Jasa 260,400,000.00 229,897,871.00 30,502,129 
6. |Honorarium Tim dan Narasumber - - - 
7. (Pengadaan Barang dan Jasa 301,758,000.00 300,051,875.00 1,652,625 
8. (Belanja Operasional Perkantoran 675,146,000.00 665,889,801.00 9,256,199 
9. (Belanja Jasa - - - 
10. (Belanja Pemeliharaan 389,442,000.00 319,934,023.00 19,507,977 
41.|Belanja Lainnya - - - 

TOTAL | 2501,5e8,000.00| — 2,424,412,246.00 147,406,674 | 


REALISASI RPD - REALISASI KONSISTENSI 
(2) (3) (4 

- 82,567,557 82,567,557 0.0074 

- 317,008,325 317,008,325 
10,470,000 353,591,867 343,121,867 
417,198,000 230,052,802 187,145,198 

819,400,000 406,712,998 412,687,002 

336,480,000 113,555,342 222,924,658 

310,000,000 494, 180,964 184, 180,964 

300,000,000 260,381,027 39,618,973 

September 381,598,000 334,683,919 46,914,081 
Oktober 441,550,000 294,198,472 147,351,528 
November 352,882,000 502,778,523 149,896,523 


556, 746,000 304,649,617 252, 096,383 


Berdasarkan perhitungan, tampaknya indikator penyerapan anggaran 
atas pagu neto bisa menjadi kurang relevan lagi. Jika output terpenuhi, 
penyerapan tidak perlu dimaksimalkan. 


Indikator keluaran riil digunakan untuk melihat penyerapan dan 
dibandingkan dengan output. Indikator penyerapan anggaran atas pagu 
neto bisa bertolak belakang dengan nilai keluaran riil dan efisiensi, 
sehingga unit terkadang harus memilih kecenderungan pada penyerapan 
atau efisiensi. Berikut ini perhitungan persentase kualitas pelaksanaan 
anggaran setelah mempertimbangkan empat faktor tersebut. 
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Unsur IKU Persentase Capaian | Bobot yang Sudah Ditentukan |Yo IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

Penyerapan anggaran atas pagu neto 100,094 9,70Yo 9,71Y9 
Efisiensi 87,806 28,606 25,11Y6 
Keluaran riil 98,806 43,50Y6 42,98Yo 
Konsistensi 44,37Yo 18,20Y6 8,08Y6 
Jumlah 85,87Y0 
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV 95Y9 


B. Arsitektur dan Informasi Kinerja 


Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L merupakan 
gambaran ringkas mengenai suatu program sebagai respon/tanggapan 
terhadap suatu situasi/permasalahan/kebutuhan pemangku kepentingan 
dengan menunjukkan hubungan logis antara sumber daya (input) yang 
digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran (output) yang 
dihasilkan, dan manfaat atau perubahan yang diinginkan (outcome). ADIK 
dilaksanakan sebagai penerapan anggaran berbasis kinerja (performance- 
based budgeting) di Kementerian Keuangan. 


1. ADIK Kementerian Keuangan 


Sasaran strategis/outcome K/L dijabarkan dari visi dan misi Presiden. 
Outcome Kementerian Keuangan TA 2018 berupa “Terselenggaranya 
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Piutang Negara, dan 
Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal serta 
mampu Membangun Citra Baik bagi Stakeholder” merupakan turunan dari 
Nawacita No. 2: “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun 
tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. 


Untuk mengukur capaian outcome Kementerian Keuangan, ditetapkan 
tiga indikator capaian outcome, yaitu: 


1. Rasio Utilisasi Aset terhadap Total Aset Tetap 
2. Persentase Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara 
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. 


Terdapat dua Output Strategis yang mendukung pencapaian outcome 
sebagaimana disebutkan dalam Renja K/L 2018 yaitu: 


1. Layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang 
Negara, dan Pelayanan Lelang 
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2. Regulasi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang 
Negara, dan Pelayanan Lelang. 


Adapun output strategis ini merupakan output dari unit Eselon I di 
bawahnya, yaitu DJKN. Adapun indikator untuk mengukur capaian output 
strategis yaitu: 


Deviasi Nilai Aset Tetap antara LBMN dengan LKPP 
Rata-rata indeks kualitas LK BA 999.03 dan BA 999.99 
Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara 
Persentase Hasil Lelang. 


ai ce Da aa 


Terdapat sebelas aktivitas yang terkait dengan pencapaian outcome. 
Adapun aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan output strategis 
berupa “Layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan 
Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang” yaitu Pengelolaan Kekayaan 
Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang 
di Wilayah Kerja Kanwil DJKN dan KPKNL. 


Input berupa Pagu Anggaran yang dibagi ke dalam 14 program yang 
diperuntukkan ke setiap unit Eselon I sesuai tugas dan fungsinya. Input 
pada dasarnya juga mencakup Sumber Daya Manusia, Gedung dan 
Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Norma/Standar/Prosedur/ 
Ketentuan. 


2. ADIK DJKN (Eselon I) 


Outcome di tingkat kementerian berupa “Terselenggaranya Pengelolaan 
Kekayaan Negara, Penyelesaian Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang 
yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal serta mampu 
Membangun Citra Baik bagi Stakeholder” merupakan outcome dari DJKN. 


Adapun output strategis sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada 
tingkat Eselon I (DJKN) merupakan output dari yang dihasilkan pada 
tingkat pusat, unit Eselon II (Kanwil), dan Eselon III (KPKNL). 


Terdapat sebelas aktivitas yang dilakukan pada tingkat Eselon I sebagai 
proses dalam pencapaian output yang mencakup kegiatan-kegiatan di 
pusat, unit Eselon II (Kanwil) dan unit Eselon III (KPKNL). Core business 
aktivitas pada unit Eselon I yaitu perumusan kebijakan, standardisasi, 
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bimbingan teknis dan evaluasi yang menghasilkan output berupa regulasi 
untuk kemudian dilaksanakan di unit vertikal. Selain itu, terdapat pula 
kegiatan operasional (pengelolaan) sesuai dengan kewenangan unit 
Eselon I. 


Input di DJKN adalah Pagu Anggaran sebesar Rp872.909.999.000,00, 
Sumber Daya Manusia, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan 
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan. 


3. ADIK Kantor Wilayah (Eselon II) 


Outcome pada unit DJKN merupakan dampak dari kinerja atau 
tercapainya output unit Eselon II di bawahnya, yaitu Kanwil DJKN dan 
KPKNL. Sementara itu, berdasarkan balanced scorecard dan kebijakan 
DJKN, capaian output Kanwil merupakan capaian output KPKNL di 
bawahnya. 


Core business aktivitas pada Kanwil DJKN sebagai superintendend yaitu 
pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan bantuan untuk KPKNL di 
wilayahnya. Selain itu, aktivitas mencakup juga kegiatan operasional 
(pengelolaan) sesuai dengan kewenangan Kanwil.Input di Kanwil DJKN 
Banda Aceh yaitu Pagu Anggaran sebesar Rp6.066.791.000,00, Sumber 
Daya Manusia, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan 
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan. 


4. ADIK KPKNL (Eselon III) 
KPKNL terdiri dari tujuh unit Eselon IV, yaitu: 


Unit teknis Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 
Seksi Piutang Negara 
Seksi Pelayanan Lelang 


Unit pendukung Seksi Pelayanan Penilaian 
Subbagian Umum 
Seksi Kepatuhan Internal 
Seksi Hukum dan Informasi 


Tim keuangan sebagai penanggung jawab penyusunan struktur RKA- 
satker sesuai ADIK terdiri dari satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 
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satu Bendahara Pengeluaran, kemudian penyusunannya dipimpin oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Kantor. Bendahara 
Pengeluaran secara fungsi berada di bawah koordinasi Subbagian Umum, 
sementara PPK dijabat oleh pejabat Eselon IV. Proses penyusunan RKA- 
satker sesuai ADIK melibatkan seluruh unit Eselon IV di KPKNL. 


Informasi kinerja pada RKA-satker TA 2018 sudah memenuhi salah satu 
prinsip ADIK, yaitu struktur informasi kinerja sesuai fungsi diturunkan 
(cascading) dari organisasi di atasnya. Berikutnya diuraikan praktik 
keterkaitan informasi kinerja antara satker KPKNL dan unit Eselon II, unit 
Eselon I, serta Kementerian Keuangan melalui Logic Model. 


C. LOGIC MODEL 


Pembagian fungsi pada tingkat Kementerian/Lembaga sesuai kerangka 
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan RBTK Kementerian 
Keuangan. 


Peraga 3. Pembagian Fungsi dalam Kerangka RBTK 


DJKN menjalankan fungsi pengelolaan kekayaan negara di Kementerian 
Keuangan. Berdasarkan fungsi tersebut, dapat disusun logic model 
berikut. 
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Peraga 4. Logic Model Keterkaitan Input hingga Outcome 
00 Arsitektur RKAK/I berbasis pada hasil (Outcome) 


PROGRAM 


Aktivitas 


Sumber: Penataan ADIK dalam RKA-K/L 2016 pada itjen.kemenkeu.go.id. 


Logic Model berikut disusun berdasarkan RKA-K/L Kementerian 
Keuangan 2018, Laporan Kinerja (Lakin) DJKN 2018, dan dokumen 
Kontrak Kinerja Kepala KPKNL 2018. 


Peraga 5. Logic Model di Tingkat Eselon I 


OUTCOME 


Tingkat K/L : Kementerian Keuangan 
Tingkat Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 


Output Strategis 
Input Aktivitas (K/L) Outcome 
Output (DJKN) 

Anggaran | Perumusan kebijakan, Regulasi dan Terselenggaranya 
standardisasi, bimbingan Layanan di bidang Pengelolaan 
teknis dan evaluasi di bidang | Pengelolaan Kekayaan Negara, 
BMN Kekayaan Negara, Penyelesaian Piutang 
Perumusan kebijakan, Pengurusan Negara, dan 
standardisasi, bimbingan Piutang Negara, Pelayanan Lelang 
teknis, evaluasi, dan dan Pelayanan yang Profesional, 
pengelolaan kekayaan Lelang Tertib, Tepat Guna, 
negara dipisahkan dan Optimal serta 
Perumusan peraturan mampu Membangun 
perundangan, pemberian Citra Baik bagi 
bantuan hukum serta Stakeholder 
penyediaan informasi 
Pelaksanaan kebijakan dan 
standardisasi teknis di 
bidang pengelolaan 
kekayaan negara dan sistem 
informasi 
Perumusan kebijakan, 
standardisasi, bimbingan 
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teknis, evaluasi, dan 
pengawasan pelaksanaan 
lelang 

Perumusan kebijakan, 
standardisasi, bimbingan 
teknis, analisis, supervisi, 
evaluasi dan rekomendasi 
penilaian 

Perumusan kebijakan, 
standardisasi, bimbingan 
teknis, dan evaluasi atas 
pelaksanaan pengurusan 
piutang negara dan 
pengelolaan kekayaan 
negara lain-lain 
Pengelolaan Kekayaan 
Negara, Penyelesaian 
Pengurusan Piutang Negara, 
dan Pelayanan Lelang di 
Wilayah Kerja Kanwil DJKN 
Pengelolaan Kekayaan 
Negara, Penyelesaian 
Pengurusan Piutang Negara, 
dan Pelayanan Lelang di 
Wilayah Kerja KPKNL 
Dukungan manajemen dan 
dukungan teknis lainnya 
Ditjen Kekayaan Negara 
Pengelolaan BMN pada 
Pengelola Barang 


Indikator Kinerja Outcome Target 
Rasio Utilisasi Aset terhadap total aset tetap 15 
Persentase Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara 100 
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4,28 
Indikator Kinerja Output Strategis Target 


Deviasi Nilai Aset Tetap antara LBMN dengan LKPP 
Rata-rata indeks kualitas LK BA 999.03 dan BA 999.99 
Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara 
Persentase Hasil Lelang 


Peraga 6. Logic Model di Tingkat Eselon II (Kantor Wilayah DJKN) 


Input Aktivitas Output 
Anggaran |. Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang BMN Layanan di bidang 
. Pemberian bantuan hukum serta penyediaan informasi Pengelolaan 
. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan lelang Kekayaan Negara, 
. Bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan Pengurusan 
rekomendasi penilaian Piutang Negara, 
. Bimbingan teknis dan evaluasi atas pelaksanaan dan Pelayanan 
pengurusan piutang negara Lelang. 
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. Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian 
pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang di 
wilayah kerja Kanwil DJKN 


Indikator Kinerja Target 
Persentase Nilai Kekayaan Negara yang Diutilisasi 10076 
Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara 10076 
Persentase Hasil Lelang 10074 


Peraga 7. Logic Model di Tingkat KPKNL 


TINGKAT KPKNL 


Input Aktivitas Output 
Anggaran | Pengelolaan kekayaan negara, Layanan Pengelolaan Kekayaan 
penyelesaian pengurusan Negara (sesuai kewenangan 


piutang negara, dan pelayanan KPKNL) 

lelang di wilayah kerja KPKNL Layanan Pengurusan Piutang 
Negara (sesuai kewenangan 
KPKNL) 

Layanan Lelang (sesuai 
kewenangan KPKNL) 
Layanan Internal (Overhead) 
Layanan Perkantoran 


Indikator Kinerja Target 
Persentase Nilai Kekayaan Negara yang 100Y6 
Diutilisasi 

Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara 10076 
Persentase Hasil Lelang 1006 
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 


Berdasarkan peraga tersebut, dapat dilihat hubungan sebab-akibat antara 
input, aktivitas dan output demi tercapainya outcome pada tingkat K/L 
dan Eselon I. Output pada tingkat satker (KPKNL) yaitu "Layanan di 
bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, dan 
Pelayanan Lelang sesuai Kewenangan KPKNL" mendukung tercapainya 
output pada tingkat di atasnya (Kanwil DJKN) dan tercapainya output 
DJKN dan K/L yaitu "Regulasi dan Layanan di bidang Pengelolaan 
Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang". 
Kemudian seluruh aktivitas baik berupa layanan, kegiatan, perumusan 
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, hingga dukungan 
dari tingkat satker hingga Eselon I ditujukan untuk menghasilkan output 
sehingga tercapainya outcome yaitu "Terselenggaranya Pengelolaan 
Kekayaan Negara, Penyelesaian Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang 
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yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal serta mampu 
Membangun Citra Baik bagi Stakeholder". 


Outcome 


Pada tingkat Eselon I (DJKN) terdapat satu lagi Indikator Kinerja outcome, 
yaitu persentase kepatuhan penyampaian RK-BMN dan laporan wasdal 
pengelolaan BMN. Indikator kinerja outcome merupakan indikator kinerja 
utama (IKU) dari Sasaran Strategis pada perspektif eksternal, yaitu 
Stakeholder Perspective dan Customer Perspective sebagai berikut. 


Sasaran Strategis 1 
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 


Indikator Kinerja Satuan 
44 Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 99 8536 


pengelolaan kek ayaan negara 


13 Rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Indeks 229 
Kemenkeu terhadap total ekuitas 
Sasaran Strategis 2 
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 
Indikator Kinerja Satuan Target 
21 Indeks kepuasan publik atas layanan DJKN Indeks 431 


Sasaran Strategis 3 
Kepatuhan yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara 


Satuan Target 


Indikator Kinerja 
Persentase kepatuhan penyampaian 


Sumber: LAKIN DJKN 2018. 
Output 


Output merupakan produk akhir dari KPKNL yang ditawarkan kepada 
customer. Output ini bersifat external oriented. Output dari KPKNL adalah 
layanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan 
lelang serta layanan internal dan perkantoran. Layanan pengelolaan 
kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang ditujukan 
kepada satker yang dilayani oleh KPKNL. Layanan internal dan 
perkantoran ditujukan kepada para pegawai KPKNL. 
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Indikator Output dan Indikator Kinerja 


Indikator output merupakan alat ukur atau standar yang berfungsi untuk 
mengukur sejauh mana keberhasilan output tersebut dicapai. Dimensi 
pengukuran dapat berupa kuantitas, kualitas, waktu, lokasi, dan, biaya. 
Output KPKNL semuanya diukur dengan menggunakan dimensi kuantitas. 
Untuk indikator capaian output, KPKNL menetapkan sebagai berikut: 
Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai kewenangan KPKNL 
ditetapkan sebesar 12 bulan: Layanan Pengurusan Piutang Negara sesuai 
kewenangan KPKNL ditetapkan sebesar 12 bulan: Layanan Lelang sesuai 
kewenangan KPKNL ditetapkan sebesar 12 bulan: Layanan Internal 
(Overhead) ditetapkan sebesar satu layanan: dan Layanan Perkantoran 
ditetapkan sebesar 12 layanan. 


Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk mengukur kinerja suatu 
organisasi dalam mencapai output yang dihasilkan. Indikator kinerja 
KPKNL dihitung dengan menggunakan persentase. Indikator kinerja 
KPKNL, antara lain Persentase Nilai Kekayaan Negara yang Diutilisasi, 
Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara, Persentase Hasil Lelang, 
dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. 


Target Kinerja 


Target kinerja menunjukkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka 
waktu tertentu. Pada KPKNL, target kinerja ditentukan sebesar 10045 
untuk indikator kinerja Persentase Nilai Kekayaan Negara yang 
Diutilisasi, Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara, dan Persentase 
Hasil Lelang. Untuk indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran, ditetapkan sebesar 9596. Pengukuran kinerja suatu organisasi 
dihitung dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja. 
Capaian kinerja yang menggunakan pengukuran persentase pada 
umumnya dihitung dengan menggunakan formula: realisasi/target x 
10096. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila capaian kinerjanya 
sama atau melebihi target kinerja yang telah ditentukan. Sebaliknya, 
kinerja suatu organisasi dikatakan buruk apabila capaian kinerjanya tidak 
mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Dalam hal ini, harus 
ditelusuri apa penyebab dari kurangnya capaian kinerja dan perlu 
dilakukan tindak lanjut perbaikan. 
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Aktivitas 


Aktivitas merupakan mekanisme untuk mengubah input menjadi output. 
Dalam bahasa birokrasi aktivitas biasa kita kenal dengan nama 
Program/Kegiatan. Aktivitas ini harus menggambarkan bisnis inti dari 
suatu organisasi. Aktivitas pada KPKNL adalah Pengelolaan Kekayaan 
Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang 
di Wilayah Kerja KPKNL yang merupakan penjabaran lebih detail dari 
aktivitas tingkat Kementerian Keuangan. 


Input 


Input merupakan sumber daya yang digunakan dalam aktivitas untuk 
menghasilkan output. Adapun input KPKNL adalah Anggaran, Sumber 
Daya Manusia, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta 
Norma/Standar/Prosedur/ Ketentuan. Penggunaan input ini harus efektif 
dan efisien serta dapat mencapai output yang diharapkan. 


Berdasarkan uraian keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
beberapa faktor penting yakni: 


1. Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas 
belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana 
tercantum dalam RKA-KL dan DIPA. 

2. Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir 
setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada 
satu tahun anggaran dalam mengukung pencapaian sasaran dan 
tujuan program dan kebijakan. 

3. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja 
modal. 

4. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana 
bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan 
dana (RPD). 


Dari keempat hal tersebut, dapat dikritisi bahwa indikator penyerapan 
anggaran atas pagu neto bisa menjadi kurang relevan lagi. KPKNL tidak 
perlu memaksimalkan penyerapan jika output sudah terpenuhi semua. 
Indikator keluaran riil sudah cukup untuk melihat penyerapan dan 
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dibandingkan dengan output yang sudah keluar. Di samping itu, indikator 
penyerapan anggaran atas pagu neto bisa bertolak belakang dengan nilai 
keluaran riil dan efisiensi, sehingga KPKNL tidak bisa mencapai nilai 
sempurna antara penyerapan dan efisiensi. KPKNL terpaksa memilih 
untuk menentukan apakah lebih condong pada penyerapan atau efisiensi. 


Hal lain yang menjadi perhatian juga adalah bahwa output yang 
dikeluarkan oleh KPKNL berupa dokumen atas permohonan satuan kerja 
dibawah KPKNL, output dokumen sangat bergantung pada permohonan 
tersebut dan permohonan yang dilakukan oleh satker-satker merupakan 
sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh KPKNL itu sendiri. Output 
layanan internal dan layanan perkantoran seharusnya tidak dijadikan 
sebagai output karena orientasinya adalah internal bukan eksternal. 
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Efektivitas Kenaikan Jumlah Utang 
Pemerintah Dalam Penanganan 
Pandemi Covid-19 


Oleh: Rezky Yosepha Tarigan dan Raynal Yasni 


Utang pemerintah Indonesia memiliki trend yang cukup baik 
sebelum pandemi terjadi yang didukung dengan nilai defisit 
tahunan yang rendah. Pandemi memaksa Pemerintah Indonesia 
merilis sejumlah paket kebijakan manajemen keuangan negara. 
Instrumen kebijakan dalam penanganan pandemi membutuhkan 
anggaran yang besar sehingga meningkatkan defisit APBN. 
Peningkatan utang memang diperlukan dalam mengatasi krisis 
akibat pandemi Covid-19, namun peningkatan tersebut harus 
disertai dengan pengelolaan utang secara efektif dan efisien. 


(Utang Pemerintah, Defisit, Pandemi Covid-19) 
A. Pendahuluan 


Terhitung tanggal 2 Agustus 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jakarta yang seharusnya berakhir, kembali 
diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021. Perpanjangan tersebut 
mengindikasikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di 
Indonesia. PPKM merupakan salah satu langkah kebijakan pemerintah 
Indonesia dalam rangka penekanan angka kasus positif yang meningkat 
tajam sejak awal Juli 2021 akibat varian Delta. 


Berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan Covid 
mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Kegiatan PPKM diharapkan 
mampu menekan jumlah kasus positif tiap harinya, namun di sisi lain 
PPKM berdampak terhadap kegiatan usaha masyarakat sehingga aktivitas 
perekonomian pun terganggu. Hal ini merupakan tantangan mendesak 
baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia mengenai bagaimana 
menciptakan upaya extraordinary untuk menangani Covid-19 (Milne & 
Xie, 2020). Kegiatan pembatasan menekan penyebaran virus, namun 
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memicu perlemahan ekonomi dunia yang tajam (Suksmonohadi & Indira, 
2020). Melalui pembatasan yang ketat, beberapa negara mampu menekan 
jumlah kasus positif di negaranya. Namun, kebijakan tersebut 
menyebabakan disrupsi pada rantai pasokan, menurunkan aktivitas 
produksi dan konsumsi masyarakat, meningkatkan pengangguran, dan 
mengoreksi pertumbuhan ekonomi (Scheeweis, Murtaugh, dan 
Bloomberg Economics, 2020). 


Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat bergerak ke arah negatif 
sepanjang tiga triwulan berturut-turut pada tahun 2020. Penyebabnya 
adalah aktivitas penduduk dibatasi untuk menekan penyebaran, namun 
sekaligus berdampak pada pengurangan produksi, penurunan 
perdagangan internasional, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kegiatan 
ekonomi lainnya (Suparman, 2021). Selain itu, jumlah pekerja yang 
terdampak juga mampu memengaruhi aktivitas produksi manufaktur, 
sehingga menurunkan output kapasitas industri. 


Dampak dari penurunan supply juga berdampak pada penurunan demand 
bahkan lebih besar lagi (Guerrieri et al, 2020 p.4). Sepanjang tahun 2020 
daya beli masyarakat menurun hingga sebesar Rp362 triliun yang 
ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik untuk nilai konsumsi rumah 
tangga sebesar minus 2,63Y9 selama tahun 2020. Penurunan tersebut 
berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena 
konsumsi masyarakat merupakan kontribusi terbesar terhadap 
komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah Indonesia pun 
mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani keadaan tersebut. 
Kementerian Keuangan mengambil sejumlah langkah konkret untuk 
menekan dampak negatif sosial ekonomi, di antaranya dengan merilis 
sejumlah paket kebijakan manajemen keuangan negara berupa: insentif 
pajak, perburuhan, ekspor-impor, keuangan, dan perindustrian dengan 
tujuan untuk membantu dunia usaha bisa bertahan (Suparman, 2021). 


Di antara langkah tersebut dapat membantu mendorong kembali 
pertumbuhan ekonomi, namun dapat berdampak terhadap menurunnya 
penerimaan negara. Insentif pajak dapat meringankan kemampuan para 
pelaku usaha agar menjaga keberlangsungan aktivitas usahanya, namun 
secara langsung dapat mengurangi realisasi penerimaan pajak. Di sisi lain, 
pos belanja pemerintah tentunya mengalami peningkatan yang besar 
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untuk menangani dampak pandemi dan ketahanan fiskal dalam bentuk 
ketahanan sosial. Belanja tersebut dialokasikan untuk menjaga agar 
kelompok masyarakat yang rentan terpapar oleh dampak dari Covid-19 
tidak terperosok terlalu dalam (Sayekti, Kontan, 2021). Pemerintah 
menyalurkan stimulus berupa belanja bantuan sosial bagi masyarakat 
terdampak. Pos belanja yang sangat besar tentunya juga dialokasikan 
pada bidang kesehatan untuk pengobatan pasien positif dan vaksinasi 
bagi seluruh warga secara gratis. 


Kesenjangan antara belanja dan pendapatan berdampak pada 
pengurangan program-program kerja pemerintah yang bersifat 
pembangunan fisik (Suparman, 2021). Menteri Keuangan melalui surat 
Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 menyampaikan strategi dan 
instruksi yang harus dilakukan untuk realokasi dan refocusing anggaran 
dalam rangka menyiapkan alokasi dana pada program-program belanja 
penanganan pandemi. Namun defisit yang sangat besar mengharuskan 
pemerintah menempuh strategi lain untuk menjaga keberlangsungan 
program tersebut. Pemerintah menutup defisit melalui utang, dimana 
terdapat kenaikan utang pemerintah selama penanganan pandemi yang 
posisinya per Mei 2021 menembus Rp6.445,07 triliun atau ekuivalen 
dengan 41,64 dari PDB. 


Rata-rata utang pemerintah sejak tahun 2015 adalah 30,5Y9. Kenaikan 
yang cukup besar mengakibatkan pandangan bahwa utang pemerintah 
Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Rasio aman utang menurut 
rekomendasi IMF adalah 60 dari PDB, sehingga pemerintah 
mengindikasikan bahwa persentase tersebut masih tergolong aman. 
Namun apakah kenaikan utang tersebut efektif terhadap upaya 
pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional selama masa krisis akibat 
pandemi Covid-19? Selain itu, mengingat kemampuan Indonesia dalam 
mengumpulkan penerimaan masih terkendala, bagaimana dampaknya 
terhadap kemampuan pelunasan utang pemerintah dalam jangka 
panjang? 


B. Gambaran Umum Utang Pemerintah Sebelum dan Setelah 
Pandemi 


Utang selalu menjadi kontroversi di mata masyarakat. Pertanyaan yang 
sering muncul adalah mengapa negara harus berutang. Pemerintah 
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Indonesia menerapkan kebijakan defisit anggaran dalam pengelolaan 
anggaran belanja dan pendapatan negara. Kebijakan tersebut bertujuan 
untuk ekspansi fiskal dimana belanja negara disusun lebih besar 
dibanding pendapatan agar mendorong pertumbuhan perekonomian 
secara berkesinambungan. Utang dianggap aman karena dialokasikan 
untuk belanja yang bersifat produktif dan Penyertaan Modal Negara 
(PMN) sebagai bentuk investasi pemerintah. Pemerintah juga melakukan 
manajemen risiko dalam pengelolaan utang dengan cara menggunakan 
sumber pembiayaan yang cenderung efisien dan beresiko rendah. 


Instrumen utang pemerintah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pinjaman 
dan surat utang, kemudian surat utang terbagi lagi dalam dua kategori: 


1. Pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh 
pemerintah dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri atau Luar Negari 
yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat 
berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan 
tertentu. Pinjaman terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman 
Luar Negeri. Pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman tunai dan 
pinjaman kegiatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan 
tertentu. 

2. Obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara adalah surat berharga 
berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun 
valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh 
negara sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri dari SUN 
domestik yang diterbitkan di pasar domestik baik dalam mata uang 
rupiah maupun mata uang asing dan SUN internasional yang 
diterbitkan di pasar perdana internasional. 

3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat utang yang 
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian 
penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah 
maupun mata uang asing. 


Indikator yang dapat mengukur tingkat kesehatan perekonomian suatu 
negara yang memiliki utang ialah rasio utang terhadap PDB. IMF 
menetapkan rekomendasi rasio aman utang negara pada angka 6094. 
Angka tersebut sebenarnya merupakan median dari data utang negara- 
negara di dunia, sehingga tidak bisa dijadikan landasan yang baku. Selain 
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itu tingkat risiko juga dapat dinilai berdasarkan kemampuan negara 
tersebut dalam membayar utangnya. Beberapa negara maju memiliki 
rasio utang sangat tinggi, misalnya Amerika Serikat dengan rasio utang 
terhadap PDB sebesar 111,9596, dipandang tidak mengkhawatirkan 
karena kemampuan negara tersebut untuk melunasi utangnya terbilang 
kuat. 
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Gambar 1 Tingkat Utang terhadap GDP Tahun 2009-2019 
Sumber: knoema.com 


Utang pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki trend yang cukup 
baik, dengan rata-rata rasio berada di kisaran 30Yo-an terhadap PDB 
(Gambar 1). Trend ini dilalui dengan rata-rata defisit Indonesia selama 10 
tahun terakhir dapat dikategorikan sebagai tingkat defisit yang paling 
kecil di dunia. Dengan tingkat defisit yang rendah, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi. Dari pertumbuhan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan utang pemerintah telah 
dilaksanakan dengan baik, terjaga, dan memenuhi prinsip kehatihatian. 
Alokasi penggunaan utang menghasilkan manfaat yang lebih besar 
dibandingkan dengan tambahan jumlah utang yang diambil. Hal tersebut 
mengindikasikan penggunaan utang telah dilaksanakan secara efektif 
untuk belanja-belanja yang bersifat produktif. 
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Gambar 2 Trend defisit dan Pertumbuhan PDB Indonesia 
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Sumber: IMF Economic Outlook 


Rata-rata defisit Indonesia adalah -1,6Y6 per PDB dengan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi tiap tahun sebesar 5,646. Angka ini masih lebih 
tinggi dibanding dengan negara seperti Turki dan Brazil dengan rata-rata 
defisit -2,199 dan -4,3Y9 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8Y65 dan 
21Yo. Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata 
pengelolaan utang pemerintah Indonesia aman dan terjaga. Namun, angka 
tersebut meningkat cukup jauh pada tahun 2020 dan 2021. Sepanjang 
kuartal I tahun 2021 utang pemerintah menembus Rp6.445,07 triliun 
atau ekuivalen 41,64» dari PDB. Peningkatan ini disebabkan oleh 
tingginya belanja yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 
serta program pemulihan ekonomi nasional. Angka tersebut masih di 
bawah rasio aman, namun IMF juga memberikan rekomendasi bahwa 
rasio utang untuk negara berkembang adalah di kisaran 25-3054. 


C. Pembahasan 


Seperti negara-negara di dunia, Indonesia juga mengalami kontraksi 
perekonomian sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Untuk menjaga 
kesinambungan ekonomi, berbagai kebijakan telah disusun yang 
diharapkan mampu memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia 
pada berbagai aspek. Instrumen kebijakan dalam penanganan pandemi 
membutuhkan anggaran yang besar sehingga meningkatkan defisit APBN. 
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Defisit tersebut untuk menutupi berbagai instrumen di antaranya insentif 
pajak bagi pelaku usaha yang berdampak secara langsung terhadap 
penurunan penerimaan pajak, bantuan langsung tunai kepada 
masyarakat, belanja di bidang kesehatan dalam penanganan kasus positif 
serta vaksinasi, dan berbagai program yang tertuang dalam PEN 2021. 


Respon BPK terhadap rasio utang pemerintah Indoensia dipandang 
mengkhawatirkan. Meskipun masih di bawah rasio aman, namun bila 
ditinjau dari kemampuan negara untuk melunasi utang berada di luar 
rekomendasi IMF. Tercatat rasio utang pemerintah saat ini adalah 3696 
terhadap penerimaan, dengan rasio pembayaran bunga adalah 19,066 
dari penerimaan. Sementara rekomendasi dari IMF adalah 9099 untuk 
utang terhadap penerimaan dan 7-10Y6 untuk bunga terhadap 
penerimaan. 


Menteri Keuangan menanggapi hal tersebut dengan menyampaikan 
bahwa kita juga bisa membandingkan dengan langkah-langkah yang 
ditempuh oleh negara lain dengan level ekonomi serupa, dimana hampir 
semua negara juga mengambil kebijakan countercyclical dengan 
menambah utang sebagai lokomotif pendorong ekonomi. 


Peningkatan rasio utang negara lain lebih tinggi dibanding Indonesia. 
Persentase utang pemerintah Indonesia masih di bawah negara Filipina 
dan Thailand, mengindikasikan bahwa posisi utang saat ini masih 
tergolong aman. Persentase peningkatan rasio utang semasa Covid-19 
negara Indonesia juga masih lebih rendah dibanding dengan negara 
lainnya (Gambar 3). 


Gambar 3 Perbandingan rasio utang negara terhadap PDB pada Triwulan 


Itahun 2021 
No Negara Rasio Utang terhadap PDB 
1 USA 131,2Y9 
2 China 60,7Yo 
3 Thailand 50,49 
4 | Filipina 48,9Yo 
5 Korea Selatan 48,4Y9 
6 Indonesia 41,64Y9 
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Sumber: Kementerian Keuangan 


Peruntukan utang pada masa pandemi juga difokuskan pada program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang merupakan strategi 
pemerintah untuk tetap menjaga kesinambungan perekonomian nasional. 
Dengan kata lain, utang dialokasikan pada belanja produktif yang mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masa 
mendatang. Meskipun persentase utang dan bunga utang dibanding 
penerimaan saat ini dipandang terlalu tinggi, dengan fokus pada belanja 
produktif maka diharapkan di periode ke depan penerimaan negara akan 
segera pulih, sehingga meningkatkan kemampuan untuk melunasi utang 
saat ini. 


Bagaimanapun juga, krisis global yang tengah dihadapi dunia harus dilalui 
dengan menjalankan berbagai strategi agar perekonomian tidak sampai 
terpuruk hingga resesi yang berkepanjangan. Pemerintah harus fokus 
pada penanganan di bidang kesehatan dan menekan positive rate dengan 
membatasi aktivitas masyarakat dan sekaligus juga harus fokus pada 
penanganan pemulihan roda ekonomi. Apabila perekonomian lumpuh, 
maka dampaknya akan lebih parah lagi, sehingga kebijakan seperti 
peningkatan utang peemerintah, meski dengan berbagai trade off, saat ini 
masih diperlukan. Namun kebijakan tersebut harus disertai dengan 
pengelolaan utang secara efektif dan efisien agar tepat sasaran dan tidak 
keluar dari posisi aman. 


D. Simpulan dan Saran 
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 


1. Defisit yang tinggi digunakan untuk menutupi berbagai instrumen 
diantaranya insentif pajak bagi pelaku usaha yang berdampak secara 
langsung terhadap penurunan penerimaan pajak, bantuan langsung 
tunai kepada masyarakat, belanja di bidang kesehatan dalam 
penanganan kasus positif serta vaksinasi, dan berbagai program yang 
tertuang dalam PEN 2021. 

2. Meski rasio utang pemerintah Indonesia saat ini sangat tinggi 
dibanding periode sebelumnya, hampir semua negara juga mengambil 
kebijakan countercyclical dengan menambah utang sebagai lokomotif 
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pendorong ekonomi. Peningkatan rasio utang negara lain lebih tinggi 
dibanding Indonesia. 

3. Meskipun persentase utang dan bunga utang dibanding penerimaan 
saat ini dipandang terlalu tinggi, dengan fokus pada belanja produktif 
maka diharapkan di periode ke depan penerimaan negara akan segera 
pulih, sehingga meningkatkan kemampuan untuk melunasi utang saat 
ini. 

4. Peningkatan utang memang diperlukan dalam mengatasi krisis akibat 
pandemi Covid-19, namun peningkatan tersebut harus disertai dengan 
pengelolaan utang secara efektif dan efisien agar tepat sasaran dan 
tidak keluar dari posisi aman. 
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Pembaruan Hukum Pada Pengadilan 
Pajak Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Atas Uji Materi Terhadap 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 


Oleh Yadhy Cahyady, Ria Dewi Ambarwati 


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan Nomor 
10/PUU-XVIII/2020, menyebabkan pembaruan hukum pada 
Pengadilan Pajak berupa tidak adanya lagi periodesasi masa jabatan 
hakim dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 
karena telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun. Selanjutnya, 
Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh para hakim untuk 1 
(satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Atas dasar itu, 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan 
menganalisis pembaruan hukum pada Pengadilan Pajak pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi a guo. 


IL PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 


Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk 
menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara 
harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam 
bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna 
tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. 


Kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hanya 
akan menjadi sekedar cita-cita hukum belaka ketika tidak didukung oleh 
keuangan negara yang bersumber dari pendapatan negara yang 


9 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, 2006, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 35. 
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pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dalam hal ini pendapatan negara merupakan sumber 
keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas 
pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara dimaksud.10 


Tujuan negara tersebut harus direalisasikan. Untuk itu negara melakukan 
dua tugas, yaitu tugas rutin serta tugas pembangunan. Realisasi dari 
tugas-tugas itu berhubungan erat dengan sumber pembiayaan. Tugas 
rutin negara dibiayai dari penerimaan rutin negara sedangkan tugas 
pembangunan dibiayai dari sisa penerimaan rutin dan pembiayaan 
berupa bantuan luar negeri. Pendapatan negara yang diperkenankan 
secara yuridis tersebar dalam berbagai jenis. Adapun jenis pendapatan 
negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut:12 


1. Pajak negara, yang terdiri dari: 
a. Pajak penghasilan, 
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, 
Pajak penjualan atas barang mewah, 
Pajak bumi dan bangunan, 
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 
. Bea meterai: 
2. Bea dan cukai, yang terdiri dari: 
a. Bea masuk: 
b. Cukai gula, 
c. Cukai tembakau. 
3. Penerimaan negara bukan pajak, yang terdiri dari: 
a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, 
b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, 
Cc. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan, 
d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, 


Mp an 


10 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, 2008, Jakarta, Rajawali Pers, 
hal. 11. 

11 Tunggul Anshari Setia Negara, Ilmu Hukum Pajak, 2017, Malang, Setara Press, 
hal. 2. 

12 Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit., hal. 12-13. 
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e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal 
dari pengenaan denda administrasi: 

f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, 

g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang 
tersendiri. 


Sesuai dengan asas legalitas, maka setiap kewenangan pejabat 
pemerintahan dalam memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan 
pada hukum. Wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam memungut pajak 
pusat harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Demikian pula 
wewenang Kepala Daerah dalam memungut pajak daerah. Keduanya 
harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya sebagai realisasi asas 
keabsahan tindakan pemerintah.13 


Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undang-undang. Demikian konstitusi mengaturnya dalam 
Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pungutan lain yang bersifat memaksa dalam konteks pendapatan 
pemerintah pusat dapat berupa bea masuk, bea keluar, cukai dan 
pungutan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan dalam lingkup 
pemerintah daerah, pungutan lain yang bersifat memaksa dapat berupa 
pajak daerah dan retribusi daerah. 


Pembedaan penerimaan negara yang berasal dari pajak dengan 
penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak didasarkan atas 
peranan perpajakan yang makin penting dalam keuangan negara. Apalagi 
pada masa-masa sekarang pajak menjadi primadona dalam membiayai 
pengeluaran negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila 
dikatakan bahwa pajak merupakan jiwa negara. Artinya tanpa pajak, 
negara akan lumpuh karena hampir semua negara yang ada di dunia 
mengandalkan penerimaannya dari sektor pajak.14 


Dengan demikian, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan. Pajak merupakan 
sumber pendapatan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk 
membiayai belanja atau pengeluaran negara, termasuk pengeluaran 


13 Deddy Sutrisno, Hakikat Sengketa Pajak, 2016, Jakarta, Kencana, hal. 52 
14 Tunggul Anshari Setia Negara, Loc. Cit. 
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pembangunan. Pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:15 


a. Pungutan secara paksa oleh negara, 
b. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung: 
c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 


Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan 
berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, tentu memerlukan biaya 
besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Dalam 
rangka kemandirian dimaksud, peran masyarakat dalam memenuhi 
kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan 
mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak 
adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Selain itu pajak merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga 
setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan 
sendiri kewajiban perpajakannya. 


Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering 
terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana 
mestinya, sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang memaksa. Penagihan pajak merupakan 
serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan ini dimulai dengan tindakan 
yang bersifat teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan- 
tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat terlunasi. 
Serangkaian tindakan juga merupakan suatu prosedur yang harus dilalui 
dengan tujuan agar utang pajak dapat dilunasi. Tindakan penagihan akan 
terhenti jika utang pajak menjadi tidak ada, baik dengan cara pelunasan 
sendiri oleh penanggung pajak maupun karena proses keberatan, banding 
atau penghapusan/pembetulan ketetapan pajak, dan pelunasan karena 
hasil penjualan barang sitaan.15 


Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang 
perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib 
pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa pajak antara 
wajib pajak dan pejabat yang berwenang. Penyelesaian sengketa pajak 


15 Jda Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, Penagihan Pajak: 
Pajak Pusat Dan Pajak Daerah, 2011, Bogor, Galia Indonesia, hal. 4. 
16 Jbid., hal. 38. 
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harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, 
murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan 
sengketa di bidang perpajakan, penyusun undang-undang yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak). 


Dalam UU Pengadilan Pajak diatur hal-hal sebagai berikut: 


Pasal 1 angka 5: Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak 
dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada 
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan 
berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 
Pasal 2: Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau 
penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. 
Pasal 5 ayat (2): Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan 
bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. 

Pasal 8 ayat (2): Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari 
para hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan 
Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 8 ayat (3): Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa 
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan. 

Pasal 13 ayat (1) huruf c: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas 
usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung 
karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. 


Terhadap UU Pengadilan Pajak dimaksud, terdapat beberapa 
permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai 
berikut: 


perkara konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Dr. 
Sartono S.H., M.H., M.Si., dkk., yang dalam permohonannya, Para 
Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan 
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pengujian terhadap Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 
Pengadilan Pajak. 

s perkara konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh 
Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., Dr. Triyono Martanto, S.E., 
S.H., Ak, M.M., M.Hum., dan Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS, yang dalam 
permohonannya, Para Pemohon memohon agar Mahkamah 
Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 
8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. 


Berdasarkan latar belakang adanya beberapa permohonan uji materi 
sebagaimana telah disebutkan, penulis bermaksud melakukan penelitian 
dengan judul “Pembaruan Hukum Pada Pengadilan Pajak Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Atas Uji Materi Terhadap Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2002”. 


B. Rumusan Masalah 


Bertolak dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka yang 
menjadi isu hukum sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 


1. Bagaimana pembaruan hukum pada Pengadilan Pajak pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 atas uji materi 
terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002? 


2. Bagaimana pembaruan hukum pada Pengadilan Pajak pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 atas uji materi 
terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002? 


C. Tujuan Penelitian 


Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi 
tujuan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut: 


1. Untuk mengkaji dan menganalisis pembaruan hukum pada Pengadilan 
Pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 
atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. 


2. Untuk mengkaji dan menganalisis pembaruan hukum pada Pengadilan 
Pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- 
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XVIII/2020 atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2002. 


D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritik 


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum 
terkait pembaruan hukum pada Pengadilan Pajak pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2002. 


2. Manfaat praktis 


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 
kemaslahanan umat manusia, terutama petugas pajak dan warga 
masyarakat yang menjadi wajib pajak terkait pembaruan hukum pada 
Pengadilan Pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi 
terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. 


I. KERANGKA TEORI 
A. Teori Negara Hukum 


Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian konstitusi 
mengaturnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang 
memandang prinsip legalitas sebagai suatu karakteristik yang essentieel, 
bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum.!” Menurut 
Friedrich Julius Stahl, negara hukum memiliki 4 unsur:!8 


1. hak-hak dasar manusia. 
2. Pembagian kekuasaan. 
3. Pemerintahan berdsasarkan peraturan-peraturan. 


17 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, 1985, Jakarta, Erlangga, hal. 
11. 
18 Jbid., hal. 16. 
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4. Peradilan tata usaha dalam perselisihan. 


Lembaga peradilan dalam sebuah negara, kehadirannya bukan hanya 
sekedar pemenuhan syarat sebuah negara hukum atau “rechstaat”, 
melainkan membawa tugas mulia untuk melaksanakan aturan-aturan 
hukum dalam kehidupan nyata.!9 Jika suatu negara sudah memposisikan 
dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat), maka konsekuensinya 
produk peraturan perundang-undanganlah yang akan menjadi tolok ukur 
rule of game di tengah kehidupan masyarakat. Kandungan norma di 
dalamnya akan menyebut soal larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi 
yang mengikat. Artinya menjadikan hukum itu sebagai panglima yang 
tidak dapat terkalahkan oleh situasi dan kondisi apapun.?9 Negara hukum 
merupakan kesatuan organisasi kekuasaan yang menempatkan pada 
posisi yang strategis atau hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam 
menyelenggarakan kehidupan negara. Hal ini berarti ide negara hukum 
adalah untuk mengatasi tata hukum tanpa nalar keadilan ataupun 
kewibawaan, sehingga kekuasaan negara dijalankan melalui, berdasarkan 
dan sesuai dengan hukum.2! 


Pemikiran tentang negara hukum dalam konsep rechtsstaat memandang 
bahwa diperlukan suatu kekuatan yang dapat memaksa pemegang 
kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi 
justru memihak kepada yang diperintah atau dikuasai. Sesuatu yang dapat 
memaksa kekuasaan negara untuk tunduk pada suatu asas yang 
disepakati bersama, yakni hukum.?2? Pada sisi lain, negara hukum dalam 
konsep rule of law menitikberatkan pada kekuatan hukum sebagai 
landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
tanpa membeda-bedakan kedudukan, baik selaku pribadi maupun selaku 
pejabat negara dengan tetap menghormati dan mengembangkan secara 
demokratis hak asasi, hak-hak politik, hukum, sosial ekonomi maupun hak 


19 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia, 2007, Bandung, Refika 
Aditama, hal. 9. 

20 Faisal Santiago, Bunga Rampai Catatan Hukum, 2020, Jakarta, Program Pasca 
Sarjana Universitas Borobudur, hal. 138. 

21 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, 2013, Yogyakarta, 
Imperium, hal. 28. 

22 Ibid., hal. 28-29. 
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di bidang budaya.23 Kant, Stahl, dan Dicey memandang “separation of 
power” sebagai salah satu ciri dari paham “rechtstaat” ataupun “rule of 
law” 24 


B. Teori Pengadilan yang Bebas dan Mandiri 


Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan suatu 
syarat yang “indispensable” bagi negara hukum. Bebas berarti tidak 
adanya campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan 
legislatif dalam menjalankan fungsi judiciair. Ia tidak berarti, bahwa ia 
berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, 
ia “subordinated”, terikat pada hukum.?5 


Kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan pilar dari 
negara hukum. Kekuasaan lembaga peradilan yang independen 
dimaksudkan untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di 
luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan legislatif, terhadap 
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, koridor hukum berupa 
pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi peradilan perlu 
dilakukan agar dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan 
yang tidak terbatas.25 


Kelembagaan hukum yang kuat dan berwibawa tercermin pada lembaga 
peradilan, dan sumber daya manusia yang handal dan integritas yang 
tinggi tercermin pada hakim, serta manajemen tercermin pada 
administrasi yustisial yang selalu menjaga citranya sebagai lembaga yang 
mandiri, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya yang putusannya 
mengacu pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Lembaga 
peradilan yang demikian yang menjadi salah satu unsur negara hukum, 
sehingga lembaga peradilan yang bebas dan mandiri merupakan prinsip 
umum yang harus dijadikan prinsip dalam membangun dan mewujudkan 
negara hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 


23 Jbid., hal. 35. 

24 Demar Seno Adji, Op. Cit., hal 20. 
25 Jbid., hal 46. 

26 Ahmad Mujahidin, Op. Cit., hal. 52. 
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1945.27 Asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka menurut Bagir 
Manan terkandung 3 (tiga) unsur pengertian, yaitu:?8 


1. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah kebebasan 
dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi 
peradilan (fungsi yustisial). Kebebasan ini mencakup kebebasan 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hal-hal di luar fungsi 
peradilan (fungsi non yustisial) tidak termasuk kandungan 
pengertian kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka. 

2. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka mengandung makna 
larangan bagi kekuasaan ekstra yustisial mencampuri proses 
penyelenggaraan peradilan. Larangan tersebut, hanya berlaku pada 
kekuasaan ekstra yustisial, maka kekuasaan lembaga peradilan 
tertentu dimungkinkan mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan 
lainnya. 

3. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka diadakan dalam rangka 
terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum. Dengan 
penegasan ini maka kekuasaan lembaga peradilan dimungkinkan 
untuk melakukan pengawasan yustisial terhadap tindakan badan 
penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan lainnya. 


Kebijakan sistem peradilan satu atap (one roof system) di bawah 
kekuasaan Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian 
lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum, namun 
menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan 
lembaga peradilan. Fungsi kekuasaan lembaga peradilan tidak hanya 
bertanggungjawab atas kekuasaan atau fungsi yudisial belaka, tetapi juga 
bertanggung jawab atas kekuasaan atau fungsi administrasi negara 
seperti rekrutmen, mengangkat, menghentikan, memindahkan (pegawai, 
pejabat dan hakim di bawah naungan Mahkamah Agung), mengelola 
keuangan dan sebagainya.2? 


27 Zainal Arifin Hoesein, Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945, 
2019, Jakarta, LP2-AB, hal. 70-71. 

28 Ahmad Mujahidin, Op. Cit., hal 61. 

29 Ibid., hal. 4. 
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II. METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 


Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
kasus (case approach). Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian 
hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh 
seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam 
bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan 
efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang 
mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang 
hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum 
publik, seperti prinsip-prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan alat- 
alat negara, hak-hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau 
pemidanaan dan hukuman maupun dalam bidang hukum perdata, seperti 
dalam bidang hukum orang, keluarga dan perkawinan, hukum benda dan 
perutangan, hukum kontrak, kewarisan, dan sebagainya.20 


Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 
menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum 
yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (statute approach) ini 
akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang- 
Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah 
tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 
dihadapi. Adapun pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan 
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam 
pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu 
pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.31 


30 Munir Fuady, Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep, 2018, Jakarta, 
Rajawali Pers, hal. 130 

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 2017, Jakarta, Kencana, 
hal. 133-134. 
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B. Spesifikasi Penelitian 


Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Dengan 
teknik deskriptif, peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu 
peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan peristiwa 
hukum, dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat 
pribadi peneliti. Teknik deskriptif terhadap kondisi hukum dilakukan 
terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan 
dalam posisi netral, artinya undang-undang tersebut belum mendapat 
komentar dari pihak mana pun.22 Dikatakan deskriptif analitis karena 
dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran atau uraian 
secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pembaruan hukum 
pada Pengadilan Pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas uji 
materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. 


C. Sumber Data Penelitian 
Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:33 


1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- 
buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data 
sekunder, jenis datanya (bahan hukum) adalah:34 


1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 
terdiri dari: 
a. Norma atau kaidah dasar. 
Peraturan dasar. 
Cc. Peraturan perundang-undangan. 
Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat. 
Yurisprudensi. 


» 2 


32 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2019, Jakarta, 
Kencana, hal 152-153. 

33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2006, 
Jakarta, Rajawali Pers, hal. 30. 

34 Ibid., hal. 31-32. 
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 
hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 


3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 


D. Teknik Pengumpulan Data 


Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data berdasarkan pada data 
sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. 
Dalam penelitian, dikenal tiga alat pengumpulan data, yakni studi 
dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan 
wawancara atau interview. Walaupun demikian, tipe data apapun yang 
dikehendaki, studi dokumen atau bahan pustaka akan selalu 
dipergunakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, maka pembahasan 
mengenai studi dokumen atau bahan pustaka, akan mengawali 
pembicaraan mengenai alat-alat pengumpulan data dalam penelitian.35 


E. Analisis Data 


Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan disusun secara 
sistematis dengan menggunakan logika deduksi yang diawali dengan 
identifikasi aturan hukum sebagai pegangan utama. Penggunaan metode 
deduksi berpangkal dari pengajuan premis major berupa aturan hukum, 
kemudian diajukan premis minor berupa fakta hukum. Dari kedua premis 
ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusio.88 Dengan 
menggunakan logika deduksi, peneliti melakukan analisis terhadap 
peraturan atau regulasi dan putusan pengadilan untuk kemudian 
dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan 
dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan 
konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang 
menjadi pembahasan dalam penelitian ini. 


35 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, Jakarta, Ul-Press, hal. 
201. 
36 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 89. 
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III. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


A. Pembaruan Hukum Pada Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Atas Uji Materi Terhadap Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 2002 


Perkara konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Dr. Sartono 
S.H., M.H., M.Si. dkk., yang dalam permohonannya, Para Pemohon 
memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap 
Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak. 


Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Ketua, Wakil Ketua 
dan Hakim diangkat untuk masajabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan Pasal 13 ayat 
(1) huruf c UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan 
Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas 
usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung 
karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. 


Menurut Para Pemohon, kedua ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak 
tersebut merugikan Para Pemohon karena Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak pernah mengatur atau 
menentukan norma berkaitan dengan periodesasi bagi hakim dalam 
lingkungan peradilan manapun di bawah Mahkamah Agung. Dengan 
demikian, norma yang mengatur periodesasi dalam Pasal 8 ayat (3) UU 
Pengadilan Pajak merupakan kerugian bagi Para Pemohon, sehingga 
norma tersebut dianggap sebagai norm delegated discretion yang 
melampaui peraturan dasarnya, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 


Adapun mengenai Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak, juga 
dianggap merugikan Para Pemohon karena bertentangan dengan asas 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
Menurut Para Pemohon, apabila mendasarkan pada prinsip kesamaan 
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, usia hakim Pengadilan Pajak 
seharusnya disamakan dengan hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan 
peradilan tata usaha negara, mengingat bahwa hakim Pengadilan Pajak 
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adalah hakim dalam proses banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
angka 5 UU Pengadilan Pajak. 


Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi antara lain memutuskan: 


Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun“ dalam 
Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian 
dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara. 


Dari putusan Mahkamah Konstitusi a guo, dapat diketahui bahwa latar 
belakang Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar a guo 
didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 


meskipun pengadilan pajak adalah pengadilan yang bersifat khusus 
dan berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara namun oleh 
karena kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak dalam 
memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan 
tingkat pertama dan terakhir atas sengketa pajak dan juga sebagai 
pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan 
gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan 
peradilan lain, maka dengan mendasarkan pada kewenangan tersebut 
seharusnya status hakim Pengadilan Pajak adalah sama atau sejajar 
dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan 
Tinggi pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum serta 
Pengadilan Tinggi Agama. 

UU Pengadilan Pajak mengatur pemberhentian dengan hormat hakim 
Pengadilan Pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim 
tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan 
umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena telah berusia 67 tahun (vide Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan 
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Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Adanya ketentuan yang 
mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim Pengadilan 
Pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah 
Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda 
terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama 
bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh 
karena itu menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan pemberhentian 
dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada Pengadilan Pajak 
harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi 
hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata 
usaha negara. 

oleh karena hakim Pengadilan Pajak adalah sama atau sejajar dengan 
hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi 
dalam lingkungan peradilan umum, serta Pengadilan Tinggi Agama, 
sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim 
pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan 
mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di 
lingkungan peradilan tata usaha negara, maka terkait periodesasi atau 
masa jabatan hakim pajak agar tidak menimbulkan perbedaan sudah 
seharusnya juga masa jabatan hakim Pengadilan Pajak sebagaimana 
diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak mengenal 
masa jabatan atau periodesasi. 


Dengan adanya putusan dimaksud, menyebabkan beberapa pembaruan 
pada Pengadilan Pajak sebagai berikut: 


1. Dengan dinyatakannya Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyebabkan tidak ada lagi 
periodesasi masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan 
Pajak. Sebelumnya, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Pajak 
diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan demikian, 
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Pajak akan menjabat 
sampai dengan pensiun, yang usia pensiunnya disamakan dengan usia 
pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara. Khusus untuk periodesasi jabatan Ketua dan Wakil 
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Ketua Pengadilan Pajak, tidak adanya periodesasi jabatan dimaksud 
akan berakibat pada tersendatnya regenerasi kepemimpinan 
organisasi yang pada akhirnya merugikan para hakim Pengadilan 
Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakukan yang adil 
dan layak dalam hubungan kerja yang secara konstitusi dijamin oleh 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, periodesasi 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diajukan pengujian 
ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara konstitusi Nomor 
10/PUU-XVIII/2020. 


2. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak diberhentikan 
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri 
Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung 
karena telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, yaitu disamakan 
dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sebelumnya, batas usia pensiun 
dimaksud yaitu 65 (enam puluh lima tahun). 


B. Pembaruan Hukum Pada Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Atas Uji Materi Terhadap 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 


Perkara konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Drs. 
Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak, M.M., 
M.Hum., dan Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS, yang dalam permohonannya, 
Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan 
pengujian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan 
Pajak. 


Menurut Para Pemohon, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) 
UU Pengadilan Pajak, Menteri Keuangan sebagai pembina organisasi 
mempunyai wewenang untuk mengusulkan Ketua atau Wakil Ketua dari 
hakim Pengadilan Pajak. Selain itu, Para Pemohon menyampaikan bahwa 
melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, 
ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur, “Ketua, 
Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan 
Mahkamah Konstitusi ini mempunyai implikasi tidak hanya hakim tetapi 
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juga termasuk Ketua atau Wakil Ketua juga tidak dibatasi periodesasinya. 
Ketua Pengadilan Pajak saat ini telah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun 
dan belum jelas kapan akan berakhir masa jabatannya. Tidak adanya 
periodesasi jabatan Ketua atau Wakil Ketua akan berakibat pada 
tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya 
merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang secara 
konstitusi dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila permohonan 
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian hak konstitusional 
Para Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, yaitu jika: 


a. Pembinaan yang dilakukan Kementerian Keuangan tidak termasuk 
mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, 

b. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak, 

c. Ditetapkan periodesasi/masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
Pengadilan Pajak yaitu untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 
(lima) tahun. 


Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi antara lain memutuskan: 


" Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua 
diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan Menteri 
setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh 
Presiden yang dipilih dari dan oleh para hakim yang selanjutnya 
diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun, 

" Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak 
dapat diterima, 
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Dari pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi a guo, dapat 
diketahui bahwa latar belakang Mahkamah Konstitusi memberikan 
kewenangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak 
dipilih dari dan oleh para hakim Pengadilan Pajak didasarkan pada: 


» Makna kebebasan pada hakim. 


Dalam menjalankan tugas kekuasaan yudisial, hakim tidak boleh 
terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun. Di sisi lain 
hakim mempunyai keleluasaan untuk berbuat apa pun, salah satunya 
adalah mengorganisir keberadaanya di dalam sebuah badan peradilan 
dengan memilih ketua dan wakil ketua untuk memimpin hakim-hakim 
itu sendiri dalam menjalankan tugas sehari-harinya. 

» Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di sebuah badan peradilan 
para hakim sudah barang tentu saling berinteraksi satu sama lain baik 
interaksi yang berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun yang 
berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari. Dengan demikian 
para hakim bisa saling mengenal atau mendalami karakter dari 
masing-masing hakim itu sendiri. Dengan demikian para hakim sudah 
bisa memilih atau menentukan hakim yang menjadi pilihannya untuk 
dijadikan pimpinan yang membawa kemajuan organisasi dalam 
melayani pencari keadilan. 

» Para hakim tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal 
pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas 
interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu 
independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas 
personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan 
tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya. 


Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, tata cara 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak harus dilepaskan dari 
keterlibatan Menteri Keuangan agar para hakim lebih dapat 
merefleksikan pilihannya sesuai dengan hati Nurani yang didasarkan 
pada pertimbangan kapabilitas, integritas, dan leadership dari calon 
pemimpinnya. Dari hasil pilihan tersebut, para hakim dapat 
mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya. 


Dengan adanya putusan dimaksud, menyebabkan pembaruan pada 
Pengadilan Pajak yaitu Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden 
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yang dipilih dari dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui 
Menteri Keuangan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 
(satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Menindaklanjuti putusan 
tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Pengadilan Pajak 
menyelenggarakan pemilihan Ketua Pengadilan Pajak dengan sistem 
pemungutan suara dari beberapa calon yang diajukan. Agenda ini 
dilaksanakan sebagai amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
10/PUU-XVIII/2020. Calon Ketua Pengadilan Pajak dengan suara 
terbanyak ditetapkan sebagai Calon Ketua Pengadilan Pajak terpilih dan 
selanjutnya akan diajukan ke Mahkamah Agung melalui Menteri 
Keuangan. 


IV. PENUTUP 
A. Kesimpulan 


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis yaitu pembaruan 
hukum pada Pengadilan Pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas 
uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terdapat 
sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut: 


1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- 
XIV/2016, maka terdapat pembaruan hukum pada Pengadilan Pajak 
sebagai berikut: 

a. Tidak ada lagi periodesasi masa jabatan hakim Pengadilan Pajak. 
Sebelumnya, hakim Pengadilan Pajak diangkat untuk masa 
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 
(satu) kali masa jabatan. Dengan demikian, hakim Pengadilan 
Pajak akan menjabat sampai dengan pensiun, yang usia 
pensiunnya disamakan dengan usia pemberhentian dengan 
hormat hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

b. Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada Pengadilan Pajak 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas 
usul Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung karena telah berumur 67 (enam puluh tujuh) 
tahun, yaitu disamakan dengan usia pemberhentian dengan 
hormat hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
Sebelumnya, batas usia pensiun dimaksud yaitu 65 (enam puluh 
lima tahun). 
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2. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- 
XVIII/2020, maka terdapat pembaruan hukum pada Pengadilan Pajak 
yaitu Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari 
dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri 
Keuangan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. 


B. Saran 


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan 
penelitian, Penulis memberikan beberapa saran dalam pembaruan 
hukum pada Pengadilan Pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 atas uji 
materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai 
berikut: 


1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan 
Pajak dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk menjadi hakim pada Pengadilan Pajak, perlu 
kiranya mengangkat hakim ad hoc pada Pengadilan Pajak, yaitu 
hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 
diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya 
diatur dalam undang-undang, seperti halnya hakim ad hoc pada 
pengadilan lainnya, antara lain pengadilan tindak pidana korupsi 
dan pengadilan niaga. 

2. Dalam proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, 
khususnya pada tahap awal seleksi pemilihan Ketua dan Wakil 
Ketua Pengadilan Pajak, perlu dikiranya dibentuk panitia seleksi 
dengan melibatkan unsur-unsur dari Pengadilan Pajak, 
Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. 
Hal ini semata-mata untuk melihat level ofintegrity and leadership 
secara mendalam agar mampu memimpin Pengadilan Pajak, 
sebelum nantinya calon yang lolos akan dipilih dari dan oleh para 
hakim pada Pengadilan Pajak. 
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Tinjauan Pelaksanaan Audit Kinerja 
Program Pencegahan dan Penurunan 
Balita Stunting 


Oleh Rielvanisa Kamilia Putri dan Sopian 


Riset ini ditujukan untuk meninjau implementasi audit kinerja 
program pencegahan dan penurunan balita stunting yang dilakukan 
oleh Inspektorat Kabupaten Lahat dibandingkan dengan standar 
audit kinerja sektor publik. Riset ini menarik untuk diteliti dengan 
pertimbangan bahwa pencegahan dan penurunan balita stunting 
merupakan skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lahat dan Level Kapasitas Inspektorat Kabupaten Lahat. 
Hasil riset menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Lahat secara 
umum telah mengimplementasikan audit kinerja sesuai dengan 
Standar Pemeriksaan Audit Kinerja Sektor Publik yang meliputi 
aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan komunikasi hasil 
pemeriksaan. Hasil riset merekomendasikan agar Inspektorat 
Kabupaten Lahat dapat menguji keandalan kriteria dengan tujuan 
audit yang telah ditetapkan. 


I. Latar Belakang 


Pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
memiliki peran strategis. Pengawasan bertujuan memastikan apa yang 
direncanakan telah dilaksanakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan 
dapat tercapai. Menurut Tery dalam Sukarna (2011), controlling dapat 
diartikan sebagai proses determinasi terhadap apa yang telah 
dilaksanakan, yaitu kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dan apabila 
perlu, menerapkan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil kinerja 
tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 


Setiap organisasi, baik di sektor private maupun sektor publik tidak bisa 
lepas dari fungsi controlling. Peran pengawasan (controlling) pada 
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organisasi pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP). Peran sangat strategis dimainkan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah dalam memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peran tersebut dilakukan melalui 
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara serta pembinaan 
penyelenggaraan SPIP. 


Pelaksanaan pengawasan internal di wilayah Pemerintah Daerah di 
kabupaten/kota dilakukan oleh Inspektorat daerah kabupaten/kota. Hal 
ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat 
Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat 
daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota. Inspektorat daerah kabupaten/kota 
bertugas membantu bupati/walikota membina dan mengawasi 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan 
tugas tersebut, Inspektorat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan 


fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan, 


b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya, 

C. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

bupati/walikota dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 

penyusunan laporan hasil pengawasan, 

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, 

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi: 

pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota, dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 


vm 


Seiring dengan tuntutan masyarakat, peran Inspektorat daerah semakin 
sentral dan sangat dibutuhkan penguatan. Hal ini sebagaimana yang 
direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada 
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Presiden RI terkait penguatan inspektorat sebagai pengawas intern 
pemerintah daerah. Rekomendasi KPK tersebut telah disetujui oleh 
Presiden dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 Tentang Perangkat Daerah oleh Kementerian dalam Negeri 
(Kemendagri). Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan 
Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengemukakan bahwa 
penerbitan PP Nomor 72 Tahun 2019 ini adalah bagian dari penguatan 
APIP di daerah agar untuk meningkatkan independensi, efektivitas, dan 
mengoptimalkan pengawasan terhadap perangkat daerah (Riana, 2019). 


Dalam perubahan paradigma pengawasan yang dilakukan inspektorat 
daerah, pada saat ini inspektorat daerah tidak hanya diharapkan dapat 
berperan sebagai watchdog akan tetapi harus mampu mendorong kinerja 
dari organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten. Hal ini juga 
sejalan dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP melalui Internal Audit 
Capability Model (IACM) yang menjadi target pemerintah indonesia. IACM 
merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek 
fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di 
sektor publik. Kapabilitas APIP (KAPIP) adalah kemampuan dalam 
melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari kapasitas, 
kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus 
dimiliki APIP agar peran APIP dapat terlaksana secara efektif (BPKP, 
2015). 


Kapabilitas APIP dalam model IACM ini dikelompokkan menjadi lima 
tingkatan yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), level 3 
(Untegrated), level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). 


Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019 dalam agenda pembangunannya, target nasional kapabilitas 
APIP di setiap Pemerintah Daerah harus berada pada level 3 (Integrated). 
Pada IACM level 3, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis 
suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, 
manajemen risiko, dan pengendalian intern. Agar dapat menilai efisiensi, 
efektivitas, ekonomis suatu kegiatan, APIP harus mampu melaksanakan 
Audit Kinerja. 


Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja 
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adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas 
dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, 
efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. 
Menurut (Rai, 2010) audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara 
objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai 
kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, 
dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan 
meningkatkan akuntabilitas publik. 


Salah satu target pembangunan yang ingin dicapai dalam target nasional 
maupun regional adalah penurunan stunting. Stunting adalah kondisi 
gagal tumbuh yang dialami oleh balita (bayi di bawah lima tahun) akibat 
dari kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan anak lebih pendek 
dibandingkan dengan anak seusianya (Kementerian Kesehatan RI, 2018). 
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, proporsi 
balita yang mengalami isu stunting di Indonesia adalah sebesar 30,8Y4. Hal 
ini menyebabkan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan 
Stunting menjadi salah satu program prioritas nasional yang digalakkan 
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 


Objek penelitian tentang audit kinerja program percepatan pencegahan 
dan penurunan Stunting adalah audit kinerja yang diimplementasikan 
oleh Inspektorat Kabupaten Lahat. Terdapat dua alasan utama untuk 
menjadikan Inspektorat Kabupaten Lahat sebagai objek riset yaitu dari 
sudut skala prioritas pembangunan dan kapabilitas APIP. Aspek skala 
prioritas karena program pencegahan stuting juga menjadi target 
prioritas Pemerintah Kabupaten Lahat. Hal ini dikarenakan Kabupaten 
Lahat termasuk dalam enam kabupaten di Sumatera Selatan yang masuk 
zona merah stunting (Meilikhah, 2020). Aspek kedua adalah kapabilitas 
APIP Inspektorat. Hal ini terjadi karena Inspektorat Kabupaten Lahat 
pada tahun 2018 telah dinilai dan mendapat predikat Kapabilitas Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (KAPIP) level 3 dari Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. 
Beberapa Inspektorat daerah lainnya telah melakukan kunjungan kerja ke 
Inspektorat Kabupaten Lahat di antaranya adalah Inspektorat Kabupaten 
Bengkulu dan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang (Amin, 2018). Sejak 
tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Lahat telah melakukan audit kinerja 
terhadap program-program yang menjadi prioritas dan mendukung 
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target pembangunan nasional. 


Dalam rangka menilai keberhasilan program penurunan stunting di 
Kabupaten Lahat, Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan pengawasan 
terhadap program tersebut dengan melakukan audit kinerja. Audit 
kinerja tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa pelaksanaan program pendukung penurunan balita stunting yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat telah berjalan secara 
efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat 
Kabupaten Lahat melakukan audit kinerja terhadap Program Pendukung 
Penurunan Balita Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat atas dasar 
isu strategis yang berkembang secara nasional di bidang kesehatan. Hal 
tersebut didasarkan pada hasil riset kesehatan dasar Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan RI Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa 
Kabupaten Lahat termasuk lokus Balita Stunting dari 160 
Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dengan prosentase 48,194. 


II. Landasan Teori 
A. Audit Kinerja 


Audit merupakan proses perolehan dan pengevaluasian yang dilakukan 
oleh orang yang kompeten dan independen terhadap bukti tentang 
informasi yang terukur untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian 
antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens et al., 
2016). Dalam konteks audit kinerja bukti yang diperoleh dan dievaluasi 
adalah terkait kinerja organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi 
tersebut didasarkan pada aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas 
pencapaian hasil yang diharapkan, dan kepatuhan terhadap peraturan, 
undang-undang dan kebijakan yang berlaku (Rai, 2010). Berdasarkan PP 
Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas 
pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit 
aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Audit kinerja difokuskan 
pada area yang dapat memberi nilai tambah dan mempunyai potensi 
untuk perbaikan berkelanjutan. Menurut (Rai, 2010) Standar pelaksanaan 
audit kinerja terdiri dari empat pernyataan yang mengenai persyaratan 
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yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan dan pengawasan 
pekerjaan di lapangan. Empat pernyataan tersebut adalah sebagai 
berikut. 


1) Perencanaan kerja yang memadai 

2) Staf yang disupervisi dengan baik 

3) Perolehan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai dasar 
yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa 

4) Persiapan dan pemeliharaan dokumen pemeriksaan dalam bentuk 
kertas kerja pemeriksaan oleh pemeriksa 


B. Siklus Audit Kinerja 


Perencanaan audit perlu dilakukan agar auditor dapat memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat, biaya yang efisien, dan menghindari 
kesalahpahaman dengan auditan (Arens et al., 2016). Kegiatan 
perencanaan audit kinerja dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai 
berikut. 


1) Pemahaman atas Entitas yang Diaudit dan Identifikasi Masalah 


Pada tahap awal perencanaan audit kinerja auditor melakukan kegiatan 
pemahaman entitas yang diaudit dan pengidentifikasian masalah. 
Menurut (Murwanto et al, 2015) Auditor harus mendapatkan 
pemahaman mengenai mandat, tujuan dan kinerja, hubungan 
akuntabilitas, lingkungan internal dan eksternal, hambatan-hambatan 
eksternal, tenaga ahli sesuai dengan bidangnya, proses dan operasi 
manajemen, dan sumber daya yang digunakan pada program dan entitas 
yang diaudit. Selain itu, auditor juga memerlukan informasi tambahan 
berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan entitas yang 
diaudit dan pemahaman akan sumber daya yang menjadi input, proses, 
dan output program. 


Menurut (BPKP, 2018) kegiatan pemahaman entitas dilakukan melalui 
Langkah-langkah berikut: 


a. Menganalisis SOP atau aturan-aturan berkaitan dengan auditan, 
yang relevan dengan tujuan audit, 
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3) 


b. Melakukan observasi singkat pada kantor auditan untuk mengukur 
tingkat kepatuhan atas implementasi SOP dan Sistem Pengendalian 
Intern apabila diperlukan, 

Cc. Melakukan wawancara dengan pimpinan auditan untuk 
memperoleh informasi yang bersifat umum yaitu misi, target 
kegiatan, anggaran, realisasi kegiatan, dan lain-lain apabila 
diperlukan, 

d. Mereviu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan auditan, 
program, kegiatan yang diaudit, laporan kemajuan pelaksanaan 
program, serta hal-hal yang menghambat pencapaian program, 

e. Melakukan inventarisasi atas standar yang telah ditetapkan oleh 
auditan dalam melaksanakan program audit: 

f. Membuat simpulan mengenai pemahaman atas auditan dan hasil 
identifikasi permasalahan. 


2) Penilaian Sistem Pengendalian Internal 


Dalam melakukan audit kinerja, auditor harus melakukan pengujian 
pengendalian internal entitas yang diaudit. Menurut (Arens et al., 2016) 
Pengujian pengendalian merupakan prosedur untuk mengiji efektivitas 
pengendalian dalam mendukung risiko pengendalian yang lebih rendah. 
Pengujian pengendalian internal tersebut dapat dilakukan melalui empat 
prosedur yaitu: 


Mengajukan pertanyaan kepada personil yang tepat: 
Memeriksa dokumen, catatan dan laporan, 
Mengamati aktivitas terkait pengendalian, 
Melaksanakan kembali prosedur entitas yang diaudit. 


aa 


Selain itu, Penilaian sistem pengendalian internal (SPI) dilakukan melalui 
penyusunan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai unsur sistem 
pengendalian internal (BPKP, 2018). Unsur-unsur tersebut adalah 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Moeller, 2009). 


Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit 


Tujuan audit harus memiliki informasi yang cukup untuk memberi tahu 
entitas yang diaudit, manajemen, dan lain-lain mengenai hal yang ingin 
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dicapai audit kinerja ketika melakukan audit kinerja di beberapa area 
(Moeller, 2009). Menurut (BPKP, 2018) dalam menentukan tujuan audit 
kinerja, auditor dapat memilih untuk mengaudit keseluruhan aspek 
kinerja meliputi aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas (3E) dan kepatuhan 
(1K), atau secara bertahap mulai dari salah satu aspek kinerja (1E), atau 
kombinasi dari dua aspek kinerja (2E) disertai kepatuhan. 


Lingkup audit merupakan batasan dari suatu audit yaitu batasan bidang 
atau kegiatan audit, periode, lokasi, jenis kajian, dan jenis investigasi yang 
dilakukan (Rai, 2010). Menurut (BPKP, 2018), auditor dapat menentukan 
lingkup audit melalui Langkah-langkah berikut: 


a. Menentukan lingkup audit berdasarkan informasi yang diperoleh 
dari audit sebelumnya 

b. Melakukan perubahan dalam lingkup audit jika informasi yang 
diperoleh dalam pelaksanaan audit mengharuskan demikian 

C. Melakukan pertimbangan profesional untuk merinci dengan spesifik 
jika terdapat arahan dalam menentukan lingkup audit kinerja secara 
luas. 


4) Penentuan Kriteria Audit 


Kriteria audit merupakan standar, ukuran, harapan, dan praktik terbaik 
yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan oleh entitas yang diaudit (Rai, 
2010). Kriteria dibutuhkan sebagai dasar pembanding antara praktik- 
praktik yang dilaksanakan dengan standar kinerja yang seharusnya 
(BPKP, 2018). Dalam menentukan kriteria audit, auditor harus melakukan 
langkah-langkah berikut (BPKP, 2018).: 


a. Mengidentifikasi apakah entitas yang diaudit telah memiliki kriteria 
yang dapat mengukur kinerja program yang dilaksanakan, 


b. Menguji apakah kriteria yang dimiliki entitas yang diaudit relevan 
dengan tujuan audit dan memenuhi karakteristik kriteria yang baik, 


Cc. Mengembangkan kriteria lain dengan persetujuan entitas yang 
diaudit jika mereka tidak memiliki kriteria atau kriteria yang ada 
ternyata tidak relevan. 
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d. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada entitas yang 
diaudit untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 


e. Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit. 
5) Penyusunan Program Kerja Audit 


Program audit merupakan suatu pernyataan tentang kualitas audit dan 
disimpan pada bagian depan arsip kertas kerja sebagai referensi selama 
dan setelah pekerjaan audit (Murwanto et al., 2015). Program kerja audit 
menyajikan tujuan audit dan prosedur yang harus dilakukan untuk 
mencapai tujuan audit. Di dalam program audit dituangkan dasar audit, 
standar audit, organisasi/ program/ fungsi pelayanan publik yang diaudit, 
tahun anggaran yang diaudit, identitas 

dan data umum yang diaudit, jenis audit, tujuan audit, sasaran audit, 
metodologi audit, kriteria audit, serta jenis dan sumber bukti serta 
prosedur audit (BPKP, 2018). Menurut (Rai, 2010) langkah-langkah yang 
perlu dilakukan auditor dalam menyusun program kerja audit adalah 
sebagai berikut: 

a. Memahami istilah baku terkait teknik dan prosedur audit, 

b. Menetapkan pendekatan audit (pendekatan proses dan pendekatan 
hasil), 

Memfokuskan pada pembuktian kriteria audit yang telah ditetapkan, 
Menetapkan prosedur audit yang tepat, 
e. Menetapkan format program audit. 


orng) 


C. Pelaksanaan Audit Kinerja 

Pelaksanaan audit kinerja dikenal sebagai pengujian terinci. Tujuan 
utamanya adalah untuk menilai kesesuaian kinerja entitas yang diaudit 
dengan kriteria yang telah ditentukan, menyimpulkan apakah tujuan 
audit tercapai, dan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk 
perbaikan kinerja entitas yang diaudit yang dituangkan dalam 
rekomendasi pada entitas yang diaudit (Rai, 2010). Kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan audit kinerja adalah sebagai 
berikut. 

1) Perolehan dan Pengujian Data 


Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan bukti audit sebagai 
pendukung temuan dan simpulan audit. Bukti yang didapat dari tahap 
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perolehan data dapat berupa bukti fisik, testimoni, dokumen, dan analisis. 

Bukti fisik dapat diperoleh dari pengamatan langsung dan bukti testimoni 

dapat diperoleh melalui wawancara. Bukti dokumen dapat diperoleh dari 

dalam atau luar auditan yang diaudit, sedangkan jenis bukti analisis dapat 
diperoleh dari entitas yang diaudit atau dikembangkan sendiri oleh 
auditor (BPKP, 2018). Setelah memperoleh data, auditor kemudian 
melakukan pengujian 

terhadap data tersebut. Pada tahap pengujian bukti audit, auditor akan 
memberikan keputusan atas jenis dan jumlah bukti audit yang diperlukan 

(Arens et al., 2016). Menurut (BPKP, 2018) langkah-langkah yang 

diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Auditor dapat menggunakan teknik-teknik pengujian, yaitu 
wawancara, inspeksi/audit secara langsung, konfirmasi, reviu 
analitis, dan lain-lain. 

b. Auditor membandingkan hasil pengujian bukti audit dengan kriteria 
audit. 

C. Auditor mengidentifikasi sebab dan akibat apabila terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria. 


2) Penyusunan Konsep Temuan Audit 


Temuan audit adalah kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, 
diolah, dan diuji selama pelaksanaan tugas audit atas kegiatan instansi 
tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang 
dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Utary & 
Ikbal, 2014). Menurut (BPKP, 2018) Temuan audit seharusnya berisi 
kesimpulan hasil pengujian atas bukti audit yang diperoleh auditor dalam 
usaha untuk mencapai tujuan audit yang sebelumnya telah ditetapkan. 
Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan menyusun temuan 
audit adalah sebagai berikut. 


a. Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat 
perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, 
tentukan apakah perbedaan tersebut positif (kondisi memenuhi atau 
melebihi kriteria) atau negatif (kondisi tidak memenuhi kriteria). 


b. Apabila auditor menemukan temuan positif, auditor perlu 
mempertimbangkan relevansinya dengan tujuan audit. Jika temuan 
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tersebut relevan terhadap tujuan audit maka hal tersebut perlu 
diungkap dalam Laporan Hasil Audit. 


Cc. Apabila auditor menemukan temuan negatif, auditor perlu 
mengidentifikasi unsur-unsur temuan hingga menjadi suatu temuan 
audit 


d. Apabila auditor menemukan indikasi mengandung unsur kerugian 
negara/fraud yang relevan dengan tujuan audit maka perlu 
dilakukan pendalaman audit sampai menjadi temuan audit. 


3) Perolehan Tanggapan Entitas yang diaudit 


Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit ini 
bersifat opsional. Auditor mengkomunikasikan konsep temuan audit 
dengan pimpinan entitas yang diaudit untuk mendapatkan klarifikasi. 
Tujuan dari komunikasi konsep temuan audit ini adalah untuk 
memvalidasi konsep temuan yang telah dikembangkan oleh Auditor 
(BPKP, 2018). 


4) Penyampaian Temuan Audit 


Setelah melakukan klarifikasi dan memperoleh tanggapan terhadap 
konsep temuan dari entitas yang diaudit, auditor kemudian 
menyampaikan hasil temuan audit kepada entitas yang diaudit (BPKP, 
2018). 


D. Komunikasi Hasil Audit 


Pelaporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi 
dari audit tentang hasil audit. Dalam melakukan komunikasi hasil audit, 
diperlukan susunan laporan yang menyajikan susunan hasil audit atas 
seluruh kegiatan proses audit secara rinci danjelas (Yulyani et al., 2020). 
Laporan hasil audit merupakan media yang digunakan oleh auditor untuk 
melakukan komunikasi hasil audit kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi bagi 
pengambilan keputusan oleh manajemen mengenai temuan audit, 
kesimpulan dan rekomendasi hasil penugasan audit (Rustendi, 2017). 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap komunikasi hasil audit 
adalah sebagai berikut. 
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1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit (LHA) 


Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan 
bahwa suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal berikut. 


a) Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit. 


Standar audit yang digunakan adalah Standar Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia (AAIPI). 


b) Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit 


Laporan Hasil audit berisikan alasan, harapan atau capaian, dan cara 
pelaksanaan audit. 


c) Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi 


Berdasarkan kondisi nyata yang ditemui auditor dalam pelaksanaan audit 
kinerja, auditor membuat simpulan hasil audit dan rekomendasi kepada 
instansi untuk memperbaiki kinerja atas bidang yang bermasalah. 


d) Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil audit 


Dalam memenuhi persyaratan kualitas komunikasi yaitu adil, lengkap, 
dan objektif, auditor semaksimal mungkin mengupayakan adanya reviu 
dan tanggapan dari entitas yang diaudit (BPKP, 2018). 


2) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) 


Setelah menyusun konsep LHA dan memperoleh tanggapan dari pejabat 
yang bertanggung jawab atas hasil audit, auditor kemudian menyusun 
Laporan Akhir. Menurut (Rai, 2010) langkah-langkah yang harus 
dilakukan dalam penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut. 


a) Mencocokkan referensi 


Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas referensi yang tidak ikut serta 
melaksanakan tugas audit (independen) dengan cara membandingkan 
antara isi laporan dan berkas pendukungnya (kertas kerja audit, 
dokumen, dan surat) kemudian memverifikasi data yang dilaporkan oleh 
auditor. 
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b) Menelaah Konsep Laporan Akhir 


Laporan akhir yang telah disusun harus ditelaah oleh setiap pejabat sesuai 
tingkatannya agar memperoleh mutu laporan audit yang baik, 
terpenuhinya kebijakan lembaga auditor, dan terpenuhinya norma- 
norma pelaporan yang berlaku. Laporan Hasil Audit yang telah disusun 
harus disampaikan dan didistribusikan kepada pihak pemberi tugas dan 
pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pengomunikasian hasil penugasan audit intern 
harus dilaksanakan tepat waktu yaitu pada atau sebelum waktu yang 
telah ditetapkan (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013). 


III. Data dan Analisis 


a) 


A. Data Penelitian 


Dalam melaksanakan audit kinerja Program Pendukung Penurunan Balita 
Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Inspektorat Kabupaten Lahat 
menugaskan tim auditor yang terdiri dari seorang ketua dan enam 
anggota. Tim auditor tersebut melaksanakan audit kinerja melalui 
tahapan-tahapan audit sebagai berikut. 


Perencanaan Audit Kinerja (Survei Pendahuluan) 


Inspektorat Kabupaten Lahat mengawali kegiatan survei pendahuluan 
dengan melakukan pembicaraan pendahuluan dengan Kepala Dinas 
Kesehatan serta Pejabat Struktural dan Pejabat yang bertanggung jawab 
terhadap kegiatan penyediaan biaya operasional semester 1 Tahun 2019. 
Pada pembicaraan pendahuluan auditor menjelaskan mengenai audit 
kinerja yang akan dilakukan pada Program Pendukung Penurunan Balita 
Stunting terkait waktu pelaksanaan, personil audit, dan permintaan data 
untuk mendukung kegiatan audit. Survei pendahuluan ini dilakukan 
dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut. 


Pemahaman atas Entitas yang Diaudit 


Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan audit pendahuluan terhadap 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk mengetahui 
informasi umum mengenai Dinas Kesehatan Semester I Tahun 2019. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh tim auditor Inspektorat 
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Kabupaten Lahat adalah dengan melakukan wawancara dan permintaan 
data kepada Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 
penyediaan biaya operasional semester I Tahun 2019. 


Langkah pertama yang dilakukan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten 
Lahat adalah memperoleh data dan informasi umum mengenai Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lahat dan mempelajari data atau informasi umum 
tersebut. Informasi umum yang didapatkan oleh Tim Auditor Inspektorat 
Kabupaten Lahat meliputi: 


1) tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Lahat: 


2) anggaran keuangan berupa Biaya Operasional Kesehatan (BOK) pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yang didalamnya terdapat alokasi 
dana Program Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan 
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat pada UPT Puskesmas Tahun 
2019: 


3) Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat 
mengenai jumlah pegawai, persebaran tenaga kerja menurut unit 
kerja, serta jumlah tenaga gizi di fasilitas kesehatan, 


4) sarana dan prasarana penunjang. 


Langkah selanjutnya yang dilakukan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten 
Lahat dalam tahap pemahaman entitias adalah mendapatkan dan 
mempelajari peraturan yang terkait dengan pelaksanaan BOK yaitu 
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan BOK dan Surat 
Keputusan atau Peraturan Kepala yang berkaitan dengan kegiatan BOK. 
Tujuan Tim Auditor Inspektorat mempelajari peraturan tersebut adalah 
untuk mengetahui tujuan, pihak yang terlibat, dan prosedur pelaksanaan 
program Dinas Kesehatan. 


Setelah memperoleh informasi-informasi tersebut Tim Auditor 
Inspektorat Kabupaten Lahat membuat analisis dan menuangkannya 
dalam kertas kerja berdasarkan dokumen yang telah didapatkan tersebut. 
Selanjutnya, langkah terakhir yang dilakukan auditor pada tahap ini 
adalah membuat ringkasan kesimpulan hasil pemahaman entitas. 


b) Pengujian Pengendalian Intern 
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c) 


Pengujian Pengendalian intern ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menilai keandalan sistem pengendalian intern Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lahat. Langkah pertama yang dilakukan oleh auditor dalam 
menilai Sistem Pengendalian Internal Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat 
adalah dengan melakukan pengujian terbatas terhadap kelima unsur 
sistem pengendalian intern Dinas Kesehatan. Unsur-unsur tersebut 
meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko (risk assignment), 
Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan. 


Selanjutnya, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan 
pengujian kepada Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 
Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan semester I Tahun 2019. Selain 
itu, Tim auditor juga melakukan pengujian kepada Pimpinan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas yang dilakukan uji petik yaitu 
sebanyak empat UPT Puskesmas di wilayah Kabupaten Lahat. Teknik 
pengujian dilakukan melalui permintaan keterangan dan pengisian 
kuesioner melalui pendekatan COSO. 


Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, Tim Auditor Inspektorat 
Kabupaten Lahat melakukan analisis dan menuangkan hasil pengujian ke 
dalam Kertas Kerja Audit, serta melakukan pembobotan dan penilaian 
berdasarkan masing-masing aspek penilaian pada kelima komponen 
Sistem Pengendalian Internal. 


Selanjutnya Tim Auditor membuat simpulan atas hasil tahap Penilaian 
Sistem Pengendalian Intern Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. 


Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit 


Berdasarkan hasil pemahaman auditor terhadap Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lahat dan hasil pengujian Sistem Pengendalian Internalnya, 
Inspektorat Kabupaten Lahat menentukan tujuan dan ruang lingkup audit 
kinerja yang akan dilaksanakan. Tujuan audit kinerja ditentukan dengan 
memilih aspek-aspek kinerja yang akan diaudit meliputi aspek ekonomis, 
efisiensi, efektivitas (3E) dan kepatuhan (1K). Dalam hal ini, Inspektorat 
Kabupaten Lahat memilih aspek efisiensi dan efektivitas sebagai tujuan 
auditnya. Tujuan dilaksanakannya audit kinerja Program pendukung 
penurunan Balita Stunting adalah untuk memberikan keyakinan bahwa 
pelaksanaan program pendukung penurunan Balita Stunting Semester I 


305 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


d) 


Tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat telah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. 


Pelaksanaan audit kinerja tersebut dibatasi dalam ruang lingkup audit 
kinerja. Inspektorat Kabupaten Lahat menentukan ruang lingkup audit 
kinerjanya pada pelaksanaan kegiatan pendukung penurunan Balita 
Stunting yang mencakup aspek efisiensi dan efektivitas pada tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan keuangan. 


Penentuan Kriteria Audit 


Untuk menilai aspek efisiensi dan efektivitas kinerja pada Program 
Pendukung Penurunan Balita Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, 
Inspektorat Kabupaten Lahat menetapkan kriteria terhadap aspek-aspek 
penilaian di tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program. 


Pada tahap perencanaan program, Inspektorat menentukan kriteria 
mengenai capaian kinerja dari dokumen-dokumen perencanaan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lahat. Dokumen-dokumen tersebut meliputi 
Rencana Strategis Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Tahun 2019, 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 
2019, Kerangka Acuan Kerja/TOR Tahun 2019, dan Peta Program 
Pendukung Penurunan Balita Stunting. 


Pada tahap pelaksanaan program, Inspektorat menentukan kriteria 
mengenai jumlah balita stunting, ketersediaan Program Pendukung 
Penurunan Balita Stunting, ketersediaan SDM Petugas Gizi di Puskesmas, 
ketersediaan sarana/prasarana pendukung. Kriteria tersebut ditentukan 
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 


Pada tahap pelaporan, Inspektorat Kabupaten Lahat menentukan kriteria 
mengenai kesesuaian pengajuan dana dengan Rencana Usulan Kegiatan, 
ketaatan penggunaan dana terhadap kegiatan, dan ketaatan terhadap 
ketentuan proses pencairan dana (laporan realisasi keuangan, Surat 
Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)). 
Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
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e) 


a) 


1) 


Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan. 


Penyusunan Program Kerja Audit 


Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat menyusun Program Kerja 
Audit sebagai pedoman untuk menjalankan audit kinerja pada tahap 
pelaksanan. Melalui Program Kerja Audit, ketua tim auditor 
mengorganisasikan anggota timnya dengan membuat pembagian tugas 
untuk masing-masing anggota agar pelaksanaan audit kinerja dapat 
terlaksana secara efektif dan efisien. 


Program Kerja Audit yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Lahat 
memuat Standar Pengendalian Mutu dalam Pelaksanaan Audit, nama 
auditan, sasaran auditan, periode yang diaudit, tujuan dan tahapan audit, 
tim pelaksana dan waktu pelaksanaan audit. Tahapan audit terdiri dari 
langkah-langkah yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit 
kinerja. Setiap tahapan audit tersebut juga memuat pembagian tugas 
anggota tim dan alokasi waktu pelaksanaannya. 


Pelaksanaan Audit Kinerja 
Perolehan dan Pengujian Data 


Sesuai dengan ruang lingkup audit yang sebelumnya telah ditetapkan oleh 
auditor, pelaksanaan perolehan dan pengujian data dilakukan pada tiga 
tahap kegiatan Program Pendukung Penurunan Balita Stunting Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lahat yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 
kegiatan, dan pelaporan. Langkah-langkah yang dilakukan Tim Auditor 
Inspektorat Kabupaten Lahat pada tahap ini adalah sebagai berikut. 


Perolehan dan Pengujian Data Tahap Perencanaan Program 


Langkah pertama yang dilakukan auditor pada tahap ini adalah 
memperoleh dokumen-dokumen perencanaan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lahat. Dokumen-dokumen tersebut adalah Rencana Strategis 
Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Kerangka Acuan 
Kerja/TOR Tahun 2019, dan Peta Program Pendukung Penurunan Balita 
Stunting. 
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2) 


Setelah memperoleh dokumen-dokumen tersebut, auditor mempelajari 
apakah masing-masing dokumen tersebut telah memuat kegiatan yang 
mendukung penurunan Balita Stunting. Kemudian auditor melakukan 
pengujian data dengan menganalisis dan memberikan penilaian terhadap 
masing-masing indikator dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja 
Audit. Setelah itu, auditor membuat kesimpulan hasil Perolehan dan 
Pengujian Data Tahap Perencanaan Program. 


Perolehan dan Pengujian Data Tahap Pelaksanaan Program 


Pada tahap ini auditor memperoleh dan menguji data mengenai jumlah 
balita stunting, ketersediaan Program Pendukung Penurunan Balita 
Stunting, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas 


Gizi di Puskesmas, ketersediaan sarana/prasarana pendukung. Setelah 
data-data yang diperoleh dan diuji, auditor akan melakukan 
perbandingan antara kondisi yang ditemui dan kriteria yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 


Data yang diperlukan auditor untuk menguji jumlah balita stunting adalah 
data balita stunting tahun 2018 dan tahun 2019 (semester 1). Setelah 
memperoleh data yang diperlukan, auditor akan melakukan 
perbandingan data dan memberikan penilaian terhadap capaian kinerja 
jumlah balita stunting 2019. Untuk membandingkan antara kondisi dan 
kriteria mengenai ketersediaan Program Pendukung Penurunan Balita 
Stunting, auditor memerlukan data target dan realisasi kegiatan 
pemberian makanan tambahan Balita BGM, Gizi Buruk/Gizi kurang, data 
target dan realisasi kegiatan surveilan gizi: data target dan realisasi 
kegiatan pemberian tablet tambah darah Remaja Putri di sekolah, data 
target dan realisasi kegiatan pemberian makanan tambahan Bumil, KEK 
(Kurang Energi Kronik): dan data target dan realisasi kegiatan pemberian 
ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Setelah memperoleh data-data 
tersebut, auditor menghitung dan membandingkan data target dan 
realisasi masing-masing kegiatan. 


Perolehan dan pengujian data terkait ketersediaan SDM Petugas Gizi di 
Puskesmas dilakukan dengan mendapatkan data mengenai SDM seluruh 
UPT Puskesmas se-Kabupaten Lahat. Kemudian auditor melakukan 
pengujian data terhadap UPT Puskesmas yang dilakukan Uji Petik yaitu 


308 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


3) 


sebanyak empat puskesmas. Selain itu, auditor juga mempelajari 
Permenkes 75 tahun 2014 yang mengatur tentang jumlah SDM Petugas 
Gizi yang harus dimiliki setiap UPT Puskesmas. Selanjutnya auditor 
melakukan perbandingan antara ketentuan jumlah SDM Petugas Gizi 
Permenkes 75 tahun 2014 dengan jumlah SDM (Petugas Gizi) dimiliki 
setiap UPT Puskesmas, terutama UPT Puskesmas Uji Petik. 


Untuk membandingkan kondisi dan kriteria ketersediaan 
sarana/prasarana pendukung, auditor memerlukan data sarana/ 
prasarana pendukung dalam penentuan Balita Stunting seluruh UPT 
Puskesmas se-Kabupaten Lahat. Setelah data tersebut diperoleh, auditor 
melakukan pengujian data terhadap UPT Puskesmas yang dilakukan uji 
petik. Selain itu, auditor juga mempelajari Permenkes 75 tahun 2014 yang 
di dalamnya terdapat aturan mengenai jenis sarana/prasarana yang 
harus dimiliki setiap UPT Puskesmas dalam penurunan Balita stunting. 
Selanjutnya, auditor akan membandingkan ketentuan mengenai jenis 
sarana/prasarana yang harus dimiliki sesuai mempelajari Permenkes 75 
tahun 2014 dengan jenis sarana/prasarana dimiliki setiap UPT 
Puskesmas, terutama UPT Puskesmas Uji Petik. 


Setelah memperoleh dan melakukan pengujian data tersebut, auditor 
melakukan Analisis terhadap masing-masing dokumen dan 
menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Audit dalam bentuk pembobotan 
dan penilaian. Setelah itu, auditor membuat kesimpulan mengenai hasil 
Perolehan dan Pengujian Data Tahap Pelaksanaan Program. 


Perolehan dan Pengujian Data Tahap Pelaporan 


Data yang diperlukan auditor pada Langkah Perolehan dan Pengujian 
Data Tahap Pelaporan adalah dokumen pengajuan dana, Rencana Usulan 
Kegiatan, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D), dan Laporan realisasi keuangan. Setelah data tersebut 
didapatkan, auditor mempelajari dokumen tersebut untuk kemudian 
dianalisis. 


Auditor melakukan Analisis terhadap dokumen tersebut apakah telah 
memenuhi kesesuaian antara pengajuan dana dengan Rencana Usulan 
Kegiatan: ketaatan penggunaan dana kegiatan: dan ketaatan terhadap 
ketentuan proses pencairan dana. Hasil analisis tersebut dituangkan ke 
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b) 


c) 


d) 


dalam Kertas Kerja Audit dalam bentuk pembobotan dan penilaian lalu 
dibuat kesimpulan terhadap hasil Perolehan dan Pengujian Data Tahap 
Pelaporan. 


Penyusunan Konsep Temuan Audit 


Berdasarkan hasil yang didapatkan dari perolehan dan pengujian data, 
Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat membuat ikhtisar temuan hasil 
audit. Temuan hasil audit ditentukan berdasarkan perbedaan antara 
kondisi yang ditemui dan kriteria yang telah ditetapkan. Ikhtisar temuan 
audit yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lahat adalah 
temuan negatif (kondisi tidak memenuhi kriteria) yaitu mengenai 
kelemahan atau penyimpangan kinerja yang terjadi. 


Perolehan Tanggapan Entitas yang diaudit 


Setelah konsep temuan audit disusun, Tim Auditor Inspektorat 
Kabupaten Lahat menyampaikan konsep temuan tersebut kepada 
pimpinan auditan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Hal ini 
dilakukan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat dapat melakukan 
validasi terkait konsep temuan yang dikembangkan oleh Tim Auditor 
Inspektorat Kabupaten Lahat. Auditor juga meminta tanggapan secara 
tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan. 


Penyampaian Temuan Audit 


Konsep temuan yang telah diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Lahat ditelaah oleh Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat. Setelah itu, 
Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat menyampaikan hasil temuan 
audit yang telah ditelaah tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lahat. 


Komunikasi Hasil Audit 


Hasil pemeriksaan yang didapatkan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten 
Lahat selama proses pelaksanaan audit kinerja akan dikomunikasikan 
kepada auditan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Tujuan Tim 
Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat mengkomunikasikan Hasil Audit 
adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam 
bentuk simpulan hasil audit beserta usulan rekomendasinya kepada 
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a) 


b) 


a) 


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Komunikasi Hasil audit 
dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat melalui 
Langkah-langkah berikut. 


Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit 


Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan audit kinerja, Tim 
Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat membuat matriks temuan beserta 
rekomendasinya dan konsep Laporan Hasil Audit (LHA) serta executive 
summary. Laporan Hasil Audit Kinerja Program Pendukung Penurunan 
Balita Stunting terdiri dari tiga bab. Bab pertama memuat simpulan dan 
rekomendasi auditor mengenai hasil audit kinerja pada Program 
Pendukung Penurunan Balita Stunting. Bab kedua memuat uraian hasil 
audit kinerja. Bab ketiga berisi penutup. 


Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) 


Setelah Laporan Hasil Audit disusun oleh Tim Auditor Inspektorat 
Kabupaten Lahat, dilakukan reviu secara berjenjang terhadap LHA 
tersebut. LHA tersebut akan ditelaah oleh setiap pejabat sesuai 
tingkatannya. Konsep daftar temuan hasil audit, LHA, dan executive 
summary dianggap final setelah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan 
sesuai dengan hasil reviu dan ditandatangani oleh Inspektur Bantuan. 


Tinjauan Implementasi Audit Kinerja 


Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten 
Lahat dalam melaksanakan kegiatan audit berpedoman pada 


Perencanaan Audit Kinerja (Survei Pendahuluan) 
Pemahaman atas Entitas yang Diaudit dan Identifikasi Masalah 


Berdasarkan Panduan Praktik Audit Kinerja BPKP, terdapat enam 
Langkah yang perlu dilakukan auditor pada kegiatan pemahaman atas 
Entitas yang diaudit dan identifikasi masalah. Dari keenam langkah 
tersebut terdapat satu langkah yang tidak dilakukan oleh Tim Auditor 
Inspektorat Kabupaten Lahat. Langkah tersebut bersifat opsional yaitu 
melakukan observasi singkat pada kantor auditan untuk mengukur 
tingkat kepatuhan atas implementasi SOP dan Sistem Pengendalian Intern 
apabila diperlukan. Kesesuaian atas pelaksanaan audit kinerja yang 
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dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lahat dengan pedoman dan 
standar audit yang berlaku dapat dilihat pada Tabel III.1. 


Tabel III.1. Kesesuaian Pemahaman Pemahaman atas Entitas yang 
Diaudit dan Identifikasi Masalah 
Pedoman Audit Kinerja Tahap Dilaksanakan 
Pemahaman Auditan Ya W )/ Tidak (-) 
1. Menganalisis SOP atau aturan- 
aturan berkaitan dengan auditan, / 
yang relevan dengan tujuan audit, 
2. Melakukan observasi singkat pada 
kantor auditan untuk mengukur 
tingkat kepatuhan atas 
implementasi SOP dan Sistem 
Pengendalian Intern apabila 
diperlukan: 


No 


3. Melakukan wawancara dengan 
pimpinan auditan untuk 
memperoleh informasi yang bersifat J 
umum yaitu misi, target kegiatan, 
anggaran, realisasi kegiatan, dan 
lain-lain apabila diperlukan: 


4. Mereviu peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan auditan, program, 
kegiatan yang diaudit, laporan 2 
kemajuan pelaksanaan program, 
serta hal-hal yang menghambat 
pencapaian program: 


5, Melakukan inventarisasi atas 
standar yang telah ditetapkan oleh af 
auditan dalam melaksanakan 
program audit: 


6. Membuat simpulan mengenai 
pemahaman atas auditan dan hasil af 
identifikasi permasalahan pada 
tahap ini. 
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b) Penilaian Sistem Pengendalian Intern 


Untuk menilai Sistem Pengendalian Intern Entitas yang diaudit terdapat 
lima Langkah yang perlu dilakukan auditor. Dari kelima langkah tersebut 
Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat melaksanakan empat langkah 
yaitu melakukan penyusunan kuesioner yang didalamnya terdiri dari 
pertanyaan terkait lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan serta 
mengajukan pertanyaan kepada Pejabat yang bertanggung jawab 
terhadap kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan semester I 
Tahun 2019 dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas yang 
dilakukan uji petik. Tim Inspektorat juga melakukan pemeriksaan 
terhadap dokumen, catatan dan laporan milik Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lahat dan memantau aktivitas pengendalian terkait Program 
Pendukung Penurunan Balita Stunting. Kesesuaian Penilaian Sistem 
Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lahat 
dengan pedomannya ditunjukkan pada tabel 111.2. 


Tabel III.2. Kesesuaian Penilaian Sistem Pengendalian Intern 
Pedoman Audit Kinerja Tahap 


Dilaksanakan 
No Penilaian Sistem Pengendalian ” 
aa Ya (V )/ Tidak -) 
1. Melakukan penyusunan kuesioner 
yang berisi pertanyaan mengenai / 


unsur-unsur pengendalian Internal 
Mengajukan pertanyaan kepada 
personil yang tepat: 

Memeriksa dokumen, catatan dan 
laporan: 

Mengamati aktivitas terkait 
pengendalian, 

Melaksanakan kembali prosedur 
entitas yang diaudit. 


RN aa 


c) Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit 


Pada tahap penentuan tujuan audit, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten 
Lahat telah memilih aspek audit kinerja yang akan diaudit yaitu aspek 
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efisiensi dan efektivitas. Untuk menentukan lingkup audit, Tim Auditor 
tidak menentukan lingkup audit berdasarkan informasi yang diperoleh 
dari audit sebelumnya dan tidak melakukan perubahan dalam lingkup 
audit. Namun, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan 
pertimbangan profesional untuk merinci lingkup audit secara spesifik 
karena terdapat arahan dalam menentukan lingkup audit kinerja secara 
luas. Kesesuaian penentuan tujuan dan lingkup audit yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Lahat dengan pedomannya ditunjukkan pada 
tabel 111.3. 


Tabel 111.3. Kesesuaian Penentuan Tujuan dan LIngkup Audit 
Pedoman Audit Kinerja Taha : 
No Penentuan Tujuan Tan Tinykap Oiaksanakan 

: Ya (V )/ Tidak (-) 
Audit 
1. Menentukan Tujuan Audit 
Auditor memilih aspek kerja yang 
diaudit meliputi aspek ekonomis, / 
efisiensi, efektivitas (3E) dan 
kepatuhan (1K) 
2. Menentukan Lingkup Audit 
Menentukan lingkup audit 
berdasarkan informasi yang - 
diperoleh dari audit sebelumnya 
Melakukan perubahan dalam lingkup 
audit jika informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan audit 
mengharuskan demikian 
Melakukan pertimbangan 
profesional untuk merinci dengan 
spesifik jika terdapat arahan dalam / 
menentukan lingkup audit kinerja 
secara luas. 


d) Penentuan Kriteria Audit 


Untuk menentukan kriteria audit, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten 
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Lahat melakukan identifikasi terhadap kriteria yang dimiliki Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lahat untuk mengukur kinerja program 
pendukung penurunan balita stunting. Setelah itu Tim Auditor 
Inspektorat mengkomunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lahat untuk kesepakatan bersama dan 
menerapkan kriteria tersebut dalam melaksanakan audit kinerja. 
Kesesuaian penentuan kriteria audit yang dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Lahat dengan pedomannya ditunjukkan pada tabel III.4. 


Tabel 111.4. Kesesuaian Penentuan Kriteria Audit 


No Pedoman Audit Kinerja Tahap Dilaksanakan 
Penentuan Kriteria Audit Ya SI )/ Tidak (-) 
1. | Mengidentifikasi apakah entitas yang 
diaudit telah memiliki kriteria yang af 
dapat mengukur kinerja program yang 
dilaksanakan 


2. | Menguji apakah kriteria yang dimiliki 
entitas yang diaudit relevan dengan 
tujuan audit dan memenuhi 
karakteristik kriteria yang baik 


3. | Mengembangkan kriteria lain dengan 
persetujuan entitas yang diaudit jika 
mereka tidak memiliki kriteria atau - 
kriteria yang ada ternyata tidak 


relevan. 
4. | Komunikasikan kriteria yang akan 
dipakai kepada entitas yang diaudit 4 
untuk mendapatkan kesepakatan 
bersama 
5. | Menerapkan kriteria yang telah I 


ditetapkan dalam audit. 


e) Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) 


Sebelum menyusun Program Kerja Audit, Tim Auditor Inspektorat 
Kabupaten Lahat terlebih dahulu memahami teknik-teknik dan prosedur 
audit yang dilakukan dalam proses audit. Tim Auditor Inspektorat 
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Kabupaten Lahat juga memfokuskan program audit pada pembuktian 
kriteria audit yang telah ditetapkan melalui pembuatan prosedur audit 
yang tepat. Setelah itu Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat 
menetapkan format program audit. Kesesuaian penentuan kriteria audit 
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lahat dengan pedomannya 
ditunjukkan pada tabel III.5. 


Tabel III.5. Kesesuaian Penyusunan Program Kerja Audit 


No Pedoman Audit Kinerja Tahap Dilaksanakan 
Penyusunan Program Kerja Audit | Ya v )/ Tidak (-) 
1. | Memahami istilah baku terkait teknik | 


dan prosedur audit, 


2. | Menetapkan — pendekatan audit 
(pendekatan proses dan pendekatan - 
hasil), 


3. | Memfokuskan pada pembuktian 1! 
kriteria audit yang telah ditetapkan, 


4. | Menetapkan prosedur audit yang 
tepat, 


Sa 


5. | Menetapkan format program audit. 


2. Pelaksanaan Audit Kinerja 
a) Perolehan dan Pengujian Data 


Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan pengujian terhadap 
data yang diperoleh menggunakan teknik pengujian berupa reviu 
dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi dan 
wawancara, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan 
audit. Hasil pengujian tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria 
audit yang telah ditetapkan oleh auditor. Setelah melakukan 
perbandingan, Tim Inspektorat Kabupaten Lahat menemukan perbedaan 
antara kondisi dan kriteria audit kemudian mengidentifikasi penyebab 
terjadinya perbedaan tersebut dan akibat yang ditimbulkan. Kesesuaian 
Perolehan dan Pengujian Data yang dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Lahat dengan pedomannya ditunjukkan pada tabel 111.6. 
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Tabel III.6. Kesesuaian Perolehan dan Pengujian Data 


No 


Pedoman Audit Kinerja Tahap 
Perolehan dan Pengujian Data 


Dilaksanakan 


Ya (V )/ Tidak (-) 


Auditor dapat menggunakan teknik- 
teknik pengujian, yaitu wawancara, 
inspeksi/audit secara langsung, 
konfirmasi, reviu analitis, dan lain- 
lain. 


/ 


Auditor membandingkan hasil 
pengujian bukti audit dengan 
kriteria audit. 


Auditor mengidentifikasi sebab dan 
akibat apabila terdapat perbedaan 
yang signifikan antara kondisi dan 
kriteria. 


b) Penyusunan Konsep Temuan Audit 


Pada tahap ini, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat menentukan 
jenis temuan audit dan menemukan temuan audit negatif. Oleh karena itu, 
auditor melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur temuan audit 
tersebut. Kesesuaian Penyusunan Konsep Temuan Audit yang dilakukan 
oleh Inspektorat Kabupaten Lahat dengan pedomannya ditunjukkan pada 
tabel 111.7. 


Tabel III.7. Kesesuaian Penyusunan Konsep Temuan Audit 


No 


Pedoman Audit Kinerja Tahap 
Penyusunan Konsep Temuan Audit 


Dilaksanakan 


Ya (V )/ Tidak (-) 


Berdasarkan kesimpulan hasil 
pengujian bukti, apabila terdapat 
perbedaan (gap) yang signifikan antara 
kondisi dan kriteria, tentukan apakah 
perbedaan tersebut positif (kondisi 
memenuhi atau melebihi kriteria) atau 
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negatif (kondisi tidak memenuhi 
kriteria). 


2. | Apabila auditor menemukan temuan 
positif, auditor perlu mempertim- 
bangkan relevansinya dengan tujuan 
audit. Jika temuan tersebut relevan - 
terhadap tujuan audit maka hal 
tersebut perlu diungkap dalam 
Laporan Hasil Audit. 


3. | Apabila auditor menemukan temuan 
negatif, auditor perlu mengidentifikasi SI 
unsur-unsur temuan hingga menjadi 
suatu temuan audit 


4. | Apabila auditor menemukan indikasi 
mengandung unsur kerugian 
negara/fraud yang relevan dengan 
tujuan audit maka perlu dilakukan 
pendalaman audit sampai menjadi 
temuan audit. 


c) Perolehan Tanggapan Entitas yang Diaudit 


Pada Tahap ini, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan 
pembahasan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan maupun Pejabat 
Struktural yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyediaan Biaya 
Operasional mengenai konsep temuan audit yang telah disusun. Setelah 
melakukan pembahasan bersama, auditor mendapatkan klarifikasi 
terkait konsep temuan audit yang telah dikomunikasikan. Kesesuaian 
Perolehan Tanggapan Entitas yang Diaudit yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Lahat dengan pedomannya ditunjukkan pada 
tabel 111.8. 
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Tabel 111.8. Kesesuaian Perolehan Tanggapan Entitas yang Diaudit 


Pedoman Audit Kinerja Tahap 


No Perolehan Tanggapan Entitas yang 


diaudit 


Dilaksanakan 


Ya (V)/ Tidak -) 


1. | Auditor mengkomunikasikan konsep 
temuan audit dengan pimpinan entitas 
yang diaudit 


N 


2. | Auditor mendapatkan klarifikasi dari 
entitas yang diaudit terkait konsep 
temuan audit 


d) Penyampaian Temuan Audit 


a) 


Setelah Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat mendapatkan 
tanggapan atas Konsep temuan audit yang telah disampaikan, tim auditor 
menyampaikan temuan audit yang telah ditelaah kembali. Kesesuaian 
Penyampaian Temuan Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 
Lahat dengan pedomannya ditunjukkan pada tabel III.9. 


Tabel 111.9 . Kesesuaian Penyampaian Temuan Audit 


Pedoman Audit Kinerja Tahap 
Penyampaian Temuan Audit 


Dilaksanakan 


Ya (V)/ Tidak -) 


1. | Auditor menyampaikan hasil temuan 
audit kepada entitas yang diaudit 


/ 


Komunikasi Hasil Audit 
Standar Isi Laporan Audit 


Berdasarkan Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI), 
Laporan Hasil Audit Kinerja yang disusun auditor harus memuat keempat 
komponen yang disajikan pada tabel III.1 Tim Auditor Inspektorat 
Kabupaten Lahat telah melakukan penyusunan Laporan Hasil Audit 


dengan isi yang sesuai dengan standar tersebut. 
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Tabel III.10. Kesesuaian Isi Laporan Hasil Audit 


Standar Isi Laporan Hasil Audit 


Dilaksanakan 


Ya (vV/)/ Tidak (-) 


Pernyataan bahwa Audit dilakukan 
sesuai dengan Standar Audit. 


1 


Tujuan, lingkup, dan metodologi 
Audit 


Hasil audit berupa: 


a. Temuan Audit 


b. Simpulan 


c. Rekomendasi 


Tanggapan pejabat yang bertanggung 
jawab atas hasil audit 


LN (SIS LTN | 


b) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) 


Pada tahap ini, Isi Laporan Hasil Audit yang telah disusun oleh Tim 
Auditor Inspektorat Kabupaten Lahat dibandingkan dengan berkas 
pendukungnya (kertas kerja audit, dokumen, dan surat). Setelah itu, 
Laporan Hasil audit ditelaah oleh setiap pejabat sesuai tingkatannya. 
Kesesuaian Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit yang 
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lahat dengan pedomannya 
ditunjukkan pada tabel III.11. 


Tabel II1.12 Kesesuaian Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil 


Audit 


Pedoman Audit Kinerja Tahap 
Penyusunan dan Penyampaian 
Laporan Hasil Audit (LHA) 


Dilaksanakan 


Ya (V)/ Tidak -) 


Mencocokkan referensi 


“| 


Menelaah Konsep Laporan Akhir 


V 
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Kinerja Keuangan Perusahaan 
Telekomunikasi Yang Terdaftar di BEI 
Sebelum dan Selama Masa Pandemi 


Oleh M. Daffa Dwi Nugraha dan Siswanto 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan- 
perusahaan sektor telekomunikasi terpengaruh kinerja 
keuangannya akibat wabah pandemi yang mendunia dalam kurun 
waktu tahun 2020 hingga saat ini. Penelitian dilakukan terhadap 
perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. 
Varibale yang diukur dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 
perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pandemi yang 
terjadi menyebabkan perubahan kinerja keuangan perusahaan. 


Latar Belakang 


Tahun 2020 mungkin menjadi tahun terburuk selama dua dekade 
terakhir bagi perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu 
negara yang juga mengalami kondisi tersebut. 


Efek pandemi sangatlah masif bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan 
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan di berbagai 
wilayah menyebabkan tingkat konsumsi dan produksi masyarakat 
menurun sangat drastis. Alhasil, Indonesia resmi mengalami resesi untuk 
pertama kalinya setelah lebih dari 20 tahun. Hal ini ditandai dengan PDB 
atau Produk Domestik Bruto RI terkontraksi sebesar minus 5,32” YoY 
dan minus 3,49Y9 YoY secara berturut-turut pada kuartal I&I1-2020. 


Pandemi menyerang hampir ke semua sendi-sendi sektor usaha dan 
industri di Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
82,859 perusahaan terdampak oleh pandemi virus korona. Sektor-sektor 
usaha dan industri yang terdampak antara lain, yakni akomodasi dan 
makan/minum, transportasi dan pergudangan, konstruksi, industri 
pengolahan, serta perdagangan. 
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Namun demikian, terdapat sektor usaha atau industri terlihat mampu 
bertahan selama pandemi, yaitu telekomunikasi. Pandemi virus korona 
memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah dan melakukan segala 
aktivitas mulai dari bekerja, bersekolah, dan ibadah dari rumah. Kegiatan 
Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) yang dilakukan 
secara online meningkatkan penggunaan internet di kalangan 
masyarakat. Sebagai contoh,  perusahaan-perusahaan sektor 
telekomunikasi seperti PT XL Axiata dan PT Smartfren Telecom 
mengungkapkan terdapat peningkatan trafik secara berurutan sebesar 
1596 dan 10Y6 pada kuartal pertama tahun 2020. Alhasil, berdasarkan 
data BPS, sektor infokom mengalami pertumbuhan 3,4494 pada kuartal II- 
2020. 


kinerja keuangan secara umum digunakan sebagai tolok ukur 
keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kinerja 
keuangan sendiri berarti “prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan 
pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan 
tersebut” (Sutrisno, 2009). Untuk mengukur sebuah kinerja keuangan, 
sebuah alat diperlukan, salah alat tersebut adalah analisis rasio keuangan. 
Horne (2005) mendefinisikan rasio keuangan sebagai “indeks yang 
menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi 
satu angka dengan angka lainnya”. 


Penelitian ini akan membandingkan kinerja keuangan perusahaan- 
perusahaan sektor telekomunikasi sebelum dan selama pandemi. Kinerja 
keuangan yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah current ratio, 
debt ratio, total asset turnover, dan rasio OROA. Rasio-rasio keuangan 
tersebut dhitung dari laporan keuangan 16 perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada triwulan II&III Tahun 2019 
dan 2020. Selanjutnya, untuk membandingkan rasio keuangan, penulis 
menggunakan sebuah uji statistika, yakni Paired Sample T Test. 


Tinjauan Literatur 


Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 
perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 
2014). Sementara itu, Sutrino (2012) mengungkapkan bahwa laporan 
keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua 
laporan utama yakni neraca dan laporan laba-rugi. Lapuran keuangan 
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disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu 
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 
pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Dalam PSAK No.1 laporan 
keuangan didefinisikan sebagai penyajian terstruktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. PSAK No. 1 menjabarkan 
ada 5 (lima) jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. 
Laporan keuangan tersebut adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan 
Perubahan Modal, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 


Untuk memudahkan dalam memahami makna yang terkandung dalam 
laporan — keuangan, dibutuhkan tahapan lanjutan dalam 
menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan. Tahapan 
lanjutan yang dibutuhkan adalah membuat analisis atas laporan keuangan 
yang datanya bersumber dari laporan keuangan. Analisis laporan 
keuangan adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke 
dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut 
guna memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas 
laporan keuangan itu sendiri (Hery, 2015). Nuh dan Wiyoto (2011), 
mengungkapkan bahwa terdapat tiga cara yang dapat digunakan untuk 
menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis horizontal atau sering 
disebut sebagai analisis tren (kecenderungan), analisis vertikal disebut 
juga commonsize analysis,dan — analisis rasio yang menampilkan 
hubungan di antara akun-akun atau item laporan keuangan, di samping 
itu juga menggambarkan hubungan kuantitatif suatu data dengan data 
lain. 


Titman, Keown, dan Martin (2018) menggolongkan analisis rasio 
keuangan ke dalam lima kategori. Setiap kategori ditujukan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tingkat kesehatan keuangan 
dari suatu entitas. Berikut lima jenis dari analisis rasio keuangan tersebut 
di bawah ini: 


Tabel I 
Kategori Rasio Keuangan 
Kategori Rasio 
Keuangan 


Pertanyaan 
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Apakah perusahaaan mampu melunasi | Rasio Likuiditas 
utangnya saat jatuh tempo? 


Bagaimana perusahaan  memdanai | Rasio Struktur Modal 
pembelian asetnya? 


Seberapa efisien manajemen perusahaan | Rasio Efisiensi 
dalam menggunakan asetnya untuk | Manajemen Aset 
memperoleh penjualan? 


Apakah perusahaan telah menghasilkan | Rasio Profitabilitas 
imbalan atas investasi (return on 
investement) yang memadai? 


Bagaimana saham perusahaan di bursa | Rasio Nilai Pasar 
saham? 


Sumber : Titman, Keown, dan Martin (2018) 
Metode 


Data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini adalah data 
sekunder. Indrianto dan Supomo (2013) mendefinisikan data sekunder 
sebagai sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
laporan keuangan triwulan 1II& III tahun 2019 dan 2020 dari 16 
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan yang tersebut 
berasal dari 16 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, yakni PT Telkom Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata 
Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, PT 
Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Elang Mahkota Teknologi 
Tbk, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera 
Tbk, PT LCK Global Kedaton Tbk, PT Link Net Tbk, PT Sarana Menara 
Nusantara Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT Visi 
Telekomunikasi Infrastruktur Tbk, PT Jasnita Telekomindo Tbk, dan PT 
Solusi Tunas Pratama Tbk. 


Data yang dibutuhkan dalam setiap laporan keuangan adalah jumlah nilai 
aset lancar dan jumlah nilai liabilitas jangka pendek untuk variabel 
current ratio, jumlah total aset dan jumlah total liabilitas untuk variabel 
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debt ratio, jumlah total aset dan jumlah sales serta jumlah nilai EBIT untuk 
variabel total asset turnover ratio dan variabel OROA. 


Penelitian ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa selama masa pandemi 
banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara daring. Secara 
umum diduga bahwa penyedia layanan teknologi informasi, yaitu 
perusahaan-perusahaan telekomunikasi diduga akan mengalami 
peningkatan kinerja keuangannya. Untuk membuktikan hipotesis 
tersebut, penelitian ini akan melihat apakah benar terjadi peningkatan 
kinerja perusahaan telekomunikasi sebelum pandemi terjadi dan selama 
pandemi. 


Kerangka berfikir penelitian ini adalah membedakan kinerja keuangan 
perusahaan telekomunikasi antara sebelum dan setelah pandemi. 
Laporan keuangan yang diteliti dari perusahaan tersebut meliputi laporan 
keuangan kuartal I dan II Tahun 2019 serta laporan keuangan kuartal I 
dan II Tahun 2020. Unsur kinerja yang diteliti meliputi: current ratio, debt 
ratio, total asset turnover ratio, dan OROA. 


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
statistik deskriptif. Hasan (2001) mengartikan statistik deskriptif sebagai 
Bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan 
penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya 
berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan- 
keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata lain, 
statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau 
persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) 
hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.” 


Data stastitik yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah nilai 
minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari 
empat variabel penelitian, yakni current ratio, debt ratio, total asset 
turnover, dan rasio OROA pada kuartal-Il dan III tahun 2019 untuk 
periode sebelum pandemi dan pada kuartal-Il dan III tahun 2020 untuk 
periode selama pandemi. 


Pembahasan 


1. Current Ratio 
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Tabel II, menggambarkan perhitungan current ratio perusahaan 
telekomunikasi sebelum dan setelah pandemi. Rata-rata current ratio 
kuartal II dan III tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 8,8748. Hal 
tersebut disebabkan current ratio PT LCK Global Kedaton Tbk 
menunjukkan angka yg anomali, yaitu sebesar 36,4597 pada kuartal II dan 
sebesar 216,7790 pada kuartal III. Current ratio selama pandemi yaitu 
pada kuartal II dan III tahun 2020, rata-rata current ratio mengalami 
penurunan yang signifikan menjadi 1,4222. Hal ini mengindikasikan 
bahwa terdapat penurunan nilai aset lancar selama awal masa pandemi. 
Aset lancar selama masa pandemi, di awal dapat diduga digunakan oleh 
perusahaan telemokunikasi untuk modal kerja secara besar-besaran, 
dimana pada saat itu kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas yang 
dilakukan secara daring sangat besar juga. 


Tabel II 


Hasil Perhitungan Current Ratio Perusahaan Sebelum & Selama Pandemi 


Current Ratio 
Perusahaan Sebelum Pandemi Selama Pandemi 
2019-II | 2019-III 2020-II 2020-III 
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 0,9270 0,8375 0,6479 0,6407 
PT Indosat Tbk 0,3783 | 0,5015 0,5390 0,4895 
PTAL Axiata Tbk 0,4107 | 0,3607 0,3606 0,2938 
PT Smartfren Telecom Tbk 0,2319 0,3151 0,1998 0,2118 
PT Jasnita Telekomindo Tbk 2,0891 1,2495 1,2395 1,2218 
PT Bali Towerindo Sentra Tbk 0,5074 0,3267 0,5191 0,4676 
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk 1,4572 1,3046 0,3575 0,3008 
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 3,4374 3,2163 3,3593 3,3673 
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,4568 0,4697 0,3356 0,2462 
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 11409 1,0583 1,0741 1,2880 
PT LEK Global Kedaton Thk 36,4597 | 216,7790 8,2067 8,9081 
PT Link Net Tbk 07856 | 0,5730 0,5953 0,4775 
PT Sarana Menara Nusantara Tbk 0,5631 0,5043 0,4545 0,3882 
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 0,2279 0,4168 0,3559 0,2817 
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PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk 01933 42692 3,4557 3,4879 
PT Solusi Tunas Pratama Tbk 1,3368 12092 0,9161 0,8244 
Rata-rata 3,1627 14,5870 1,4135 1,4309 
Rata-Rata Kuartal-II&III 8,8748 14222 


Sumber: Diolah Dari Laporan Keuangan Perusahaan 


2. Debt Ratio 


Berdasarkan Tabel III, rata-rata debt ratio di kuartal II dan III tahun 2019 

sebelum pandemi mengalami kenaikan pada kuartal-II&III tahun 2020 
selama pandemi, yakni dari 0,4688 hanya menjadi 0,5122. Hampir semua 
perusahaan mengalami kenaikan debt ratio. Contohnya adalah debt ratio 
PT LCK Kedaton Global yang bahkan meningkat signifikan selama masa 
pandemi, yakni sekitar lima kali lipat dari sebelum pandemi. Secara 
umum, peningkatan debt ratio perusahaan menandakan bahwa rata-rata 
perusahaan semakin banyak menggunakan utang untuk pembiayaan aset 
selama pandemi. Namun, terdapat juga pengecualian, yakni PT Visi 
Telekomunikasi Infrastruktur Tbk yang mengalami penurunan debt ratio 
yang signifikan. Ini disebabkan menurunnya jumlah liabilitas di 
neracanya. 


Tabel III. 


Hasil Perhitungan Debt Ratio Perusahaan Sebelum Dan Selama Pandemi 


Debt Ratio 
Perusahaan Sebelum Pandemi Selama Pandemi 

2019-II 2019-III 2020-II 2020-III 
PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk 0,4977 0,4584 0,5523 0,4945 
PT Indosat Tbk 0,7892 0,7971 0,7808 0,7851 
PT'2L Axiata Tbk 0,6803 0,6900 0,7054 0,6949 
PT Smartfren Telecom Tbk 0,5514 0,5445 0,6689 0,6932 
PT Jasnita Telekomindo Tbk 0,3480 0,4401 0,4816 0,5003 
PT Bali Towerindo Sentra Tbk 0,5024 0,5236 0,5382 0,5270 
PT Centratama Telekomunikasi 0,4525 0,4647 0,6807 0,6898 
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Debt Ratio 
Perusahaan Sebelum Pandemi Selama Pandemi 

2019-II 2019-III 2020-II 2020-1III 
Indonesia Tbk 
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 0,2118 02545 0,3572 0,3590 
PT Gihon Telekomunikasi 
Indonesia Tbk 0,1467 0,1891 0,1917 0,1741 
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 03126 0,3065 0,3281 04074 
PT LCK Global Kedaton Tbk 0,0261 0,0058 0,1115 0,1039 
PT Link Net Tbk 0,2655 0,2687 0,4290 0,4045 
PT Sarana Menara Nusantara Tbk 0,7005 0,6799 0,7283 0,7075 
PT Tower Bersama Infrastructure 
Tbk 0,8858 0,8637 0,8166 0,8073 
PT Visi Telekomunikasi 
Infrastruktur Tbk 0,6189 0,0826 0,0972 0,0918 
PT Solusi Tunas Pratama Tbk 07231 0,7208 0,7400 07418 
Rata-rata 0,4820 0,4556 0,5130 0,5114 
Rata-Rata Kuartal-II&III 04688 05122 


Sumber: Diolah Dari Laporan Keuangan Perusahaan 
3. Total Asset Turnover Ratio 


Berdasarkan Tabel IV, sebelum pandemi rata-rata total asset turnover 
ratio kuartal-II&III tahun 2019 adalah 02026. Kemudian, selama 
pandemi, tepatnya pada kuartal-II&III tahun 2020, rata-rata total asset 
turnover ratio meningkat menjadi sebesar 0,1792. Secara rata-rata, total 
asset turnover ratio perusahaan menurun selama pandemi. PT LCK Global 
Kedaton adalah perusahaan yang mengalami penurunan yang paling 
signifikan selama pandemi yang disebabkan oleh penurunan sales hampir 
setengah bila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada periode 
sebelumnya. Demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak dapat 
secara efisien menggunakan asetnya untuk memperoleh sales selama 
pandemi. 
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Tabel IV 


Hasil Perhitungan Total Asset Turnover Ratio Perusahaan Sebelum Dan 
Selama Pandemi 


Total Asset Turnover Ratio 
Henusa han Sebelum Pandemi Selama Pandemi 
2019-I1 2019-III 2020-II 2020-III 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 0,3215 04774 02714 0,4285 
PT Indosat-Tbk 0,2200 0,3230 | 0,2202 0,3330 
BIAK AniataThk 0,2100 03071 | 0,1878 0,2874 
PT Smartfren Telecom Tbk 01195 01861 01238 01912 
PT Jasnita Telekomindo Tbk 0,3207 0,4320 0,1972 0,3292 
PT Bali Towerindo Sentra Tbk 0.0767 01141 0.0841 0.1291 
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk 0.0726 0.1068 0.0633 0.0990 
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 0,3014 0,4450 0,3085 0,4830 
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,1110 0,1485 0,0788 0,1238 
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 0.0615 0.0930 0.0644 0.0794 
PT LCK Global Kedaton Tbk 0,2077 0,2529 0,0927 0,1226 
Penlink NeeTbk 0,2960 04407 | 0,2554 0,3859 
PT Sarana Menara Nusantara Tbk 0,1162 0,1794 0,1081 0,1671 
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 0,0778 0,1179 0,0757 0,1149 
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk 0,0690 0,0772 0,0543 0,0790 
PT Solusi Tunas Pratama Tbk 0,0789 0,1219 0,0758 0,1200 
Rata-rata 0,1663 0,2389 | 01414 0,2171 
Rata-Rata Kuartal-II&III 0.2026 0.1792 


Sumber: Diolah Dari Laporan Keuangan Perusahaan 
4.  OROA 


Berdasarkan Tabel V, rata-rata OROA sebelum pandemi pada kuartal- 
1I&III tahun 2019 adalah 0,0223. Sedangkan, selama pandemi, rata-rata 
OROA kuartal-II&III tahun 2020 hanya meningkat sedikit atau bahkan 
tidak signifikan menjadi 0,0230. Walau secara rata-rata tidak 
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menunjukkan peningkatan yang signfikan, OROA pada beberapa 
perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan selama pandemi. 
Contohnya seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Uraian yang 
mendapatkan OROA yang bernilai positif, yakni 0,029 yang pada triwulan 
sebelumnya mengalami kerugian. Hal ini menandakan bahwa perusahaan 
berhasil menekan rugi atau bahkan memperoleh laba. Contoh yang lain 
adalah PT Solusi Tunas Pratama yang selama pandemi msengalami 
peningkatan pada OROA-nya 10 kali lipat dari sebelum pandemi. 
Peningkatan OROA secara rata-rata memang tidak siginifikan dan tidak 
dirasakan semua perusahaan, namun dapat menjadi gambaran bahwa 
selama pandemi perusahaan semakin efisien dalam pengendalian biaya 
dan penggunaan aset. 


Tabel V 


Hasil Perhitungan OROA Ratio Perusahaan Sebelum & Selama Pandemi 


OROA 
perusahaan Sebelum Pandemi Selama Pandemi 
2019-II 2019-III 2020-II 2020-III 

PT Telkom Indonesia (Persero) 

Tbk 0,0966 0,1447 0,0812 0,1276 
PT Indosat Tok -0,0086 -0,0072 | -0,0043 -0,0065 
PURA iata hk 0,0071 0,0124 0,0277 0,0360 
PT Smartfren Telecom Tbk -0,0501 -0,0707 .0,0414 -0,0551 
PT Jasnita Telekomindo Tbk 0,0010 -0,0133 -0,0504 -0,0039 
PT Bali Towerindo Sentra Tbk 0,0082 0,0106 0,0100 0,0154 


PT Centratama Telekomunikasi 
Indonesia Tbk 0,0057 0,0087 0,0005 -0,0050 


PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 


-0,0554 -0,0623 -0,0085 0,0290 
PT Gihon Telekomunikasi 
Indonesia Tbk 0,0703 0,0893 0,0484 0,0757 
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 0.0056 0.0106 0.0061 0.0093 
PT LCK Global Kedaton Tbk 0,0177 0,0164 0,0029 0,0072 
PILInk NeETbk 0,1147 0,1635 0,0773 0,1168 
PT Sarana Menara Nusantara 
Tbk 0,0488 0,0790 0,0453 0,0698 
PT Tower Bersama 
Infrastructure Tbk 0,0202 0,0302 0,0204 0,0308 
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OROA 


Perusahaan Sebelum Pandemi Selama Pandemi 


2019-II 2019-III 2020-II 2020-III 


PT Visi Telekomunikasi 
Infrastruktur Tbk 0,0036 0,0158 0,0198 0,0297 


PT Solusi Tunas Pratama Tbk 


0,0013 0,0009 0,0096 0,0139 
Rata-rata 0,0179 0,0268 0,0153 0,0307 
Rata-Rata Kuartal-11&III 0,0223 0,0230 


Sumber: Diolah Dari Laporan Keuangan Perusahaan 
Simpulan 


Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang penulis telah lakukan, 
terdapat perubahan pada rasio keuangan perusahaan telekomunikasi 
antara kuartal I&II tahun 2019 untuk periode sebelum pandemi dan 
kuartal II&III tahun 2020 untuk periode selama pandemi. Berikut adalah 
ikhtisar perubahan hasil statistik deskriptif rasio keuangan perusahaan 
sebelum dan selama pandemi. 


Tabel VI 


Perubahan Statistik Deskriptif Rasio Keuangan Perusahaan 
Telekomunikasi Sebelum Dan Selama Pandemi 


Rasio Keuangan Perubahan 
Currrent Rasio 
Nilai Minimum Meningkat 
Nilai Maksimum Menurun 
Mean Menurun 
Standar Deviasi Menurun 
Debt Ratio 
Nilai Minimum Meningkat 
Nilai Maksimum Menurun 
Mean Meningkat 
Standar Deviasi Menurun 
Total Asset Turnover Ratio 
Nilai Minimum Menurun 
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Rasio Keuangan Perubahan 
Nilai Maksimum Meningkat 
Mean Menurun 
Standar Deviasi Menurun 
OROA 
Nilai Minimum Meningkat 
Nilai Maksimum Menurun 
Mean Meningkat 
Standar Deviasi Menurun 


Sumber: Diolah oleh Penulis Menggunakan Aplikasi SPSS 


Berdasarkan Tabel VI, standar deviasi semua rasio keuangan menurun 
yang menandakan mengecilnya gap antara data dan rata-ratanya. Ini 
berarti rata-rata atau mean bisa dikatakan dapat menjadi gambaran 
umum rasio keuangan dari perusahaan telekomunikasi sebelum dan 
selama pandemi. Dan bila dilihat dari sisi mean, hanya OROA yang 
menunjukkan peningkatan kinerja keuangan selama pandemi jika 
dibandingkan dengan selama pandemi. Hal tersebut dikarenakan apabila 
OROA menunjukkan kenaikan maka perusahaan semakin efisien dalam 
pengendalian biaya dan penggunaan asetnya dalam menghasilkan sales. 


Sebaliknya, tiga rasio keuangan lainnya menunjukkan kemunduran dalam 
kinerja keuangan perusahaan selama pandemi jika dibandingkan dengan 
sebelum pandemi. Mean dari current ratio yang mengalami penurunan 
mengindikasikan semakin sedikitnya aset lancar yang dimiliki 
perusahaan unruk menutupi liabilitas jangka pendeknya. Mean dari debt 
ratio yang naik menunjukkan bahwa perusahaan semakian banyak 
mengambil utang untuk pengadaan asetnya. Selanjutnya, mean dari total 
asset turnover ratio yang menurun menunjukkan tidak efektifnya 
perusahaan dalam penggunaan aset untuk menghasilkan EBIT. 
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Akuntansi Transaksi Penjaminan Pada 
Lembaga Penjamin di Indonesia 


Oleh Moh. Luthfi Mahrus dan Nur Aisyah Kustiani 


Penelitian ini menjelaskan perlakuan akuntansi terkait transaksi 
penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin di Indonesia 
sesuai dengan PSAK, khususnya PSAK 71 dan PSAK 72. Penelitian ini 
bersifat kualitatif dengan pendekatan Forum Group Discussion 
(FGD). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan panduan 
akuntansi transaksi penjaminan bagi lembaga penjamin, khususnya 
terkait pengakuan dan pengukuran liabilitas penjaminan dan 
pendapatan imbal jasa penjaminan. 


1. Pendahuluan 


Pada tahun 2020 terdapat beberapa Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020, antara 
lain PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan dan PSAK 72 tentang 
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Kedua PSAK tersebut telah 
disahkan pada tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi baru berlaku efektif per 
tanggal 1 Januari 2020. Kedua PSAK tersebut memberikan dampak yang 
sangat signifikan bagi beberapa industri di Indonesia, khususnya industri 
keuangan. Di antara industri keuangan yang terkena dampak cukup besar 
sehubungan dengan pemberlakuan PSAK 71 dan PSAK 72 adalah industri 
keuangan non-bank (IKNB). IKNB mencakup industri asuransi, dana 
pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, 
seperti lembaga penjamin. Di Indonesia, kegiatan IKNB diatur dan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 


Dari beberapa industri tersebut, lembaga penjamin merupakan industri 
yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini 
mengingat karakteristik kegiatan bisnis dan tugas khusus lembaga 
penjamin dalam rangka memberikan dukungan penjaminan sehingga 
lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan bersedia memberikan 
kredit kepada UMKM atau pihak terjamin. Selama ini, UMKM sering 
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kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan dari lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan. Dengan 
adanya lembaga penjamin, diharapkan lembaga keuangan bersedia 
memberikan kredit kepada UMKM sehingga kegiatan operasional UMKM 
semakin tumbuh dan berkembang. 


Berdasarkan data OJK, saat ini terdapat 20 lembaga penjamin yang telah 
memperoleh izin usaha dari OJK yang terdiri dari 1 perusahaan 
penjaminan BUMN (Perum Jamkrindo), 18 perusahaan penjaminan 
daerah (Jamkrida), dan 1 perusahaan penjaminan swasta. Dari 20 
lembaga penjamin tersebut, terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah 
yang tersebar di 18 provinsi. Persebaran tersebut sesuai dengan misi 
utama lembaga penjamin sebagai agen penunjang kebijakan pemerintah 
dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia 
usaha, khususnya UMKM. Namun demikian, sebagai entitas yang sebagian 
besar berbentuk perseroan terbatas, lembaga penjamin juga mempunyai 
tujuan untuk memaksimalkan profit dalam kegiatan operasionalnya. 


Pencatatan transaksi penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin 
harus sesuai dengan peraturan OJK dan tidak bertentangan dengan 
standar akuntansi keuangan yang berlaku. Transaksi penjaminan yang 
dilakukan oleh lembaga penjamin termasuk dalam kontrak jaminan 
keuangan yang diatur dalam PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan. 
Dalam PSAK 71, kontrak jaminan keuangan didefinisikan sebagai 
“kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran 
tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena 
debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo 
sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang dimodifikasi 
dari suatu instrumen utang”. Dengan demikian, dalam mencatat transaksi 
penjaminan, lembaga penjamin harus mengacu pada PSAK 71, baik dalam 
hal pengakuan dan pengukuran awal liabilitas penjaminan, maupun pada 
pengukuran selanjutnya atas liabilitas penjaminan. 


Selain menggunakan PSAK 71, lembaga penjamin juga harus 
memperhatikan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan 
Pelanggan, khususnya terkait dengan pengakuan dan pengukuran 
pendapatan yang berasal dari imbalan jasa penjaminan. PSAK 72 
menggantikan PSAK 23 tentang Pendapatan dan berlaku efektif per 1 
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Januari 2020. 


Sampai saat ini, sebagian besar lembaga penjamin belum menerapkan 
PSAK 71 dan PSAK 72 secara menyeluruh dalam mencatat transaksi 
penjaminan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan pencatatan 
akuntansi di antara sesama lembaga penjamin sehingga komparabiltas 
laporan keuangan sulit dilakukan. Sebagai contoh, selama ini terdapat 
beberapa perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh lembaga penjamin 
dalam pencatatan dan pengukuran pendapatan imbal jasa penjaminan 
(UJP). Di satu sisi, terdapat lembaga penjamin yang mengakui pendapatan 
IJP berbasis garis lurus, akan tetapi di sisi lain, terdapat beberapa lembaga 
penjamin yang merasa keberatan jika pendapatan IJP diakui atas dasar 
garis lurus karena dianggap tidak mencerminkan risiko yang ditanggung 
oleh perusahaan. Selain itu, terdapat lembaga penjamin yang mengakui 
pendapatannya atas dasar risiko yang ditanggung dan biaya yang 
dikeluarkan (cost basis), misalnya dengan mengakui 4096 pendapatan di 
bulan-bulan awal, tanpa didukung argumen dan bukti yang kuat. 


Perbedaan perlakuan akuntansi di antara lembaga penjamin di atas 
antara lain disebabkan oleh kedudukan lembaga penjamin yang berfungsi 
sebagai agen penunjang kebijakan pemerintah sekaligus sebagai 
perusahaan yang menghasilkan profit bagi pemegang saham. Untuk itu, 
perlu dilakukan kajian dan penelitian untuk merumuskan panduan 
akuntansi bagi transaksi penjaminan yang dilakukan oleh lembaga 
penjamin. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan 
panduan akuntansi transaksi penjaminan yang sesuai dengan PSAK 71 
dan PSAK 72 dengan pembatasan pada pengakuan dan pengukuran 
liabilitas dan pendapatan. Selain kepada lembaga penjamin dan industri 
penjaminan secara keseluruhan, hasil penelitian ini juga diharapkan 
dapat memberikan kontribusi bagi regulator dan pihak-pihak lain yang 
terkait. 


2. Landasan Teori 
a. Teori Tridimensi (Tridimensional Theory) 


Teori tridimensi (tridimensional theory) merupakan teori yang dapat 
digunakan untuk menguji penyusunan regulasi selain teori kepentingan 
publik (public interest theory), teori kepentingan privat (private interest 
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theory), dan regulation capture theory. Jika public interest theory 
menganggap regulasi sebagai sarana untuk melindungi publik dari 
kegagalan pasar, maka private interest theory melihat intervensi 
pemerintah sebagai hasil dari kekuatan politik kelompok kepentingan 
yang mencari hasil yang menguntungkan mereka (Stigler, 1971). 
Sementara itu, regulation capture theory beranggapan bahwa regulasi 
disediakan untuk merespon kebutuhan industri (Viscussi, Vernon, dan 
Harrington, 2000). Adapun teori tridimensi (tridimensional theory) 
menggunakan sudut pandang sosial dan filosofis (Cardoso, 2008). 


Teori tridimensi dipopulerkan oleh Reale untuk memahami pembentukan 
hukum dan menyimpulkan bahwa hukum itu adalah konstruksi sosial 
yang muncul dari dialek dinamis antara fakta, nilai dan norma. Norma 
dibentuk dari suatu entitas yang memiliki kekuasaan normatif yang dapat 
diinterpretasikan dengan fakta-fakta yang didasarkan pada nilai. Tiga 
elemen ini dapat diidentifikasikan dalam kerangka akuntansi. 


Kejadian/transaksi dalam akuntansi merupakan fakta yang pada 
dasarnya berhubungan dengan kejadian ekonomi yang dapat mengubah 
posisi keuangan suatu perusahaan. Norma adalah standar yang dapat 
digunakan sebagai dasar untuk menentukan sesuatu perlakuan 
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dalam kerangka akuntansi, 
norma dapat diidentifikasi sebagai standar akuntansi yang berlaku yang 
akan menentukan proses pengakuan dan menghasilkan laporan 
keuangan. Adapun nilai (value) merupakan dialek antara fakta dan norma. 


Senada dengan Teori Tridimensi Reale, Pendekatan Habermas (Habermas 
Approach) yang diinterpretasikan oleh Laughlin (2007) menyatakan 
bahwa regulasi merupakan konstruksi sosial yang diwarnai oleh nilai- 
nilai dan diformalkan oleh institusi yang memiliki kekuasaan. Laughlin 
(2007) membedakan regulasi atas akuntansi (regulation of accounting) 
dan regulasi akuntansi (accounting regulation). Regulasi atas akuntansi 
dimaknai sebagai sesuatu dari dalam akuntansi, yang muncul sebagai 
reaksi regulasi dari luar, misalnya terjadinya manajemen laba. 
Perusahaan merespon regulasi berdasarkan nilai yang dianut perusahaan 
tersebut. Adapun regulasi akuntansi adalah regulasi dari luar akuntans 
dan diformalkan dengan standar akuntansi oleh regulasi sosial yang 
didasarkan pada logika akuntansi. Formalisasinya dilakukan oleh entitas 
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yang memiliki kewenangan dalam penyusunan standar akuntansi. 
b. Definisi Penjaminan 


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan 
dan Peraturan OJK Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Lembaga Penjamin, penjaminan adalah “kegiatan pemberian 
jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin 
kepada penerima jaminan”. Penjamin yang dimaksud dalam peraturan ini 
adalah “perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, 
perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah 
yang menjalankan kegiatan penjaminan”. Sementara itu, terjamin adalah 
“pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan 
atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan 
atau perusahaan penjaminan syariah”. Adapun, penerima jaminan adalah 
“lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah 
memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah atau kontrak jasa kepada terjamin”. 


Definisi penjaminan di atas berbeda dengan asuransi. Dalam asuransi, 
perjanjian yang terjadi hanya melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan 
asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai pihak yang 
tertanggung, sedangkan dalam penjaminan, perjanjian melibatkan tiga 
pihak, yaitu penjamin, terjamin, dan penerima jaminan (Krisnareindra, 
https://indonesiare.co.id/id /article /penjaminan-dan-asuransi-berbeda- 
tapi-sama). Selain itu, dalam hal terjadi klaim asuransi, perusahaan 
asuransi biasanya akan menanggung semua risiko yang ada dengan 
membayar klaim, sedangkan jika terjadi klaim penjaminan, maka lembaga 
penjamin akan membayar klaim, tetapi sesudahnya, lembaga penjamin 
dapat menagih pembayaran tersebut kepada terjamin yang dikenal 
dengan istilah piutang subrograsi. 


Perbedaan antara kontrak asuransi dengan kontrak penjaminan juga 
terdapat pada PSAK yang digunakan. Jika kontrak asuransi mengacu pada 
PSAK 62 yang sekarang diganti dengan PSAK 74 (berlaku efektif per 1 
Janauri 2023), maka penjaminan merupakan salah satu kontrak yang 
dikecualikan dari PSAK 62 (IAI, 2014). 
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Cc. PSAK Terkait Transaksi Penjaminan 


Sebagaimana halnya entitas bisnis pada umumnya, segala transaksi yang 
dilakukan oleh lembaga penjamin diatur dalam PSAK sesuai dengan jenis 
transaksi. Di antara PSAK yang terkait langsung dengan transaksi 
penjaminan adalah PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang 
menggantikan PSAK 55 dan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak 
dengan Pelanggan yang menggantikan PSAK 23. 


Berbeda dengan PSAK 55 yang menggunakan pendekatan incurred loss 
dalam menghitung provisi kerugian liabilitas, PSAK 71 mengharuskan 
entitas menggunakan pendekatan expected credit loss (kerugian kredit 
ekspektasian). Dalam hal ini, pendekatan incurred loss mengakui 
pencadangan kerugian kredit atau penurunan nilai aset keuangan pada 
saat peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar terjadi, sedangkan 
pendekatan expected credit loss mengharuskan entitas mengakui segera 
dampak perubahan risiko dalam kerugian kredit ekpektasian dengan 
analisis informasi yang bersifat forward looking. 


Adapun perbedaan antara PSAK 72 dengan PSAK 23 antara lain terletak 
pada ruang lingkup pengaturan. Ruang lingkup PSAK 23 mencakup semua 
pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan barang dan jasa serta 
pendapatan yang berasal dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain 
yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. 


Sementara itu, PSAK 72 diterapkan untuk seluruh kontrak dengan 
pelanggan, kecuali kontrak dalam ruang lingkup sewa (PSAK 30), kontrak 
asuransi (PSAK 62), instrumen keuangan dan hak atau kewajiban 
kontraktual lain (PSAK 71: PSAK 65: PSAK 66: PSAK 15: PSAK 4), dan 
pertukaran nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk 
memfasilitasi penjualan pelanggan atau pelanggan potensial. 


PSAK 72 menggunakan model lima langkah dalam menetapkan kapan dan 
berapa jumlah pendapatan yang diakui dan dicatat. Dalam hal ini, model 
pengakuan pendapatan telah berubah dari semula fokus kepada peralihan 
risiko dan hasil kepemilikan menjadi fokus pada beralihnya pengendalian 
atas barang atau jasa. Selain itu, PSAK 72 lebih banyak memberikan 
penjelasan terkait hal-hal yang lebih kompleks dan mengharuskan 
pengungkapan yang lebih banyak. Terkait pengakuan pendapatan, PSAK 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2021 


72 mengharuskan pendapatan diakui sepanjang waktu atau waktu 
tertentu. Entitas yang selama ini mengakui pendapatan berdasarkan 
persentase penyelesaian harus mengevaluasi apakah pendapatan yang 
diperoleh harus diakui sepanjang waktu atau waktu tertentu. Hal ini juga 
berlaku pada perusahaan yang saat ini mengakui pendapatan pada waktu 
tertentu. 


3. Metode Penelitian 


Creswell (2013) menjelaskan bahwa metode penelitian (research 
method) merupakan bagian dari pendekatan penelitian (research 
approach) yang pemilihannya disesuaikan dengan tujuan penelitian. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang 
lebih baik terhadap fenomena yang diteliti (Aspers & Corte, 2019). Lebih 
lanjut, Mack et al. (2005) dalam Wahyuni (2016) menjelaskan bahwa 
penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi fenomena melalui metode 
semi terstruktur, seperti wawancara secara mendalam dan focus group. 


Dalam penelitian ini, digunakan kerangka pendekatan penyusunan 
regulasi teori tridimensi (tridimensional theory) yang 
mempertimbangkan tiga hal dalam penyusunannya, yaitu fakta, nilai dan 
norma. Norma yang digunakan dalam penyusunan panduan ini adalah 
PSAK-PSAK yang harus diacu dalam transaksi penjaminan, yaitu PSAK 71, 
PSAK 72, dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Fakta digali dari 
praktik penjaminan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan 
kredit di Indonesia, sedangkan nilai (value) adalah nilai umum yang 
mewarnai bisnis perusahaan penjaminan kredit di Indonesia. 


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lembaga penjamin di Indonesia 
hampir seluruhnya merupakan perusahaan daerah dan BUMN dan 
didirikan dengan tujuan awal mengemban amanah dari pemerintah untuk 
menjamin kredit UMKM yang pada umumnya tidak “bank-able”, misalnya 
untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski mengemban amanah 
pemerintah untuk menjamin kredit UMKM, akan tetapi bentuk 
perusahaan penjaminan berupa perseroan terbatas sehingga dalam 
evaluasi atas kinerja keuangannya, seringkali pemegang saham 
memperlakukan lembaga penjamin (terutama Jamkrida) sebagaimana 
unit bisnis pada umumnya yang menghasilkan profit. Hal ini akan 
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memengaruhi value/nilai yang melandasi manajemen dalam mengelola 
perusahaannya, yaitu berbasis pada tujuan mencari profit sebanyak- 
banyaknya. 


Dalam penelitian ini, data penelitian utamanya diperoleh melalui Focus 
Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD dilakukan untuk memperoleh 
pemahaman dan pendalaman terhadap fakta berupa proses bisnis dan 
praktik akuntansi pada lembaga penjamin, serta “menangkap” nilai/value 
yang  mewarnai/melatarbelakangi kebijakan akuntansi yang 
diberlakukan di perusahaan. Selain itu, FGD juga dilakukan untuk 
mendapatkan kesatuan pemahaman atas ketentuan-ketentuan dalam 
PSAK 71 dan PSAK 72, terutama terkait transaksi penjaminan. 


FGD dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain OJK 
dan manajemen lembaga penjamin. FGD dengan OJK dilaksanakan 
sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 19 Oktober, 3 November, dan 27 
November 2020. FGD dengan OJK penting untuk memberikan tambahan 
pemahaman mengenai proses bisnis perusahaan penjaminan dari sudut 
pandang regulator. 


FGD dengan perwakilan manajemen lembaga penjamin dilaksanakan 
sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 25 Agustus, 22 Oktober, dan 5 November 
2020. Perwakilan Manajemen Perusahaan Penjaminan yang diundang 
dalam FGD adalah manajemen PT Jamkrida Jabar dan manajemen PT 
Jamkrindo. FGD dengan manajemen kedua lembaga penjamin tersebut 
bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pendalaman proses bisnis 
lembaga penjamin sekaligus mengetahui praktik akuntansi transaksi 
penjaminan yang dijalankan selama ini serta kendala-kendala yang 
dihadapi oleh dalam menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72. Adapun FGD 
dengan seluruh manajemen lembaga penjamin dilakukan sebanyak dua 
kali, yaitu pada tanggal 19 November 2020 dan 8 Desember 2020. 


Selain FGD dengan OJK dan manajemen lembaga penjamin, terdapat FGD 
dengan pakar dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memahami PSAK 
71 dan PSAK 72, yaitu Bapak Sri Yanto yang pernah menjabat sebagai 
anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). FGD dengan pakar 
dari IAI dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020 
dan 8 Desember 2020 dengan tujuan untuk mengkonfirmasi berbagai hal 
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terkait penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 dalam pencatatan transaksi 
penjaminan. 


Selain FGD dengan pakar dari IAI, diadakan juga FGD dengan pengurus 
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). FGD dengan IAPI 
diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 19 November 2020 
dan 8 Desember 2020 agar tim dapat memperoleh pemahaman terkait 
perspektif akuntansi transaksi penjaminan dari sisi auditor. FGD dengan 
pengurus IAPI ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 
komprehensif dan mampu memberikan pemahaman yang sama dalam 
menginterpretasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PSAK 71 dan 
PSAK 72, khususnya terkait transaksi penjaminan. 


4. Hasil Pembahasan 
a. Proses Bisnis Penjaminan 


Dalam kegiatan penjaminan, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu 
lembaga penjamin atau perusahaan penjaminan, penerima jaminan 
(seperti bank atau lembaga keuangan pembiayaan lainnya), dan terjamin 
(seperti UMKM). Dalam hal ini, lembaga penjamin mengadakan kontrak 
dengan penerima jaminan untuk memberikan jaminan bahwa terjamin 
akan memenuhi kewajiban keuangannya kepada penerima jaminan. 
Dengan adanya jaminan tersebut, penerima jaminan menjadi yakin dalam 
memberikan pinjaman atau kredit kepada terjamin. Selanjutnya, dalam 
hal terjamin tidak mampu membayar kewajiban pinjaman kepada 
penerima jaminan, maka perusahaan penjaminan akan membayar 
kewajiban tersebut kepada penerima jaminan dalam bentuk dana 
talangan untuk kemudian lembaga penjamin berhak menagih 
pembayaran kepada terjamin. Atas pemberian jasa penjaminan tersebut, 
lembaga penjamin menerima imbalan atau premi dari terjamin yang 
dibayarkan pada awal kontrak. Secara umum, proses bisnis penjaminan 
dapat dijelaskan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Proses Bisnis Penjaminan 
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Sumber: Diolah dari Mahrus, Kustiani, dan Prabowo (2020) 


Proses penjaminan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan 
penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Dalam penjaminan 
dengan langsung, lembaga penjamin langsung berkoordinasi dengan 
pihak terjamin (nasabah), sedangkan dalam penjaminan tidak langsung, 
pihak penjamin berkoordinasi dengan penerima jaminan (bank). Dalam 
praktik yang sering terjadi, bank langsung berkoordinasi dengan nasabah 
dan nasabah jarang yang berhubungan langsung dengan lembaga 
penjamin. Dalam hal ini, segala kontrak jaminan beserta konsekuensinya, 
termasuk data kredit nasabah berada dalam kendali bank. 


Proses penjaminan dapat dilakukan baik dengan pola Case By Case (CBC) 
maupun dengan pola Conditional Automatic Cover (CAC). Dalam pola CBC 
atau penjaminan kasus per kasus, proses pengajuan penjaminan 
dilakukan secara kolektif oleh penerima jaminan, proses penjaminan 
cepat, dan analisis layak usaha dilakukan oleh penerima jaminan. Pola 
CBC dapat digunakan dalam penjaminan langsung dan penjaminan tidak 
langsung. Sementara itu, dalam pola CAC atau penjaminan otomatis 
bersyarat, permohonan penjaminan diajukan oleh calon terjamin, nilai 
penjaminan sesuai kebutuhan, dan analisis layak usaha dilakukan oleh 
penjamin melalui informasi credit history calon terjamin. Pola CAC biasa 
digunakan dalam penjaminan tidak langsung saja. 


b. Kedudukan Akuntansi Transaksi Penjaminan 


Sebelum menentukan perlakuan akuntansi bagi transaksi penjaminan, 
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perlu ditegaskan terlebih dahulu kedudukan transaksi penjaminan dalam 
ruang lingkup standar akuntansi keuangan. Dalam hal ini apakah 
transaksi penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin termasuk 
kategori transaksi asuransi yang diatur dalam PSAK 62 tentang Kontrak 
Asuransi yang telah diubah dengan PSAK 74 atau termasuk yang kontrak 
jaminan keuangan yang diatur dalam PSAK 71 tentang Instrumen 
Keuangan. Dalam tridimensional theory, hal ini dilakukan untuk 
menentukan norma yang digunakan ketika menyusun suatu 
panduan/pedoman. 


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, transaksi penjaminan merupakan 
salah satu bentuk kontrak jaminan keuangan yang diatur dalam PSAK 71. 
Dalam PSAK 71, kontrak jaminan keuangan didefinisikan sebagai kontrak 
yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu 
untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur 
tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai 
dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang dimodifikasi dari 
suatu instrumen utang. 


Selanjutnya, disimpulkan dari India Accounting Standard (Ind AS) S109, 
suatu kontrak penjaminan diklasifikasikan sebagai kontrak jaminan 
keuangan jika memenuhi dua syarat, yaitu harus berupa kewajiban terkait 
utang dan mengharuskan penjamin untuk melakukan pembayaran 
(reimburse) kepada pemegang jaminan untuk kerugian karena gagal 
bayar dan hanya mendapat kompensasi tidak lebih dari kerugian yang 
benar-benar terjadi (Gathani dan Shah, https://taxguru.in/chartered- 
accountant/ind-as-109-accounting-treatment-financial-guarantee- 
contract.html). Dengan kata lain, dalam kontrak jaminan keuangan, 
lembaga penjamin diharuskan untuk melakukan pembayaran hanya 
akibat dari gagal bayar debitur terkait dengan instrumen yang dijamin. 
Akibatnya, kekurangan kas yang diharapkan mendapat penggantian 
untuk kerugian kredit adalah lebih kecil daripada nilai yang diharapkan 
diterima dari debitur atau pihak lain. 


Kontrak penjaminan kredit dan pinjaman yang dilakukan oleh lembaga 
penjamin yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam PSAK 71 di atas antara lain meliputi: 
penjaminan kredit, pembiayaan, penjaminan surat utang, penjaminan 
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pembelian barang, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan 
barang dan jasa, letter of credit dan lain-lain. PSAK 71 juga mengatur 
keterkaitan antara pengakuan dan pengukuran liabilitas keuangan yang 
timbul dari kontrak jaminan keuangan dengan pengakuan penghasilan 
dari kontrak penjaminan keuangan yang diakui sesuai dengan prinsip 
PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. 


Cc. Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas Penjaminan 


Ketika kontrak penjaminan kredit ditandatangani, maka timbul kewajiban 
perusahaan penjaminan untuk melakukan pembayaran jika bank 
mengalami kerugian akibat debitur gagal melakukan pembayaran pada 
saat jatuh tempo (liabilitas penjaminan). Sebagaimana diatur dalam PSAK 
71, kontrak jaminan keuangan merupakan salah satu bentuk liabilitas 
keuangan yang pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajar. 
Bukti terbaik dari nilai wajar adalah nilai transaksi, namun jika nilai 
transaksi tidak diketahui, misalnya dalam transaski penjaminan kredit 
antara perusahaan anak dan induk, maka dapat digunakan metode 
alternatif untuk mengukur nilai wajar. Nilai wajar liabilitas penjaminan 
kredit dihitung dari selisih nilai kini dari kredit dengan tingkat bunga 
kredit tanpa jaminan dan nilai kini dari kredit dengan jaminan. 


Dalam praktiknya, nilai kontrak penjaminan didasarkan pada 
kesepakatan antara bank dan lembaga penjamin untuk kontrak 
penjaminan tidak langsung, dan antara pelanggan dengan lembaga 
penjamin untuk kontrak penjaminan langsung. Nilai kesepakatan inilah 
yang diakui sebagai nilai wajar. Jika nilai wajar liabilitas penjaminan pada 
saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas 
mencatat instrumen tersebut pada tanggal pengakuan awal sebesar nilai 
wajar dengan mengakui selisihnya sebagai keuntungan atau kerugian 
yang dilaporkan dalam laporan laba rugi pada bagian pendapatan dan 
beban lain-lain. 


Dalam berbagai literatur dan pedoman praktis yang dibuat oleh beberapa 
kantor akuntan publik besar (The Big Four), kas yang diterima dari suatu 
kontrak penjaminan diakui sebagai liabilitas penjaminan, namun ketika 
hal ini dikomunikasikan kepada industri penjaminan kredit pada FGD, 
industri lebih menyukai penerimaan kas diakui sebagai pendapatan yang 
ditangguhkan dengan alasan bahwa transaksi ini merupakan transaksi 
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yang menjadi pemicu (trigger) pengakuan pendapatan atas Iuran Jasa 
Penjaminan (IJP). Pada dasarnya, penggunaan akun liabilitas penjaminan 
maupun akun pendapatan IJP yang ditangguhkan memenuhi definisi 
liabilitas keuangan sehingga penggunaan akun ini dapat saling 
menggantikan. 


Lalu, bagaimana pengukuran selanjutnya atas liabilitas penjaminan ini? 
Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 71, penerbit kontrak penjaminan 
keuangan selanjutnya mengukur liabilitas penjaminan tersebut sebesar 
jumlah yang lebih tinggi antara: 


a. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan 
pengukuran kerugian kredit ekspektasian (KKE), dan 


b. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah 
kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72. 


Untuk melakukan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, diperlukan 
penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit signifikan (significant 
increase in credit risk/SICR) pada setiap tanggal pelaporan. Jika 
peningkatan risiko kredit signifikan/SICR terjadi, maka entitas mengukur 
liabilitas penjaminan kredit berdasarkan pengukuran kerugian kredit 
ekspektasian (KKE) atau expected credit loss (ECL) sepanjang 
waktu/tenor kredit nasabah. Jika peningkatan risiko kredit 
signifikan/SICR tidak terjadi, maka entitas mengukur liabilitas 
penjaminan kredit berdasarkan pengukuran KKE 12 bulan. 


Dalam penentuan terjadinya SICR dan penghitungan ECL lembaga 
penjamin dapat menggunakan analisis individual maupun analisis 
kolektif dalam penentuannya. Analisis kolektif dapat digunakan terutama 
untuk kredit retail yang informasinya sangat terbatas dan perusahaan 
tidak memiliki cukup informasi yang selalu update mengenai risiko kredit 
masing-masing pelanggannya. 


Penentuan Terjadinya SICR 


Sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk menentukan terjadinya 
peningkatan risiko kredit signifikan (SICR) ini, maka lembaga penjamin 
kredit harus memiliki sistem skoring untuk menentukan skor risiko untuk 
menentukan tingkat probablity of default dari masing-masing 
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pelanggannya sejak ditandatanganinya kontrak penjaminan dan harus 
terus menjaga data skor ini (melakukan update skor) pada setiap tanggal 
pelaporan. Perusahaan juga harus menentukan batas jumlah skor untuk 
menentukan terjadinya risiko signifikan. 


Sayangnya, PSAK 71 tidak jelas menentukan indikator-indikator apa saja 
yang dapat digunakan untuk mengukur terjadinya peningkatan risiko 
kredit, sehingga ini menjadi area judgement bagi manajemen perusahaan. 
PSAK 71 hanya menentukan bahwa informasi yang digunakan untuk 
menentukan risiko kredit adalah informasi yang sifatnya forward-looking 
yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa perlu mengeluarkan biaya 
atau upaya berlebihan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan 
penjaminan harus dapat membangun expert system yang akan membantu 
penyediaan data penilaian risiko ini dari waktu ke waktu. 


Kebutuhan untuk melakukan manajemen data pelanggan ini timbul 
karena PSAK 71 menggunakan pendekatan expected credit loss untuk 
mengukur instrumen keuangan. Pada PSAK sebelumnya (PSAK 55), 
digunakan pendekatan incurred loss sehingga terjadinya impairment 
hanya menggunakan data tunggakan. Oleh karena itu, pada awal 
implementasi PSAK 71, lembaga penjamin harus membangun sistem 
penilaian risiko ini dengan baik dan menggunakannya secara konsisten 
dalam penyusunan laporan keuangan. 


Penentuan terjadinya SICR merupakan area judgement sehingga entitas 
perlu mengembangkan kebijakan sendiri dan harus diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan. Dalam menentukan SICR, entitas dapat 
mempertimbangkan elemen kuantitatif dan elemen kualitatif. Elemen 
kuantitatif mencakup perubahan kemungkinan gagal bayar (probability of 
default/PD). Adapun elemen kualitatif mencakup kondisi perekonomian, 
kondisi pasar, kinerja operasi debitur, pelanggaran kontrak kredit, 
perubahan kontrak kredit, masalah likuiditas, rating kredit, penundaan 
pembayaran cicilan, dan informasi lewat jatuh tempo. 


Penghitungan Kerugian Kredit Ekspektasian (Expected Credit Loss) 


Ketentuan dalam PSAK 71 menyebutkan bahwa entitas mengukur 
kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara 
yang mencerminkan: 
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a. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang 
ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang 
dapat terjadi, 

b. nilai waktu uang, dan 

C. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau 
upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa 
lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. 


PSAK 71 tidak memberikan formula yang jelas mengenai penghitungan 
KKE ini sehingga perusahaan juga harus mengembangkan formula untuk 
perhitungannya. Bahkan dalam suatu perusahaan penjaminan yang 
membuat analisis individual dan kolektif, jumlah formula yang digunakan 
dapat mencapai belasan sesuai dengan pengelompokan pelanggan yang 
dianalisi secara kolektif sesuai dengan kesamaan risikonya. Formula ECL 
yang pada umumnya digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan 
dan memenuhi ketentuan dalam PSAK 71 adalah formula penilaian risiko 
sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2. 


Gambar 2. Formula Perhitungan ECL 


ECL- Probablility of Default (PD) x Loss given default (LGD) x 
Expossure at Default (EAD) x Effective Interest Rate (EIR). 


Keterangan: 


ECL - expected credit loss atau kerugian kredit ekspektasian 
PD - kemungkinan gagal bayar yang dinilai oleh perusahaan 
EAD - nilai utang yang masih outstanding 

LGD - Y EAD yang tidak tercover jika terjadi gagal bayar 
EIR - tarif bunga efektif pada awal kontrak penjaminan 


Sumber: Dioleh dari berbagai sumber 


Dasar Penilaian Kolektif dan Individual 


Dalam rangka memenuhi tujuan mengakui kerugian kredit ekspektasian 
sepanjang umurnya untuk peningkatan risiko kredit secara signifikan 
sejak pengakuan awal, dapat saja diperlukan untuk melakukan penilaian 
peningkatan risiko kredit secara signifikan secara kolektif dengan 
mempertimbangkan informasi yang mengindikasikan peningkatan risiko 
kredit secara signifikan telah 
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terjadi. Hal ini untuk memastikan bahwa entitas memenuhi tujuan 
pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika ada 
peningkatan risiko kredit secara signifikan, bahkan saat peningkatan 
risiko kredit secara signifikan pada level instrumen individu belum dapat 
dibuktikan. 


Dalam keadaan entitas tidak memiliki informasi yang wajar dan 
terdukung yang tersedia tanpa biaya dan upaya berlebihan pada 
instrumen secara individual, maka kerugian kredit sepanjang umurnya 
diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit 
secara komprehensif. Dalam hal ini, entitas tidak hanya memasukkan 
informasi tunggakan, tetapi juga seluruh informasi kredit relevan, 
termasuk informasi makroekonomi yang bersifat perkiraan masa depan 
(forward looking) agar mendekati hasil dari pengakuan kredit 
ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan 
pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu. 


Untuk tujuan menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan dan 
mengakui penyisihan kerugian secara kolektif, entitas dapat 
mengelompokkan instrumen keuangan berdasarkan kesamaan 
karakteristik risiko kredit. Contoh kesamaan risiko kredit termasuk, 
tetapi tidak terbatas pada jenis instrumen, peringkat risiko kredit, jenis 
agunan, tanggal pengakuan awal, sisa waktu jatuh tempo, industri, lokasi 
geografis pelanggan, dan nilai agunan. Selanjutnya, penggabungan 
instrumen keuangan untuk menilai apakah terdapat perubahan risiko 
kredit secara kolektif dapat berubah seiring waktu bersamaan dengan 
informasi baru tersedia pada sekelompok instrumen keuangan, atau 
instrumen keuangan individu. 


d. Pengukuran Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit 


Pendapatan perusahaan penjaminan berasal dari imbal jasa penjaminan 
(JP). Akuntansi transaksi IJP mengikuti ketentuan pengaturan dalam 
PSAK 71, yaitu untuk kontrak jaminan keuangan, setelah pengakuan awal, 
penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah 
yang lebih tinggi antara: (i) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan 
sesuai dengan pengukuran kerugian kredit ekspektasian dan (ii) jumlah 
yang pertama kali diakui (nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya 
transaksi yang terkait langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan) 
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dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang 
diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72. 


Dalam PSAK 72, dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan dapat 
dilakukan di waktu tertentu (one point of time) atau sepanjang waktu 
(over time) tergantung pada pemenuhan kewajiban dalam kontraknya. 
Jika kewajiban pemenuhan dilaksanakan sepanjang waktu kontrak dan 
tingkat penyelesaian pemenuhan kewajiban tersebut dapat diukur 
dengan andal, maka pendapatan akan diakui sepanjang waktu kontrak. 
Adapun jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pendapatan diakui 
pada waktu tertentu. 


Kontrak penjaminan kredit diselesaikan sepanjang tenor kredit yang pada 
umumnya jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Oleh karena itu, lembaga 
penjamin perlu mengukur tingkat penyelesaian jasa penjaminan 
sepanjang tenor kredit. Untuk dapat mengukur tingkat penyelesaian jasa 
penjaminan ini, dapat digunakan ukuran input atau output yang 
menggambarkan tingkat penyelesaian jasa penjaminan. 


Dalam paragraf 39 PSAK 72 dijelaskan bahwa “Untuk setiap kewajiban 
pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35- 
37, entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur 
kemajuan terhadap terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban 
pelaksanaan. Tujuan ketika mengukur kemajuan adalah untuk 
menggambarkan pelaksanaan entitas dalam mengalihkan pengendalian 
atas barang ataujasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu pemenuhan 
dari kewajiban pelaksanaan entitas. Dalam paragraf berikutnya 
disebutkan bahwa “Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran 
kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang 
waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten 
terhadap kewajiban serupa dan dalam keadaan serupa”. 


Dalam paragraf 41 PSAK 72 dijelaskan bahwa metode yang sesuai dari 
pengukuran kemajuan mencakup metode input dan metode output. 
Selanjutnya, metode input maupun output yang dipilih perusahaan harus 
mencerminkan tingkat penyelesaian kewajiban atas konrak penjaminan 
kredit. 


Ukuran input yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian 
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pekerjaan pada umumnya adalah metode cost to cost. Metode ini 
diterapkan dengan menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan 
untuk memenuhi kewajiban kontrak dibandingkan dengan estimasi total 
biaya pemenuhan kontrak. Ukuran ini agak sulit digunakan karena biaya 
yang dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan untuk setiap kontrak 
penjaminan (baik penjaminan langsung aupun tidak langsung) berupa 
biaya inkremental. Perusahaan baru akan mengeluarkan biaya 
penyelesaian/pemenuhan jasa penjaminan jika terjadi klaim. Akan 
menimbulkan risiko bagi kinerja keuangan perusahaan penjaminan jika 
menggunakan ukuran ini. 


Sebagai alternatif yang lebih mudah diterapkan, entitas dapat 
menggunakan ukuran output. Jika dilihat dari waktu penjaminan, maka 
pendapatan IJP dapat diakui dengan cara membagi secara merata 
sepanjang tenor kredit (straight line). Namun, pendekatan ini sangat 
mungkin diragukan dapat menggambarkan tingkat penyelesaian jasa 
penjaminan karena seiring berjalannya waktu dan dengan asumsi 
pelanggan lancar membayar kewajibannya, maka nilai klaim penjaminan 
kredit akan semakin kecil. Sebagai alternatif solusi, penggunaan ukuran 
waktu penjaminan dapat dikombinasikan dengan nilai pinjaman 
outstanding untuk lebih menggambarkan tingkat penyelesaian 
pemenuhan kewajiban penjaminan. 


Tabel 1. Ilustrasi Pengakuan Pendapatan IJP 


Pendapatan 
Tahun | Saldo Dijamin Yo Pendapatan/th IJP yang 
Diakui 
1 2 3 4 
2020 1.000.000.000 (1 Milyar /2,5 milyar) - 19.200.000 
4096 
2021 750.000.000 (750 juta /2,5 milyar) - 14.400.000 
30Y6 
2022 500.000.000 (500 juta /2,5 milyar) - 9.600.000 
20Y6 
2023 250.000.000 (250 juta /2,5 milyar) - 4.800.000 
10Y6 
2.500.000.000 1006 48.000.000 
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Sebagai contoh, pada tahun 2020 suatu lembaga penjamin mendatangani 
kontrak untuk menjamin utang sebesar Rp1milyar sepanjang tenor kredit 
4 tahun dengan total imbalan/pendapatan sebesar Rp48 juta. Dengan 
ukuran output yang mengombinasikan waktu dan jumlah nilai utang 
outstanding, pendapatan lembaga penjamin dapat diukur dengan 
perhitungan sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 


Risiko kredit dapat berfluktuasi sepanjang tenor kredit, oleh karena itu 
dalam suatu waktu terdapat kemungkinan nilai KKE/ECL melebihi saldo 
pendapatan IJP yang belum diamortisasi. Jika hal ini terjadi maka 
perusahaan tidak dapat mengakui pendapatan karena kondisi ini tidak 
memenuhi definisi pendapatan dalam hal terjadinya peningkatan ekuitas 
perusahaan. Jika hal ini terjadi maka kerugian kontrak penjaminan diakui 
dan Pendapatan IJP ditangguhkan direklasifikasi menjadi provisi 
penurunan nilai liabilitas penjaminan jika perusahaan menggunakan 
akun Pendapatan IJP ditangguhkan atau menambah nilai Liabilitas 
Penjaminan digunakan akun ini pada pengakuan awal. 


Misalnya pada akhir tahun 2021 dilakukan perhitungan kerugian kredit 
ekspektasian dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 dan saldo 
pendapatan IJP ditangguhkan sebesar Rp.28.800.000,00 maka perlu 
dibuat jurnal pengakuan kerugian atau beban karena nilai kerugian kredit 
ekspektasian lebih besar daripada saldo pendapatan IJP ditangguhkan 
(Rp28.800.000). Dalam hal ini, perusahaan membuat jurnal reklasifikasi 
akun Pendapatan IJP Ditanggguhkan menjadi akun Provisi Kerugian 
Kontrak Jaminan Keuangan dan mengakui beban/kerugian kontrak 
jaminan keuangan sebagai berikut. 


Uraian Debit Kredit 
Db. | Pendapatan IJP Ditangguhkan | 28.800.000 
Db. | Beban/Kerugian Kontrak 
Jaminan Keuangan 1.200.000 
Kr. | Provisi Kerugian Kontrak 30.000.000 
Jaminan Keuangan 


KESIMPULAN 
Setelah mempertimbangkan norma (PSAK 71 dan 72), fakta (proses bisnis 
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lembaga penjamin) dan nilai/value yang mendasari bisnis lembaga 
penjamin, maka dapat disimpulkan perlakuan akuntansi atas transaksi 
penjaminan adalah sebagai berikut. 


1. 


Perusahaan mengakui adanya liabilitas penjaminan kredit ketika 
kontrak penjaminan ditandatangani dan menilai harga kontrak 
dengan nilai wajar yaitu dengan menggunakan harga transaksi. 
Pada periode berikutnya perusahaan akan mengakui pendapatan 
penjaminan kredit sesuai dengan metode pengakuan pendapatan 
yang sesuai dengan PSAK 72 yaitu mengakui pendapatan sepanjang 
waktu kontrak sebesar tingkat penyelesaian kewajiban penjaminan 
kredit yang diukur dengan ukuran input atau output yang benar- 
benar menggambarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. 

Nilai liabilitas penjaminan pada laporan keuangan merupakan nilai 
yang lebih tinggi antara nilai pendapatan yang belum diamortisasi 
atau nilai kerugian kredit ekspektasian (KKE). 

Untuk mengukur nilai kerugian kredit ekspektasian, perusahaan 
perlu menenetkan terlebih dahulu apakah terjadi kenaikan risiko 
kredit signifikan (SICR) atau tidak. Jika SICR terjadi, maka KKE 
dihitung dengan KKE 12 bulan, sedangkan jika ditentukan SICR 
terjadi maka KKE dihitung degan KKE sepanjang waktu. 

Untuk menentukan terjadinya SICR, perusahaan membandingkan 
perubahan probability of default (PD) pada pengakuan awal dan PD 
pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu perusahaan harus mengukur 
PD pelanggan pada saat ditandatangani kontrak penjaminan. Data 
indikator yang digunakan untuk mengukur PD harus selalu 
dimutakhirkan untuk menentukan SICR pada tanggal pelaporan. 


SARAN 


Beberapa hal yang dapat disarankan bagi lembaga penjamin dalam 
menerapkan PSAK 71 dan 72 untuk mencatat transaksi penjaminan kredit 
ini adalah sebagai berikut. 


1: 


Lembaga penjamin harus menyusun indikator penentuan risiko 
kredit baik untuk pelanggan yang dilakukan analisis individual 
maupun analisis kolektif sesuai dengan karakter pelanggan atau 
kelompok pelanggan tersebut. Penilaian terhadap indikator- 
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indikator ini dapat menggunakan skor untuk memudahkan 
penetapan terjadinya peningkatan risiko atau tidak. 

2. Mengingat jumlah pelanggan yang sangat banyak, maka perusahaan 
perlu membuat kebijakan mengenai pelaggan yang dianalisis secara 
individual dan pelanggan yang dapat dilakukan analisis secara 
kelompok dengan memperhatikan kesamaan risikonya, sehingga 
walaupun data individual tidak dimiliki oleh perusahaan, 
perusahaan tetap dapat mematuhi standar akuntansi terutama 
dalam hal pengukuran kewajiban penjaminan kredit. 

3. Perusahaan perlu membangun formula untuk menghitung KKE, baik 
formula untuk KKE yang dihitung secara individual maupu formula 
untuk setiap kelompok pelanggan yang KKEnya dihitung secara 
kolektif. 
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Potret Pemanfaatan Dana Desa di 
Provinsi Jawa Tengah 


Oleh Lely Ratwianingsih, Malik Cahyadin, Yunastiti Purwaningsih dan 
Taufik Raharjo 


Pemanfaatan Dana Desa memiliki 2 aspek pemanfaatan yaitu aspek 
ekonomi dan non ekonomi. Dalam analisis, ditemukan bahwa 
terdapat 8 faktor ekonomi dan 5 faktor non-ekonomi yang 
menentukan dana desa. Faktor ekonomi terdiri atas: optimalisasi 
peran BUMDES, infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan 
klaster usaha, satu desa satu produk keunggulan, penguatan 
kelompok tani/nelayan, penguatan Koperasi Unit Desa, irigasi 
pertanian, dan pengembangan ekonomi wanita desa . Sementara itu, 
faktor non-ekonomi terdiri dari Karang Taruna/pemuda, program 
lansia dan bayi/Posyandu, pembinaan lestari lingkungan, program 
keluarga berencana, dan program kesehatan keluarga. 


Dana desa merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di 
desa setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa 
sehingga sejak tahun 2015, Pemerintah mulai menjalankan program Dana 
Desa. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang 
memperoleh dana desa relatif besar dikarenakan cakupan wilayah 
kabupaten yang cukup banyak yaitu 29 daerah dengan jumlah desa 
adalah 7.809 desa. Peningkatan jumlah dana desa yang teralokasikan 
setiap tahun diharapkan mampu menjadi stimulus dalam mendorong 
kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal. 


Selain itu, dana desa juga dialokasikan untuk memperbaiki struktur, 
tatanan dan kualitas kondisi sosial dan budaya di lingkungan desa. Dana 
desa juga dapat diperuntukkan bagi pengembangan dan dinamisasi 
pembangunan dengan pembauran faktor ekonomi dan juga non ekonomi. 
Dalam studi ini akan dipotret keterkaitan antara faktor ekonomi dan non- 
ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. 
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Liu, et al (2013) menyatakan bahwa besarnya alokasi dalam 
pemgembangan infrastruktur di China memiliki perbedaan antara desa 
satu dan lainnya karena adanya perbedaan kualitas pemerintahan. Chen 
(2010) menemukan bahwa kebijakan yang diarahkan dalam rangka 
pengoptimalan potensi desa- desa di China ternyata berdampak positif 
terhadap peregerakan aktivitas ekonomi dan sosial yang menjadi 
kekuatan yang sangat luar biasa dalam menghadapi dampak krisis 
keuangan. Sementara itu, Asni, Maryunani, Sasongko & Budi (2013) 
menemukan bahwa potensi besarnya jumlah penduduk di desa menjadi 
daya tarik pemerintah untuk pengembangan ekonomi dan tatanan sosial 
di desa. 


Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dikaitkan dengan faktor 
ekonomi dan non- ekonomi telah disampaikan pula oleh Nasution, Erlina 
& Rujiman (2017), Afifah, Kartini & Yuningsih (2017), Yuliana, Yunisvita, 
Yulianita, Muhyiddin & Bashir (2017), Nara, Baharuddin, Yunus & 
Syahribulan (2018), Kurniawati, Djayusman & Lukman (2018), 
Putarungsi (2018), Fitriyani, Marita, Windyastuti & Nurahman (2018), 
Ma, Li & Chan (2018), Widagdo & Setyorini (2018), Baffoe (2019), Watts, 
Tacconi, Irawan, & Wijaya (2019), Putra, Alamsyah, Kamal & Syafri 
(2019), dan Uddin (2019). Faktor-faktor ekonomi yang dapat 
menentukan dana desa antara lain pendapatan, distribusi pendapatan, 
kemiskinan, infrastruktur ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi lokal, 
Sementara itu, faktor- faktor non-ekonomi yang mendukung dana desa 
adalah partisipasi aktif masyarakat, pengawasan dan asistensi dana desa, 
kualitas sumberdaya manusia, pemanfatan teknologi informasi dan 
telekomunikasi, kemandirian desa, kemanfaatan dana desa, pelestarian 
lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. 


Identifikasi terhadap faktor ekonomi menghasilkan delapan faktor, yaitu: 
optimalisasi peran BUMDES (OPBUM), infrastruktur jalan dan jembatan 
(JJ), pengembangan klaster usaha (PKU), satu desa satu produk unggulan 
(SADESAPU), penguatan kelompok tani/nelayan (PEKATENA), penguatan 
Koperasi Unit Desa (PEKUD), irigasi pertanian (IP), dan pengembangan 
ekonomi wanita desa (PEWADE). Faktor non-ekonomi yang menjadi 
aspek identifikasi antara lain optimalisasi Karang Taruna/pemuda (OKT), 
program lansia dan bayi/Posyandu (PLP), pembianaan lestari lingkungan 
(PLL), program keluarga berencana (PKB), dan program kesehatan 
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keluarga (PKK). 


Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan dan pengolahan data 
meliputi identifikasi faktor ekonomi dan non-ekonomi berdasarkan 
literature review, survei dan Focus Group Discussion dengan pihak desa 
di 29 kabupaten, entri data dan penghitungan skor AHP untuk masing- 
masing faktor, dan ringkasan identifikasi faktor internal dan eksternal 
dana desa. 


Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi wanita desa 
merupakan faktor terpenting dalam pemanfaatan dana desa. Sementara 
itu, faktor optimalisasi peran BUMDES adalah faktor terakhir yang 
menjadi pemikiran dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di 
Jawa Tengah. Faktor penting lainnya adalah penguatan Koperasi Unit 
Desa dan penguatan kelompok tani/nelayan. Kedua faktor ini masih 
menjadi hal yang menjadi suatu prioritas penting di Provinsi Jawa Tengah. 
Hasil ini nampak dari nilai persepsi responden terhadap pairwise 
comparison pada delapan faktor ekonomi sebagaimana pada Tabel 1. 
Tabel 1. 


Faktor Ekonomi Prioritas Pengelolaan Dana Desa di Jawa Tengah 


Variables Weighted Value AHP Score Priority Factor 
SERUM 0.054 0.054 8 
JJ 0.063 0.060 7 
PKU 0.085 0.081 6 
SADESAPU 0.092 0.090 5 
IP 0.110 0.109 4 
PEKATENA 0.145 0.147 3 


Sumber: Data primer 


Hasil ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menyatakan 
bahwa partisipasi aktif masyarakat termasuk kelompok tani/nelayan 
dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi bagian convergen 
pemanfaatan dana desa. Namun demikian, pemerintah daerah perlu 
untuk menstimulus dan memberikan perhatian khusus dalam 
pengembangan usaha mandiri masyarakat desa yang terintegrasi dan 
dapat menjadi salah satu aspek optimalisasi dan penguatan peran 
BUMDES. Sehinggan BUMDES tidak hanya sekedar label saja, akan tetapi 
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juga menjadi motor pengggerak ekonomi desa. 

Sementara itu, faktor non-ekonomi menunjukkan bahwa program 
keluarga berencana menjadi pilihan utama para responden dalam 
pemanfaatan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai 
sadar dan berpartisipasi dalam program keluarga berencana yang 
dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui program ini, masyarakat dapat 
lebih mengoptimalkan kualitas hidup keluarganya. Sementara itu, faktor 
non-ekonomi yang paling terakhir menjadi prioritas adalah optimalisasi 
karangtaruna/pemuda. Hal ini dimungkinkan karena para pemuda di 
Jawa Tengah didominasi pekerja perusahaan serta menjadi tenaga kerja 
di negara asing. Yang menarik adalah bagaimana kesadaran masyarakat 
dalam menjaga dan melestarikan lingkungan desa menjadi salah satu 
aspek penting. Kondisi tersebut ditunjukkan pada Tabel 2. 


Tabel 2. 


Faktor Non-Ekonomi prioritas pengelolaaan Dana Desa di Jawa Tengah 


Variables Weighted Value AHP Score — Priority Factor 
OKT 0.131 0.129 5 
PLP 0.139 0.137 
PLL 0.229 0.231 3 
PKK 0.232 0.232 2 
PKB 0.269 0.271 1 


Sumber: Data primer 


Pembahasan diatas menunjukkan pemerintah mengatur dan 
mengalokasikan dana desa untuk pengoptimalan program keluarga kecil 
serta pengembangan program di lingkungan desa. Kondisi ini 
menujukkan bahwa masyarakat Provinsi Jawa Tengah melalui dana desa, 
telah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas 
kehidupan keluarga dan lingkungan desa. 


Analisis faktor internal dan eksternal atas pemanfaatan dana desa di Jawa 
Tengah mengerucut kepada beberapa Langkah strategis yang dapat 
diimplementasikan oleh pemerintah. Pertama adalah alokasi dana desa 
untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah sebaiknya tidak 
menjadi sesuatu yang diprioritaskan lagi, sebab telah menjadi pemikiran 
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di awal turunnya dana desa. Pemerintah perlu mengidentifikasi serta 
memetakan terlebih dahulu desa yang dapat memanfaatkan alokasi dana 
desa untuk pengembangan infrastruktur dan desa mana yang sudah dapat 
mengalihkan priorits pembangunan desa kepada sektor lalinnya. Hal ini 
didasarkan pada letak dan kondisi geografis masing-masing yang tidak 
sama. Kedua, dana desa dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan 
potensi pasar produk lokal yang salah satunya dengan menggandeng 
BUMDES, pengembangan hard skill dan soft skill masyarakat desa, 
menguatkan kembali budaya lokal dengan branding yang berkualitas, dan 
pengotimalan konektivitas aktivitas produktif masyarakat. Hal ini akan 
dapat mendorong kemandirian dan keberdayaan desa-desa di Provinsi 
Jawa Tengah. 


Kebijakan ini dapat dilakukan oleh Kementrian Keuangan dan 
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi yang 
didukung oleh kementrian teknis lainnya. Level kebijakan tersebut adalah 
keputusan bersama para menteri ekonomi. 
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